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ABSTRAK 
(dalam Bahasa Indonesia) 

Nama 	: EVA SUSANTI, SH 
Program Studi: Ilmu Hukum 
Judul 	: Peranan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Paten Sederhana 

Ditinjau Dari UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten 

Perkembangan persaingan perdagangan internasional telah meningkatkan keuntungan 
bagi mereka yang terdepan dalam movasi. Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana 
bagi mereka untuk melangkahkan diri mereka menjadi yang terdepan dalam inovasi 
dengan know-how teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara-cara barn 
sehingga meningkatkan keuntungan dalam jumlah besar. Dalam rangka pemasaran 
tersebut lahir sebuah hak ekskusif yang bemama paten. Dengan semakin 
berkembangnya tingkat teknologi, lahir hak yang bernama paten sederhana. Ketika 
sebuah penemuan diperoleh dengan cara yang merupakan tindak pidana dan juga 
tidak memenuhi syarat untuk dibenkän hak paten sederhana, maka pelanggaran 
tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, walaupun pada dasamya sengketa paten 
sederhana di selesaikan oleh Pengadilan Niaga. Tesis mi khusus membahasperanan 
Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana paten. 
Permasalahan mi menarik untuk dibahas karena selama mi kita mengetahui bahwa 
segala sengketa yang terkait dengan HKI khususnya paten sederhana menjadi 
kewenangan dari Pengadilan Niaga bukan kewenangan dan Pengadilan Negeri. Bab 
pertama dalam penulisan mi akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan model operasional 
penelitian. Pembahasan bab kedua akan menguraikan perlindungan hukum paten 
sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001, yang dimulai dan sejarah perlindungan 
paten sederhana, syarat-syarat perlindungan paten sederhana menurut UU No. 14 
Tahun 2001 tentang Paten, dan kedudukan hukum pemegang paten sederhana 
menurut UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Selanjutnya dalam bab ketiga akan 
diuraikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa paten sederhana menurut 
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang bensi kewenangan Pengadilan Negeri, 
ketentuan pidana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan pengecualian 
ketentuan pidana di bidang paten. Selanjutnya di bab keempat akan diuraikan objek 
dari paten sederhana berupa mesin perforasi milik PT Orphanmdo Tamamulia dan PT 
Truno Bravo Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tjm. Terakhir pada bab kelima, 
akan diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian mi. 
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ABSTRACT 
(dalam Bahasa Inggris) 

Name 	: Eva Susanti 
Study Program: Legal Sciencies 
Title 	: Role of Public Court in Simple Patent Case According Act 14, 2001 

About Patent. 

Propagation competition of international commerce to rises advantage for them who 
high in inovation. Intellectual Property Right which make help for them to stride to 
be superior in innovation with technic know-how and successfully in marketing with 
new technic to advance they commerce in big amount. Marketing frame work have a 
new exclusive right is patent. With propagation storey of technology, there is a simple 
patent. When the invention obtain with the way criminal action and not fulfill of the 
condition for allow simple patent, there for the violation can carry on public court, 
although the basic case settled on commerce court. The focus of this study is role of 
public court to settle of violation patent criminal action. This point make a good pull 
to review, because in this moment we know that any cases of Intellectual Property 
Right specially in simple patent to be role of commerce court not role of public court. 
In section 1, will analyze about background, formula of the research, the course of the 
research, benefit of the research, restriction of the research, and operasional research 
model. In section 2, will explain the protection of the law of simple patent according 
act 14, 2001 about patent, start from the history of protection simple patent, condition 
of protection simple patent according act 14, 2001 about patent, and law position of 
owner simple patent according act 14, 2001 about patent. And then, in section 3, 
explain about the role of public court in simple patent case according act 14, 2001 
about patent, such as the role of public court, criminal system according act 14, 2001 
about patent, and exception the criminal system of patent. Next, in section 4, will 
analyze object of simple patent, is perforasi machine of PT Orphanindo Tamamulia 
and PT Truno Bravo, judgement decree No.381P1D/B/2004/PN.Jkt.Tim. The last 
section, will explain the conclusion and suggestion for the problem in this research. 
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BAB1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan persaingan dalam dunia perdagangan pada seperempat 

abad yang lalu telah meningkatkan keuntungan bagi mereka yang terdepan dalam 

inovasi. Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights' (selanjutnya 

disingkat HKI) membantu menopang langkah mereka yang terdepan dalam 

inovasi dengan know-how teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara-

cara barn sehingga memngkatkan keuntungan dalam jumlah besar. Memngkatnya 

jumlah pembenan paten dan pendaftaran merek, khususnya di negara-negara 

industri dan memngkatnya publikasi, produksi rekaman, pembuatan film dan 

penyiaran, merupakan upaya-upaya yang memperlihatkan, perkembangan 

persaingan dalam dunia perdagangan. Walaupun deniikian, dalam beberapa 

bidang tertentu, biasanya suatu keberhasilan diiringi pula dengan kemajuan 

mengenai cara-cara mengkopi yang memungkinkan terjadinya pembajakan dalam 

skala besar. Dengan demikian timbullah tuntutan adanya perlindungan hukum 

yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang HKI. Hal mi 

merupakan satu alasan bahwa saat im terdapat banyak sekali tuntutan yang 

berbeda dan kadang kala bertentangan, seperti beberapa untuk hal barn dan 

beberapa terhaclap peningkatan hak-hak.2  

Tumbuhnya organisasi-organisasi intemasional, khususnya di bawah 

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyediakan suatu forum untuk 

mendiskusikan tuntutan-tuntutan serupa dengan itu, yaitu World Intellectual 

Property Organization (WIPO) yang diantaranya mengatur Paris Convention for 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, Buku 
Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003 (Jakarta, 2003) hal.3: Hak Kekayaan Intelektual, 
disingkat "HKI" atau akronim "HaKJ", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk 
Intellectual Property Rights (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang 
menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI secara garis besar 
terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu : I) Hak Cipta (Copyright); dan 2) Hak Kekayaan Industri 
(Industrial Property Rights), yang mencakup : Paten (Paten); Desain Industri (Industrill Design); 
Merek (Trade Mark); Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Repression of Unfair 
Competion); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit,); dan 
Rahasia Dagang (Trade Secret). 

2  Cita Citrawinda, "Hak Kekayaan Intelektual, Tantangan Masa Depan ". Badan 
Penerbit Fakultas Hukurn Universitas Indonesia, Cet. 1, 2003. hal. 1-2. 
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OA 

the Protection of Industrial Property, Berne Convention for the Protection of 

Literary and Artistic Works and Patent Cooperation Treaty. WTPO adalah salah 

satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa; United 

Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengatur 

Universal Copyright Convention dan berurusan dengan masalah-masalah hak 

cipta lainnya yang berperan untuk United Nation Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) . 

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs (Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/ telah membawa harapan 

barn bagi pemilik HKJ dalam upaya mereka menghadapi pelanggaran di bidang 

1-IKI. 'Intellectual Property' dalam Persetujuan TRIPs mengacu pada "... all 

categories of intellectual property that are the subject of Copyright and Related 

Rights, Trademarks, Geographical Indications, Industrial Designs, Patents, 

Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuit and Protection of 

Undisclosed Information. " Persetujuan TRIPs memandang HKI sebagai hak 

ekonomi atau hak komersial, dan mengakui pentingnya untuk mencapai 

keseimbangan antara perlindungan hak "inventor" dan "pencipta' dengan hak-hak 

pengguna teknologi6. 

Mengenai tujuan perlindungan dan penegakan I{KI, sebagaimana 

ditentukan dalath Pasal 7 Persetujuan TRIPs yaitu bahwa: "The protection and 

enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of 

technological innovation and to transfer and dissemination of technology, to the 

3 lbid, hlm.2. 
' Lihat Southcentre-TRIPS Agreement: A Guide for the South, The Uruguay Agreement 

on Trips, (Jenewa 1997), hal.55, yaitu bahwa tujuan utama Persetujuan TRIPs, sebagaimana 
tercantum dalam pernbukaannya adalah "untuk mengurangi distorsi dan halangan terhadap 
perdagangan intemasional, dan memperhatikan pentingnya meningkatkan perlindungan HKI yang 
efektif dan memadai, juga untuk menjamin upaya-upaya serta prosedur untuk melaksanakan HKI 
agar tidak menjadi penghambat bagi perdagangan bebas." 

Lihat Section 1,2,3,4,5,6 dan 7 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 
Organization, Annex 1C, Results of the Uruguay Round Vol.31, 33 I.L.M. 1125 (1994) (yang 
selanjutnya disebut TRIPs). Standar-standar mi mempenganthi secara langsung program 
pembangunan legislative baru-baru mi di Indonesia. Perjanjian TRIPs bukanlah suatu dokumen 
yang statis, tetapi memiliki agenda peninjauan kembali. Secara keseluruhan, Perjanjian TRIPs 
meniperinci bahwa beberapa peraturan yang terdapat di dalain Perjanjian TRIPs akan ditinjau 
kembali mengikuti beberapa pengalaman dalam menerapkan TRIPs. Peninjauan kembali mi 
mencak-up beberapa bidang dirnana perbedaan-perbedaan didalam pendekatan kebijakan tidak 
dapat diselesaikan secara keseluruhan di dalam persetujuan TRIPs. 

6  Op.Cit, Cita, hal.5-6. 
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mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in 

manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and 

obligations". Pasal 7 TRIPs tersebut merupakan ketentuan yang pentmg yang 

menunjuk pada penentuan lingkup HKI yang tepat, pengecualian dan pembatasan-

pembatasan terhadap hak-hak tersebut dan cara bagaimana hak-hak tersebut 

dimanfaatkan, dikelola dan ditegakkan. Pasal mi menilliki peran potensial dalam 

menafsirkan pasal-pasal Persetujuan TRIPs yang lebih khusus.7  

Pada dasarnya dikenaJ. 3 macam milik yaitu: 

Milik yang bergerak obyeknya benda yang bergerak; 

Milik yang tidak .bergerak obyeknya benda yang tidak bergerak; 

1-IKI (Intellectual Property) obyeknya adalah hasil karya pemikiran 

manusia yang dapat berupa: ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni 

dan sastra; penemuan dalam bidang teknologi; desain produk industri; 

tanda yang dijadikan merek.8  

HKI tergolong milik yang bergerak yang tidak berwujud, yang dalam 

tahap penciptaan atau pengembangannya merupakan milik yang bersifat pribadi 

namun pada waktu telah digunakan berubah sifatnya menjadi milik umum. 

Adanya perubahan sifat HKI dari milik pribadi menjadi milik umum jika tidak 

dilindungi dengan Undang-Undang akan sangat merugikan pemilik HKI. 

Sekalipun upaya untuk membenkan perlindungan terhadap 1-IKI pada 

mulanya merupakan tindakan yang berdasarkan intuisi, namun kemudian telah 

dikembangkan beberapa teori (public policy theories) untuk menjelaskan apa 

sebab diperlukannya perlindungan HKJ, salah satunya adalah theory risk yang 

mengemukakan bahwa FIIU merupakan hasil dari suatu penelitian dan 

mengandung resiko. Sekalipun usaha tersebut berhasil membuat suatu ciptaan 

atau penemuan namun masih juga dihadapkan pada resiko yaitu orang akan dapat 

melampaui atau menemukan cara lain untuk memperbaikinya. Dengan demikian, 

ivajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau • kegiatan 

yang mengandung resiko tersebut.9  

Ibid, hal.6 
8  Nico Kansil, "Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Pokok dalam Peraturan 

Perundang-undangan dibidang H1KI", Newsletter No. 15/IV7Dese,nber/1993: 19. 
Ibid. 
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Bila kita melihat, bahwa IlK! meliputi begitu •banyak aspek-aspek, 

sehingga cakupan untuk perlmdungan HKI itu sendiripun menjadi Juas, dan dalam 

hal mi dengan begitu luasnya cakupan perlindungan F11U, akan memberikan 

kesempatan yang Was pula bagi mereka yang ingin mengeluarkan ide kreatithya 

dalam rangka peningkatan perekonomian negara. 10  

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa salah satu Hak Kekayaan 

Intelektual yang mend apatkan perlindungan adalah Paten." Penerapan hukum 

paten di Indonesia masih relatif muda dibandingkan dengan Undang-Undang 

Paten yang berlaku di negara-negara industri maju. Seperti halnya pelaksanaan 

Paten di negara-negara Eropa, Amerika atau Asia Timur, yang telah memiliki 

Undang-Undang Paten sesudah Perang Dunia II, bahkan ada yang telah 

memilikinya sebelum Perang Dunia II. Walaupun Undang-Undang Paten kita 

merupakan hal yang baru namun Undang-Undang itu dan Kantor Paten kita telah 

mendapat kepercayaan dari para pemohon permintaan paten terutama dani pihak 

luarnegeri.12  

Pada awalnya, sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 1989 Tentang 

Paten,13  pernah berlaku Octrooiwet, lalu pada tanggal 1 Nopember 1989, 

Indonesia mengesahkan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang merupakan 

Undang-Undang Paten pertama yang dibuat Indonesia. Dengan ratifikasi 

Agreement Establishing the World Trade Organization dengan UU No. 7 Tahun 

10 Ibid. 
" Istilah paten sekarang dalarn peraturan hukum di Indonesia rnenggantikan istilah 

octrooi yang berasal dan bahasa Belanda. Istilah oclrooi mi berasal dari bahasa Latin dari kata 
autor atau auctorizare. Namun di Indonesia, istilah paten diserap dari bahasa Inggris yaitu patent. 
Istilah paten sendiri bermula dari bahasa latin dan kata auctor yang berarti dibuka, bahwa suatu 
penemuan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbuka tersebut, maka tidak 
berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut. Penemuan tersebut hanya bisa 
didayagunakan dengan seizin penemunya. 

12  Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta, Baridung 
Citra Aditya Bakti, 1998, h1m.106. 

13  Indonesia pernah memberlakukan Octrooiwet 1910 S.No.33 yis S 11-33, S 22-54 yang 
mulai berlaku I Juli 1912. Setelah kemerdekaan Indonesia, octrooiwet mi tidak berlaku lagi. 
Dengan ketidakberlakuan ocrooiwet mi tidak diikuti dengan pembentukan Undang-undarig yang 
barn, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka Menteri Kehakiman RI mengeluarkan 
pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/4 l/4B N 55, sebagai upaya untuk menampung 
permintaan paten yang bersifat sementara, untuk perrnintaan paten daii luar negeri, dikeluarkanlah 
pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No.J.G 1/2/17 B.N.53-91. 
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1994, Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 

1989. Pada akhirnya pada tanggal 7 Mei 1997, disahkaniah UU No. 13 Tahun 

1997, yang merupakan perubahan dari UU No.6 Tahun 1989. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, UU No. 13 Tahun 1997 dirasa 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan perlindungan paten, dan perlunya suatu 

upaya untuk penyempumaan, penambahan dan penghapusan ketentuan paten, 

maka pada tanggal 1 Agustus 2001, disahkanlah UU No. 14 Tahun 2001 tentang 

Paten, yang berlaku sampai sekarang. 

Ketentuan-ketentuan tentang paten yang berubah juga meliputi perubahan 

terhadap perlindungan bagi paten sederhana. Paten pada dasarnya ada 2 (dua) 

macam, yaitu paten biasa dan paten sederhana.. Di dalam UU No. 6 Tahun 1989 

tepatnya pada Pasal 6, paten sederhana itu sendin didefinisikan sebagai berikut 

"Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang 
tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau 
komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten 
Sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut". 

Makna dari pasal mi yaitu bahwa setiap benda atau hasil produksi yang 

mempunyai nilai yang praktis dapat diberikan perlindungan dalam bentuk paten 

sederhana.. Barang-barang mi biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan 

dalam kehidupan sehani-hari, dan sifatnya serba sederhana, sebagai contoh seperti 

yang sudah terdaftar pada Ditjen HKI antara lain bisa berupa tutup galon, alat 

pengering super, alat fisioterapi serl 8, peralatan pemanen padi, mesin potong 

rumput semi otomatis, dan banyak lagi jenis-jenis penemuan yang bersifat 

sederhana yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Boleh dikatakan, perlindungan bagi paten sederhana di dalam Pasal 6 dan 

UU No. 6 Tahun 1989 mi, masih terlalu universal, sehingga bukan hal yang tidak 

mungkin akan terjadi peniruan akan invensi tersebut. 

Bila kita bandingkan dengan ketentuan darl UU No. 13 Tahun 1997, 

tepatnya pada Pasal 6, yang berbunyi: 

"(1) Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki 
kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan 
praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau 
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komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten 
Sederhana; 
(2) Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia." 

Ada perubahan yang teijadi, yaitu penambahan 1 (satu) ayat, untuk 

penyempurnaan dari isi pasal mi. Perubahan yang terjadi pada UU No. 13 Tahun 

1997 dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan mengenai lingkup 

perlindungan paten sederhana yang dapat mencakup produk maupun proses dan 

untuk membeni batasan mengenai penerapan persyaratan kebaruan bagi penemuan 

yang dapat memperoleh perlindungan paten sederhana tersebut. 

Di dalam Pasal 6 UU No. 6 Tahun 1989, perlindungan bagi paten 

sederhana hanya berlaku untuk produk saja, sedangkan di dalam Pasal 6 UU No. 

13 Tahun 1997, perlindungan juga mencakup akan kegiatan proses, sebagai 

contoh proses dalam pembuatan makanan. 

Dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2001, sebagai Undang-undang 

Paten yang barn, perlindungan paten sederhana lebih dipersempit lagi, hanya 

mencakup produk atau alat seperti yang disebutkan di dalam Pasal 6, yaitu: 

"Setiap Invensi berupa produk atau alat yang barn dan mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau 
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten 
Sederhana." 

Obyek paten sederhana dalam hal mi, hanya dibatasi pada hal-hal yang 

bersifat kasat mata (tangible), bukan yang tidak kasat mata (intangible). Hal mi 

sungguh jauh berbeda bila dibandingkan dengari ketentuan darl UU No. 6 Tahun 

1989 maupun UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Pada dasarnya secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa perlindungan paten sederhana dapat diberikan 

atas penemuan atau invensi yang bersifat sederhana, memenuhi unsur kebaruan 

(novelty), dan mempunyai nilai kegunaan yang praktis dibandingkan dengan paten 

pada umumnya. 

Dalam praktek, salah satu invensi yang dapat diberikan hak paten 

sederhana adalah mesin perforasi. Mesin perforasi mi digunakan di bidang 

pengarsipan yang sangat dibutubkan sekali dalani hal mi yaitu pengamanan suatu 

arsip-arsip atau dokurnen-dokumen. Kelebihan dan mesin mi agar penyimpanan 
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arsip-arsip lebih efektif serta mudah untuk diambil bilamana diperlukan dalam 

waktu yang lebih cepat. Cara penggunaan mesin mi dapat digunakan baik secara 

manual maupun elektrik Dengan sifatnya yang sederhana mi, maka mesin 

perforasi dapat diberikan hak paten sederhana. 

Tentu saja, mesin perforasi mi adalah sebuah hasil daya cipta penemu yang 

memiliki kreativitas untuk membuat suatu teknologi yang bermanfaat. Di dalam 

prakteknya, apabila seseorang melakukan peniruan terhadap suatu hak paten, 

khususnya hak paten sederhana, maka orang tersebut dapat digugat baik secara 

perdata maupun secara pidana. 

Salah satu contoh kasus tindak pidana atas paten sederhana yang diajukari 

ke Pengadilan Negeri adalah kasus penyalahgunaan atas hak paten sederhana 

milik penemu. Bila kita melihat hasil dan putusan Maj elis Hakim, memvonis 

bersalah terdakwa tersebut, namun tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 

atau dilepaskan. Pembuktian di Pengadilan menunjukkan bahwa paten sederhana 

yang disalahgunakan oleh pihak lain dalam hal mi terdakwa,, dinilai oleh majelis 

tidak mengikat pthak ketiga dan tidak memperoleh perlindungan hukum. 

Penilaian majelis mi didasarkan bahwa paten sederhana yang diajukan tidak 

memenuhi unsur kebaruan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 

2001, yaitu: 

"Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau 
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten 
sederhana." 

Unsur kebaruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 diatas, 

dijelaskan oleh Pasal 3 dari UU i, yaitu: 

"(l)Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi 
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya; 

(2)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar 
Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau 

14 	
Lihat Putusan No. 38IPIDIB/20041PN.Jkt.Tirn. Sengketa antara PT Orphanindo 

Tamamulia Lawan PT Truno Bravo. 

Universitas Indonesia 

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



ME 

dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan 
invensi tersebut sebelum: 

a tanggal penerimaan, atau 

b. tanggal prioritas 

(3)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang 
dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan 
substantifhya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih 
awal dari pada tanggal penerimaan ataupun tanggal 	15 

Dari uraian pasal mi, invensi dianggap barn bila sebelumnya belum pemah 

dipublikasikan ataupun diungkapkan sebelum Tanggal Penerimaan. Tanggal 

Penerimaan menurut ketentuan Pasal 1 butir ke 11 UU No. 14 Tahun 2001, 

menyatakan bahwa tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan 

yang telah memenuhi persyaratan administrative (persyaratan atas kelengkapan 

dokumen). 

Pada dasarnya sistem pendaftaran paten ada 2 (dua), yaitu: sistem 

konstitutif dan sistem dekiaratif. Pada sistem konstitutif yang menjadi titik 

beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui 

tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem mi disebut juga sistem ujian 

(examination system). Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran hanya 

memberi dugaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang mendaftarkan 

patennya itu adalah orang yang berhak dari paten yang didaftarkan. Pada sistem 

konstitutif, hak atas invensi dalam bidang paten barn terbit karena pendaftaran 

yang telah mempunyai kekuatan. Sistem mi mengenal dua cara sistem 

pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan ditunda (deferred examination system) dan 

sistem pemeriksaan langsung (prompt examination system).' 6  

15  Di dalam penjelasan dan Pasal I mi menyebutkan bahwa, teknologi yang diungkapkan 
sebelumnya adalah state of art atau prior art, yang mencakup baik berupa literatur paten maupun 
bukan literatur paten. Yang diniaksud dengan tidak sama pada ayat mi adalah bukan sekedar beda, 
tetapi harus dilihat sama atau tidak sanianya fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut dengan 
ciri teknis invensi sebelunrnya. Lalu di penjelasan Pasal 2 nya, dikatakan bahwa ketentuan 
rnengenai uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain tidak hanya dilakukan di 
Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan 
bahwa bukti tertulis harus tetap pula disampaikan. 

16  Adisumarno Harsono, Hak Milik Inteicklual Khususnya Pa/en dan Merck, Hak Milik 
Perindustrian (Industrial Properly) Akademika Pressindo, Jakarta, 1985,   hIm. 32. Dalam sistem 
pemeriksaan ditunda, pemeriksaan substantif barn dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat 
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Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 menggunakan sistem 

pemeriksaan yang ditunda, dan tidak menggunakan sistem Deklaratif. Hal mi 

dapat dilihat dan tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substantif 

dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Pemilihan sistem 

pemeriksaan ditunda mi dilakukan karena beberapa pertimbangan, tetapi yang 

terpeñting adalah, sistem mi mengikutsertakan masyarakat dalam proses 

pemeriksaan paten, dapat dikatakan bahwa sistem mi lebih demokratis. Sistern mi 

juga rnelonggarkan tekanan berupa beban pemeriksaan yang sangat besar pada 

kantor paten.'7  

Paten sederhana sendin di dalam permintaan patennya, secara langsung 

diadakan pemeriksaan substantif, tanpa perlu adanya pengumuman, sekalipun 

demikian syarat kelengkapan sebagaimana lazimnya permintaan paten pada 

dasamya tetap harus dipenuhi, seperti yang diatur di dalam Pasal 105 UU No. 14 

Tahun 2001, yang berbunyi: 

"(1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi; 

Permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat 
dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya; 

Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam baths 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak 
dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali; 

(4)Terhadap permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif 
dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) hurufb; 

(5)Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya 
memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
keterterapannya dalam industri (industrial applicabilily) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5." 

Pemeriksaan 	Substantif adalah pemeriksaan apakah suatu invensi itu 

mengandung kebaruan, mengandung langkah inventif, dan ápakah dapat 

administratif. Jadi pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pada 
sistem pemeriksaan langsung pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substansi 
langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten. 

17  Sebagai suatu perbandingan baca juga: Sujono, Perlindungan Paten Berdasarkan UU 
No. 6 Tahun 1989 dan Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi, Skripsi, Tidak Dipublikasikan 
FH-USU, I 991,hlm.53. 
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diterapkan dalam kegiatan industri. Ketiga syarat inilah yang akan dipenksa oleh 

Kantor Paten.'8  

Dalam menentukan apakah suatu invensi dapat dikatakan barn atau tidak 

Undang-Undang merumuskannya secara negatif, artinya, secara limitative diukur 

dari segi kapan suatu invensi tidak dianggap barn, seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 3 diatas.19  

Sehingga dari ketentuan mi jelas akan batasan suatu penemuan dianggap 

mermiliki unsur kebaruan, walaupun adanya keterbatasan dalam hal pemeriksaan 

unsur kebaruannya, karena menggunakan sistem pemeriksaan langsung. Dengan 

tidak memenuhi unsur kebaruan mi, hak akan paten sederhana seharusnya tidak 

dapat diberikan, tapi di lapangan memperlihatkan sebuah kenyataan ketika 

sebuah penemuan memperoleh hak paten sederhana, walaupun kenyataan 

membuktikan penemuan tersebut sudah pemah diungkapkan sebelumnya, 

sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan. Ketika hak atas paten tersebut 

diberikan, Tim Pemeriksa dan Ditjen Paten telah melakukan pembandingan 

dengan penemuan-penemuan lain yang sejenis, selain itu juga melakukan sistem 

pengumuman agar dapat diketahui oleh pihak-pthak terkait. Walaupun prosedur 

untuk mendapatkan hak paten sederhana itu sudah terpenuhi, namun kenyataan 

dilapangan memperlihatkan bahwa hak paten sederhana itu tidak memenuhi 

syarat untuk mendapatkan perlindungan paten sederhana. Dapat dikatakan bahwa 

telah terjadi kelalaian dalam hal pemberian akan hak paten sederhana, kelalaian 

mi bisa diakibatkan oleh human error, sehingga persyaratan yang seharusnya 

dipenuhi menjadi tidak terpenuhi. 

18  Penentuan tiga syarat yang hams dipenuhi yaitu bahwa penernuan itu baru, 
mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan di dalarn industri, yang diatur di dalam Pasal 
2-5 U1J No. M Tahun 2001 tentang Paten. 

19  Op. Cit, OK. Saidin, hIm. 249. 
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Menurut Bapak Henyanto dari Direktorat Paten, dalam wawancara dengan 

penulis mengatakan bahwa20, di dalam pemeriksaan syarat substantif dari suatu 

penemuan yang akan diberikan hak paten, pihak Direktorat Paten, memeriksa 

penemuan dengan cara memperbandingkan penemuan tersebut dengan dokumen 

pembandmg yang ada, dokumen pembanding mi merupakan dokumen-dokumen 

yang berasal dari negara-negara yang memiliki hak paten alas suatu penemuan, 

bila temyata dari dokumen pembanding tersebut tidak terdapat unsur yang sama 

dengan penemuan yang ingin diberikan hak paten, maka penemuan tersebut 

diberikan lah hak paten nya, tapi bila memiliki kemiripan dengan dokumen 

tersebut maka penemuan tersebut tidak bisa memperoleh hak paten dan tidak. 

mendapat perlindungan hukum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 tepatnya di 

dalam ayat (2) dan ayat (3) UU No. 14 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa: 

"...(2)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau 
diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, 
atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk 
melaksanakan invensi tersebut sebelum: 

a tanggal penerimaan, atau 

b. tanggal prioritas. 

(3)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang 
dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemenksaan 
substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih 
awal darl pada tanggal penerimaan ataupun tanggal prioritas." 

Bila temyata dalam prakteknya, suatu penemuan dianggap tidak memenuhi 

unsur kebaruan karena penemuan tersebut telah perriah beredar di masyarakat, 

sebelum tanggal penerimaan patennya, maka pihak yang merasa bahwa penemuan 

itu tidak berhak untuk dimintakan hak patennya dapat mengajukan gugatan 

pembatalan atas paten tersebut ke Pengadilan Niaga, sedangkan bila diajukan ke 

Ditjen Paten, maka Ditjen Paten hanya mempertimbangkan pengaduan tersebut 

20  Wawancara penulis dengan Bapak Heriyarito, dari Direktorat Paten, pada tanggal 18 
Maret 2008, pukul 11.30 Wib, di Kantor Direktorat Paten, Tangerang. 
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dan tidak bisa untuk membatalkan patennya, karena tindakan tersebut menjadi 

kewenangan dari Pengadilan Niaga.21  

Salah satu contoh kasus paten sederhana yang tidak memenuhi unsur 

kebaruan sehingga terjadi gugatan yang diajukan oleh pihak ke-3 yaitu di dalam 

kasus PT Enomoto Snkandi Industries Lawan PT Triprima Intibaja Indonesia.22  

Di dalam kasus mi PT Triprima memintakan pembatalan paten atas Sertifikat 

Paten Sederhana No. ID 0 000 528 IS milik PT Enomoto dengan klaim berupa 

segel penutup untuk tutup drum, PT Triprima sebagai pihak penggugat 

memproduksi barang berupa segel penutup drum yang merupakan barang sejenis 

dengan segel penutup drum yang diproduksi oleh tergugat yaitu PT Enomoto. 

Pada awalnya, PT Enomoto mengirimkan somasi terhadap PT Triprima, agar PT 

Triprima tidak mengirimkan segel penutup tutup drum ke Pertainina, karena 

tindakan yang dilakukan oleh PT Triprima mi telah melanggar hak paten 

sederhana No. ID 0 000 528 IS milik PT Enomoto. Lalu Penggugat yaitu PT 

Triprima menilai bahwa paten sederhana No. ID 0 000 528 IS milik Tergugat 

seharusnya tidak diberikan oleh karena penemuan yang kemudian diberi Paten 

Sederhana tersebut ternyata telah digunakan secara komersial di Indonesia oleh 

Tergugat sebelum Permintaan Patennya Sederhananya diajukan, Tanggal 

Penerimaan Permintaan Paten pada tanggal 15 April 1999, dan segel penutup 

untuk tutup drum itu telah digunakan secara komersial di Indonesia sej ak tanggal 

9 Pebruari 1999, yaitu dengan memasok produk tersebut ke PT Pertamina 

(Persero), sehingga dengan telah digunakannya penemuan tersebut secara 

komersial pada tanggal 9 Pebruari 1999 oleh tergugat sendin, maka penemuan 

tersebut telah tidak baru pada saat dimintakan paten sederhananya pada tanggal 15 

April 1999, akibatnya penemuan yang berjudul segel penutup untuk tutup drum 

dengan No. ID 0.000 528 IS, dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan 

gugatan yang diajukan oleh pihak ke-3. 

Dan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, membatalkan akan hak 

paten sederhana milik PT Enomoto, karena telah jelas tidak memenuhi unsur 

kebaruan untuk dapat diberikannya hak paten, di tingkat Kasasi pun, hak paten 

21 Ibid. 
22 

 Putusan No:65/PATEN/2004/PN.NIAGA/JKT.PST 
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sederhana milik PT Enomoto juga dibatalkan, sehingga dalam hal mi menguatkan 

putusan hakim Pengadilan Niaga. 

Bila kita bandmgkan dengan kasus paten sederhana atas mesin perforasi 

milik PT Orphanindo Tamamulia, ada beberapa perbedaan yang dapat ambil, 

antara lain, terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan dalam menyelesaikan 

sengketa paten, yaitu salah sam nya bahwa perkara itu diajukan ke Pengadilan 

Niaga karena merupakan perkara secara perdata dan satunya lagi di Pengadilan 

Negeri karena merupakan perkara pidana, selam itu juga menyangkut unsur 

kebaruan yang menjacli dasar sengketa, dimana di dalam kasus PT Triprima 

penemuan tidak memenuhi unsur kebaruan karena telah dipejua1-belikan oleh 

penemu sebelum tanggal penerimaan paten sederhananya, sedangkan pada kasus 

PT Orphanindo penemuan tidak memeriuhi unsur kebaruan karena penemuan 

tersebut sudah lebih dahulu beredar di masyarakat, dan penemu merakit penemuan 

tersebut dengan cara mencontohlmenjiplak dari barang yang sudah beredar tadi. 

Terkait dengan kewenangan Pengadilan, kita mengetahui bahwa 

kewenangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa paten merupakan 

hal yang barn, karena sebelumnya sengketa I-[K1 pada umumnya diselesaikan 

oleh Pengadilan Negeri. 

Di dalam UU Paten yang lama yaitu UU No. 6 Tahun 1989, tepatnya pada 

Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi: 

"Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". 23  

23 
 Bandingkan dengan bunyi Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatur 

Pembatalan Paten Berdasarkan Gugatan. Pasal 91 mi berbunyi sebagai berikut: "(1) Gugatan 
pembatalan paten dapat dilakukan apabila: a. paten tersebut menurut ketentuan sebagai mana 
dimaksud dalam pasal 2, pasal 6, atau pasal 7 seharusnya tidak diberikan; b. paten tersebut sama 
dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan 
undang-undang mi;  c. pemberian lisensi-wajib temyata tidak mampu mencegah berlangsungnya 
pelaksanaan paten dalam hentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka 
waktu 2 (dan) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal 
pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib, (2) Gugatan 
pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak. 
ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga, (3) Gugatan pembatalan karena alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerirna 
lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan, (4 ) 
Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh jaksa 
terhadap pemegang paten atau penerirna lisensi -wajib kepada Pengadilan Niaga". Dari ketentuan 
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Penentuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melayani gugatan serupa 

mi, dimaksudkan untuk memusatkan pemeriksaan mengingat penyelesaiannya 

sangat memerlukan data dan penjelasan dari Kantor Paten. 

Lalu ketika UU No. 6 Tahun 1989 mi dirubah oleh UU No. 13 Tahun 

1997, kewenangan mi tidak berubah, sengketa HKI masih menjadi kewenangan 

Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, lalu setelah lahirnya UU Paten yang 

barn yaitu UU No. 14 Tahun 2001, yaitu di dalam Pasal 91 UU No. 14 Tahun 

2001 yang mengatakan bahwa gugatan pembatalan paten diajukan ke Pengadilan 

Niaga. 

Jika pemegang paten yang menemukan bahwa invensi yang dimilikinya 

digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, maka dia dapat menggugat pelaku 

tersebut ke Pengadilan Niaga. Hal mi diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU No. 14 

Tahun 2001, yang berbunyi: 

"Jika suatu paten yang diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak 
Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, pihak yang berhak atas paten tersebut 
dapat mengugat kepada Pengadilan Niaga". 

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk 

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang 

diajukan kepadanya. Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan pada 

pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata 

maupun pidana. Tugas im dilaksanakan oleh hakim, termasuk hakim Pengadilan 

Negeri, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi dan hakim agung di Mahkamah 

Agung. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus merdeka, hams bebas, tidak 

Pasal mi jelas, bahwa segala bentuk gugatan atas pembatalan paten dapat diajukan ke Pengadilan 
Niaga dan bukan ke Pengadilan Negeri. Di dalam kasus mesin perforasi, gugatan terjadi karena 
adanya pelanggaran pidana, sehingga gugatan secara hukum diajukan ke Pengadilan Negeri bukan 
ke Pengadilan Niaga, hal mi terjadi karena perbedaan kewenangan absolute Pengadilan. 
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boleh ada pengaruh kekuasaan pemerintah, tidak boleh ada campur tangan oleh 

pihak manapun, hakim hams mandiri.24  

Dengan dihapuskannya dualisme di dalam pengadilan, maka karenanya 

Pengadilan Negeri sekarang adalah satu-satunya hakim sehari-hari biasa untuk 

semua penduduk didalam wilayah itu. Hal mana berarti baik dalam perkara pidana 

maupun dalam perkara perdata, siapa saja dengan tiada perbedaan kedudukan 

pangkat pada umumnya hams dihadapkan atau digugat di muka Pengadilan 

Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya atau tempat dimana ia 

telah melakukan suatu perbuatan pidana.25  

Salah satu pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan umum 

adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pertama kali ada, bersatu dengan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didirikan pada tahun 1998. Pada awalnya, 

kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara 

berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang barn. Namun pada tahun 2001, 

kompetensi tersebut diperluas sampai dengan perkara Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI)26. 

24  Kadri Husin, Sistem Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), Tesis, Fakultas Pasca Saijana Universitas Indonesia, 1985, hal. 57. 

25  Hartono Hadisoeprapto, Pengan tar Tata Hulwm Indonesia, edisi 4, Yokyakarta: 
Liberty, 2001., hal 137-138. 

25  Laporan Tahunan 2006, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal. 4. Pengadilan Niaga 
Jakarta Pusat merupakan salah satu diantara lima Pengadilan Niaga lainnya di Indonesia. 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk pada tahun 1998 
berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 1998 
jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. 
Keenipat lainnya didirikan berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, yang terletak di 
Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Persidangan perkara di Pengadilan Niaga meliputi 
perkara kepailitan, PKPU dan gugatan dalani perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual 
yaitu : hak cipta, merck, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan paten. Hingga saat 
mi, belum ada perkara rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu yang didaftarkan di 
Pengadilan Niaga Jakarta. Perkara rahasia dagang sendiri saat mi diselesaikan oleh Pengadilan 
Negeri, IJU Rahasia Dagang tidak mengatur kewenangan Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan 
Negeri. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal II UIJ No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 
yang berbunyi: 

"(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun 
yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, berupa: 

gugatan ganti rugi,dan/atau 
penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri." 
Sebagai bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadian Niaga merupakan salah satu di 
antara empat pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Pengadilan Khusus lainnya yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah 

Universitas Indonesia 

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



16 

Tidak semua sengketa HZKI diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, seperti 

Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan juga sengketa 

Kepabeanan27  yang sengketanya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. 

Di dalam Pasal 50 ayat (1) Persetujuan TRIPs28  menetapkan bahwa: 

"I. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and 
effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any 
intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the 
entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, 
including imported goods immediately after customs clearance; (b) to 
preserve relevant evidence in regard to the alleged infringemen ". 

Pasal mi bermaksud bahwa instansi Pengadilan berwenang untuk 

memerintahkan langkah-langkah sebagai upaya awal secara segera dan efektif, 

yaitU 

untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran HIU, dan khususnya mencegah 

masuknya barang-barang yang diduga melanggar HXI dalam jalur 

perdagangan, termasuk tindakan importasi, segera setelah melalui "custom 

clearance ". 

untuk melindungi bukti yang relevan yang berkaitan dengan pelanggaran 
m.  29 

Selanjutnya Pasal 50 ayat (2) Persetujuan TRIPs3°  yang mengatakan 

bahwa: 

"2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional 
measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any 
delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where 
there is a demonstrable risk of evidence being destroyed." 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. Pembentukan Pengadilan Niaga membawa pembaharuan, yang kemudian juga 
diterapkan pada beberapa pengadilan khusus lainnya, sebagai contoh, adanya standar waktu 
penyelesaian perkara, seperti perkara kepailitan, jarigka waktunya penyelesaian perkara selama 60 
han, perkara paten selama 180 han, hak cipta dan merek selama 90 han. 

n Sengketa Kepabeanan yang terkait dengan HAKI diatur dalam UU No. 10 Tahun 
1995, LN RI tahun 1995 No. 75, TLN RI tahun 1995 No. 3612, di dalam Bab X tentang Larangan 
dan Pembatasan Impor atau Ekspor Serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil 
Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, lalu UTJ mi dirubah oleh UU No. 17 Tahun 2006 
TLN No. 4661, pada Bab X tentang Lanangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor Penangguhan 
Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan hitelektual, Dan Penindakan 
Atas Barang Yang Terkait Dengan Teronisme DanlAtau Kejahatan Lintas Negara. 

28  Seperti yang disebutkan di dalam Section 3: Provisional Measures Article 50. 
29 	Cii, Cita, HKI Tantangan Masa Depan. him. 170. 
° Seperti yang tercantum di dalam Article 50 ayat (2) 
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Dan ketentuan pasal im instansi pengadilan dapat menempuh tindakan 

sementara tanpa sementara didengar pihak lawan secara sewajarnya, khususnya 

apabila penundaan mungkin menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, 

atau terdapat resiko bukti yang hendak dimusnahkan atau dihilangkan31. 

Penetapan sementara pengadilan dimaksudkan sebagai upaya awal untuk 

mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelanggaran HKI oleh pihak-pihak 

yang tidak berhak yang bertujuan: 

Mencegah berlanjutnya pelanggaran HKI dan hak yang berkaitan dengan 

HKI, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HKI 

dan hak yang berkaitan dengan HKI ke dalam jalur perdagangan termasuk 

tindakan importasi. 

Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang HXI dan 

hak yang berkaitan dengan HKI tersebut guna menghindari terjadinya 

penghilangan barang bukti. 

Memmta kepada pihak yang merasa dirugikan agar membenkan bukti 

yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas HKI dan hak 

yang berkaitan dengan HIKI, serta hak pemohon tersebut memang sedang 

dilanggar32. 

Atas barang-barang impor, pengawasan kepabeanan menjadi tugas yang 

tidak mudah bagi aparat Bea dan Cukai. Pasal 51 Persetujuan TRIPs33, Section 4 

31  Op.Cit, Cita, HKI Tantangan Masa Depan. HIm. 170 
32  Ibid,hal. 173. 
n Seperti yang tercantum dalam Article 51, yang berbunyi 	'Members shall, in 

conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has 
valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright 
goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, 
administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free 
circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of 
goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the 
requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures 
concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined 
for exportation from their territories ". Adopt procedures disini berarti bahwa "It is understood 
that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of goods put on the market in 
another country by or with the consent of the right holder, or to goods in transit." Sedangkan 
Goods yang bermakna: "For the purposes of this Agreement:(a). "counterfeit trademark goods" 
shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is 
identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be 
distinguished in its essential aspects from such a trademark and which thereby infringes the rights 
of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation;('b) 'irated 
copyright goods" shall mean any goods which are copies made without the consent of the right 
holder or person duly authorized by the right holder in the countmy of production and which are 
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mengenai Special Requirements Related to Border Measures menyatakan bahwa 

para anggota hams menyesuaikan dan mengadopsi ketentuan-ketentuan dan 

prosedur untuk memungkinkan pemilik HIKJ, yang memiliki dasar yang kuat 

untuk menduga adanya impor barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran 

merek atau hak cipta yang dimilikinya, untuk meminta secara tertulis kepada 

pejabat yang berwenang (baik pemerintah atau badan peradilan) untuk melakukan 

penangguhan barang-barang impor tersebut dari pelabuhan oleh pejabat Bea 

Cukai.34  

Menurut Drs. Darajadi, Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai, ada dua pendapat 

mengenai peranan Bea dan Cukai, yaitu sebagai gate keeper, dan agent of trade 

facilitation.35  Dan pendapat yang pertama yailu sebagai gate keeper, yang berarti 

bahwa bea cukai hanya menaruh perhatian terhadap barang-barang pada saat 

barang-barang tersebut melintasi wilayah perbatasan negaranya. Pendapat mi 

didasarkan pada pemikiran bahwa tugas bea cukai semata-mata dititik beratkan 

untuk memungut cukai terhadap barang-barang yang melintasi perbatasan 

negaranya. Peran yang kedua sebagai agent of trade facilitation, dimana bea cukai 

tidak hanya menaruh perhatian terhadap barang-barang yang melintasi wilayah 

perbatasan saja, tetapi juga menaruh perhatian terhadap proses dan barang 

tersebut sebelum melintasi perbatasan. Dengan kata lain bea cukai secara aktif 

berperan di dalam memberikan kelancaran arus barang pada saat melintasi 

perbatasan. Pendapat mi dianut oleh sebagian besar bea cukai di seluruh dunia 

termasuk Indonesia. 36  

Selain itu terhadap arus barang di arena perdagangan internasional tidak 

mencakup pengawasan terhadap pelanggaran Intellectual Properly Rights (JPR), 

khususnya dalam bentuk pemalsuan barang. Hal mi dikarenakan landasan kerja 

DJBC yang didasarkan kepada peninggalan hukum pemerintah kolonial Belanda 

tidak mengatur kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran 

made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted 
an infrmnement of a copyright or a related right under the law of the country of importation." 

" Op. CII, Cita, HKI Tantangan Masa Depan, hal 174, dalam persetujuan TRIPs Pasal 
51. 

35 
 Pendapat yang disampaikan dalam seminar tentang "Peranan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual Untuk Meningkatkan Perdagangari Dan Industri Dalam Era Globalisasi," News Letter 
No. 15 /IV/Dese,nber 1993, hal. 21 

n Ibid. 
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IPR, sedangkan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi dan 

perdagangan internasional menuntut Instansi Bea dan Cukai untuk melakukan 

pengawasan yang lebih luas lagi terhadap keluar-masuknya barang-barang impor 

dan ekspor. Oleh karena itu DJBC saat mi sedang mengusahakan pembaharuan 

Perundang-undangan Pabean yang diharapkan dapat mengatur peranan Bea dan 

Cukai dalam bidang IPR.37  

Di dalam UU Kepabeanan yang lama yaitu UU No. 10 Tahun 1995 yaitu 

di dalam Pasal 5438  menyebutkan bahwa penangguhan sementara waktu atas 

pengeluaran barang impor hams mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan 

Negeri, dengan perubahan oleh UU No. 17 Tahun 2006, ketentuan dalam Pasal 54 

mi pun juga ikut dirubah.39  

Dan dua keterituan mi yaitu Pasal 54 dari UU No. 10 Tahun 1995, dan 

UU No. 17 Tahun 2006, teijadi perubahan kewenangan absolut Pengadilan, yaitu 

wewenang Pengadilan Negeri menjadi beralih ke Pengadilan Niaga 

Dapat dikatakan bahwa saat mi dengan hadimya UU yang berkaitan 

dengan HKI yang bani, dan UU Tentang Kepabeanan mengakibatkan 

kewenangan Pengadilan Negeri menjadi terbatas, sehingga dapat dikatakan bahwa 

Pengadilan Negeri hanya menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangan dan 

peradilan umum saja, sedangkan sengketa-sengketa yang lain selarna belum ada 

Undang-undang yang mengatur tersendiri masih menjadi kewenangan dan 

peradilan umum, tapi bila ada Undang-Undang yang mengatumya, maka bukan 

menjadi kewenangan dan Pengadilan Negeri lagi. UU HKI yang dimaksud diatas 

berupa UU Merek No.15 Tahun 2001, UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, 

n Dalam makalah yang dijelaskan oleh Daradjadi yang berjudul "Peranan Bea & Cukai 
Dalam Rangka Menghadapi Lalu Lintas Barang di Arena Perdagangan Intemasional", yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderai Bea dan Cukai (DJBC) 

38  Yang mengatakan bahwa "Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau 
hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat 
Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dan 
kawasan Pahean yang berdasarkan hukti yang cukup, diduga merupakan haull pelanggaran merek 
dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia." 

39  Yang berisi bahwa "Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak 
cipta, ketua Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai 
untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan 
pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak 
cipta yang dilindungi di Indonesia." 

Universitas Indonesia 

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



PTO 

maupuniJU No. 13 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang semua sengketa 

perdatanya diselesaikan oleh Pengadilan Niaga.. Sebagai contoh kasus-kasus HKI 

yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga adalah Kasus Paten Logam Tata Logam 

Lestari (Kasus Genteng Logam) yang merupakan perkara perdata, selain itu ada 

perkara Desain Industri Lemari PT Cahaya Buana Intitama, ada lagi kasus 

pelanggaran Hak Cipta yang teijadi. antara YKCI dengan PT Hotel Sahid Jaya 

Intemasional dan kasus-kasus lainnya. 

Terjadinya perbedaan kewenangan absolut dari Pengadilan mi, 

membenkan suatu keinginan bagi penulis untuk mengkajinya, ingin mengetahui 

sejauh mana kewenangan dari masing-masing badan peradilan mi khususnya 

peradilan urnum yaitu Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa HKI 

yaitu Paten. Penulis juga ingm mengetahui bagaimana dengan' penanganan 

perkara di Pengadilan Niaga dalam hal pelanggaran paten, apakah lebih efektif 

bila dibandingkan dengan di Pengadilan Negeri yang dalam penyelesaian 

sengketa patermya melibatkan peranan dari para penegak hukum baik polisi, 

jaksa dan PPNS, bila ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2001, dan bagaimana 

dengan bentuk putusannya terhadap kekuatan hukum dan paten itu sendiri. 

Hal lain yang ingin dicermati, yaitu bagaimana dengan perlindungan 

hukum atas paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, bila 

suatu paten sederhana diperoleh dengan cara yang tidak wajar, dan tidak 

memenuhi unsur untuk dapat diberikannya paten sederhana. Selain itu, terkait 

dengan paten sederhana milik PT Orphanindo Tamamulia, yang menurut Majelis 

hakim Pengadilan Negeri tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan tidak 

berkekuatan hukum tersebut, apakah PT Orphanindo masih berhak atas 

perlindungan hukum terhadap paten sederhananya, karena kenyataannya paten 

sederhana PT Orphanindo tidak dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. 

Dengan masalah-masalah diatas, penulis ingin lebih lanjut meneliti masalah 

tersebut, maka penulis mengangkat masalah mi ke dalam tesis dengan judul 

"Peranan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Paten Sederhana Ditinjau dan 

UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten." 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan 

dibahas adalah: 

a Bagaimana perlindungan hukum atas paten sederhana menurut UU 

No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ? 

Apakah peranan Pengadilan Negeri dalam memutuskan sengketa 

paten sederhana ditinjau dani UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 

sudah efektif? 

Bagaimana kedudukan paten sederhana mesin perforasi, yang menjadi 

dasar sengketa antara PT Orphanindo Tamamulia Lawan PT Truno 

Bravo Putusan No. 38/PID/B/20041PN.Jkt.Tim? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a Untuk mengkaji perlindungan hukum atas paten sederhana menurut 

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 

Untuk mengkaji apakah peranan 	Pengadilan Negeri dalam 

memutuskan sengketa paten sederhana ditinjau dari UU No. 14 Tahun 

2001 tentang Paten sudah efektif. 

Untuk mengkaji bagaimana kedudukan paten sederhana berupa mesin 

perforasi, yang menjadi dasar sengketa antara PT Orphanindo 

Tamamulia Lawan PT Truno Bravo 	Putusan No. 

38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tjm. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Keguna.an Teoritis 

Ilmu hukum pada umumnya, hukum tentang Hak Kekayaan 

Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan segi perlindungan 

hukum terhadap Paten Sederhana, peranan Pengadilan Negeri dalam 

sengketa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, serta 

menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan 

untuk mel akukan kaj ian dan pene! juan selanj utnya. 

KegunaanPraktis 
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Hasil penelitian mi diharapkan dapat membenkan sumbangan 

pemikiran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan 

perlmdungan paten dalam tataran praktis di Indonesia. 

Memberikan informasi berkaitan dengan 	penilaian atas 

peranan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa paten 

sederhana. 

.Menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

masalah penelitian 	mi, dan berguna bagi pihak-pihak yang 

berminat dalam rnasalah yang sama. 

1.5 Batasan Penelitian 	 .: ..• 

1.5.1 Kerangka Teoritis 

Sesuai dengan dalil sosiologis, perkembangan masyarakat bergerak 

dengan cepat (kebudayaan matenil) namun itu tidak sepenuhnya diikuti ôleh 

kebudayaan immaterial termasuk hukum. Itulah sebabnya pembuat Undang-

undang harus memiliki kemampuan untuk mengabstrasikan peristiwa-peristiwa 

kemasyarakatan itu untuk kemudian dirumuskan dalam kaidah hukum, yang 

mampu menjangkau waktu yang panjang ke depaa 40  

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat 

terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasai dan 

masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dan !uar masyarakat tersebut 

(sebab-sebab ekstem), sebagai sebab intern antara lain dapat disebutkan, 

misalnya pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-

penemuan barn; pertentangan; atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. 

Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan 

alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya 41  

40  Farah Liza Adnan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Pa ten Setelah Berlalarnya Undang-
Undang Nornor 14 Tahun 2001, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 
2005, hal. 14. 

'" Ibid. 
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Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat 

sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah 

mempunyai sistem pendidikan yang maju.42  

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau 

sebaliknya perubahan-perubahan hukum dan perubahan sosial) tidak terjadi 

bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum 

mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur yang lainnya dari masyarakat 

serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya teijadi. Apabila terjadi 

hal yang demikian, maka terjadilah apa yang disebut dengan social lag, yaitu 

suatu keádaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadmya kepincangan.43  

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau 

sebaliknya terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan suatu gejala wajar di 

dalam suatu masyarakat bahwa perbedaan antara pola-pola perilaku yang 

diharapkan oleh norma-norma sosial lainnya. Hal mi terjadi oleh karena hukum 

pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang 

pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang walaupun mereka terdiri 

dan orang-orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun adalah tidak 

mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadani dan merasakan kepentingan-

kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagian terbesar dan masyarakat. Oleh 

karena itu perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak, dengan norma-norma 

sosial lainnya di lain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam 

masyarakat. Namun demikian, keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul 

kesenjangan sosial. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya barn 

terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

pada suatu ketika tertentu, apalagi perubahan-perubahan di bidang lainnya telah 

melembaga serta menunjukkan kemantapan.44  

42  Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukurn Indonesia Menghadapi Globalisasi 
(Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi), Chandra Pratama, Jakarta: Tahun 1999, hal. 
219. 

a Ibid. 
u Ibid, hal. 221. 
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Friedman menyatakan sistem hukum yang tengah berlaku (beroperasi) itu 

bensikan tiga komponen,45  yaitu: 

Komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian-bagian yang bergerak 

dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang 

jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai mahkamah hakim yang 

bersidang di tempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas yurisdiksi yang 

ditentukan. Demikian pula kejaksaan, kepolisian merupakan contoh dan 

komponen struktur mi;  

Komponen kedua adalah substansi, yaitu ketentuan-ketentuan, alasan-

alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum, termasuk yang tidak tertulis, 

yang merupakan hasil aktuil yang dibentuk oleh sistemhukum; 

Komponen ketiga adalah sikap publik dan nilai-nilai atau budaya hukum 

yang membenkan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang 

bertemali dengan hukum dan pranata hukum. Wujud budaya hukum mi 

dalam hubungannya dengan sistem hukum mempengaruhi apakah orang 

akan mendayagunakan pengadilan, polisi, atau jaksa dalam menghadapi 

suatu kasus. Di sini budaya hukum menentukan apakah komponen struktur 

dan komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat yang 

logis, sehingga menjadi milik masyarakat umum. 

Apa yang telah dikemukakan oleh Friedman tidak lain kecuali bahwa 

hukum merupakan "suatu sistem". Dalam operasinya hukum sebagai sistem 

maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang erat sekali. Struktur 

dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktur dan 

substansi dipengaruhi pula oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai.46  

Seperti ditulis oleh Sunaryati Hartono, bahwa sampai saat mi di Indonesia 

agaknya masih berlaku faham bahwa hukum hanya dapat mengikuti 

perkembangan masyarakat, sebab biasanya dikatakan bahwa hukum itu hink 

achter de feilen aan. Cara berfikir semacam mi dikalangan sarjana hukum 

Lawrence M. Friedman, On Legal Development, Rutgers; Law Review, 1969, hIm. 27- 
30. 

46 
Kadri Husin, Sistem Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang 1-Jukum Acara 

Pidana (KUHAP), Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1985, hIm. 9. 
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didasarkan pada dua ajaran yang telah mendarah daging dan dianggap sebagai 

kebenaran-kebenaran yang mutlak.47  

Seperti dikutip oleh Cita Citrawinda, Sunaryati Hartono juga 

mengemukakan bahwa di dalam masyarakat industri diperlukan berbagai 

peraturan yang mengatur segala tindak tanduk manusia sampai ke detail-detailnya, 

demi kelancaran hidup masyarakat dan untuk mencegah teijadinya hambatan-

hambatan atau ketidak adilan. Tanggung jawab pribadi dan disiplin perseorangan 

menjadi lebih penting lagi daripada di dalam masayarakat agraris. Sebaliknya 

liberalisasi dan individualisasi tidak hanya menjadi landasan industrialisasi, tetapi 

juga merupakan akibathya.48  

Dalazn isu pembangunan global, hukum telah dipercaya untuk mengemban 

misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana 

pembangunan dengan permasalahan kemasyarakatan yang mencerminkan 

masalah budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. 

Hukum merupakan bagian dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. 

Yang dimaksud dengan proses sosial adalah proses yang alamiah sifalnya, 

yang timbul sebagai hasil saling pertukaran antara hubungan masyarakat satu 

sama lain. Adanya teknologi bukan disebabkan oleh adanya hukum melainkan 

sebagai ciptaan dan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat itu.49  

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum mengatur hubungan-. 

hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat manusia termasuk 

kebangsaan, perdagangan dan lain-lain, dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan 

menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang 

terhadap mereka dengan siapa yang berhubungan.50  

Dan teori tersebut dapat kita pahami bahwa sampai saat mi hukum selalu 

mengikuti perkembangan masyarakat, dan dapat pula perkembangan masyarakat 

n Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Trimitra Mandiri, 
Jakarta, 1999. him. 8. 

° 	Op. Cit, Cita, Budaya Hukuin, hIm. 222. 
a' Ibid. 
° 	U. Van Apeldoom, Pengantar limo Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.29, 2001, 

him. 41. 
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membentuk suatu aturan yang juga terus berkembang, demi terciptanya 

keselarasan atau keseimbangan sosial termasuk di dalaninya keselarasan dan 

keseimbangan hubungan hukum. 

1.5.2 Kerangka Konseptual 

Paten, sebagai salah sam hak eksklusif di bidang HIKI yang diberikan oleh 

negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk 

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan 

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya hanya dapat diberikan 

apabila yang bersangkutan mengajukan permohonannya secara' resmi kepada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan paten tersebut harus 

dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur, baik dalam bentuk 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri. 

Kehadiran Undang-undang paten secara umum diarahkan untuk 

meridukung industrialisasi. Rasionalitasnya sederhana, adanya perlindungan paten 

akan memacu kreativitas yang dapat melahirkan teknologi yang sangat diperlukan 

dalam menunjang pembangunan industri dan juga mendorong masuknya 

teknologi asing, termasuk kehadirannya melalui investasi. Secara umum Undang-

undang paten antara lain mengatur hak (Paten), cara memperoleh dan 

mempertahankan hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten. 

Paten adalah suatu hak khusus yang dibenkan oleh negara kepada seorang 

inventor atas hasil invensinya, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 butir 1 dan 

UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut: 

"Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor 
atas hasil invensi nya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 
tertentu melaksanakan sendiri invensi nya tersebut atau membenkan 
persetujuan nya kepada pihak lain untuk melaksanakan nya". 

Bertitik tolak dan ketentuan pasal tersebut, maka ada beberapa unsur 

pokok yang perlu dipahami, yaitu hak khusus, diberikan oleh negara kepada 

penemu, melaksanakan sendiri penemuannya, selama jangka waktu tertentu. 
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Sebagai perbandingan,, defimsi yang dibenkan World Intellectual Property 

Organization (WIPO), bad an internasional Persenkatan Bangsa-Bangsa pengelola 

Hak Kekayaan Intelektual sebagai benkut: 

"A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a 
person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to 
describe new invention, the privilege is granted by a government authority 
as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who 
flilfihls the prescribed condition ". 

Dalam definisi tersebut dapat dibaca unsur-unsur pokok paten, yaitu right 

to exclude (hak khusus), granted by a government authority (diberikan oleh 

negara), entitled to apply for it (melaksanakan sendiri penemuannya), for a 

limited time (selarna jangka waktu terbatas). .Dengan memperhatikan unsur-unsur 

tersebut, jelaslah bahwa Undang-Uñdang Paten Indonesia telah memenuhi juga 

unsur-unsur yang ditetapkan oleh konvensi internasional. 51  

Menurut Smith 52,  dasar pembenaran sistem paten (justifIcation of the 

patent system), antara lain: 

advance a countries technological dan economic development (memajukan 

pembangunan ekonomi dan teknologi); 

stimulation of indigenous industrialization (merangsang industrialisasi ash 

pribumi); 

patents can contribute to technological and economic through licensing in 

other countries (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi 

melalui lisensi negara lain); 

patens help in dissemination of technological information (membantu 

penyebaran informasi teknologi); 

51 Abduikadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2001, him. 129 - 130. 

52  Endang Purwaningsih,Perkembangan Hukurn Intellectual ProperiT' Rights, Kajian 
Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian KomparatifHukum Paten, Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2005, hIm. 27, dalam Patrick A. Smith, "The Characteristic and Justification of 
the Patent System", Executive Summary, Indonesia Australia Specialized Training Project 
Intellectual Property Rights, 1996, hal.2 
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e. 	availability of patent protection provides an in flow of technology from 

other countries and incentive for investment (adanya perlindungan paten 

memberikan aliran teknologi dari negara lain dan bagi insentif bagi 

penanaman modal). 

Dengan diberikannya sertifikat paten, patentee (si penerima paten) 

mempunyai hak monopoli (exclusive right/monopoly patent right). Patentee dapat 

mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang tanpa izinnya membuat 

apa yang telah dipatenkannya, tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang 

lingkupnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk 

tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. 

Demikian pula di Indonesia, paten dimaksudkan sebagai hak eksklusif yang 

diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi,. 

yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya Pemilik 

paten adalah inventor atau pihak lain yang menerima pengalihan nya berdasarkan 

(1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat, dan (4) lisensi.53  

Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang menuntut adanya 

kemampuan intelektual manusia untuk menjadikan karya yang dihasilkan 

mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat luas. Dengan 

adanya nilai ekonomi yang bisa dinominalkan dari teknologi itulah yang 

kemudian menimbulkan konsep kekayaan (property) dan konsep mengenai hak-

hak atas karya itu.54  

Konsep kekayaan yang mendorong pada kebutuhan akan pengamanannya 

yatijkumudian menimbulkan kepentingan untuk menumbuh kembangkan sistem 

perlindungan hukum terhadap kekayaan tersebut yang dikenal dengan 

perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual Intellectual Property Rights) 

tujuannya adalah memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara 

kekayaan dengan pencipta atau penemu sebagai pemilik nya, atau pihak lain yang 

menerima hak tersebut dati pemiliknya untuk menikmati atau memetik 

Ibid, hIm. 2 
54 Kansil, Perlindungan Hak Milik Intelektua! & Pengaruhnya Terhadap Indusfri da;'i 

Perdagangan Internasional (Makalah Seminar Tentang Pengaruh Hak Milik Intelektual Terhadap 
Inustri dan Perdagangan Internasional di Jakarta, 1993) h1m.2 
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marifaatnya selama jangka waktu tertentu.55  Diantara Hak Millik Intelektual mi, 

yang berhubungan erat dengan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan teknologi adalah 

Hak Paten atau biasa disebut Paten saj a. 56  

Paten merupakan suatu pemberian hak atau perlindungan khusus yang 

diberikan suatu negara dalam kurun waktu tertentu kepada si Pemegang Paten 

untuk penemuannya. Dalam jangka waktu tersebut hanya pernegang paten yang 

berhak untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuannya di dalam 

negara itu. Umumnya paten berhubungan dengan teknologi terapan seperti 

peralatan mekanik, alat elektronik, proses kimia, produk farmasi, tanaman, dan 

produk yang digunakan untuk kehidupan sehari-hai..57  

Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (Jo. Pasal 570 KUHPer), Oleh :karena  itu merupakan 

sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya. Sudahjelas bahwa bila tidak ada 

perlindungan, maka kreativitas intelektual untuk membuat penemuan-penemuan 

baru. Hasilnya adalah bahwa kemajuan di bidang industri dan pengetahuan akan 

berkurang. Maka sudah wajar bilamana pemberian perlindungan paten harus 

didasan dengan undang-undang dan hams dilakukan secara sistematis dan terus 

menerus disertai dengan pengawasan yang Iayak.58  

1.6 Model Operasional Penelitian 

Metode Penelitian adalah salah satu cara membahas dan menyelesaikan 

permasalahan dengan baik dan sistematis.59  Penulisan tesis mi menggunakan 

metode normative empiris dengan pendekatan deskriptif.  analitis. Maksudnya, 

bahwa penulisan mi dilakukan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka 

55  Tim Keppres (1992), Strategi dan Peranan Hukum Hak Milik Intelektual dalam 
Menyongsong Era Globalisasi, Panel Diskusi bidang hukum hak milik intelektual di Jakarta 
tanggal 4 Februari, diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya. 

56  Amir Pamuntjak, Sistem Paten Pedonian Praklik dan A li/s Teknologi, Djambatan, 
Jakarta, 1994, hlm.2. 

57  S. Widatoen Dan oto, Informasi Teknologi Paten dalam Pernasyarakatan, (Seminar 
sehari Peranan Informasi Teknologi Paten Menunjang Industnalisasi di Jakarta tanggal 30 Agustus 
1988, diadakan oleh Biro Oktroi Rooseno dan PD il-LIP1). 

58 	Perlindungan & Prosedur Paten, 01 April 2008, http://www.dgip.go.id. 
59  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 

1986. hal. 46 
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menyusun teori-teon baru,60  dengan cara meneliti bahan pustaka yang erat dengan 

tesis mi, disampmg itu penulis juga menggali dan mengambil dari berbagai 

sumber antara lain dari makalah-makalah seminar, sosialisasi, kemudian ditambah 

dengan pemetaan dan wawancara langsung ke lapangan, sehingga dengan 

demikian terjadilah sinkronisasi yang dapat dituangkan dalam tesis mi. Dengan 

demikian sumber-sumber data dalam penulisan tesis im terdiri dan: 

a Data primer, yaitu sumber informasi dan data yang diperoleh langsung dan 

sumbernya,61  dalam hal mi berupa wawancara dan pengamatan terutama 

melalui pejabat dan pegawai yang menangani bidang HAKI terutama 

Paten, dan para ahli hukum lainnya. 

b. Data sekunder meliputi 

a Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.62  Berbagai peraturan perundang-undangan; 

seperti UU No. 6 Tahun 1989, UU No. 13 Tahun 1997, UU No. 14 

Tahun 2001, UU Kepabeanan UT] No. 10 Tahun 1995, UU 

Kepabeanan baru UU No.17 Tahun 2006, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUITAP, UU No-2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 

1983 tentang Penyidik PPNS, dan UT] No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.63  Bahan mi terdini 

dari buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian, ekspos 

penelitian, artikel, dan penulisan karya ilmiah lainnya. 

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

pene1asan terhadap bahan hukum primer dan sekunder64  misalnya 

60  Ibid, hal. 10 
61  Ibid, hal. 51 
62  Ibid hal. 52 

Ibid. 
61  Ibid. 
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yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi 

tesis mi, serta kamus yang berisi istilah-istilah teknis. 
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BAB2 
PERLINDUNGAN HUK[JM PATEN SEDERHANA 

MENURUT UU NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN 

2.1 Sejarah Perlindungan Paten Sederhana 

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan 

sehari-hari dan daiam beberapa dasawarsa terakhir mi, perkembangan tersebut 

sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti 

komputer, elektro, telekomunikasi dan bioteknologi, tetapi juga di bidang 

mekanik, kimia atau lainnya.. Bahkan sejalan dengan itu, makin tirAggi pula 

kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang 

sederhana65  

Seiring dengan itu pula, maka kini Indonesia telah memiliki satu Undang-

Undang yang khusus memberikan perlindungan hukum terhadap para inventor 

dalam bidang teknologi. Undang-Undang yang dimaksudkan adalah UU No. 14 

Tahun 2001 Tentang Paten. UU No. 14 Tahun 2001 sendiri dibentuk bukan saja 

bertujuan memberikan perlindungan terhadap para inventor Indonesia maupun 

luar negeri, namun hal mi sekaligus sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap 

ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization yang didalamnya 

juga meliputi pada aspek Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual 

Property Rights (TRIPs) yang khususnya juga mengatur masalah paten. Dimana 

dengan diratifikasinya TRIPs mi, maka Indonesia dituntut untuk membentuk 

sekaligus mengharmonisasi hukum nasional tentang paten sendiri. 66  

Sejarah hukum paten di Indonesia mengalami dinamikanya sendiri. 

Dinamika mi timbul dikarenakan adanya perkembangan politik dan sekaligus 

65  Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001, Tentang Paten, 
650p.Cir, Budi Agus, h1rn.114, yang dikernukakan oleh Normin S. Pakpahan, bahwa 

tujuan dari harmomsasi mi agar dapat menghapuskan berbagai hambatan dan memberikan fasilitas 
yang mendukung upaya peningkatari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, ithat Normin S. 
Pakpahan, "Pengaruh Perjanjian WTO Pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional," Jurnal 
Huku,n Bisnis Vol. 5 1999, h1m.43. 
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perkembangan teknologi itu sendin. Sebelum mengenal HU No. 14 Tahun 2001, 

Indonesia sud ah pernah memberlakukan beberapahukum paten.67  

Awalnya, Indonesia pemah memberlakukan Octrooiwet 1910 S. No. 33 

yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 191268.  Kemudian berdasarkan 

Stbl. 1924 No. 576 ayat 2 ruang lingkup tugas Department Van Justitie meliputi 

pula bidang milik perindustrian.69  Pada zaman pendudukan Jepang dan tahun 

1942-1945 semua peraturan perudang-undangan di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual tersebut masih tetap berlaku.70  

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Owooi im dinyatakan tidak 

berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. 

Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan Octrooi di wilayah 

Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjuthya 

diteruskan ke Octrooiraad di negeri Belanda71  

Pemyataan tidak berlakunya Undang-Undang Octrooi mi tidak diteruskan 

dengan pembentukan Undang-Undang Paten yang barn. Sebagai jalan keluar nya 

guna menampung permintaan paten dalam negeri, maka Menteri Kehakiman RI 

mengeluarkan Pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5 /41/43. N.55, 

yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara Selanjutnya untuk 

menampung permintaan paten Juar negeri. 	Menteri Kehakimari juga 

mengeluarkan Pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J.6 1/2/17 B.N.53- 

9172 tentang permohonan sementara pendaftaran oktroi (paten) dari luar negeri.73  

67 Ibid,hlm. 115. 
68 

 Lihat dalam Indonesia Australia Specialized Tranning Project Phase II, Intellectual 
Property Rights (elementary 2002), diselenggarakan oleh Asean Law Group Pty, hal. 118, pada 
waktu itu permohonan pendaftaran paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia 
(Jakarta), namun pemenksaan atas permohonan tersebut harus dilakukan di Octrooiraad di negeri 
Belanda. Demikian yang memutuskan dapat atau tidak diberi paten di negeri Belanda. 

69 
 Sekilas Sejarab, artikel tentang Direktorat Jenderàl Hak Kekayaan Intelektual, 13 

Maret 2008, http://dgip.go.id/articleprintf4/..l /1.  
70 

 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2005, Terbitan Ditjen M. 
71  Ibid, dalam Muhammad dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, him. 104. 
72  Ibid. 
73  Indonesia, Pengum unian Menteri Kehakiman RI tentang Pengauan Sernentara 

Pendafra ran Oktroi (Paten) dari Luar Negeri, Pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomor 
J.G.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953, BeritaNegara tanggal 13 Nopember Tahun 1953 Nomor 91. 
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Pengumuman im dianggap mulai berlaku terhitung dari tanggal 12 

Agustus 1953 ialah tanggal Pengumuman Menten Kehakiman RI Nomor J.S. 

5/41/4 tanggal 12 Agustus 1953, Benta Negara tanggal 28 Agustus Tahun 1953 

Nomor 69. Setelah ada keyakinan hukum di bidang paten, barn pada tanggal 13 

Oktober 1989 DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang paten. 

Rancangan Undang-Undang mi telah cukup lama dipersiapkan. Upaya-upaya 

untuk mewujudkan nya antara lain dilakukan sejak awal tahun 1970-an oleh 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dengan mengundang 

segenap ahli di lingkungan badan-badan pemerintahan, pendidikan tinggi, dan 

bahkan para praktisi. Bahan-bahan bagi penyusunan selanjutnya, sejak saat itu 

terus dikumpulkan dan dibagi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang 

diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan mi 

menghasilkan sebuah rancangan yang selanjutnya diajukan Menteri Kehakiman 

kepada Bapak Presiden pada tahun 1982. 74  

Sekalipun demikian upaya pengkajian dan penyempurnaan masih tetap 

berlangsung dengan disampaikannya penambahan beberapa materi dalam tahun 

1986. Sejak saat itu, pengkajian ulang dan penyusunan rancangan diteruskan oleh 

Tim Kerja yang dibentuk oleh Bapak Presiden guna mempelajari dan 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta, di bidang Merek Pemiagaan 

dan Merek Perusahaan, serta mempercepat penyelesaian penyusunan Rancangan 

Undang-Undang Paten. Tim kerja yang dibentuk dengan Keputusan Presiden 

Nomor 34 Tahun 1986 menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Paten sebagai 

prioritas yang kedua,75  Rancangan Undang-Undang tersebut selarijutnya disah1cp 

menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten Lembaran Negara 

Nomor 39 Tahun 1989 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398 pada tanggal I 

Nopember 1989, dan mulai berlaku 1 Agustus 1991. Dengan keberlakuan mi, 

Paten Sederhana yang merupakan bagian dan paten juga turut diundangkan. Paten 

74  Keterangan Pemerintah rnengenai Rancangan Undang-undang tentang Paten, 
Keterangan Pernerintah dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman atas nama Pemerintah, Jakarta 16 Juni 
1989, hlm3. 

75  Ibid. 
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sederhana diatur di dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 109 sampai dengan Pasal 113, 

serta ketentuan tentang pidana paten sederhana di dalam Pasal 127.76 

Dengan disahkan Undang-undang paten, maka Menteri Kehakiman RI 

mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor M.01-HC.02.01 Tahun 1989 tentang 

Pencabutan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S.5/41/4 Tanggal 12 

Agustus 1953 dan Nomor J.G.112/17 Tanggal 29 Oktober 1953. 

Padatanggal 7 Mei 1997, UU No. 6 Tahun 1989 mi telah dirubah oleh UU 

No. 13 Tahun 1997, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997 

No.30. Sejalan dengan itu, perubahan aturan yang berkaitan dengan paten 

sederhana pun mengalami perubahan, dan penambahan. Paten sederhana yang 

semula diatur dalam Pasal 6 dari UU No. 6 Tahun 1989, diubàh, yang semula 

hanya 1 ayat, di UU No 13 Tahun 1997 menjadi 2 ayat, perubahan yang kedua 

yaitu pada Pasal 10, yaitu adanya perubahan jangka waktu perlindungan paten, 

perubahan selanjutnya yaitu Pasal 110, yang semula 2 ayat, mengalami 

penambahan 1 ayat, lalu Pasal 112, dimana ada perubahan ketentuan pada ayat 2 

nya, sedangkan Pasal 127 dan UU No. 6 Tahun 1989 tidak mengalami perubahan 

di UU No. 13 Tahun 1997. 

Dengan semakin berkembangnya sektor perekonomian terjadi perubahan 

ketentuan darl UU No. 6 Tahun 1989, menjadi UU No. 13 Tahun 1997 77,  dan 

76 	Op.Cit, Kansil, Perlmdungan, hIm. 3. 
77  Teijadi karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalarn persetujuan tentang 

Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs,), yang merupakan 
bagian dari.Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the 
World Trade Organization) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang, berlanjut 
dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di 
bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk paten dengan persetujuan internasional tersebut. 
Dan dengan pertimbangan tersebut, serta mernperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman, 
khususnya kekurangan selama pelaksanaan undang-undang tentang paten., dipandang perlu untuk 
mengubah dan menyernpurnakan beberapa ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang 
paten dengan Undang-Undang, hat penjelasan umum UU No. 13 Tahun 1997. Tambahan : pada 
tanggal 15 Api-il 1994, Pemerintah Indonesia menandatangani Final Act Embodying the Result of 
te Uruguay Round ofMultilateral Trade Negotiation, yang mencakup Agreement on Trade Related 
Aspect of hitellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Sebagai negara pihak penanda tangan 
persetujuan Putaran Uruguay, Indonesia meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-undang - 
Nomor 7 Tahun 1994. Tiga tahun kemudian pada tahun 1997 Pemerrntah Indonesia merevisi 
Undang-undang Paten untuk rnenyesuaikan dengan persetujuan TRIPs menuntut kesesuaian 
pengaturan dalain peraturan perundang-undangan di tingkat nasional terhadap ketentuan dalam 
beberapa konvensi Internasional mengenai HAKI, maka penyempumaan peraturan perundang-
undangan juga diarahkan sesuai dengan konvensi-konvensi tadi. Korivensi untuk Paten adalah 
Konvensi Paris. Liat dalam Keterangan Peinerintah hidonesia mengenai RUU tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipla sebagaimana telah diubah dengan 
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akhirnya lahirlah UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 78  yang merubah pula 

ketentuan dan UU No. 13 Tahun 1997. 

Perubahan dan UU No. 13 Tahun 1997 menjadi UU No. 14 Tahun 2001, 

terjadi karena salah satu bagian Konvensi WTO yaitu Agreement on Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs), yang antara lain 

menyatakan bahwa semua negara peserta harus menyesuaikan peraturan 

perundang-undangan nasional FIKI sesuai dengan konvensi Internasional di 

bidang masing-masing (article 65 ayat I dan 	Batas waktu yang ditentukan 

untuk negara-negara berkembang tanggal 31 Desember 1999. Pemerintah perlu 

mengakomodasi aspek-aspek lain dalam Persetujuan TRIPs yang belum sempat 

terakomodasi pada pembahan Undang-Undang Paten tahun 1997, disamping itu 

untuk menampung kebutuhan baru dalam masyarakal yang berkaitan dengan 

perlindungan karya intelektual termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan 

kepentingan khalayak. Juga diperhitungkan tingkat kemampuan teknologi bangsa 

Indonesia yang mewamai karya-karya Intelektual dalam kaitan nya dengan 

persaingan dunia usaha yang harus dilakukan secara sehat dan jujur. Tidak pula 

dilupakan kondisi geografis Indonesia yang kaya dengan sumber alam. 

Dengan alasan pertiinbangan tersebut, maka Pemerintah menyampaikan 

RUU tentang Paten kepada DPR melalui surat Presiden Republik Indonesia 

Nomor R.44IPUIXIII1 999 tanggal 13 Desember 1999.80 

Selanjutnya pembahasan RUU dilaksanakan dengan keterangan 

Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 14 Februari 2000, setelah itu 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 6 
Tahun 1989 tentang Paten, dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1992 tentang Merek Keterangan Pemerintah Indonesia dihadapan Rapat Paripuma Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

78  Bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian intemasional, 
perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya 
undang-undang paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor, hal mi juga 
diperlukan dalam rangka menciptakan ikliin persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan 
kepentingan masyarakat pada umumnya. 

79 Seperti yang disebutkan di dalam Transitional Arrangements Article 65. 1). Subject to 
the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be obliged to apply the provisions of this 
Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of entry into force 
of the WTO Agreement. 2). A developing country Member is entitled to delay for a further 
period of four years the date of application, as defined in paragraph I, of the provisions of this 
Agreement other than Articles 3, 4 and 5. 

80  Sam butan Pemerintah Atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Paten, 
Dan Rancangan Undang-Undang tentang Merck, Sambutan Pemerintah dalam Rapat Paripurna 
Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2 Juli 2001, hlm.2. 
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dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR pada tanggal 29 

Februari 2000, dan Jawaban Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi dalam 

Pemandangan Umum diberikan pada pembicaraan tmgkat III DPR melalui 

Komisi II mulai tanggal 22 Februari 2001. Dengan disetujui RUU Paten menjadi 

Undang-Undang Paten oleh DPR tanggal 2 Juli 2001 maka selanjutnya Undang-

Undang tersebut disahkan oleh Presiden tanggal 1 Agustus 2001 menjadi Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Nomor 109 

Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara No. 4130. Perubahan-perubahan atas 

Undang-undang Paten dilakukan untuk memudahkan penggunaannya oleh 

masyarakat, Undang-Undang Paten mi disusun secara menyeluruh dalam satu 

naskah (single text) pengganti Undang-Undang Paten lama. Dalam hal mi, 

ketentuan dalam Undang-Undang Paten lama, yang substansinya tidak diubah 

dituangkan kembali kedalam Undang-Undang mi. Secara umum perubahan yang 

dilakukan terhadap Undang-Undang Paten lama meliputi penyempurnaan, 

penambahan, dan penghapusan. 81  

Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam kaitannya dengan paten, tapi 

juga paten sederhana. Dalam Undang-Undang mi objek paten sederhana tidak 

mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product 

by process. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat 

mata "tangibie), bukan yang tidak kasat mata (intangible). 

Di dalam UU No. 14 Tahun 2001 mi, paten sederhana diatur di dalam 

Pasal 6, dimana terjadi perubahan ketentuan dan UU No. 13 Tahun 1997 

mengenai invensi yang dapat diberikan paten sederhana, lalu di Pasal 9 yang 

berkaitan dengan jangka waktu yang merupakan perubahan dan Pasal 10 UU No. 

13 Tahun 1997, lalu di Pasal 104 sampai Pasal 107, yang merupakan 

perkembangan ketentuan dari pada UU No. 13 Tahun 1997 yaitu pada Pasal 109 

sampai dengan Pasal 113, ketentuan pidana paten sederhana juga berubah, yaitu 

diatur di dalamPasal 131 UU No. 14 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dan 

Pasal 127 UU No. 13 Tahun 1997. 

81  Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 TeniangPaten. 
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Berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 136 UU No. 14 Tahun 2001 

tentang Paten, yang berbunyi: 

"Dengan berlakunya Undang-Undang mi segala peraturan perundang-
undangan di bidang Paten yang telah ada pada tanggal berlakunya 
Undang-Undang mi, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum 
diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan 
Undang-Undang mi." 

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 terdapat ketentuan delik 

pidana pelangaran paten merupakan delik aduan, yang berarti berubah dan 

Undang- Undang paten sebelumnya yang mengatur pelanggaran paten merupakan 

delik biasa. Aturan mi berarti "kembali ke khittah", maksudnya bahwa HKI 

adalah private rights, berarti tergantung kepada Pérnilik Hak Kekayaan Intelektual 

apakah keberatan atau tidak "miliknya" dipakai orang lain. Jika keberatan maka 

pemilik hak dapat mengadukan keparla aparat penegak hukum untuk penegakan 

hukumnya.82  

Peraturan Pelaksana UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah: 

1. 	Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan 

Baku atau Produk Tertentu yang dilindungi Paten bagi Produksi 

Obat di dalam negeri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak-ak

Kekayaan Kekayaan Intelektual sebagai pengganti dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan 

Paten. 

C. 	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara 

Permintaan Paten. 

d. 	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan 

Isi Surat Paten. 

82  A.Zen Umar Purba, Latar Belakang Perubahan. Undang-Undang Tentang Hak 
Kekayaan Intelektual, makalah pada Lokakarya Terbatas Tentang Hak Kekayaan Jntelektual Dan 
Perkembangannya, Jakarta, 10-11 Februari 2004. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 

Pada Departemen Kehakiman 	sebagai 	pengganti 	dan 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 

Kehakiman (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 sebagai 

pengganti dari Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.04-

HC. 02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata 

Cara Pembayaran Biaya Paten). 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Bandmg Paten sebagai 

Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang 

Komisi Banding Paten. 

2. 	Keputusan Presiden 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 

tentang Pengesahan Paten Cooperation Treaty (PCT) and 

Regulations Under The PCT. 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 

sebagai perubahan dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 

1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of 

Industrial Property. 

C. 	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 1998 

tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 

sebagaimana •telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995. 

d. 	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan 

Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral. 

Universitas Indonesia 

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



40 

	

3. 	Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. 

C. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Kepabeanan, 

Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4661, yang 

merupakan Perubahan IJU Nomor 10 Tahun 1995, Tentang 

Kepabeanan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 3612. 

	

4. 	Keputusan Menteri. Kehakiman 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01.HC.02.10 

Tahun 1989 tentang Pencabutan Pengumumañ MENKEH No. 

J.S.5/4  dan J.G.1/2117. 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.02.10 

Tahun 1991 Tentang Paten Sederhana. 

C. 	Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.02-HC.02. 10 

Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten. 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M05-1-[C.02.10 

Tahun 1991 tentang Tata Cara Pendaftaran Khusus Konsultan 

Paten. 

Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : M.06-HC.02.10 

Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten. 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.07-HCO2.10 

Tahun 1991 Tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Permintaan 

Pemeriksaan Substantif Paten. 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.08-HC.02.10 

Tahun 1991 Tentang Pencatatan dan Permintaan Salman Dokumen 

Paten. 	 1 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.843-KP.04.11 

Tahun 1993 Tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani 

Surat Paten. 
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Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.04.PR.07.10 

Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten. 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.01-HC.02.10 

Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding 

Paten. 

Konvensi internasional yang menjadi dasar pengaturan akan paten adalah 

Konvensi Paris (Paris Convention). Lahimya Konvensi Paris melalui proses yang 

panjang yang kemudian menghasilkan tiga bagian isu yang sangat penting83: 

Ketentuan Prosedural 

Prinsip-prinsip sebagai pedoman bagi negara anggota 

Ketentuan mengenai milikindustrial. 

Sebenarnya Konvensi Paris telah direvisi berulang kali, bahkan disusul 

oleh konvensi-konvensi lain, seperti Konvensi Strasbourg, Patent Cooperation 

Treaty, dan sebagainya, namun pengaturan internasional lain yang paling penting 

dalam perkembangan hukum paten adalah dalam TRIPs / WTO, kemudian p'ada 

tahun 2000 di Jenewa (Patent Law Treaty) telah dilakukan persetujuan oleh 43 

negara dengan tujuan menyempurnakan dan menyeragamkan prosedur 

permohonan paten di berbagai negara di dunia. Muatan perset'juan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tanggal Permohonan suatu permintaan paten adalah tanggal permohonan 

telah diterima oleh kantor paten setempat; 

Tidak ada negara yang dibenarkan mewajibkan permintaan paten 

memenuhi persyaratan yang melebihi PCT (Patent Cooperation Treaty); 

Suatu negara dimungkinkan menerima pengajuan perminta.an  paten secara 

elektronik, namun tidak ada negara yang diperbolehkan memaksakan 

pengajuan permintaan paten hanya secara elektronik; 

Jika pengajuan permintaan paten dilakukan secara elektronik guna 

mengatasi masalah gangguan alam dan elektronik, tanggal 

penerimaan paten dapat diberikan jika telah diterima pernyataan seseorang 

bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permintaan paten 

Op.Cit, Endang, him. 13. 
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Inventor atau orang lain yang menenma lebih lanjut hak inventor, orang 

yang mengajukan permintaan paten, pemilik atau orang lain yang 

berkepentingan dibenarkan berurusan langsung dengan kantor paten 

setempat untuk semua urusan yang berhubungan dengan permintaan paten; 

Setiap negara aggota wajib memberlakukan hak-hak sesuai konvensi 

Paris.84  

Konvensi Paris sendin mengatur tentang hak milik perindustrian yang 

ditandatangani di Paris tanggal 20 Maret 1883. Revisi pertama dilakukan di 

Brusel, 14 Desember 1900, revisi berikutnya di Washington, 2 Juru 1911, di Den 

Haag, 6 Nopember 1925. Selanjutnya berturut-turut di Lissabon, 31 Oktober 

1958, di Stockholm, 14 Juli 1967 dan terakhirjuga di Stockholm, 2 Oktober 1986. 

Sampai pada tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 negara menjadi anggota 

konvensi mi termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keppres No. 

24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979 dan juga berdasarkan Keppres mi telah 

diratifikasi, Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization (WIPO) 85 

Selain Konvensi Paris, adajuga Perjanjian Kerjasama Paten (PCT). Paten 

Cooperation Treaty (PCT), didirikan pada tanggal 19 Juni 1970 cli Washington 

dalam suatu konferensi para diplomat dari 78 negara dan 22 organisasi 

internasional. PCT telah dirubah 2 kali yaitu pada tahun 1979 dan tahun 1984. 

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1988 sebanyak 40 negara telah menyatakan 

tunduk kepada PCT. 86  

Tujuan permohonan internasional paten adalah agar paten tersebut 

mendapat perlindungan di beberapa negara. Untuk itu Si pemohon harus 

mengajukannya di setiap negara dimana perlindungan itu dikehendaki. Dengan 

demikian setiap kantor paten nasional masing-masing negara hams melaksanakan 

penelitian terhadap permohonan paten tersebut. Sistem mi tentu banyak 

memerlukan pekerjaan, waktu dan biaya yang diperlukan. Pemecahan 

permasalahan inilah yang merupakan tujuan PCT. Untuk itu PCT mengadakan 

sistem permohonan internasional dan publikasi internasional, pemeriksaan 

84  Ibid hIm. 14 
Op.Cit, OK. Saidin, h1m.228. 

86  Ibid. him. 232. 
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- 	permulaan internasional atas setiap permohonan paten yang lebih berdaya guna, 

hemat, dan sederhana, jika perlindungan itu dikehendaki secara internasional. 87  

PCT menunjuk kantor urusan paten yang telah memenuhi syarat untuk 

melakukan penelitian. Kantor-kantor yang telah memenuhi syarat adalah kantor 

paten di Rusia, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian dari kantor 

paten tersebut dikirimkan kepada pemohon dan Biro Intemasional yang akan 

mengirim pengiriman laporan kepada kantor paten dari negara yang ditunjuk. PCT 

akan membenikan tahap kedua, yaitu pemeriksaan pennulaan internasional. Pada 

tahap mi suatu penemuan akan diperiksa, apakah bersifat inventif dan dapat 

diterapkan dalam kegiatan industri.88  

Selain mengatur tentang permohonan internasional atas permohonan 

paten, PCT juga memberikan bantuan teknik yang merupakan perhatian khusus 

bagi negara-negara berkembang. PCT sepakat báhwa biro internasional (WIPO) 

dengan biaya rendah harus memberikan pengetahuan teknik dan teknologi untuk 

negara-negara tersebut, termasuk pengetahuan yang ada yang dipublikasikan 

berdasarkan dokumen yang diterbitkan. Selanjutnya sebuah komisi bantuan teknik 

telah dibentuk yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi bantuan teknik 

dalam mengembangkan sistem paten secara wilayah dan secara terpisah.89  

Konvensi yang lain yaitu Konvensi Strasbourg, yang dibuat oleh Dewan 

Eropa pada tahun 1954. 0  Konvensi mi dibuat pada tahun 1971 dan kemudian 

diubah pada tahun 1979. Perjanjian mi diikuti oleh 27 negara pada tanggal 1 

Januani 1988. Menurut konvensi mi, semua anggota Konvensi Paris dapat tunduk 

kepada konvensi 1691  

Konvensi berikutnya yaitu Konvensi Budapest, Konvensi mi dibuat pada 

tahun 1977 dan kemudian diubah pada tahun 1980. Konvensi mi berkaitan dengan 

87  Ibid. 
88  Ibid, hIm. 233. 
89  Ibid. dalam E.A.Mout-Boutman, Paten Internas ional, .Makalah pada Seminar Hak 

Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-USU, 10 Jamiari 1989, h1m.7. 
90  Konvensi mi dalam rangka untuk memudahkan pelaksànaan penelitian sesuatu yang 

barn, sehingga sejumlah negara merasa perlu untuk mendapatkan suatu sistem kiasifikasi yang 
diterima secara internasional untuk paten, utility models dan sertifikat penemuan. Kiasifikasi itu 
telah diterima dengan baik, akan tetapi Dewan Eropa tidak mernpunyai sarana yang cukup untuk 
menjaga kiasifikasi im agar tetap mutakhir, oleh karena itu dianggap baik, agar kiasifikasi itu 
diatur oleh WIPO, hat dalarn E.A.Mout-Bournan, Paten Internasional. Makalah Pada Seminar 
Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-USU, 10 Januari 1989, h1m.8. 

91  Op.Cit, OK.Saidin. hIm. 234. 
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paten-paten yang mencakup pengunaan jasad renik barn. Persoalan bagi seorang 

penemu adalah jika ingin mendapatkan perlindungan Intemasional, ia harus 

memasukan contoh dari jasad renik yang bersangkutan di negara yang dimintakan 

perlinduiigan.92  Ada juga konvensi Paten Eropa, yang dibuat pada tahun 1973 dan 

berlaku di 13 negara. Tujuannya adalah menciptakan paten Eropa yang dapat 

diperoleh berdasarkan sebuah permohonan dan berlaku dengan menerapkan 

persyaratan yang sama seperti paten nasional di negara dimana perlindungan itu 

dimintakan. Hal mi berarti paten Eropa merupakan himpunan paten nasional. 

Permohonannya harus diajukan kepada kantor paten Eropa di Munich atau 

cabangnya di Den Haag.93  

Selain itu, ada lagi Konvensi Buenos Aires tahun 1910, dalam konvensi mi 

dibentuk pada Konferensi Pan Amenka ke-4 pada saat tersusunnya dan ditanda 

tangani oleh semua anggotanya yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) negara, 

kecuali Bolivia. Isinya tidak banyak berbeda dengan Konvensi Paris, namun dapat 

dikemukakan penemuan-penemuan apa saja yang dapat dimintakan perlindungan 

paten, yaitu sebagai berikut: 

Suatu cara barn untuk mengolah produk produksi; 

Suatu mesin atau suatu alat tangan atau mekanis barn yang bertujuan 

mengolah produk industri; 

Suatu produk industri barn; 

92  Masalah milah yang dipecahkan oleh konvensi Budapest yang memberikan 
kemungkinan untuk melakukan pernasukan (deposit) tunggal jasad renik tersebut kepada badan 
penyimpanan (deposity) Intemasional . Negara-negara yang mengadakan perjanjian dari kantor-
kantor wilayah seperti kantor urusan paten Eropa diwajibkan melakukan hal itu untuk kepentingan 
undang-undang Paten Nasional mereka. Pada saat mi terdapat 18 badan penerima dimaksud 
rnisalnya Central Bureau Voor Schimmekultures Belanda, lihat dalam E.A.Mout-Bouman, Paten 
internasional, makalah pada seminar Hak Milik Jntelektual (Intellectual Property Rights), FH-
USU, lOjanuani 1989Mm. 9. 

Ibid, OK Saidin, hIm. 235. Menurut konvensi mi, jangka waktu paten selama dua 
puluh tahun (20) tahun. Paten mi dapat dicabut tetapi hanya atas dasar alasan yang tercantum 
dalam konvensi tanpa menghiraukan Undang-Undang Nasional, Konvensi menentukan peneinuan-
penemuan yang tidak dapat diberi paten yaitu teori-teori ilimiah, temuan-temuan dan metode 
matematika, ciptaan estetis, pola, peratunan dan metode untuk nielaksanakan tindakan kejiwaan 
mumi, melakukan perirtainan atau melakukan usaha dan program untuk komputer, penyajian 
informasi, syarat-syarat untuk diberikan paten atas suatu penemuan menurut konvensi mi adalah, 
bahwa suatu penemuan barn yakni yang tidak merupakan bagiaii dari bentuk seni. Kemudian suatu 
penemuan harus mengandung langkah inventif, dan suatu penemuan haruslah rentan terhadap 
penerapan dalam industri yang berarti bahwa ia dapat dibiat atau digunakan dalam jenis industri 
apapun termasuk pertanian. 
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Penerapan cara-cara yang telah diketahui untuk mendapatkan hasil-hasil 

yang lebih baik; 

Setiap model ash atau desam penghias ash yang barn untuk diterapkan 

pada setiap produk industri.94  

Di Eropa pun ada konvensi yang bersifat regional, diantaranya konvensi 

yang dikenal dengan European Relating to the Formalities Required for Patent 

Application (1953) diantara negara-negara Dewan Eropa (Council of European), 

yang bertujuan untuk menyeragamkan dan menyederhanakan cara-cara aplikasi 

diantara negara-negara anggotanya. Konvensi lainnya adalah European 

Convention for International Classflcation of Patent (1954) yang bertujuan 

untuk penerapan suatu sistem kiasifikasi paten yang seragam.95  

Meskipun Indonesia telah menyepakati untuk meratifikasi dari beberapa 

konvensi bahkan TRIPs WTO, namun demi kepentingan nasional Indonesia, balk 

dari segi kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi, Indonesia bisa saja 

mengesampingkan konvensi tersebut dan menomor satukan hukum nasional. 

Sejarah dan paten sederhana pada intinya tidak jaub berbeda dengan 

sejarah paten pada umumnya, balk dari segi aturan nasional maupun dalam hal 

ratifikasj Konvensi-konvensi Internasional. 

2.2 Syarat-Syarat Perlindungan Paten Sederhana Menurut UU No. 14 

Tahun 2001 Tentang Paten 

Paten sederhana sebagai bagian dari paten, lahir sebagai hasil kreativitas 

penemu yang mempunyai nilai praktis dan ekonomis, yang penemuan mi dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada dasarnya paten sederhana diberikan untuk invensi yang bersifat 

sederhana dan praktis, seperti yang dituangkan di dalam Pasal 6 UIJ No.14 Tahuñ 

2001, Tentang Paten, yang berbunyi sebagai berikut: 

94  Op. Cit, Endang, him. 110. 
Ibid. 
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"Suatu invensi berupa produk atau alat yang barn dan mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau 
komponen nya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk 
paten sederhana." 

Dan pasal mi kita bisa menggaris bawahi beberapa hal yaitu : suatu 

produk atau alat, memiliki unsur kebaruan, dan mempunyai nilai kegunaan 

praktis. 

Di beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Senkat, Filiphina, dan 

Thailand, pengertian paten sederhana disebut utility model, petty patent, atau 

simple paten, yang khusus ditujukan untuk benda (article) atau alat (device). 96 

Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau 

produk yang bukan sekedar berbeda ciii teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi / 

kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata 

atau berwujud (tangible), adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata 

(intangible), seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan perlindungan 

sebagai paten sederhana97  

Pengertian mi sungguhjauh berbeda bila dibandingkan dengan pengertian 

paten sederhana menurut UU No.6 Tahun 1989 sebagai UU Paten Lama, 

pengertiannya &lalah: 

"Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang 
tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau 
komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten 
sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut". 

Karena memiliki nilai kegunaan praktis, maka terkandung pula di 

dalamnya nilai ekonomis. Benda, alat, atau hasil produksi seperti itu tidak 

memiliki kualitas penemuan karena penemuan tersebut biasanya diperoleh dengan 

cara yang Iebih sederhana, tidak melalui prosedur sebagaimana lazimnya kegiatan 

penelitian dan pengembangan. 

Barang-barang seperti itu biasanya berupa peralatan yang banyak 

digi.inakan daiam kehidupan sehari-hani, seperti misalnya mesin pembuat bakso, 

alat pemarut kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung dan perontok gabah. 

16  Ibid. 
97  Penjelasan Pasal 6 UIJ No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. 
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Karena itu, barang-barang tersebut seringkali dikenal pula sebagai "utility model", 

karena sifatnya yang serba sederhana, maka perlindungannya dibenkan dalam 

rangka paten sederhana.98  

Di dalam UU No. 6 Tahun 1989 mi, suath metode proses juga dapat 

dimintakan hak paten sederhananya, yang biasanya metode proses mi berupa 

metode dalam proses kimia. 

Apabila kita bandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh UU No. 

13 Tahun 1997, yang merupakan peruhahan dari UU No. 6 Tahun 1989 mi, maka 

paten sederhana itu adalah: 

"(1) Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki 
kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan 
praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau 
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten 
sederhana; 
(2) Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia." 

Perubahan dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan mengenai 

lingkup perlindungan  paten sederhana yang dapat mencakup produk maupun 

proses dan untuk memberi batasan mengenai penerapan persyaratan kebaruan 

bagi penemuan yang dapat memperoleh perlindungan paten sederhana tersebut. 

Dalarn ketentuan Pasal 6 lama mencakup lingkup perlindungan hanya berlaku 

untuk penemuan yang berupa produk saja Yaitu produk yang memiliki nilai 

ekonomis karena memiliki nilai kegunaan praktis. Dengan membatasi bahwa 

syarat kebaruan pada penemuan tersebut hanya berlaku untuk wilayah Indonesia 

saja maka diharapkan permntaan paten oleh penemu bagi jenis penemuan 

sederhana akan lebih banyak. Adapun pengertian "penemuan sederhana yang 

dilakukan di Indonesia" meliputi semua informasi tentang penemuan yang dapat 

diperoleh di Indonesia. 99  

Dari ketiga ketentuan UU Paten mi, ada tiga unsur yang menjadi unsur 

utama dapat diperolehnya perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana, 

yaitu unsur alat atau produk maupun proses, bersifat barn, dan mempunyai nilai 

kegunaan praktis. 

Ibid. 
99  Penjelasan Pasal 6 UU No: 13 Tahun 1997 tentang Paten. 
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Penemuan sederhana biasanya diperoleh dengan cara yang sederhana, 

tidak melalui prosedur yang lazim dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, 

karena sifatnya serba sederhana, maka perlindungan nya diberikan dalam bentuk 

paten sederhana.'°°  

Cin,  utarna dan paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001, yaitu: 

Penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (research 

and development) yang mendalam; 

Hanya melalui hak untuk satu klaim; 

Pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak 

penemu, sehingga bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten 

sederhana mi tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya 

tahunan. 

Sifat barn dan paten sederhana dalam Undang-Undang Paten lama tidak 

begitu jelas. Dalam Undang-Undang mi ditegaskan kebaruan bersifat universal. 

Disamping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-Undang Paten lama membenkan 

kemungkinan banyaknya terjadi peniruan invensi dan luar negeri untuk 

dimintakan paten sederhana. 101 

Jangka waktu pemberian paten sederhana dari UU No. 14 Tahun 2001, 

berbeda dengan ketentuan darl UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 

1997. 

Di dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001, disebutkan bahwa: 

"Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat 
diperpanjang." 

Secara umum alat atau produk yang dilindungi, diperoleh dalam waktu 

yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif 

murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu 

perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat 

ekonomi yang wajar.102  

100 Ibid 
101  Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 
02  Penjelasan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 
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Bila kita bandingkan kembali dengan ketentuan dari UU No. 6 Tahun 

1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, ada perubahan ketentuan. Pasal 10 dani UU 

No. 6 Tahun 1989 mengatakan bahwa: 

"Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama lima tahun 
terhitung sejak tanggal dibenkannya Surat Paten Sederhana." 

Karena benda atau alat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan waktu 

yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatifmurah 

dan secara teknologi juga bersifat sederhana, maka jangka waktu perlindungan 

selama lima (tahun) dinilai cukup. 103 

Pasal 10 dan UU No. 13 Tahun 1997, merubahjangka waktu mi, yaitu: 

"Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selarna 10 (sepuluh) tahun 
terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Paten Sederhana." 

Perpanjangan jangka waktu perlindungan paten sederhana dari semula 5 

(lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun pada dasarnya merupakan optimasi 

perlindungan bagi jenis penemuan yang banyak dihasilkan oleh penemu-penemu 

Indonesia. Hal itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat 

untuk segera dapat menggunakan penemuan tersebut setelah menjadi publik 

domein. Perpanjangan tersebut ditetapkan dalam batas yang wajar dengan 

mempertmbangkan kepentingan para penemu Indonesia agan dapat lebih 

bergairah melakukan kegiatan untuk menghasilkan lebih banyak penemuan 

khususnya penemuan yang sederhana'°4  

Dan hal diatas, kita bisa menilai bahwa perlindungan terhadap paten 

sederhana memiliki jangka waktu yang cukup lania, dengan berubahnya ketentuan 

dani UU Paten mi, maka perlindungan terhadap invensi yang berupa paten 

sederhana menjadi lebih terlindungi. 

103 
Penjelasan Pasal 10 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Untuk di Filiphina paten 

untuk penemuan baru diberikan jangka waktu 17 tahun terhitung dari tanggal penerimaan 
permintaan paten (Act 165 Section 21 Rule 146). Paten untuk utility models diberikan untuk- jangka 
waktu 5 tahun terhitung dan tanggal pemberian tersebut (Act 165, Section 58 Rule 148). 
Sementara itu di Thailand jangka waktu perlindungan paten adalah 15 tahun sejak tanggal 
dipenuhinya syarat-syarat permohonan paten (Act, Section 35). Malaysia, jangka waktu 
perlindungan paten hams diberikan selama 15 tahun dari tanggal pemberian paten (Act, Section 35 
(1). Lihat Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN, 
Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hIm. 111-112. 

104 
Penjelasan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. 
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Untuk aturan yang lebih khusus bagi paten sederhana mi diatur di dalarn 

Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU No. 14 Tahun 2001. Pasal 104 mengatur 

bahwa ketentuan dalam UU Paten mi berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

paten sederhana, kecuah yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten 

sederhana. Oleh karena itu ketentuan Pasal 104 mi haruslah diartikan sebagai 

ketentuan yang bersifat khusus, karenanya pula terhadap Paten Sederhana dapat 

dikesampmgkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 

2001. Disini berlaku azas Lex Specialist Derogat Legi Generalis (ketentuan 

khusus mengenyampingkan ketentuan umum). 

Di dalam Pasal 105 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa: 

"(1). Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi; 
Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana, dapat 

dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan atau paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya; 

Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam 
baths waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu 
tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali; 

Terhadap Permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif 
dilakukan sete!ah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) hurufd; 

Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya 
memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
keterterapannya dalam industri (industrial applicability) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5." 

Ayat (1) diatas bermaksud karena proses invensinya berlangsung 

sederhana dan hasil yang diperoleh juga bersifat sederhana, maka invensi yang 

dthasilkan biasanya hanya berisikan satu klaim. 

Sedangkan ayat (2) bermaksud bahwa dengan ketentuan mi maka terhadap 

setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan 

substantif tanpa perlu adanya pengumuman. Sekalipun demikian syarat 

kelengkapan sebagaimana lazinmya permintaan paten pada dasarnya tetap harus 

dipenuhi. 

Berbeda darl Undang-Undang Paten lama, dalam Undang-Undang mi 

perlindungan paten sederhana dimulai sejak Tanggal Penerimaan karena paten 

sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah 

menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 
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(tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Hal mi dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas 

suatu invensi serta menyampaikan pendapalnya mengenai hal tersebut. Selain itu 

dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah diumumkan 

tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika dip erlakukan 

dalam pemeriksaan substantif tanpa hams melanggar kerahasiaan invensi.105  

Di samping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah 

menjadi sejak Tanggal Penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti mgi akibat 

pelanggaran terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Gugatan ganti .rugi baru dapat 

diajukan setelah paten sederhana diberikan.'°6  

Jangka waktu pemeriksaan substantif atas paten sederhana yang semula 

sama dengan paten, yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua 

puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Hal itu dimaksudkan 

untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan 

konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.'°7  

Dalam hal proses pemeriksaan substantif yang sudah diubah oleh UU No. 

14 Tahun 2001 mi, maka Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-

HC.02. 10 Tahun 1991 tentang Persyaratan Pengajuan Paten Sederhana menjadi 

tidak berlaku lagi. 

Di dalam Pasal 110 UU No. 6 Tahun 1989, menyatakan bahwa: 

"(1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu klaim; 
(2) Terhadap permintaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan 
yang bersifat substantif" 

Bila kita bandingkan dengan bunyi Pasal 110 UU No. 13 Tahun 1997, 

yang menyatakan bahwa: 

"(1) Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu klaim; 
(2) Terhadap permintaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan 
yang bersifat substantif,  

105 Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001, tentang Paten. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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(3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Kantor paten hanya 
memeriksa syarat kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(3)." 

Dan kedua UU mi baik ayat (1) maupun ayat (2) nya, tidak terdapat 

perbedaan, hanya penambahan ayat (3) yang membuat kedua UU mi berbeda Bila 

kita bandingkan dengan Pasal 105 UU No. 14 Tahun 2001, terlihat perbedaan 

dalam hal pemeriksaan substantif yang harus diajukan permohonannya terlebih 

dahulu, selain itu maksud "invensi" dan Pasal 105 mi tentu saja mempunyai 

makna yang berbeda dengan kata-kata "klaim" pada Pasal 110 dan UU Paten 

lama 

Kata-kata "klaim" sendiri tidak ditemukan pengertiannya baik di UU No. 6 

Tahun 1989, UU No. 13 Tahun 1997, maupun UU No. 14 Tahun 2001, yang ada 

hanya pengertian akan invensi. Di dalam UU Paten lama (UU No. 6 Tahun 1989 

dan UU No. 13 Tahun 1997), kata-kata "invensi" masih berarti penemuan, yaitu 

suatu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat 

berupa proses atau hasil produksi atau penyempumaan dan pengembangan proses 

atau hasil produksi. 

Sedangkan "invensi" menurut UU No. 14 Tahun 2001, berarti yaitu ide 

inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang 

spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau 

penyempumaan dan pengembangan produk atau proses. 

Dan pengertian ini, invensi bisa berupa produk atau proses, tapi khusus 

untuk paten sederhana, tidak membenkan perlindungan untuk metode proses, 

yang dibenkan hanya invensi berupa produk saja. 

Di luar dati pengertian UU No. 14 Tahun 2001, klaim adalah bagian dan 

permohonan yang rnenggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan 

hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim 

tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam 

invensi. 108 

Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan 

!azimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dan 

118 Diktat Kuliah. 
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uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim 

adalah 

a Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel, rumus 

matematika ataupun mmus kimia 

b. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan. 

Dalarn penulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara: 

Klaim mandiri (independent claim) dapat ditulis dalam dua bagian. 

Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan 

bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi yang merupakan 

ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dan 

keistimewaan yang paling Iuas (broadest) lalu diikuti dengan 

keistimewaan yang lebih spesifik (narrower). Klaim turunan 

(dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada 

keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim 

mandirinya; 

Klaim mandiri dapat ditulis dalam suatu bagian dan mengungkapkan 

secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan 

keistimewaan 	dari invensi 	terdahulu. 	Cara penulisannya 

biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti 

dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya., 

sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut diatas. 109 

Di dalam pemeniksaan untuk paten sederhana sendiri, klaim adalah syarat 

mutlak untuk dapat dibenikannya penlindungan dalam bentuk paten sederhana, 

karena yang dibandingkan adalah klaim-klaim yang disebutkan di dalam deskripsi 

di dalam sertifikat paten sederhana 

Deskripsi mi yang menjadi dokumen pembanding bagi pemeriksa paten 

untuk memberikan hak paten sederhana. Di dalam praktek terjadi sedikit masalah 

dalam hal pemeniksaan yang dilakukan oleh Ditjen Paten, bila mana ada suatu 

produk yang sudah berkembang dan beredar di pasaran, dan produk mi diciplak 

oleh pihak lain dan dimintakan hak paten sederhana. Bila mengikuti ketentuan 

dan UU No. 14 Tahun 2001, bahwa paten sederhana hanya dapat dibenkan bila 

109 Ibid. 
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memenuhi unsur kebaruan. Logikanya bila penemuan mi sudah beredar di 

masyarakat, maka unsur kebaruan sudah tidak terpenuhi lagi."°  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak 

Heriyanto dari Direkto rat Paten, yang mengatakan bahwa Ditjen pemeriksa paten 

hanya melihat dari data dokumen yang ada, yang masuk dari semua negara, bila 

dalam data dokumen pembandmg tersebut tidak terdapat invensi yang serupa 

dengan invensi yang akan dimintakan paten sederhananya sendiri, maka hak akan 

paten sederhana itu dapat diperoleh, walaupun tidak memenuhi unsur kebaruan 

yang dalam hal mi produk tersebut sudah beredar dimasyarakat umum. Di dalam 

klaim itu sendiri sudah disebutkan invensi apa saja yang ingin dimintakan 

patennya. Bila ternyata ada pihak ke-3 yang merasa bahwa suatu invensi tidak 

memenuhi unsur untuk dapat diberikan paten, maka pihak ke-3 mi dapat 

memintakan pembatalan atas hak paten sederhana tersebut. 

Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai luasnya perlindungan 

paten. UUP Indonesia hanya mengatur tentang klaim sebagai inti perlindungan 

dengan deskripsi dan drawing digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan 

klaim. Dalam praktek pengaclilan 112  kadang klaim tidak digunakan sebagai poin 

utama untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun untuk 

menentukan pentabilitas ketika terdapat prior article yang relevan. 

Masalah luasnya lingkup perlindungan paten di Indonesia sangat 

tergantung dan berbagai faktor, antara lain: 

Pemberdayaan peran dan kemampuan SDM, baik sebagai pemeriksa substantif 

maupun hakim; 

Pembuatan Maim; 

Pnnsip itikad baik. 

Pada dasarnya, diskresi hakim cukup luas di Indonesia, namun perlu 

dibarengi keahlian tidak hanya dan segi hukum patennya, tetapi juga dan 

pengetahuan teknologi. Prinsip itikad baik secara nyata telah diterapkan, baik 

sejak permohonan (amandemen aplikasi) hingga proses peradilan di Mahkamah 

110 Liat Kasus PT Truno Bravo Vs. PT Orphanindo Tamarnulia, Putusan PN.JkL Tim 
tahun 2004. 

111  Wawancara penulis dengan Bpk. Heriyanto dan Ditjen Paten, pada hari Selasa, 
tanggal 11 Maret 2008, pukul 13.30. WIB, bertempat di Dirjen HAKI, Tangerang. 

112 Op.Cit, Ka.sus Paten. 
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Agung. Penafsiran klaim menggunakan interpretasi gramatikal dan purposive 

construction, yakni penafsiran kata, seperti pemakaian sehari-hari dan apa yang 

dimaksud oleh inventor tentang cakupan klaim invensi nya. Selain itu juga 

menggunakan interpretasi teleologis, yakni penafsiran sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang berlaku dewasa mi."3  

Pasal 106 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa: 

"a. Paten Sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan di 
umumkan 
b. Sebagai bukti hak, kepada Pemegang Paten Sederhana diberikan 
Sertifikat Paten Sederhana" 

Pasal 106 mi mempunyai pengertian bahwa karena paten sederhana mi 

menyangkut teknologi yang proses invensinya berlangsung sederhana, maka tidak 

diperlukan adanya mekanisme banding seperti halnya terhadap Paten pada 

umumnya Dan segi ekonomi dan jangka waktu perlindungan yang relatifpendek, 

proses yang semakin panjang tidak pula menguntungkan bagi inventor paten itu 

sendiri. 

Namun demikian perlu juga kejelasan mengenai batasan tentang invensi 

yang berlangsung sederhana atau teknologi yang proses invensinya sederhana. 

Kata "sederhana" haruslah dapat dijabarkan secara konkret dan jelas pemaknaan 

juridisnya Sebab jika tidak demikian hal itu dapat menimbulkan penafsiran yang 

berganda di kemudian han. 

Lalu Pasal 107 UU No. 14 Tahun 2001, yaitu: 

"Paten Sederhana tidak dapat dimmtakan lisensi-wajib". 

Hal mi berkaitan dengan jangka waktu paten, seperti yang diatur didalam 

Pasal 9 dari UU mi. Pasal 108 IJU No. 14 Tahun 2001, menyatakan bahwa: 

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Paten Sederhana mi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah". 

Pacla dasarnya Paten Sederhana muncul karena banyaknya invensi 

teknologi yang mempunyai nilai kegunaan praktis, baik dalam produk, alat 

invensi maupun dalam hal pelaksanaannya setelah menjadi suatu produk. 114 

113 Op.Cit, Endang, Mm. 108. 
114 Suyud Margono, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta:PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia,2002), hal 29. 
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Secara umum dapat kita kátakan, bahwa paten sederhana dapat diberikan 

bila memenuhi syarat-syarat untuk dapat dibenkannya paten sederhana, yaitu 

berupa produk atau alat, mempunyai unsur kebaruan, dan mempunyai nilai 

kegunaan praktis. 

2.3 Kedudukan Hukum Pemegang Paten Sederhana Menurut UU No. 14 

Tahun 2001 Tentang Paten 

Bila kita lihat dan 2 (dua) ketentuan UU Paten yang lama, yaitu UU No. 6 

Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, ketentuan dan penggambaran dari paten 

sederhana itu sendiri terlalu universal, sehingga perlindungan hukum dan hak 

paten sederhana tidak terpenuhi. Namun sejak perubahandani UU No. 6 Tahun 

1989 diubah ke UU No. 13 Tahun 1997, permohonan paten sederhana temyata 

cukup balk dibandingkan permohonan paten yang berasal dari luar negeri. 

Dari seluruhjumlah permohonan paten sederhana dari tahun 1991 sampai 

dengan bulan September 2003 yang mencapai 1.799 permohonan, temyata yang 

berasal dari Indonesia mencapai 1.237 permohonan atau sekitar 68 %. Namun 

jumlah permintaan paten secara kuantitatif menujukkan penurunan sejak 

tahun 2000 yang mencapai 213 permintaan paten, lalu tahun 2001 berkurang 

menjadi 197 permintaan paten, pada tahun 2002 menyusut menjadi 157 

permintaan paten dan menyusut lagi menjadi 101 permintaan paten hingga bulan 

September tahun 2003. Salah satii kendala mengapa jumlah permohonan paten 

sederhana dari Indonesia tidak terlalu banyak jumlahnya adalah karena faktor 

biaya permohonan, biaya permohonan pemeniksaan, dan biaya pemeliharaan paten 

yang cukup besar jika dibandingkan dengan keadaan kemampuan ekonomi para 

investor individu, atau permohonan paten dan perusahaan. Faktor lain adalah 

kesadaran para pengusaha nasional, dan para peneliti dari lembaga penelitian serta 

perguruan tinggi yang tidak selalu mengaitkan hasil penelitiannya dengan 

pentingnya perlindungan paten, serta penyatuan manfaat ekonomi antara hasil 

penelitian yang dapat dipatenkan dan kepentingan pasar belum terpadu.115  

115 Insan Budi Maulana, Mempertanyakan Strategi Telasologi Paten Nasional, 09 Maret 
2008, http: II www. Lsrn86Iaw.coml news 2004-pateni. htm. 
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Menurut Zen Umar Purba, masalah penegakan hukum HAKI masih 

menjadi persoalan, menurutnya, bukan penegakan hukum HAKI yang Iemah, 

melainkan penegakan hukum secara keseluruhan Iah yang !emah. "Penegakan 

hukum HAKI hanyalah merupakan satu sub sistem dari sistem penegakan hukum 

nasional. Jika penegakan hukum secara nasional baik, penegakan hukum di 

bidang HAKI pun akan baik", ujamya. 116 

Pendapat mi dikemukakan oleh Zen, terkait dengan begitu rendahnya 

permintaan paten, terkait dengan rendahnya perlindungan hukum atas paten itu 

sendiri. 

Berikut mi akan dibenkan tabel Jumlah Permohonan Paten sampai dengan 

tahun 2008. 

TAHUNIBULAN PATEN PATEN 
SEDERHANA JTJMLAH 

Luar  Dalam PCT Luar PCT Dalam 
1991 34 1280  19 3 1336 
1992 67 3905  12 43 4027 
1993 38 2031  28 43 2140 
1994 29 2305  33 60 2427 
1995 61 2813  61 71 3006 
1996 40 3957  59 76 4132 
1997 79 3939  80 80 4178 
1998 93 1608 145 109 32 1987 
1999 152  1051 1733 168 19 3123 
2000 156 1 983 2750 213 38 4141 
2001 208 4 813 2901 197 24 4147 
2002 228 6 633 2976 157 48 4048 
2003 201  479 2620 163 29 3492 
2004 226 1 452 2989 177 32 3877 
2005 234 1 533 3536 163 32 4499 
2006 282 6 519 3805 242 26 4880 
2007 279 5 493 4357 209 34 5377 
2008  

Januari 12  42 373 17 1 445 
Februari 17 2 49 343 19 2 432 
Maret  
April  
Mei  
Juni  
Juli  

Agutus  
September  
Oktober  

116 Zen Umar Purba, Kesadaran HAKI Investor Lokal Masih Rendah, 09 Maret 2008, 
http : II www. Hukumonline. Corn! detail. asp?id=4013&cl=Berita. 
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Nopember 
Desember 

Jumlah 
% 

2436 
3,95% 

26 
0,04% 

27885 
45,20% 

28528 
46,24% 

2126 
3,45% 

693 
1,12% 

61694 
100,00% 

uinuer ijireictorat raten, Lizreictorat Jencleral IlK!, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 

Tangerang, Desember 2007. 

Dan data mi boleh dikatakan, permintaan akan paten sederhana sebelum 

tahun 2008 mengalami penurunan, dan barn pada tahun 2008 mi, lebih meningkat 

bila dibandingkan pemintaan paten. Dapat dimakiumi bahwa, hal mi tidak terlepas 

dari pengaruh penegakan hukum dan UU Paten itu sendiri, yang masih banyak 

memiliki kelemahan-kelemahan. 

Di dalam kasus PT Enomoto"7  masih terdapat kekurang pahaman majelis 

hakim Pengadilan Niaga, karena apa yang digugat oleh PT Triprima tidak sama 

dengan apa yang diklaim oleh PT Enomoto, majelis menilai bahwa dalil gugatan 

yang diajukan oleh PT Triprima tidak jelas, karena invensi yang dipermasalahkan 

dengan invensi yang dimintakan hak patennya berbeda. 

Kita mengetahui, bahwa paten sederhana hanya boleh digugat sesuai 

dengan invensi apa yang dimintakan klaimnya, karena pada dasarnya paten 

sederhana hanya dapat diberikan untuk satu invensi saja, dan penggugatan atas 

paten sederhana mi juga hanya berlaku bagi klaim yang dimintakan invensinya. 

Kasus mi, baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun sampai ke tingkat 

kasasi di Mahkamah Agung, menyatakan bahwa invensi yang diajukan oleh PT 

Enomoto tidak memenuhi unsur kebaruan, dan paten sederhana milik PT 

Enomoto dibatalkan. Tidak memenuhi unsur kebaruan karena sebelum permintaan 

patennya, PT Enomoto mi telah mernproduksi terlebih dahulu produknya, 

sehingga unsur kebaruannya dianggap tidak ada. 

Pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga meliputi semua klaim 

yang ada, walaupun klaim yang digugat oleh PT Triprima hanya satu klaim saja, 

tentu saja hal mi dapat merugikan inventor, karena paten sederhana dari inventor 

tidak mendapatkan perlindungan hukum lagi. 

Dari kasus mi saja kita bisa melihat, begitu lemahnya penegakan hukum 

HAKI di negara kita, kepastian hukum bagi para inventor boleh dikatakan masih 

117 
Kasus PT Enomoto Vs. PT Triprima, Putusan Pengadilan Niaga, tahun 2004. 
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jauh dan harapan, dengan kejadian mi, permintaan paten khususnya paten 

sederhana akan terus mengalanii penurunan, dan bagaimana kita bisa bersaing 

dengan negara lain, yang memiliki kejelasan hukum dalam bidang HAKI. 

Hal im tentu saja dapat kita makiumi, dmamika perkembangan teknologi 

yang terus menerus, ditambah lagi dengan aturan perangkat hukum yang 

mengatur permasalahan barn yang sebelumnya belum diatur dalam hukurn 

nasional. Dengan kondisi mi sangat mungkin aturan-aturan yang terkait dengan 

Hak Kekayaan Intelektual akan senantiasa mengalami kendala, meskipun kendala 

tersebut dapat ditimbulkan juga dan implementasi aturan Hak Kekayaan 

Intelektual sendiri. Khusus untuk hukum paten di Indonesia masih menyimpan 

sejumlah problematika yang akan muncul, diantaranya: Pertama, berkaitan 

dengan dihadapkannya kesulitan-kesulitan untuk menguji invensi yang benar-

benar dapat dipatenkan. Hal mi barangkali karena sedikitnya sumber daya 

manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang pengujian suatu invensi yang 

dapat dipatenkan. Di samping itu, ketelitian dan kecermalan dan penguji terhadap 

invensi yang dimintakan pengujian, terkadang menjadi masalah tersendiri pula. 

Kedua, tidak adanya suatu sistem database yang lengkap mengenai invensi yang 

sudah ada sebelumnya (prior art), sehingga dengan tidak tersedianya database tadi 

agak menyulitkan juga dalam proses membandingkan suatu invensi yang akan 

dikategorikan memiliki kebaruan, dimana kebaruan mi merupakan syarat mutlak 

bagi suatu invensi yang akan dipatenkan. Ketiga, masih adanya beberapa aturan 

pelaksana lainnya yang belum segera dikeluarkan, seperti peraturan pemerintah 

tentang Jisensi wajib, dimana akibatnya hukum paten menjadi tidak efektif. 

Keeinpat, adanya perbedaan pengaturan paten di beberapa negara, sehingga 

sering menimbulkan konflik, seperti batas waktu perlindungan, persoalan klaim 

paten"8  dan persoalan prinsip perlindungan terhadap invensi yang dapat 

dipatenkan. Begitu pula dengan hukum paten yang ada di Indonesia. Kelima, 

kesadaran dan inventor untuk mempatenkan invensi mereka yang masih sangat 

minim'19  

118 Persoalan interpretasi paten mi menjadi problem karena untuk di Indonesia diserahkan 
pada penafsiran hakirn. semenlara sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem preseden. 
OIeh karena itu, sangat potensial jika hal mi akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

" Op. Cit, Budi Agus, him. 130. 
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Dan kelima problem inilah yang selama mi dilihat masih menjadi kendala 

dalam hukum paten di Indonesia. Namun demikian,, secara umum problem 

terbesar dari hukum paten di Indonesia adalah menyangkut penegakan hukum 

paten. Penegakan hukum paten di Indonesia mengalami masalah dikarenakan 

penegakan hukum secara umum di Indonesia juga bermasalah. Praktik-prakiik 

penegakan hukum yang diwamai dengan pola transactional menggiring kepada 

bentuk penegakan hukum yang sangat buruk dan koruptif Pada akhirnya dengan 

sejunilah permasalahan tadi kalau tidak dicani solusinya tidak menutup 

kemungkinan tujuan dari perlindungan hukum paten di Indonesia yang 

menghendaki hadirnya inventor-inventor baru justru tidak akan dapat diwujudkan. 

Begitu puia dengan tujuan umum dan pengaturan HKJ di Indonesia yang 

diharapkan mampu mendorong perekonomian bangsa akan hanya menjadi suatu 

angan-angan saj a 120 

Bila kita kembali kedalam kasus yang terjadi di lapangan yaitu kasus PT 

Enomoto, yang berkaitan dengan pembatalan paten, UU No. 14 Tahun 2001 

sendiri telah mengatur ketentuan tentang pembatalan paten mi, tepatnya dalam 

Pasal 88. Yang pertama adalah paten dapat batal demi hukum, diakibatkan tidak 

memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, yang kedua paten batal karena 

permohonan pemegang paten, dan yang ketiga yaitu paten batal karena gugatan 

pihak ke-3. 

Paten yang batal karena gugatan pihak ke-3 mi, bila tidak memenuhi 

ketentuan dari Pasal 2 yaitu invensi yang dapat diberikan paten, Pasal 6 yaitu 

invensi yang dapat diberi paten sederhana, dan pasal 7 yaitu invensi yang tidak 

dapat diberikan paten. 

Apabila tidak memenuhi unsur-unsur dan dapat diberikan hak paten mi, 

maka invensi tersebut tidak dapat dimintakan paten. Bila kita lihat kasus PT 

Enomoto diatas, paten sederhana milik PT Enomoto dibatalkan oleh Pengadilan 

Niaga karena adanya gugatan pihak ke-3, dalam hal mi PT Triprima, tapi 

kenyataan di Pengadilan menunjukkan bahwa seharusnya paten sederhana milik 

PT Enomoto mi masih memperoleh perlindungan hukum, tapi dengan analisa 

120 Ibid, him. 131. 
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hakim yang salah, paten sederhana mi dibatalkan, kasus mi sebagai salah satu. 

contoh masih rendahnya perlindungan hukum bagi inventor. 

Kasus yang lain yang berkaitan dengan paten sederhana, yaitu kasus PT 

Truno Bravo '21, dimana kasus mi hampir sama yaitu menyangkut unsur kebaruan 

dani paten sederhana, hanya bedanya kasus mi dalam kaitan dengan tindak pidana 

paten, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam kasus mi 

pesaing dan inventor melakukan penjualan atas produk yang sama seperti yang 

diproduksi oleh inventor, dan melakukan jual-beli atas produk tersebut, tindakan 

yang dilakukan oleh pesaing mi dilaporkan ke Pengadilan Negeri karena 

melakukan perbuatan melanggar hukurn. Majelis menilai bahwa si pesaing 

tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum itu, tapi tidak dapat dijatuhkan 

hukuman, karena invensi yang dimintakan oleh inventor tidak memenuhi unsur 

kebaruan, karena produk tersebut sudah beredar di masyarakat, dan karena cara 

memperoleh penemuan itupun dengan cara penciplakan atau peniruan, maka 

majelis memutuskan bahwa paten sederhana si inventor tidak mempunyai 

kekuatan hukum lagi, dan berarti tidak memperoleh perlindungan hukum. 

Seperti yang telah disebutkan terdahulu, bahwa Ditjen Paten memeriksa 

kebaruan suatu penemuan berdasarkan dokumen pembanding yang ada, dokumen 

pembanding im bisa berasal dari Jepang, dan AS, dari China, dari Rusia, dan dan 

negara-negara lain. Dokumen pembanding mi diterima di Indonesia dalam jangka 

wak-tu yang tidak bisa dipastikan, bila temyata di lapangan ada sebuah invensi 

yang baru didaftarkan di Luar Negeri, dan temyata dua bulan sesudahnya invensi 

tersebut di daftarkan di Indonesia, maka tidak ada masalah, karena Ditjen Paten 

belum menenima dokumen pembanding tersebut 122 

Bila terjadi sengketa, dimana ada pihak lain yang menganggap bahwa 

suatu invensi tidak seharunya diberikan, maka pihak mi dapat menggugat dan 

121 
Kasus PT Truno Bravo Vs. PT Orphanindo Tamamulia, Putusan PN Jkt. Tim tahun 

2004. 
122 Op.Cir. Wawancara penulis. Seperti telah disebutkan diatas, dokumen pembanding 

merupakan hal penting dalam rangka mernbandingkan jenis penemuan apa yang sudah 
mendapatkan perlindungan dalam bentuk paten dan paten sederhana (prior of art), bila suatu 
penemuan tidak tercantum dalam dokumen pembanding, bisa dikatakan penemuan itu belum 
pemah didaftarkan dan belurn mendapat perlindungan hukum. Di dalam kasus PT Truno Bravo 
sendiri, ketika Tim Pemeriksa dari Ditjen HKJ memeriksa akan penemuan mesin perforasi, tidak 
ditemukan adanya mesin pembanding, tetapi kenyataan di lapangan, mesin tersebut sudah beredar 
di masyarakat, mekanisme yang salah mi merupakan suatu bentuk kelernahan bahwa UU Paten 
kita tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang sempuma terhadap sebuah penemuan. 
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memintakan pembatalan atas hak paten tersebut. Ditjen Paten tidak berwenang 

untuk membatalkanya, semuanya diserahkan ke Majelis hakim untuk 

memutuskannya. Keberatan tersebut diajukan selama masa pengumuman, tapi 

hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan alasan untuk menolak invensi tersebut, 

yang bisa untuk membatalkan adalah putusan Pengadilan Niaga yang sudah 

incraht, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. ' 23  

Pada dasarnya penyelesaian dari kasus paten ada 2 (dua), penyelesaian 

secara perdata diselesaikan ke Pengadilan Niaga, dan secara pidana diselesaikan 

ke Pengadilan Negeri, walaupun tidak ada ketentuan di dalam UU No. 14 

Tahun 2001, namun secara tersirat ketentuannya adalah seperti itu. Di dalam UU 

Paten yang lama, yaitu UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, diatur 

bahwa segala permasalàhân paten baik yang bersifat perdata maupun pidana 

diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, dan karena saat mi Pengadilan Niaga telah 

berdiri sendiri walaupun masih menjadi kesatuan dengan Pengadilan Negeri, tidak 

menutup akan kewenangan dari Pengadilan Niaga itu sendiri. 

Bila terjadi pelanggaran pidana yang berkaitan dengan paten sederhana, 

maka diatur di dalam Pasal 131 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa: 

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang 
paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima 
puluh juta)." 

Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001, menyebutkan bahwa: 

"(1) Pemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten 
yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: 

dalam ha! Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, 
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan, untuk 
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; 
dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi 
Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, 

123 Ibid. 
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Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa 
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) 
hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dan 
penggunaan paten-proses yang dimilikinya. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, 
penelitian,, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari pemegang paten". 

Apabila pihak lain menggunakan invensi tersebut tanpa seijin dan 

pemegang paten, maka inventor dapat menggugat pihak mi, bila terkait dengan 

pidana maka diserahkan ke Pengadilan Negeri. 

Pemegang paten sederhana mempunyai hak ekslusif yang sudah diberikan 

oleh UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, kedudukan hukumnya menjadi kuat, 

karena dengan hak itu, pemegang paten sederhana dapat melaksanakan hak paten 

sederhananya selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan melarang pihak lain 

untuk menggunakan hak paten sederhana tersebut. 

Apabila kenyataannya bahwa inventor menemukan invensi tersebut 

dengan cana yang melanggar hukum, maka invensinya dapat dibatalkan, dan 

setelah putusan dijatuhkan Majelis Hakim, maka si inventor mi akan memperoleh 

ganti mgi sebagai pengembalian akan hak ekonomi si inventor. 124 

Dengan ketentuan mi, sudahjelas bahwa, suatu invensi dapat memperoleh 

perlindungan hukuni bila invensi tersebut memenuhi unsur untuk dapat diberikan 

hak paten, tapi bila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka invensi tersebut tidak 

mendapatkan perlindungan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Paten, akibatnya, invensi tersebut dapat digunakan ataupun 

dimiliki pihak lain, karena Undang-Undang Paten tidak mengakui akan 

keberadaan invensi tersebut, sehingga secara hukum invensi mi tidak diakui oleh 

Undang-Undang, dan kedudukan inventor yang memiliki hak ekslusif atas suatu 

invensi menjadi tidak berarti. Ketika pihak lain menggunakan invensi tersebut 

untuk . kepentingan komersial, inventor tidak dapat menghalanginya, karena 

inventor telah kehilangan hak khusus atau ekslusif yang diberikan oleh Undang-

Undang. 

124 Ibid. 
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BAB3 
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM 

SENGKETA PATEN SEDERHANA MENURUT 
UNDANG-UIDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN 

3.1 Kewenangan Pengadilan Negeri 

Peradilan adalah salah satu urusan di dalam rumah tangga negara yang amat 

penting, bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan di dalam 

suatu negara, guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju kepada 

tercapainya kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan itu tak akan memberikan 

faedah, apabila tidak ada suatu tahapan (instansi), yang hams membenkan isi dan 

kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum, yang diletakkan di dalam undang-undang 

dan lain-lain peraturan hukum; jikalau tidak ada fihak yang dengan keputusannya 

atas dasar undang-undang dapat memaksa orang menaati segala peraturan negara, 

dan menjadi forum, dimana segala penduduk dapat mencari keadilan serta 

penyelesaian persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing 

menurut hukum. Oleh karena itu, maka adanya peradilan yang baik dan teratur 

serta mencukupi, adalah suatu keharusan di dalam susunan negara hukum. 125 

Di dalam negara hukum setiap ada pelanggaran peraturan hukum atau 

p&anggaran hak, maka pada asasnya si pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan 

di muka Alat Perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahakan hukum 

itu. Sebab jika ada pelanggar-hukum atau pelanggar hak itu dilarang untuk 

diselesaikan secara sendiri-sendiri dengan sewenang-wenang, tindakan demikian 

disebut Eigenrichting.'26  

Alat negara itu pun di dalam melakukan tugasnya hams menurut 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pula, menyimpang dan ketentuan-

ketentuan tersebut membawa pula suatu akibat atas din petugas negara itu-pasal 

421 KU}IP-, dan alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk 

mempertahankan hukum itu Pengadilan.'27  

125 Mr. R. Tresna, Peradilan Di Indonesia Dan Abad Ke A bad, Cetakan Kedua, 
Jakarta:Pradnya Paramita, 1977, him. 108. 

126 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, edisi 4, Yogyakarta: 
Liberty, 2001. hal.131 

127 
Ibid. 
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Pengadilan diwakili oleh hakim di dalam melaksanakan hukum. 

Kekuasaaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, bebas dan tidak 

memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara 

hukum. The Universal Declaration of Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan 

sebagai benkut: 

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an 
independent and impartial tribunal in the determination of his right and 
obligation and of any criminal charge against him. 128 

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai benkut: 

"Everyone has the rigt to an effective remedy by the competent national 
tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the 
constitution or by law. 129 

UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal 

itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24, yang berbunyi sebagai berikut: 

"(1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; 
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan 
undang-undang." 

Ketika kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, keadaan Peradilan di 

negara kita merupakan lanjutan dari keadaan pada jaman Jepang dan Hindia 

Belanda. Selain itu dan yang telah dihapuskan oleh Pemerintah Jepang beberapa 

jenis badan-badan Peradilan yang dulunya diadakan dan diakui oleh Pemerintah 

Hindia Belanda masih tetap ada13°  

Badan-badan peradilan pada masa itu, sebagaimana halnya dengan zaman 

sebelumnya, masih dapat digolongkan ke dalam lingkungan: 

a Peradilan Pemerintah (Gouvernements Rechtspraak) yang susunan dan 

kekuasaannya, diatur dalam "Reglement op de Rechuerlyke Organisatie". 

(RO) dan "Rechtsregicment Buitengewesten" (RBg). 

128 
Maksud dari pasal mi bahwa, setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya 

didengarkan suaranya di muka urnurn dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak 
mernihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan 
pidana yang ditujukan kepadanya. 

129 
Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang 

kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang 
dasar negara atau undang-undang. 

° K. Wantjik Saleh, Kehakiman Peradilan, Jakarta, Simbur Cahaya, 1976, hIm. 104. 
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Peradilan Adat (Inheemse Rechtspraa/c), yang berdasarkan pada Pasal 130 

1. S. dengan pengaturan nya dalam "Regering van de inheemse rechstpraak 

in rechtstreeks bestuurd gebied (Stbld: 1932 no. 80). 

Peradilan Swapraja (ZeUbestuur Rechtspraak) yang berdasarkan 

"ZelJbeestuurs regelen 1938" (Stbld: 1938 no. 529). 

Peradilan Agama (Godsdientige Rechtspraak) , yang berdasarkan Pasal 134 

ayat 2 I.S. 

Peradilan Desa (Dorpsjustitie), yang berdasarkan Pasal 3a R.O.'3' 

Di dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004132  maka 

Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan 

peradilan dalam lingkungan peradilanumum, peradilan agama, peradilan militer, 

dan peradilan tata usaha negara. 

Dengan adanya 4 (empat) badan peradilan mi, maka terjadilahpembagian 

kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara yang berbeda-beda menurut 

sifatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Di dalam Hukum Acara baik Perdata maupun Pidana, kita jumpai adanya 

dua macam "wewenang / kompetensi "mengadili, yaitu: 

I. 	Wewenang mengadili yang bersifat mutlak (kompetensi absolut); 

2. 	Wewenang mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif). 

1. Wewenang Mutlak/Kompetensi Absolut 

Wewenang mutlaklkompetensi absolut dalam konteks Hukum Acara 

menyangkut suatu kekuasaan untuk mengadili, yang oleh Undang-Undang 

Ibid. 
32 

 L.N. No.8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakintan, yang mengubah ketentuan dan 
U1J No. 14 Tahun 1970 L.N. Tahun 1970 No. 74 ThN No. 2951, yang telah diubah oleh Undang-
Undang No. 35 Tahun 1999 LN Tahun 1999 No. 147 TLN No. 3879 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
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dibenkan kepada suatu badan pengadilan tertentu pada waktu pembetukannya 

sebagai salah satu sifat bawaan atas dasar "attributive van Rechtsinacht" 

(pembagian pemberian wewenang mengadili).'33  

"Kemutlakan" nya dalam hal im harus diartikan, bahwa wewenang untuk 

mengadili tersebut, yang telah diterimanya oleh badan pengadilan tertentu itu 

tidak boleh dimiliki lagi oleh badan pengadilan lain, tidak boleh diambil atau 

dilanggar. Begitu pula badan pengadilan tertentu yang telah menerima wewenang 

mengadili tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah digariskan oleh 

wewenangnya itu, misalnya badan pengadilan yang hanya diberi wewenang 

mengadili perkara pidana dilarang mengadili perkara perdata.'34  

Badan peradilan tertentu mi adalah badan-badan pengadilan yang berada 

dalam lingkungan peradilannya masing-masing, yaitu seperti yang tercantum di 

dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yaitu: 

"(2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 
badan peradilan dalam !ingkungan peradilan umum, peradilan agarna, 
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara". 

Sedangkan di dalam Pasal 10 ayat (1) dari UTJ No. 4 Tahun 2004 yang 

mengatakan bahwa: 

"(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi". 

Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang barn, diatur lebih 

lanjut dalam Pasal 12 dari UU mi, selain itu terdapat badan peradilan lain, seperti 

Pengadilan Ekonomi, badan Pengadilan Ekonomi Tinggi, badan Pengadilan 

Mahmillub, Pengadilan Pajak, Pengadilan Niaga, Peradilan Syariah Islam di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan lain sebagainya. 

Tapi badan peradilan mi tidak berdiri sendiri, melainkan termasuk dalam 

salah satu lingkup peradilan, seperti yang.diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUNo.4 

Tahun 2004, yaitu: 

133 Abdurrachman, Hukurn Acara Perdata, cet.3, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 
2000. hal. 31. 

134 Ibid. 
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"Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan 
Undang-Undang". 

Wewenang mutlak/kompetensi absolut selain terdapat pada badan-badan 

pengadilan yang berbedajenisnya, terdapatjuga badan-badan pengadilan sejenis, 

artinya badan-badan pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, tetapi berbeda 

dalam tingkatan pemeriksaan nya, seperti Pengadilan Negeri berwenang 

memeriksa perkara dalam tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi hanya 

berwenang memeriksa perkara dalam tingkat kedua (banding), tetapi kedua-

duanya termasuk dalam satu lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan 

umum.135  

Seperti telah disebutkan diatas, lingkup badan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri yang merupakan 

bagian dari Peradilan Umum memiliki kewenangan-kewenangan di dalam 

menyelesaikan sengketa-sengketa baik perdata maupun pidana. 

Dengan dihapuskaimya dualisme di dalam pengadilan, maka karenanya 

Pengadilan Negeri sekarang adalah satu-satunya hakim sehari-hani biasa untuk 

semua penduduk didalam wilayah itu. Hal mana berarti baik dalam perkara 

pidana maupun dalam perkara perdata, siapa saja dengan tiada perbedaan 

kedudukan pangkat pada umumnya hams dihadapkan atau digugat di muka 

Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya atau tempat 

dimana ia telah melakukan suatu perbuatan pidana.'36  

Arti penting suatu daerah hukum bagi Pengadilan Negeri adalah dalam 

hubungan kompetensi relatif, antara lain dalam hukum acara pidana tentang 

tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) dan dalam hukum acara perdata 

tentang pengajuan gugatan.'37  

Menurut Pasal 5 (3) sub a Undang-undang Darurat 1951 No.1 Pengadilan 

Negeri sebagai pengadilan sehari-hani biasa untuk segala penduduk Republik 

Indonesia, di dalam tingkat pertama memeriksa dan memutus segala perkara 

13.5 Op.Cir., Abdurrachman, hal. 31-32. 
Op.Cit, Hartono, hal 137-138. 

137 Ibid, h1n.1 14. 
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perdata dan/atau perkara pidana sipil, yang dahulu diperiksa dan diputus oleh 

pengadilan-pengadilan yang menurut Pasal 1 dari Undang-Undang Darurat 

tersebut tadi, dihapuskan sejak berlakunya undang-undang tersebut. Dengan 

demikian, maka kekuasaan hukum dan Pengadilan Negeri hanya terbatas oleh 

kekuasaan hukum Mahkamah Agung.'38  

Di dalam memeriksa dan memutuskan perkara, terdiri dari sekurang-

kurangya 3 (tiga) orang hakim, seorang bertindak sebagai ketua, dan lainnya 

sebagai hakim anggota sidang, sidang dibantu oleh seorang panitera, dan didalam 

perkara pidana wajib hadir seorang penuntut umuni, kecuali undang-undang 

menentukan lain, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 17 UU No.4 Tahun 

2004.   139 

Sedangkan Pengadilan Tmggi memeriksa perkara dalam tingkat kedua, 

yaitu tmgkat ulangan atau bandingan, maka majelis itu juga lazim disebut 

Pengadilan ulangan atau Pengadilan Bandingan. Pengadilan Tinggi berkedudukan 

di Ibukota propinsi yang membawahi dan mengawasi Pengadilan Negeri di dalam 

beberapa wilayah hukum. 

Pengadilan Tinggi pada prinsipnya di dalam memutus perkara hanya 

berdasarkan surat-surat pemeriksaan saja, sehingga pada umumnya Pengadilan 

Tinggi/Majelis tidak pernah berhadapan dengan orang yang diadili. Hanya dimana 

diperlukan suatu pemeriksaan tambahan dengan mendengar sendiri terdakwa atau 

pihak-pihak yang berperkara atau saksi-saksi, sering bahwa Pengadilan tinggi 

mengadakan sidang untuk memariksa orang itu, tetapi lazimnya pemeriksaan 

tambahan mi pun cukup diserahkan kepada hakim tingkatan pertarna. Memeniksa 

dan memutuskan perkara juga terjadi di dalam suatu "rapat" permusyawaratan, 

jadi tidak di dalam sidang terbuka 140 

Pengadilan Tinggi berkuasa di dalam: 

1. Pemeriksa ulangan perkara perdata dan perkara pidana, sepanjang dibuka 

kemungkinan untuk appeal (banding). 

138 
Liat Pasal 106 Undang-Undang Dasar Sementara dan Pasal 14 Bab II dari Undang-

Undang Mahkamah Agung. 
139 Pasal 17 UIJ No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. 
140 Op.Cit, Hartono, hal. 139. 
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2, Prorogatie mengenai perkara perdata, yang dapat dikenakan appeal. 

(prorogatie artinya mengadukan perkara dengan melampaui setingkat, jadi 

tidak melalui Pengadilan Negeri dahulu, langsung saja diajukan ke 

Pengadilan Tinggi). 

3. Menyelesaikan sengketa jurisdictie, yaitu sengketa tentang mengadili 

diantara hakim-hakim di dalam daerah hukumnya, kecuali yang terjadi 

diantara hakim sipil dan hakim tentara, menjadi kekuasaan Mahkamah 

Agung.'41  

Sengketajurisdictie ada dua macam: 

sengketa jurisdictie positif, artinya jika beberapa'pengadilan berpendapat 

bersama-sama berwewenang memeriksa perkara; 

sengketa jurisdictie negatif, artinya jika tidak ada suatu Péñgadilan Negeri 

yang berpendapat berwenang untuk memeriksanya.'42  

Salah satu pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan urnum 

adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pertama kali ada, bersatu dengan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didirikan pada tahun 1998. Pada awalnya, 

kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara 

berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Namun pada tahun 2001, 

kompetensi tersebut diperluas sampai dengan perkara Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKJ). 143 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan salah satu diantara lima 

Pengadilan Niaga lainnya di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah 

Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Pasal 306 

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang 

Kepailitan. Keempat lainnya didirikan berdasarkan keputusan Presiden No. 97 

Tahun 1999, yang terletak di Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. 144 

141 Ibid, hal 140. 
142 Ibid. 
143 

Laporan Tahunan 2006, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal. 4 
144 Ibid. 
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Persidangan perkara di Pengadilan Niaga meliputi perkara kepailitan, 

PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual 

yaitu hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan 

paten. Hingga saat mi, belum ada perkara rahasia dagang dan desain tata letak 

sirkuit terpadu yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta. Sebagai bagian dan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadian Niaga merupakan salah satu di antara 

empat pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Pengadilan Khusus lainnya yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan 

Pengadilan Hak Asasi Manusia. 145 

Pembentukan Pengadilan Niaga membawa pembaharuan, yang kemudian 

juga diterapkan pada beberapa pengadilan khusus lainnya., sebagai contoh, adanya 

standar waktu penyelesaian perkara, seperti perkara kepailitan, jangka waktunya 

penyelesaian perkara selama 60 han, perkara paten selama 180 han, hak cipta dan 

merek selama 90 han. 146 

Seperti telah disebutkan diatas bahwa Pengadilan Negeri berwenang dalam 

menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. Atas perbedaan sifat-sifat 

kepentingan mi, maka hukum itu terbagi atas dua bagian, yaitu hukum yang lebih 

menitik beratkan perlindungan kepentingan negara dari pada kepentmgan 

warganya, dan hukum yang lebih menitik beraikan kepentingan warga negara dan 

pada kepentingan negara147  

Yang pertama disebut Hukum Pidana, yang kedua disebut Hukum Perdata. 

Sebagai akibat dan pada perbedaan sifat diantara kedua hukum im, perbedaan 

sifat mana adalah pula akibat dan pada berlainan subjek yang berkepentingan 

utama dalam berjalannya dengan baik hukum-hukum tersebut, maka cara 

menjalankan sanksi atas seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum 

tersebut pun berlainan pula, yaitu: dalam suatu pelanggaran terhadap .pelanggar 

hukum itu. Sedangkan dalam suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Hukum 

Perdata, yang terutama berarti perkosaan kepentingan seorang warga negara, 

' 45 Ibid. hal. 5. 
146 Ibid. 
147Amin, MR.S.M., Hukum Aijara Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnja Paramita, 

Djakarta: 1971,h1m. 13. 
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adalah orang (warga negara itu) sendiri yang hams mulai bertindak. Perbedaan 

lain diantara Hukum Pidana dan Hukum Perdata terletak dalam perbedaan cara 

mewujudkan sanksi atas si perkosa hukum, dalam perbedaan prosedur 

pelaksanaan sanksi.'48  

Dan uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa hukum pidana dan 

hukum perdata berbeda dalam hal yaitu: 

Sifat kepentingan, yaitu hukum pidana menjamin terutama kepentigan 

negara, hukum perdata kepentingan warga negara (perseorangan) dengan 

akibat-akibat yang diuraikan dibahasan no. 2 dan 3; 

Sifat prosedur, dalam hukum pidana, yang berusaha mempero!eh sanksi 

adalah negara, yang diwakili oleh alatnya, sedangkan dalam hukum 

perdata, yang berusaha adalah warga negara, perseorangan; 

Sifat sanksi, dalam hukum pidana, sanksi menyerupai tindakan paksaan 

badan, dalam hukum perdata, tindakan paksaan atas harta benda149  

Hukum perdata bagi penduduk warga negara Indonesia asli tercantum 

dalam hukum adat, yaitu suatu kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak 

tertulis, sedangkan bagi penduduk warga negara turunan asing, Tionghoa, Eropah, 

tercantum dalam Burgelzjke Wetboek, bagi mereka mi berlaku hukum perdata 

tertulis. Sedangkan hukum pidana tercantum dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah hukum tertuhis dan berlaku atas setiap 

golongan warga negara Indonesia. 154 

Sejak dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Repubhik 

Indonesia (POLRI) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai upaya 

penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran HKI melalui upaya penegakan 

hukum secara pidana. POLRI dan PPNS diharapkan untuk senantiasa terus 

berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada. 

Sejak berlakunya UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, tahapan proses peradilan 

pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan (investigasi) 

dilakukan oleh POLRI atau PPNS, penuntutan merupakan kewenangan Kejaksaan 

dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan menjadi wewenang Hakim. Setelah 

148 Ibid. 
"' Ibid, him. 14. 
's" Ibid. 
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perkara diputus di Pengadilan, maka pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh 

Jaksa, sedangkan pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. 

Penyelidikan dan penyidikan dahulu kedua-duanya dikenal dengan nama 

pengusutan (opsporing). Baru sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1961 istilah pengusutan diganti dengan penyidikan. Definisi 

penyelidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian tindakan 

penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang mi. Sedangkan yang dimaksud 

dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah: serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang mi untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bdkti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya'55  

Penyelidik menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang mi untuk 

melakukan penyelidikan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 

1 butir 1 KUHAP. 156 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 

20021 , sedangkan penyidik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 Pasal 2. Kewenangan dari penyidik POLRJ sendiri diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1) KUHAP"', dan kewenangan dari penyidik PNS diatur dalam 

Pasal 7 ayat (2) KUHAP159  

155 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori 
dan Prnktek, cet. 1, Bandung:CV Mandar Maju, 2007, him. 20, 

' Ibid,hlrri.22 
157 

Sebelurn berlaku UU mi, kepolisian mi diatur di dalam UIJ Nomor 28 Tahun 1997 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN. 1997 Nomor 8, dan TLN Nomor 3710) 
sebagai penyempumaan dan UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kepolisian Negara (LN. 1961 Nomor 245, dan TLN Nomor 2289). 

158 
Wewenang dari penyidik POLRI mi yaitu: a) menerima laporan atau pengaduan dan 

seseorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 
kejadian; c) menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d) 
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) 	melakukan pemeriksaan 
dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jan dan memotret seseorang; g) memanggil orang untuk 
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Keberadaan Penyidik PNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang 

bersifat khusus dikuasai oleh penyidik POLRI. Mungkin di tingkat pusat, instansi 

POLRI ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI 

punya tenaga ahli sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi 

kewenangan Penyidik PNS. 160 

Setelah berkas perkara diperiksa oleh penyidik Poiri, maka perkara pidana 

diserahkan ke tahap penuntutan, yaitu mstansi kejaksaan. Secara garis besar 

setelah berlakunya KUIIAP, tugas jaksa adalah: sebagai penuntut umum dan 

sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap (eksekutor), dalam tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa mempunyai 

tugas yaitu melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dua tugas 

tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang 

sedang beijalan. Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 

KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum benvenang 

melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak 

pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang 

berwenang mengadilinya. 161 

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, hakim yang 

akan memegang kendali. Di dalam perkara pidana hakim hams berusaha mencari 

kebenaran materiil, kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak dapat puas dengan 

memperoleh kebenaran formil, kebenaran yang didasarkan semata-mata atas 

formalitas hukum.162  

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan 
dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) 
mengadakan tindakan lam menurut hukum yang bertanggung jawab. 

159 Sedangkan wewenang dan penyidik PNS sesuai dengan undang-undang yang menjadi 
dasar hukumnya masmg-masmg dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan dan penyidik. 

160 Op.Cit, Han, hIm. 24. 
161 Ibid, him. 137-138. 
162 Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara adalah bertujuan, memperoleh jaminan 

maksimai, hahwa usaha memperoleh keputusan hakim dalam suatu persoalan menghasilkan 
kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Keputusan-keputusan hakim dalam persoalan-
persoalan hukum tidaklah selalu bersifat kebenaran ataupun keadilan. Kita hanya dapat menjamin 
suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang diperoleh atas dasar keterangan-
keterangan manusia dan tinjauan-tinjauan petugas negara sendiri. Keterangan-keterangan manusia 
bukan tidak mungkin berlainan dengan kenyataan-kenyataan. Dalam hal yang demikian, maka 
terdapatlah suatu keadaan dimana putusan hakim itu didasarkan atas hal-hal yang tidak sesuai 
dengan kenyataan-kenyataan sebenarnya, sehingga dengan demikian putusan hakim itu, pada 
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Oleh karena itu, maka sistern perundang-undangan hukum acara dalam 

perkara-perkara pidana memberikan Iebih besar jaminan kemungkinan 

memperoleh kebenaran dari pada dalam suatu persoalan yang bersifat 

keperdataan. liii disebabkan juga oleh karena dalam prosedur hukum pidana, 

hakim turut serta dengan aktif dalam usaha mencari kebenaran itu. Ia ikut serta 

dalam mencari kenyataan-kenyataan yang dapat dijadikan dasar putusannya. 

Sedangkani dalam prosedur hukum perdata, hakim bersifat pasif, ia hanya 

menerima, meninjau, menilai bahan-bahan yang dicari dan dikemukakaii oleh si 

penderita perkosaan hak, dan mengambil sesuatu putusan atas dasar pernnjauan 

dan penilaian bahan-bahan itu. Oleh karena itu jugalah.maka rasanya tidak asing 

lagi, bilamana sistem perundang-undangan acara pidana menentukan 

ketidakmungkinan menjatuhkan hukuman atas seseorang, hanya atas dasar bukti 

sah yang diperoleh dalam pemeriksaan, tanpa adanya keyakinan pada hakim 

tentang kesalahan orang itu. Malahan pengakuan pesakitan sendin tanpa 

keterangan-keterangan lain yang diperoleh dan alat-alat bukti lain belum 

menyerupai alat bukti sah. Sehingga pengakuan pesakitan yang bersifat demikian, 

ditambah dengan keyakinan hakim pun, belum menyerupai dasar cukup bagi 

pemyataan kesalahan seseorang. Sebagai akibat daripada keharusan mencari 

kebenaran yang bersifat materiil mi, maka segala sesuatu mengenai usaha 

mengumpulkan hal-hal yang menjadi dasar daripada kebenaran itu, adalah rapat 

hubungannya dengan sumber bahan-bahan pembuktian itu. Hakim harus 

mempersaksikan sendiri dengan matanya, mendengar sendiri dengan telinganya, 

segala apa yang dikemukakan oleh pesakitan, saksi dan perseorangan-

perseorangan lain yang bersangkutan dengan perkara. mi berarti, antara lain, 

bahwa keterangan-keterangan harus diberikan kepadanya oleh pesakitan sendiri, 

oleh saksi sendiri dan oleh mereka sendiri yang ada sangkut pautnya dengan 

perkara.163  

Dengan terciptanya KUT-JAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia 

diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses 

hakikatnya tidak menyerupai kebenaran atau keadilan. Kebenaran semacam mi disebut kebenaran 
formil. Berlainan dengan putusan hakim yang berdasar atas kenyataan-kenyataan sesungguhnya, 
oleh karena menyerupai kebenaran sesungguhnya dan disebut kebenaran materiil. 

163 Op.Cit, Amin, him. 18. 
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pidana dari awal (mencani kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, 

bahkan sampai meliputi peninjauan kembáli (herziening). Hukum acara pidana 

ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencan kebenaran, 

penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh 

jaksa.'64  

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan didasarkan atas suatu 

"rules of the game ", yang dalam hal mi tidak lain dari hukum acara pidana. 

Den gan demikian hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar dalam 

menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai 

"sangkut paut" yang sangat erat. Hukum acara pidana memberi pedoman dalam 

proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan baik oleh 

aparat hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan pembela maupun oleh 

pencari keadilan seperti terdak'wa, korban ataupun masyarakat. 165 

Dengan batasan yang tegas antara fi.mgsi-fungsi tersebut .diatas, maka 

dalam penerapannya harus merupakan suatu proses peradilan atau penegakan 

hukum yang terpadu, hal mi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap pemegang hak atas paten. 

Dalam penerapannya, Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya lembaga 

peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa baik perdata 

maupun pidana, salah satu sengketa yang dapat diperiksa oleh Pengadilan adalah 

sengketa di bidang HKJ. Sengketa I-IKI yang dapat diperiksa oleh Pengadilan 

Negeri baik secara perdata dan pidana adalah sengketa terhadap pelanggaran atas 

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 32 Tahun 2000 tentang 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan sengketa atas UU No. 10 Tahun 1995 yang 

telah diubah oleh UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sedangkan 

sengketa atas pelanggaran terhadap UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU 

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta,dan 

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat diselesaikan oleh 

Pengadilan Negeri hanya terbatas bila pelanggaran tersebut merupakan 

pelanggaran secara pidana, karena sengketa HKI saat mi diselesaikan oleh 

64  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, Penerbit Sinar Grafika, 
Jakarta, 2001. hlm.3 

165 Qp.Cit, Kadri Husin, him. 4 
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Pengadilan Niaga. Sengketa pelanggaran HKI secara pidana yang diselesaikan 

oleh Pengadilan Negeri, mulai dan tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 tidak 

terlalu banyak, hal im disebabkan karena sengketa HKI secara pidana yang 

menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri, tidak menjadi tanggung jawab dan 

Ditjen HKI lagi untuk membatalkannya, dan tidak adanya aturan tertulis bahwa 

hasil putusan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dilaporkan ke Ditjen HKI, 

akibatnya data tentang pelanggaran HKI secara pidana yang diselesaikan oleh 

Pengadilan Negeri tidak sepenuhnya dimiliki oleh Ditjen HKI, hal mi seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Henyanto dan Diijen Paten Bagian Pertimbangan 

Hukum.166  

Sedangkan perkara paten sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri 

mulai sejak tahun 1997-2007 kurang dan 10 perkara, hal mi disebabkan karena 

jumlah pennintaan paten sederhana masih sedikit, dan bentuk perlindungan yang 

diberikan masih belum memenuhi kepuasan penemu atas perlindungan terhadap 

produknya. Selain itu masih banyak perkara tersebut yang belum putus, atau 

masih berada dalam tahap penyidikan, seperti kasus Terminal Konektor Kabel 

Listrik, kasus Alat Penyerap Lembab, dan kasus-kasus yang lain. Kelemahan 

yang ditemukan oleh penulis bahwa akibat tidak adanya sistem pelaporan dan 

hasil putusan Pengadilan Negeri ke Ditjen Paten tentang perkara tindak pidana, 

maka data yang dimiliki oleh Ditjen Paten menjadi tidak lengkap, dan ketika 

pihak lain ingin mengetahui bagaimana bentuk dan putusan PN, mereka tidak 

dapat memintanya ke Ditjen Paten, tapi harus ke PN maupun ke Kuasa Hukum 

dari pihak yang bersengketa. 

Pada dasarnya penegakan hukum di bidang flak Kekayaan Intelektual 

(HKI) merupakan kepanjangan dari misi Direktorat Jenderal flak Kekayaan 

Intelektual (Ditjen HKI) yaitu memberikan perlindungan hukum bagi kaiya-karya 

intelektual dan menggalakkan peningkatan karya kreatif dengan menyempurnakan 

sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penegakan hukum adalah kunci 

untuk kesuksesan ini. 165  Menurut Thomas Jefferson seperti dikutip oleh Zen 

166 Op.Cit, wawancara Penulis dengan Pak I-Ieriyanto dari Direktorat Paten tanggal 24 
Maret 2008,jam 13.30 Wib. 

165 Zen Urnar Purba, Penegakan Hukum di Bidang HKI, Kompas, 22 Mci 2000 
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Umar Purba, "Ignorance of the law is any country, because if it were, the laws 

would lose their effect, because it can always pretended" 66 

Menurut Zen Umar Purba, tanpa penegakan hukum yang efektif, sistem 

Hak Kekayaan Intelektual akan berantakan, pekeijaan administrator Hak-

Kekayaan 

ak

Kekayaan Intelektual untuk memberikan hak kepada pemohon Hak Kekayaan 

Intelektual untuk memberikan hak kepada pemohon Hak Kekayaan Intelektual 

akan pupus begitu saja Jadi hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum di 

bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Paten, berkaitan dengan berbagai 

faktor, antara lain: Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual, Kemauan Politik 

(political will) pemerintah, Kualitas pengaturan "dilema pasar"167, Transparansi 

Proses Pengadilan, instansi penegak hukum dan Hak Kekayaan Intelektual yang 

terus berkembang.168  Penegakan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual 

bertujuan untuk menghargai karya intelektual pihak laia Dan secara makro 

penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, berakibat pada aspek 

perekonomian. 

Kemauan politik pemerintah di bidang paten sudah cukup jelas, yaitu 

dengan keikutsertaan dalam Convention Establishing the World Trade 

Organization (Konvensi WTO)IAgreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Properly Rights (Persetujuan TRIPs), karena itu kitapun tunduk pada 

pnnsip-prinsip globalisasi sebagaimana diatur dalam kesepakatan dunia itu 169  

Menurut Ansori Sinungan, kendala penegakan hukum mengenai Hak-

Kekayaan 

ak

Kekayaan Intelektual di Indonesia sebagai kondisi dilematis dapat dipengaruhi 

oleh beberapa dimensi berikut'70: 

166 Ibid. 
167 Dilema pasar dimaksudkan bahwa konsumen lebih menyukai barang murah tetapi 

memiliki manfaat yang sama besar dengan apabila membeli barang yang mahal, walau diketahui 
barang tersebut bisa jadi tidak ash, atau barang tiruan. 

168 Ibid. 
169 Op.Cit, Farah, hlm.99 Bersamaan itu juga negara Indonesia meratifikasi konvensi-

konvensi yang berkaitan dengan Persetujuan Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property and Convention Establishing the World Intellectual Organization (Keppres Nomor 15 
Tahun 1977), Patent Cooperation Treaty (Keppres Nomor 16 Tahun 1977), WIPO Copyright 
Treaty ( Keppres Nomor 19 tahun 1977) termasuk Beme Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works (Keppres Nomor 18 Tahun 1997). 

170 Ansori Sinungan, Perkembangan Global dan Sistem Perlindungan Hak Cipta dan 
Desain Indusrri di Indonesia, Seminar Pemanfaatan HKI oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan Kerjasama antara Ditjen HKI dengan JICA, Jakarta, 11 Juli 2005. 
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Dimensi Budaya Timur-Barat dalam hal memandang kepemilikan 

individu adalah berbeda; 

Dimensi sosial dimana penegakan hukum terkadang berdampak pada 

permasalahan sosial yang lainnya; 

Dimensi ekonomi (adalah dilemma antara mahalnya barang yang ash 

dengan daya beli masyarakat); 

Dimensi hukum yang dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran; sarana, dan 

prasarana, aparat penegak hukum; dan kesadaran masyarakat. 

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dibenkan oleh UU No. 14 

Tahun 2001 terhadap Paten yaitu adanya Penetapan Sementara Pengadilan, hal mi 

dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya 

dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diben kewenangan untuk menerbitkan 

Penetapan Sementara guna mencegah ber!anjutnya pelanggaran dan masuknya 

barang yang diduga melanggar paten, selain itu dalam hal altematif penyelesaian 

sengketa, sampai saat mi belum ada yang menggunakan sarana ADR dalam HKI 

sebab mi sifatnya privat jadi bisa dilakukan para pihak tanpa diketahui otoritas. 

Secara idealis, alternatif penyelesaian sengketa mi akan membantu lembaga 

peradilan supaya tidak menumpuk perkara di Pengadilan, hal mi sebagaimana 

diungkapkan oleh A. Zen Umar Purba'71  

Dengan adanya altematif penyelesaian sengketa mi, segala perma.salahan 

yang terkait dengan pelanggaran HKT tidak hanya diselesaikan di Pengadilan 

Niaga maupun Pengadilan Negeri, tapi juga dengan badan ADR, balk itu 

arbitrase, konsiliasi maupun mediasi. 

2. Wewenang Kompetensi Relatif 

Wewenang kompetensi relatif yaitu wewenang mengadili menu rut wilayah 

hukuninya suatu badan pengadilan, yang berarti pengadilan yang manakah 

diantara badan-badan pengadilan, yang sejenis dan setaraf dalam tingkat 

pemeriksaannya, tetapi berbeda wilayah hukumnya, yang berwenang memeriksa 

dan mengadili perkara tersebut, misalnya, dalam suatu perkara perdata, maka 

17!  A. Zen Urnar Purba, Prosiding, Rangkaian Lokakatya Terbatas Masalah-Masaiah 
Kepailitan Dan Wawasan Hukurn Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayann Inteicklual Dan 
Perkernbangannya, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam AlternatifPenyelesaian Sengketa. 
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pengadilan yang manakah menyelesaikan perkara tersebut, apakah Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Mengenai sifatnya peraturan, maka kompetensi absolut merupakan 

peraturan yang mempunyai sifat mengikat, artinya peraturan yang tidak boleh 

disampingi, peraturan yang wajib dituruti, meskipun andaikata para pihak 

berpekara tidak menghendakinya. 

Hal mi dapat disimpulkan dari Pasal 134 RIBfPasal 160 RDS yang 

menentukan bahwa terhadap sengketa-sengketa yang penyelesaiannya tidak 

termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka hakim secara "ambthalve" (karena 

jabatan) wajib untuk menyatakan dinnya tidak berwenang memeriksa sengketa 

itu. Berlainan halnya dengan kompetensi relatif yang bersifat mengatur apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak berpekara. Hal tersebut tampak pada isi Pasal 133 

RIB/Pasal 159 RDS yang pada pokoknya telah ditentukan, bahwa keberatan 

tergugat mengenai wewenang relatif daripada Pengadilan Negeri, pada siapa ia 

harus datang menghadap, hanya akan diindahkan oleh Pengadilan yang 

bersangkutan apabila keberatan itu diajukan dalam jawaban pertamanya tergugat 

atau dengan kata-kata lain Peraturan "distributive van Rechtsmacht" tidak 

dengan sendirinya akan berlaku apabila tidak dikehendaki oleh pihak-pihak 

berpekara 172 

3.2 Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

Tentang Paten 

Dengan adanya perbedaan kompetensi atau kewenangan antara Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Niaga, secara langsung terjadi perbedaan dalam hal 

penyelesaian perkara-perkara, baik perkara perdata dan pidana, dimana 

Pengadilan Negcri berwenang dalam menangani perkara pelanggaran pidana yang 

terkait dengan paten, sedangkan Pengadilan Niaga berwenang dalam penyelesaian 

perkara secara patén secara perdata. 

172 Op.Cit, Abdurrachrnan, hal 58. 
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Dalam prakteknya, perkara pelanggaran pidana yang teijadi antara PT 

Orphanindo dengan PT Truno Bravo yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri mi 

tidaklah salab, karena seperti telah dibahas di depan, Pengadilan Negeri dalam 

menyelesaikan sengketa HKI yang berupa pelanggaran secara pidana menjadi 

kewenangannya, sedangkan perkara perdata HKI diselesaikan oleh Pengadilan 

Niaga, seperti adanya pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan atas pemberian 

hak paten terhadap pihak lain, seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 

Tahun 2001, yaitu ;173 

"(1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dan yang berhak 
berdasarkan pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, pihak yang berhak atas Paten 
tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga; 

Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku surut 
sejak tanggal penerimaan; 

Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling 
lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan; 

Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan 
diumumkan oleh Direktorat Jenderal." 

Dan ketentuan pasal mi, kita bisa melihat, bahwa perkara HKJ seharusnya 

dibawa ke Pengadilan Niaga, tapi Pengadilan Negeri atas dasar ketentuan dan 

Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

berbunyi :174 

"(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya". 

Dengan dasar dan pasal mi, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa 

pidana paten yang diajukan oleh PT Orphanindo. 

Berdasarkan kompetensi absolut, 	Pengadilan Negen berwenang 

memenksa dan memutus perkara perdata dan pidana, atas dasar KUHP dan 

HIRIRBG, tapi dalam sengketa mi, Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus 

perkara yang terjadi karena pelanggaran pidana, tapi dalam hal pembatalan hak 

173 
Pasal 17 UTJ No. 14 Tahun 2001, tentang Paten. 

174 
Pasal 16 Ayat (1) TJU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakitnan. 
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atas paten, Pengadilan Niaga lah yang berwenang untuk memutuskannya, 

sehingga yang dilihat hanya dari segi unsur tindak pidananya. UU No. 14 Tahun 

2001 pada Pasal 6 memberikan definisi dan paten sederhana, yaitu:175  

"Suatu invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau 
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten 
Sederhana." 

Bila terjadi pelanggaran, maka diatur di dalam Pasal 131, yang 

berbunyi :176 

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang 
paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima 
puluhjuta nipiãh)" 

Dan bunyi pasal i, kita bisa melihat unsur-unsur yang terkandung 

didalamnya, unsur dalam bentuk pertama yaitu: 

Unsur subjektif 

Kesalahan: dengan sengaja 

Unsur objektif 

Melawan Hukum : tanpa hak (tanpa persetujuannya) 

Perbuatan (dalam hal paten-produk), yakni: 

membuat 

menggunakan 

menjual 

mengimpor 

menyewakan 

menyerahkan 

menyediakan untuk dijual 

menyediakan untuk disewakan 

menyediakan untuk diserahkan 

175 
Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 tentangPaten. 

176 Pasal 131 UTJ No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 
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4) Objek : produk yang diben paten sederhana. 177 

1) Kesalahan dengan sengaja 

Tindak pidana mi merupakan tindak pidana do/us. Secara tegas 

dicantumkan unsur kesalahan bentuk kesengajaan (opzettelijk). Apabila 

dicantumkan unsur sengaja seperti mi ada dua hal yang perlu dipahami, yakni 

tentang arti "sengaja" dan tentang "ke maria unsur sengaja itu ditujukan" atau 

diarahkan.'78  

Untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan mengandung unsur 

kesengajaan (opzet), maka harus memenuhi unsur dari tindak pidana, yaitu: 

pertama, perbuatan yang dilanang, kedua, akibat yang menjadi pokok-alasan 

diadakan larangan itu, dan ketiga, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.'79  

Kesengajaan (opzet) mi ada tiga macam, yaitu kesengajaan yang bersifat 

suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet a/s oogmerk), kesengajaan yang 

bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu 

akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara 

keinsafan kepastian), dan kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai 

keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan 

terj adi (opzet bij inogelijkheids-bewustzjin atau kesengajaan secara keinsafan 

kemungkinan). 180 

Dapat dikatakan bahwa, sengaja dalam rumusan tindak pidana dalam pasal 

mi, berarti pembuat menghendaki melakukan perbuatan membuat, menjual, dan 

lain sebagainya. 

Dalam kasus antara PT Orphanindo Tamamulia dan PT Truno Bravo, 

dimana Direktur PT Truno Bravo yang menjadi terdakwa, memenuhi unsur dan 

kesengajaan mi, karena dengan sengaja telah membuat, menjual produk yang 

sudah mempunyai perlindungan hukum berupa hak atas paten sederhana. 

Termasuk. kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, yaitu 

177 Adam Chazawi, Tindak Pidana Hak Alas Kekayaan Intelektual (HAKI), cet. 1, 
Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2007, hal. 126. 

178 Ibid, . hal 114. 
179 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukwn Pidana Di Indonesia, Bandung : Refika. 

2002, hal. 61. 
' 80 1b1d 
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dengan dibuat nya mesin perforasi tersebut, dan dijual ke pihak lain, akan 

memperoleh keuntungan dari hasil pembayaran atas mesin perforasi tersebut, jadi 

terdakwa memenuhi unsur kesengajaan mi. 

2) Melawan hukum: tanpa hak 

Frasa "tanpa hak" dalam kalimat tanpa hak melanggar hak pemegang 

paten merupakan unsur melawan hukum. Sifat melawan hukum terletak pada dua 

hal. 

Pertama, paten bukan miliknya, tetapi milik orang lain. Hal mi dibuktikan 

dengan adanya sertifikat paten atas nama penemu, dan juga paten tersebut masih 

berlaku, kedua, perbuatan seperti membuat, menggunakan, menjual produk yang 

diberi paten "tanpa persetujuan" pemegang paten. 181 

Di dalam Pasal 1 butir 6 UU No.14 Tahun 2001, mendefinisikan siapa itu 

pemegang paten, yaitu:'82  

"Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang 
menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima 
lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten". 

Pemilik paten mi memiliki hak ekslusif, sehingga pihak lain tanpa ijinnya, 

tidak boleh menggunakan ataupun melanggar hak tersebut. 

Sifat melanggar hukum sendini diliputi oleh unsur kesengajaan, maka 

orang itu barn dapat dihukum apabila dia tahu bahwa perbuatannya melanggar 

hukum. 183 

Sama halnya dengan pelanggaran paten, seseorang dapat dikatakan 

melanggar paten bila dia tahu bahwa suatu penemuan tertentu telah didaftarkan 

dan mendapatkan hak paten, lain halnya bila dia tidak mengetahui bahwa suatu 

penemuan atau produk tertentu telah memperoleh hak paten, disinilah tugas jaksa 

untuk membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa penemuan 

yang dijual atau disewakannya adalah paten-produk yang terdaftar milik pihak 

lain. Pembuktian seperti mi perlu berhati-hati karena sangat tipis antara tidak 

181 Op.Cit, Adarni, hal 117. 
182 

Pasal I butir 6 UU No. 14 Tahun 2001, tentang Paten 
Op. Cit, Wirj ono Prodjodikoro,.hlm. 66. 
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mengetahui dan kemungkinan mengetahui, hal mi akan merusak rasa keadilan 

bagi masyarakat. 184 

Fakta di lapangan yaitu di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang 

diajukan oleh jaksa, membuktikan bahwa mesin perforasi dengan merek BRAVO 

Perforator, terbukti adalah hasil ciplakan dari Mesin KON type 112 buatan 

Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa mesin perforasi Bravo Perforator 

menggunakan teknologi yang sama dengan Mesin KON type 112 yaitu sama-

sama menggunakan alat "pelatuk" sebagai penahan gerak mekanik, dan 

menggunakan "solenoid" yang akan menanik "pelatuk" tersebut. 

Di dalam surat pemyataan bersama, yang ditanda tangani oleh Haryadi 

sebagai pihak pertama dan Erman Hanafi sebagai pihak kedua, yang sepakat 

membuat mesin perforasi hasil desain Haryadi, dalam pembuatan mesin tersebut 

Erman Hanafi memodalinya, dan Haryadi membuat mesin tersebut. Dalam kerja 

sama tersebut Haryadi bersedia mengalihkan hasil desainnya kepada Erman 

Hanafi untuk didaftarkan Hak Desain Industrinya pada Direktorat Jenderal HKI. 

Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa Haryadi sebelumnya bekerja di PT 

Orphanindo Tamamulia yang dipimpin aim. Zainal Arifin, dan bersama-sama 

dengan almarhum, saksi melakukan pembongkaran mesin perforasi merk KON 

type 112 buatan Jepang, satu persatu dari alat-alat mesin tersebut saksi buatkan 

gambamya, kemudian mencari bahan-bahan yang akan digunakan, !alu dibubut 

sesuai dengan mesin perforasi merek KON type 112, selanjutnya dirakit dan 

temyata berhasil membuat mesin perforasi tiruan dan mesin perforasi merek KON 

type 112. 

Apabila kita lihat ketentuan dari Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001, yang 

berbunyi : 185 

"(1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung Iangkah 
inventif serta dapat diterapkan dalam industri; 

Sesuatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut 
bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik 
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya; 

Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga 
sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada 

" Op.Cit, Adami, hal. 117. 
185 

Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001, tentangPaten. 
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pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan 
permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak 
Prioritas". 

Lalu di dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan :186 

"(1) Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi 
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya; 

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di 
luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau 
dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan 
invensi tersebut sebelum: 

Tanggal Penerimaan; 
Tanggal Prioritas. 

(3) Teknologiyang diungkapkan sebelumnyasébagairnana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang 
dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal 
daripada Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas Permohonan." 

Oleh karena mesin perforasi yang diproduksi oleh PT Orphanindo sudah 

tidak memenuhi unsur kebaruan yaitu bahwa teknologi dengan peralatan 

"pelatuk" dan "solenoid" sudah lebih dahulu digunakan oleh mesin perforasi 

elektrik merek KON model 112 produksi NEW KON INDUSTRIAL CO.LTD., 

maka Hak atas Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati No. ID.0.000.133 S 

tanggal 29 Agustus 1996, tidak mengikat pihak lain dan tidak perlu mendapatkan 

perlindungan hukum. 

Berdasarkan pertimbangan hakim, meskipun unsur dari perbuatan yang 

dinyatakan dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 

tentang palen terpenuhi, akan tetapi karena hak paten sederhana atas nama Erna 

Rusmawati tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapatkan 

perlindungan hukum, maka perbuatan terdakwa selaku direktur PT Truno Bravo 

yang telah memproduksi dan menjual mesin perforasi tidak merupakan suatu 

tindak pidana, karena itu terdakwa diputus lepas dan segala tuntutan hukum. 

Dapat dikatakan, bahwa seperti yang sudah diterangkan diatas seorang 

dianggap melanggar hukum jika dia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan 

186 Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, tentang Paten. 
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nya adalah melanggar hukum, dan di dalam kasus sendin, Erman Hanafi tidak 

men getahui bahwa mesin perforasi tersebut sudah terdaftar hak paten nya atas 

nama Ema Rusmawati, bila dia mengetahui hal tersebut, maka dia tidak akan 

memproduksi mesin tersebut. Sehingga dalam hal mi unsur perbuatan melanggar 

hukum sendiri dengan sendiri nya menjadi tidak terpenuhi. 

3) Perbuatan (dalam hal paten-produk): membuat, menggunakan, menjual, 

mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, 

menyediakan untuk disewakan, menyediakan untuk diserahkan. 

Apabila salah satu dan sembilan perbuatan mi terbukti, maka sudah dapat 

dikatakan telah terjadi perbuatan yang melanggar hak pemegang paten. Membuat 

dapat diartikan, bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang membuat suatu produk, 

dimana produk tersebut sudah terdafiar sebagai hak paten milik orang lain. 

Menggunakan, dapat berarti memanfaatkan kegunaan atau fungsi dari suatu benda 

yang in casu produk paten milik orang lain.'87  

Perbuatan menjual yaitu berarti adanya pengalihan atas hak kebendaan 

kepada pihak lain, pengalihan tersebut disertai dengan suatu pembayaran harga 

yang telah disepakati, sehingga penjual menerima pembayaran dari pembeli. 

Mengimpor adalah perbuatan untuk mernasukkan benda in casu benda 

produk paten hak orang lain darl luar wilayahlterritorial hukum Indonesia ke 

wilayah hukum Indonesia. Perbuatan menyewakan adalah perbuatan menyerahkan 

kemanfaatan atau kegunaan suatu benda in casu produk yang diberi paten dan 

bukan haknya kepada orang lain dengan pembayaran uang dalam sejumlah 

tertentu sebagai harga sewa Dalam perbuatan menyewakan bisa juga terdapat 

perbuatan menyerahkan, yakni perbuatan mengalihkan kekuasaan benda ke dalam 

kekuasaan orang lain in casu penyewa Perbuatan menyerahkan dikatakan selesai 

apabila kekuasaan atas benda itu telah beralih sepenuhnya pada orang yang 

menerima. Sebagai tanda bèralih kekuasaan, berarti benda adalah orang yang 

menerima telah dapat melakukan segala perbuatan terhadap benda itu secara 

langsung dan tanpaharus me!alui perbuatan yang lain lebih dahulu.188  

' 87 Ibid, hal. 118. 
88 Ibid, hal.119 
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Tiga perbuatan yang lain ialah menyediakan untuk dijual; menyediakan 

untuk disewakan; dan menyediakan untuk diserahkan. Menyediakan adalah 

menempatkan benda dalam jumlah tertentu dalam kekuasaannya in casu produk 

yang diberi paten hak orang, maksudnya untuk dijual atau disewakan atau 

diserahkan. Jika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera dilakukan, yakni dijual 

atau disewakan atau diserahkan pada pihak lain. 189 

4) Objek: produk yang dibeti paten sederhana 

Objek tindak pidana adalah produk yang diberi paten, dalani hal mi paten 

sederhana 

Sementara itu, unsur-unsurtindak pidana paten yang kedua, yaitu: 

Unsur subjektif 

1)Kesalahan 

Unsur objektif 

Melawan hukum tanpa hak (tanpa persetujuannya) 

Unsur perbuatan: (dalam hal paten-proses): menggunakan 

Objek : proses produksi untuk membuat barang yang diberi paten sederhana. 190 

Ancaman pidana bagi pelanggaran hak paten sederhana lebih ringan 

karena secara umum produk atau alat yang dlindungi dalam waktu yang relatif 

singkat, dengan cara yang sederhana dengan biaya yang relatif murah, dan secara 

teknologi juga bersifat sederhana. 191 

Dengan menafsirkan penjelasan Pasal 9 maka yang .dimaksud paten 

sederhana memenuhi dua kriteria, pertama, diperolehnya dalam waktu relatif 

singkat dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara 

teknologi bersifat sederhana, kedua, jangka waktu perlindungan hak pemegang 

patennya diberikan selama 10 tahun. 192 

Jika dihubungkan dengan penj elasan umum ada kriteria lagi mengenai 

paten sederhana, yaitu paten yang objeknya tidak mencakup proses penggunaan, 

189 Ibid. 
190 Ibid. 
191  Penjelasan Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2001. 
192 Op.Cit, Adarni, hal. 127. 
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komposisi, dan produk yang merupakan product by process, objek paten 

sederhana dibatasi hanya hal yang bersifat kasat mata (tangible) saja 193 

Segala penemuan yang bersifat sederhana, dapat diberikan hak atas paten 

sederhana mi, tetapi penemuan yang tidak kasat mata (tangible) tidak dapat 

diberikan hak atas paten sederhana. 

Apabila kita bandingkan dengan pelanggaran paten biasa yang ancaman 

hukumannya seperti yang diatur dalam Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001, yang 

berbunyi: 194  

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang 
paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
danlatau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah)." 

Pasal mi bila dibandmgkan dengan pasal 131, tidak jauh berbeda, balk 

unsur subjektif maupun objektif, kecuali objek bendanya, pasal 130 diterapkan 

untuk paten biasa sedangkan pasal 131 diterapkan pada paten sederhana, dan 

ancaman hukumannyajuga berbeda, paten sederhana diancam hukuman dua tahun 

sedangkan paten biasa selama 4 tahun dan dendanya juga berbeda. 

Pada umumnya, penyelesaian sengketa terhadap kasus paten dapat 

dilakukan melalui Pengadilan Niaga atau melalui penyelesaian alternatif 

Penyelesaian alternatif biasanya diupayakan terlebih dahulu oleh pebisnis yang 

mementingkan efektifitas waktu dan biaya. Namun demikian, di Indonesia, 

penyelesaian melalui litigasi pun banyak dilakukan. Penyelesaian melalui jalUr 

alternatif meliputi penyelesaian hukum melalui lembaga mediasi, arbitrase, 

minitral, maupun melalui organisasi.'95  BANI sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa menjadi pilihan bagi para pihak yang terkait dengan 

kepentingan privaci nya, karena bila perkaranya diselesaikan di Pengadilan 

Negeri, akan memakan waktu yang panjang, sehingga para pihak yang 

mempunyai dunia bisnis yang erat kaitannya dengan waktu yang terbatas, tidak 

ingin menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Negeri, sehingga untuk 

193 Ibid. 

Pasal 130 UTJ No, 14 Tahun 2001. 
' 950p.Cit, Endang, hal. 16. 
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kenyamanan, méreka lebih memilih BANI. Bila dilihat dari urisur efektifnya, 

penulis menilai bahwa perkara yang dihadapkan ke Pengadilan Niaga lebih efektif 

dalam penerapannya bila perkara itu dibawa ke Pengadilan Negeri, hal im 

dikarenakan di Pengadilan Niaga segala perkara HKI harus diselesaikan dengan 

batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan di Pengadilan Negeri meskipun 

dalam teon nya ada tenggang waktu, tapi dalam penerapannya tidaklah demikian, 

perkara tersebut dibiarkan sampai berlarut-larut tanpa ada kejelasan kapan perkara 

itu akan diputus, hal inilah yang membuat penyelesaian perkara yang ditangani 

oleh Pengadilan Negeri dalam prakteknya menjadi tidak efektif bila dibandingkan 

dengan altematif penyelesaian sengketa yang lainnya, sehingga peranan 

Pengadilan Negeri terutama dalam pelanggaran pidana paten, tidak sepenuhnya 

efektif, masih perlu perbaikan-perbaikan sertá peningkatan kualitas dalãm 

menyelesaikan segala perkara-perkara yang dilimpahkan kepadanya. 

33 Pengecualian Ketentuan Pidana di Bidang Paten 

Dalam pengimporan barang terutama pengimporan produk farmasi tetjadi 

suatu pengimporan secara paralel. Impor paralel adalah importasi 196  tanpa 

persetujuan pemegang paten atas produk yang dipatenkan yang dipasarkan ke 

negara lain,  baik dengan atau tanpa persetujuan pemegang paten. Pararel impor 

memungkinkan dukungan terhadap persaingan bagi produk yang dipatenkan 

dengan mengijinkan importasi barang-barang paten yang setara untuk dipasarkan 

dengan harga lebih rendah di negara lain. Apabila sistem peraturan paten negara 

pengimpor menyatakan bahwa hak pemegang paten telah habis ketika produk-

produk paten telah ditempatkan di pasar negara lain dengan persetujuan pemegang 

196 Importasi tidak dianggap sebagai pelaksanaan paten. Ketentuan mi memang dapat 
meniinbulkan multi-interpretasi. Pada dasarnya, ketentuan mi dimaksudkan untuk memperkuat 
ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan paten. Artinya, jangan sampai pemegang paten hariya 
rnenikrnati perlindungan tetapi tidak-. memberi rnanfaat apapun kepada bangsa dan Negara. Jangan 
sampai pula pernegang paten hanya mengisi pasar dalam negeri dengan produk yang diimpomya. 
Dengan mempertirnbangkan pengebirian (hak paten, kegiatan importasi produk oleh pemilik 
paten tidak dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban dirnaksud. Importasi harus diartikan sebagai 
kegiatan tersendiri yang tidak sama maknanya dengan pelaksanaan paten. Pelaksanaan paten 
sebagaimana diharapkan adalah penggunaan paten untuk kegiatan produksi melalui manajemen 
indusiri di dalam negeri. 
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paten, pemegang paten tidak dapat menggunakan hak patennya di negara 

pengimpor untuk mencegah impor paralel. 197 

Peraturan mengenai impor paralel di bidang paralel farmasi telah menjadi 

isu yang penting dalam sistem perdagangan global. Pendukung hak paten 

internasional yang kuat terhadap obat-obatan barn mendukung kebijaksanaan 

global atas larangan impor paralel, dengan mengemukakan bahwa apabila 

perdagangan semacam itu secara luas diperbolehkan akan mengurangi keuntungan 

pada sektor farmasi yang melakukan penelitian secara intensif dan akhirnya akan 

memperlambat inovasi obat-obatan barn. Lebih-lebih, impor paralel dapat 

menyulitkan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan untuk mempertahankan 

sistem pengaturan dan pengendalian harga yang berbeda di negara yang berbeda. 

Akan tetapi, pejabat yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat di banyak 

negara berpendapat bahwa penting untuk dapat membeli obat-obatan dan 

sumbernya dengan harga semurah mungkin, sehingga memerlukan sistem impor 

paralel yang terbuka. Ada atau tidak impor semacam itu, ancaman yang mungkin 

datang dapat memaksa distributor untuk memberikan harga yang lebih rendah. 

Telah terbukti bahwa pembuat kebijaksanaan di negara berkembang khususnya 

akan lebih mementingkan pada obat-obatan yang harganya murah daripacla 

mempromosikan penelitian dan pengembangan ke luar negeri. 198 

Perdagangan lintas batas yang luas membebaskan adanya pertukaran 

barang dan memberi kesempatan adanya vaniasi harga bagi dunia perdagangan. 

Dengan kata lain konsumen dapat membeli barang yang bermerek bahkan dengan 

harga yang terjangkau. Impor, paralel dilakukan terutama pada saat harga di 

negara ketiga dianggap lebih rendah danipada harga yang ditetapkan oleh 

pemegang paten di negara yang bersangkutan. Menurut ketentuan Persetujuan 

TRIPs impor paralel diperbolthkan; sebenarnya, secara eksplisit dinyatakan 

bahwa Persetujuan TRIPs tidak membicarakan isu impor paralel, sehingga 

memperbolehkan negara-negara untuk bebas menentukan kebijaksanaan mereka 

107 - 	Cita Citrawinda Pnapantja, Prosiding, Rangkazan Lokakarya Terbatas Masalah- 
Masalah Kepaiiitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Inteiektuai Dan 
Perkembangannya, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Aspek Hukurn Tentang Paten, hIm. 276. 

198 
Keith E. Maskus, "Parallel Imports in Pharmaceuticals: implication for Competition 

and Prices in Developing Countries", Final Report to World Intellectual Properly Organization, 
(USA:2000) 
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sendiri dalam hat impor paralel. Kadang-kadang hal mi menimbulkan 

pertentangan, bahwa dengan memperbolehkan impor paralel di negara 

berkembang akan berakibat pada peningkatan jumlah produk-produk palsu 

danlatau produk-produk di bawah standar di pasaran sehingga akan menimbulkan 

efek negative terhadap konsumen. Hal mi merupakan spekulasi. Akan tetapi 

manfaatnya cukup jelas dan terdapat alasan ekonomi yang kuat bagi negara 

berkembang untuk menyetujui impor paralel.199  

Pasal 6 Persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada negara anggota 

untuk menerapkan prinsip penggunaan sepenuhnya hak-hak secara intemasional 

yang merupakan suatu pembenaran yang mendasari impor paralel di dalam 

undang-undang negaranya. 

Pengecualian dari ketentuan pidana dari UU No. 14 tahun 2001 terkait 

dengan impor paralel mi diatur di dalam Pasal 135 Bab XV, yang berbunyi: 

"Dikecualikan dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab mi 
adalah: 

mengimpor produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan 
produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh 
Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk tersebut itu diimpor 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia 
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan 
Paten dengan tujuan untuk proses penzinan kemudian melakukan 
pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir." 

Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a pada Pasal inn adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan 

memenuhi rasa keadilan dan produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi 

kesehatan manusia. Ketentuan mi dapat digunakan apabila harga suatu produk di 

Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah 

di pasar internasional. 

Sedangkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal 

mi adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah 

berakhimya masa perlindungan paten. Dengan demikian, harga produk farmasi 

yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam 

' 	Loc.Cit, Cita, hIm. 276. 
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huruf mi. adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu 

produk farmasi pada instansi terkait. 

Sasaran kebijakan yang ingin dijangkau sesungguhnya menyangkut 

pengamanan dan kelangsungan industri farmasi nasional. Pokok permasalahannya 

terletak pada praktek industri obat domestik saat itu yang menggantungkan pada 

impor bahan baku obat tiruan. Praktek mi sudah berlangsung lama dan tanpa 

disadari telah menjadi dasar bagi perhitungan baku untuk biaya produksi dan 

harga jual obat di dalam negeri. Dengan kata lain, stru.ktur harga obat domeslic 

sangat ditentukan oleh komponen bahan baku obat "bajakan" atau produk 

padanan tadi yang beberpa diantaranya dapat diimpor dengan harga yang sangat 

murah. Dalam hal demikian, perlu pemikiran untuk merancang kebijakan khusus 

guna mencegah dampak UU Paten terhadap industri farmasi nasional serta 

konsekuensi pada kenaikan harga obat. Untuk itu, pilihannya hanya satu, yaitu 

terus mempertahankan peluang melakukan import copy products sebagai bahan 

baku obat tanpa mempersoalkannya sebagai tindakan pelanggaran paten.20°  

Impor paralel memungkinkan konsumen untuk secara efektif berbelanja di 

pasar dunia untuk mendapatkan harga terendah bagi suatu produk yang 

dipatenkan. Impor paralel dapat memiliki arti penting dalam sektor kesehatan, 

karena industri farmasi biasanya menetapkan harga secara berbeda di seluruh 

dunia untuk harga yang sama.20' 

Impor suatu obat (yang telah dipatenkan), dan suatu negara dimana obat 

tersebut dijual dengan harga lebih rendah, akan memungkinkan lebih banyak 

pasien di negara pengimpor untuk memperoleh produk tersebut tanpa mencegah 

pemegang patennya untuk menerima imbalan bagi penemuan yang telah 

dipatenkan di negara dimana produk tersebut dijual pertama kalinya. Undang-

imdang Paten Indonesia mengatur kewajiban bagi pemegang paten untuk 

melaksanakan patennya di Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam 

200 
Henry Soelistyo Budi, Prosiding, Rangkaian Lokakarva Terbaras MasaiahMasaiah 

Kepailitan Dan Wawasan Hukam Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelekinal Dan 
Perkembangannya, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Perbedaan Prinsip Antara Paten dan 
Rahasia Dagang, him. 121. 

201 
Cita Citrawinda Priapantja, "Impor Produk Farmasi Dilindungi Paten tak Langgar 

LU", Bisnis Indonesia, Edisi 2 Agustus 2001 Lihat juga Christoph Antons and Cita Cilrawinda 
Priapantja, "Exhaustion and Pallet Imports in Indonesia", Parallel Imports in Asia, (The Hague: 
Kiuwer Law International, 2004) hal. 104. 
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prakteknya sulit untuk melakukan pengawasan apakah pemegang paten betul-

betul melaksanakan patennya di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 36 bulan 

terhitung sejak tanggal pemberian paten. 202 

Kemudian untuk melaksanakan pengembangan obat-obatan sebelum 

jangka waktu perlindungan patennya berakhir dan pendaftaran obat-obatan 

generik bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi keterlambatan bagi 

produk-produk im memasuki pasar setelah jangka waktu perlindungan paten 

berakhir. Keterlambatan semacam itu secara de facto merupakan perpanjangan 

jangka waktu paten. Hungaria memiliki ketentuan mi dalam Undang-Undang 

Patennya. Ketentuan mi disebut "Bolar", dimana Amerika Serikat, Kanada, 

Jepang, Australia dan Israel juga menggunakan ketentuan im dalam perundang-

undangan patennya.203  

Pengenalan obat-obatan generic secara tepat dapat dipermudah melalui: 

pembuatan konsep perundang-undangan dan peraturan yang sesuai mengenai 

yang dapat diberikan paten; penggunaan pengecualian atas hak-hak eksklusif yang 

mengizinkan percobaan awal dan persetujuan generic (ketentuan "Bolar") 

(termasuk mengizinkan akses terhadap data tes pra pendaftaran); dan lisensi 

wajib. 204 

Menurut Persetujuan TRIPs, hak-hak paten tidaklah mutlak tetapi dapat 

pula tunduk pada batasan-batasan atau pengecualian-pengecualian sebagai 

berikut:205  

1. Negara-negara dapat membuat pengecualian-pengecualian terbatas, 

asalkan pengecualian-pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan 

pemanfaatan paten dan tidak merugikan kepentingan yang wajar pemilik 

paten, mengingat kepentingan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, sebagai 

contoh misalnya, banyak negara yang membolehkan pihak ketiga untuk 

menggunakan invensi yang dipatenkan untuk tujuan penelitian dimana 

202 
op. Cit. Cita, Prosiding, hIm. 278 

203 
European Generic Medicines Association, Pharmaceutical Intellectual Propertylssues 

and Enlargement Pre-Patent Expire Development and Regstration Work for Generic Medicines, 
diakses tanggal 29 Januari 2004. 

204 Cita, Loc. Cit. Prosiding. 
205 

The TRIPs Agreement and Pharmaceuticals, Report of an ASEAN Workshop on the 
TRIPS Agreement and its Impact on Pharmaceuticals, (Directorate General of Drug and Food 
Control and World Health Organization. Jakarta:200) hlm.28 
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tujuannya adalah untuk lebih memahami invensi tersebut sebagai 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan Bolar adalah salah 

satu contoh. 

Pasal 30 Persetujuan TRIPs memperbolehkan pengecualian-pengecualian 

terbatas atas hak-hak yang dibenkan kepada pemegang paten. 

Pengecualian mi akan tetapi dapat diragukan dan kemudian ditinjau oleh 

Orgarusasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketentuan Bolar memperbolehkan 

pabrikan (generic) yang berminat untuk mulai memproduksi sejumlah 

produk sebagai percobaan sebelum paten berakhir, untuk mengumpulkan 

data-data yang penting yang selanjutnya akan didaftarkan pada pihak yang 

benvenang; dimana hal mi akan mengurangi keterlambatan produk-produk 

generic memasuki pasar setelah jangka:waktu paten berakhir, dan dengan 

demikian meningkatkan persaingan.206  

Negara dapat mengesahkan penggunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga 

(compulsory licences) atau untuk kepentingan umum yang tidak bertujuan 

komersial (dilakukan oleh pemerintah) tanpa persetujuan pemilik paten. 

Tidak seperti yang dicari oleh beberapa negara dalam negosiasi, dasar-

dasar yang dapat dipergunakan tidak hanya terbatas pada Persetujuan 

TRIPs, tetapi Persetujuan TRIPs mi memuat sejumlah syarat-syarat yang 

harus dipenuhi untuk melindungi kepentingan yang wajar pemilik paten 

(lihat Pasal 31 Persetujuan TRIPs). Dua dan syarat-syarat utamanya 

adalah, sebagai peraturan umum, pertama-pertama harus melakukan upaya 

untuk memperoleh lisensi pada syarat-syarat komersial yang wajar dan 

imbalan yang memadai harus dibayarkan kepada pemegang paten yang 

tepat. 

Negara mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan 

ketentuan TRIPs terhadap praktik-praktik anti persaingan. Ketika suatu 

tindakan ditetapkan setelah melalui proses hukum yang semestinya, 

sebagai tindakan anti persaingan, syarat-syarat untuk mengeluarkan lisensi 

wajib menjadi lebih fleksibel. Sebagai contoh, misalnya syarat-syarat yang 

khusus berkenaan dengan lisensi dan kompensasi dapat di!onggarkan. 

206 T ibid, h1m.34 

Universitas Indonesia 

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



0. 

Indonesia, seperti halnya banyak negara lainnya, menghadapi masalah 

bagaimana membayar biaya untuk teknologi farmasi baru sesuai budget yang 

berkaitan dengan pengeluaran untuk obat-obatan. Untuk membiayai teknologi 

baru mi, pemerintah Indonesia mendukung distribusi dan penggunasn obat-obatan 

generik yang lebih murah setelah produk obat-obatan itu tidak lagi dilindungi 

paten. Mengembangkan farmasi untuk tujuan komersial adalah bisnis yang mahal, 

memakan waktu dan bensiko tinggi. Bidang farmasi secara khusus akan 

mengundang masalah bagi inovasi lebih jauh dan pengembangan terhadap focus 

yang berkaitan dengan pengembangan obat-obatan generik sebelum jangka waktu 

perlindungan paten berakhir. Sistem paten sering memperbolehkan eksperimen-

eksperimen ilmu pengetahuan sebagai pengecualian atas pelanggaran paten tetapi 

hanya terdapat beberapa sistem paten yang memperbolehkan percobaan-

percobaan klinis untuk memberikan landasan bagi persetujuan wewenang obat-

obatan generik untuk menghindarkan pelanggaran terhadap paten yang ada. 

Pelanggaran paten disebabkan oleh percobaan-percobaan klinis dengan demikian 

dapat menjadi sebuah risiko komponen dari implementasi program pengembangan 

obat generik 207  

Industri farmasi di Indonesia mulai berkembang sejak diundangkannya 

Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA)208  dan Undang-Undang 

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)209  pada awal tahun 1970-an, 

dan menjadi pioner pembangunan industri penanaman modal asing di Indonesia. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri pada awal tahun 1970, maka terbuka peluang 

bagi perusahaan asing untuk melakukan bisnis di Indonesia. Salah satu cara untuk 

memasuki pasar luar negeri tertentu, yaitu melalui suatu patungan dengan 

perusahaan lokal. 210 

207 Op. Cit. Cita, Prosiding, Nm. 280, diakses melalui http://www.google.com  tanggal 
29 Januari 2004, dalarn Morrison & Forerster LLP, Europe to Join Japan and the US-a Bolar 
Exemption in Europe? (6/03) 

208 
Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). 

209 
Lihat Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 

(P1N) 
210 Op.Cir, Cita, Budaya Hukum, hIm. 256. 
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Jumlah industri farmasi yang terdaftar di Dipartemen Kesehatan 

(Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan)21' sampai dengan 31 

Agustus 1998 adalah 69 industri, yang terdiri dan 	32 berstatus PMA, 29 

berstaths PMDN dan 8 BUMN, yang masing-masing tersebar di berbagai propinsi 

di seluruh Indonesia.212  

Industri farmasi mi selain mendapatkan perlindungan hukum dalam paten, 

juga memperoleh perlindungan hukum sebagai rahasia dagang. Dalam hal yang 

berkenaan dengan paten di bidang obat-obatan, bagaimanapun juga yang terjadi di 

Indonesia sekarang mi, yaitu banyaknya obat-obat yang dipatenkan menjadi obat-

obat generik masa depan. Sebaliknya, perlindungan rahasia dagang memiliki 

peranan penting untuk melindungi know-how yang bersifat rahasia, yang tidak 

dapat dipatenkan, tetapi dapat juga mencakup penemuan-penemuan yang dapat 

dipatenkan. Rahasia dagang melindungi penemuan-penemuan sebelum 

diajukannya permintaan paten dan sementara aplikasi masih dalam proses. 

Rahasia dagang melindungi know-how tertentu, misalnya know-how yang tidak 

diungkapkan dan tidak perlu diungkapkan dalam aplikasi paten. Setelah paten 

dikabulkan, maka akan terdapat perlindungan paten dan rahasia dagang. Seperti 

industri teknologi tinggi lainnya. 213 

Dengan pengecualian dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 135 dari UU No, 14 Tahun 2001, kita bisa melihat bahwa ruang Iingkup 

pengecualian dari ketentuan pidana hanya terbatas dalam hal memproduksi dan 

mengimpor produk fannasi yang telah dilindungi paten di Indonesia, ketentuan mi 

berlaku bagi paten pada umumnya, sedangkan untuk paten sederhana belum ada 

ketentuan yang mengatur, karena perlindungan atas paten sederhana hanya 

berlaku untuk produk saja, sedangkan metode proses mendapatkan perlindungan 

dalam bentuk paten. 

211 
Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanari, Departernen 

Kesehatan R.I. 
212 Loc.Cit. Cita. 
213 Ibid,hlm.257 

Universitas Indonesia 

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



BAB4 
STUDI KASUS PATEN SEDERHANA MESIN PERFORASI ANTARA 

PT ORPHANINDO TAMAMULIA LAWAN PT TRUNO BRAVO 
PUTUSAN No. 38IPJD/B/2004/PN.Jkt.Tjm 

4.1 	Latar Belakang Sengketa Paten Mesin Perforasi di Dalam Putusan 

No. 38IPIDIBI2004IPN.Jkt.Tjm 

Path awalnya ada 2 (dua) perusahaan yang memproduksi dan kemudian 

menjual mesin perforasi yaitu PT Orphanindo Tamamulia dan PT Truno Bravo. 

PT Orphanindo Tamamulia telah mendafiarkan temuannya dengan judul 

"PERALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI" pada tanggal 29 Agusutus 

1996 dengan Sertifikat Paten No. ID.0.000.133 S yang dikeluarkan oleh Direktur 

Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 

dengan klaim temuan sebagai berikut: Alat Perforasi secara elektrik yang 

memiliki dynamo atau elektro motor untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas 

menjadi suatu dok-umen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan 

sekaligus membentuk nomor berupa angka-angka dan/atau huruf-huruf, dimana 

alat tersebut terdiri darl besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan 

ukuran Y2, 1,3,5,10,17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm 3, 3/4, 
 '/2, 1,5 

inchi, baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat 

pengarsip mi mempunyai pelatuk untuk menahan pergerakan mekanis yang akan 

mendorong jarum, dimana pelatuk tersebut ditarik oleh alat solenoid yang 

dipenntah melalui penekanan tombol atau switch ketika akan dilakukan proses 

pelubangan/pengarsipan. 

Klaim temuan mi diperjual-belikan oleh PT Orphanindo dengan nama 

Orpha. Sehingga yang diklaim oleh PT Orphanindo dan mendapatkan 

perlindungan hukum adalah pelatuk yang ada di mesin perforasi. 

Ketika dilapangan, diketahui bahwa PT Truno Bravo telah menjual mesin 

perforasi yang sama dengan milik PT Orphanindo tapi dengan merek yang 

berbeda yaitu Bravo. 

98 
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Direktur PT Orphanindo yaitu Ema Rusmawati melakukan penelitian 

dengan cara membeli salah satu mesin perforasi dengan merek Bravo Type BP 

234 electric dua bans darildibuat oleh PT Truno Bravo, lalu dibuka cover 

penutupnya dan diketahui mesin perforasi itu hampir mirip seluruhnya 

menggunakan komponen dan teknologi mesin perforasi yang sama dengan PT 

Orpha, sedangkan cara kerjalsistem mesin buatan PT Truno Bravo itu 100 % sama 

dengan cara kerja/sistem mesin perforasi yang dibuat dan dipatenkan PT Orpha, 

selain itu PT Truno Bravo menjual mesin perforasi tersebut pada konsumen yang 

sama dengan konsumen PT Orphanindo. 

Tindakan yang dilakukan oleh PT Truno Bravo mi telah melanggar hak 

pemegang paten sederhana yaitu PT Orphanindo dengan melakukan tindakan 

pidana yang diancam dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 

Tahun 2001. 

Di dalam Pasal 16 yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pemegang 

Paten disebutkan bahwa: 

"(1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten 
yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: 

dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, 
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk 
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; 
dalam hal paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi 
paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya dimaksud dalam 
huruf a. 
Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa 

persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) 
hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dan 
penggunaan paten-proses yang dimilikinya. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, 
penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dan pemegang paten".214  

214 
Hak Eksklusif sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dikatakan bahwa hak eksklusif 

adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna 
melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang 
lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan 
pemegang paten. Sedangkan yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi, 
formula, product &v process, system, dan lain-lain. Conl.ohnya adalah alat tulis, penghapus, 
komposisi obat, dan tirita. Lalu yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau 
penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu. Yang dimaksud 
dengan pihak adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang 
disesuaikan dengan konteks naskah masing-masing. Ketentuan ayat (3) dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi sernata- 
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Dan ketentuan Pasal 16 i, sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT 

Truno Bravo adalah salah, karena melakukan salah satu tindakan sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal mi, yaitu membuat dan menjual produk yang telah 

diben hak paten. 

Di dalam persidangan, diungkapkan oleh direktur PT Truno Bravo yaitu 

Erman Hanafi, yang menyatakan bahwa mesin perforasi yang diproduksi oleh 

perusahaannya awal tahun 2003 merupakan buatan/hasil kerjasama dengan 

karyawannya yang sebelumnya mereka pemah bekerja di perusahaan PT 

Orphanindo, dan bersama-sama dengan pemilik PT Orphanindo merakit mesin 

perforasi dengan merek Orpha. 

Dan hasil keterangan karyawan PT Truno Bravo tadi, mengatakan bahwa 

mesin perforasi elektrik yang menggunakan pelatuk adalah ash buatan Jepang, 

selain itu ketika dia bekerja di perusahaan PT Orphanindo, PT mi sudah membuat 

mesin perforasi elektrik yang menggunakan pelatuk yang meniru mesin perforasi 

merek KON Produk Jepang, yang pada waktu itu pimpinan dari PT Orphanindo 

adalah ayah dari Erna Rusmawati, yang menyuruh nya untuk meniru atau 

menciplak peralatan pada mesin perforasi merk KON type 112 yang berasal dan 

Jepang, lalu bersama-sama melakukan pembongkaran terhadap mesin perforasi 

tersebut, selanjutnya satu-persatu dan alat mesin tersebut dibuatkan gambamya, 

dan setelah itu dicani bahan-bahannya lalu dibubut sesuai dengan peralatan mesin 

KON type 112, dan dirakit, sehingga berhasil membuat sebuah mesin perforasi. 

Dari hal mi dapat dikatakan bahwa mesin perforasi merek Orphajenis manual dan 

elektrik bukanlah hasil temuan Ema selaku Direktur PT Orphanindo, oleh karena 

teknologi mesin itu sudah ada pada mesin perforasi merek KON jenis elektrik dan 

manual buatan Jepang. 

Dari keterangan yang diperoleh di persidangan tersebut, terutama dan 

karyawan yang membuat mesin itu; dapat dikatakan bahwa PT Orphanindo dalam 

mendapatkan suatu penemuan dengan cara melanggar hukum dan penemuannya 

mata untuk kepentingan penelitian, pendidikan percobaan, atau analisis, mencakup juga kegiatan 
untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya. Sedangkan yang dimaksud 
dengan tidak merugikan kepentingan yang waj ar dari pemegang paten adalah agar pelaksanaan 
atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada 
ekploitasi untuk kepentingan kornersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi 
kompetitor bagi pernegang paten. 
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tidak memenuhi unsur kebaruan sebagai syarat utama dalam memperoleh hak 

paten sederhana. 

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001, yang 

berbunyi: 

"Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai niilai 
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau 
komponennya dapat memperoleh perlindungan hiikum dalam bentuk paten 
sederhana". 215 

Menurut keterangan dari Ema, bahwa yang dimintakan perlindungannya 

berupa hak paten sederhana adalah pelatuk dan mesin perforasi tersebut, yang 

berfungsi sebagai penahan gerak mekanik, dan jika pelatuk tersebut ditarik oleh 

solenoid (pengisap) maka pelatuk tersebut bergerak dan mekanik akan mendorong 

jarum. Penggunaan pelatuk tersebut ditemukan pada tahun 1993 tetapi baru 

didaftarkan di Direktorat Paten pada tahun 1995, dan sepengetahuan Enna sebelum 

dia memperoleh Paten Sederhana tersebut orang lain belum ada yang 

memproduksi mesin perforasi yang menggunakan pelatuk. 

Akibat dan tindakan yang dilakukan oleh Erman sebagai Direktur PT 

Truno Bravo, perusahaan Erna merasa telah dirugikan, karena penemuan mesin 

215 
Dalam Undang-undang mi objek paten sederhana tidak mencakup proses, 

penggunaan, komposisi, dan produk yang nierupakan product by process. Objek paten sederhana 
hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (tangible), bukan yang tidak kasat mata 
(intangible). Di beberapa Negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filiphina, dan Thailand, 
pengertian paten sederhana disebut utility model, petty patent, atau simple patent, yang khusus 
ditujukan untuk benda (article) atau alat (device). Berbeda dari Undang-Undang paten-lama, 
dalam Undang-Undang mi perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan karena 
paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantive diubah menjadi 
diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
penerimaan. Hal mi dimaksudkan untuk membenikan kesempatan kepada masyarakat luas guna 
mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai 
hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah 
diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan dalam 
pemeriksaan substantive tanpa hams melanggar kerahasiaan invensi. Di samping itu, konsep 
perlindungan bagi paten sederhana yang diubah menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan 
untuk membenikan kesempatan kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi 
akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan 
setelah paten sederhana diberikan. Sifat baru dari paten sederhana dalam Undang-Undang paten-
lama tidak begitu jelas. Dalam Undang-undang mi ditegaskan kebaruan bersifat universal. 
Disamping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-Undang paten-lama memberikan kemungkinan 
banyaknya terjadi peniruan invensi dari luar negeni untuk dimintakan paten sederhana. Jangka 
waktu pemeriksaan substantive atas paten sederhana yang semula sama dengan paten, yakni dan 
36 (tiga puluh enarn) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 
penerimaan. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar 
seaIan dengan konsep paten dalam rangka rneningkatkan layanan kepada masyarakat. 
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perforasi tersebut telah mendapat perlindungan paten sederhana selama 10 tahun 

terhitung sejak tahun 1996 s/d 2006, seperti yang dikatakan dalam Pasal 9 UU No. 

14 Tahun 2001, yang berbunyi: 

"Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 
terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat 
diperpanjang". 216 

Mesin perforasi yang diproduksi oleh PT Truno Bravo itu sendiri, telah 

diajukan permohonan Desain Industriny217  path bulan Pebruari 2003 kepada 

Direktorat HAKI, dengan tidak mengajukan permohonan palen. Jadi mesin 

perfdrator milik PT Truno Bravo telah mendapatkan perlindungan hukum alas 

desain industri, karena belum ada pihak yang meniintakan hak desain industri alas 

mesin perforasi tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 2 UU Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi: 

"(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru; 
Desain Industri dianggap barn apabila pada tanggal penenmaan, desain 

industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada 
sebelumnya; 

Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: 

tanggal penerimaan; atau 
tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; 
telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia".218  

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri mi 

dijelaskan di dalam Pasal 5, yang mengatakan: 

"(1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. 

216 Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif 
singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga 
bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup 
untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar. 

217 Ada 2 buah perlindungan desain industri yang dimintakan oleh Erman, yaitu: 1. 
Nomor Permohonan Desain Industri yaitu AA 2003 00200, Tanggal Penerimaan Permohonan 
Desain Industri tertanggal 31 Januari 2003, dengan judul desain industri Mesin Perforator (Mesin 
Cetak) Type 234 Dengan Tenaga Listrik, dan yang dimintakan perlindungan adalah Bentuk dan 
Konfigurasi, lalu yang ke-2 dengan Nomor Permohonan Desain Industri A00 2003 00201, tanggal 
penerimaan permohonan desain industri tertanggal 31 Januari 2003, dengan judul desain industri 
berupa Mesin Perforator (Mesin Cetak) Type BP 135 System Manual, dan yang dimintakan 
perlindungan herupa Bentuk dan Konfigurasi. 

21  Yang dimaksud dengan pengungkapan sebagaiinana dimaksud dalarn ayat (2) adalah 
pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu 
pameran. 
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(2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daltar Umum Desain Industri dan 
diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri". 219 

Dengan ketentuan dari Pasal 5 mi, hak Desain Industri atas mesin perforasi 

milik PT Truno Bravo mendapatkan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, 

perlindungan mi sama jangka waktunya dengan perlindungan yang diberikan 

untuk hak paten sederhana 

Dengan adanya teguran yang dilayangkan oleh PT Orphanindo atas 

pembuatan dan pendistribusian mesin perforasi, sejak saat itu PT Truno Bravo 

tidak pemah memproduksi mesin perforasi lagi, mesin jul dibuat atas dasar 

pesanan dari orang lain atau suatu instansi, sehingga mesin ml tidak dijual di 

pasaran umum 

Menurut saksi Ahli dari Direktorat Paten Bapak Panlagutan Lubis SH, 

mengatakan bahwa ketika permohonan paten sederhana atas mesin perforasi itu 

diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap mesin-mesin pembandingnya sebanyak 

5 (lima) unit, permohonan paten sederhana itu dikabulkan pada bulan Agustus 

1996, pemberian hak paten dilihat dan füngsinya, selain itu Jr. Mahruzar sebagai 

saksi Ahli yang juga bertindak sebagai pemeriksa pembanding juga menerangkan 

bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan permohonan tersebut terlebih dahulu 

dilakukan pemeriksaan data, data-data yang diperiksa tersebut bisa datang dan 

Jepang, Eropa, Amerika dan lain-lain yang dikirim persemester, tentunya dalam 

pemeriksaan tersebut tidak boleh ada kemiripan dengan data yang ada, dan pada 

saat itu di Ditjen Paten tidak terdapat mesin pembanding yang elektrik, juga tidak 

terdapat pninsip kerja yang sama. Sedangkan kedua mesin perforasi yang diajukan 

di persidangan sebagai alat bukti memiliki fiingsi yang sama. Mesin perforasi itu 

ada yang pakai dynamo dan ada yang tidak pakai dynamo, mesin perforasi yang 

elektrik pasti memakai elektro motor, hal mi sama dengan mesin perforasi yang 

lain, tetapi pada mesin perforasi yang lain tidak ada pelatuknya, pelatuk itu 

219 
Daftar Umum Desain Industri adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang 

dilakulcan dalarn bidang Desain Industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, 
enis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaflaran, dan keterangan 

lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pemah dilakukan). Sedangkan yang 
dimaksud dengan "Berita Resmi Desain Industri" adalali sarana pernberitahuan kepada masyarakat 
dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang 
memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang mi. 
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berfungsi untuk menahan gerak mekamk, dan pada mesin perforasi yang lain juga 

tidak memakai alat solenoid yang berfungsi untuk menarik pelatuk tersebut, 

sedang pada mesin perforasi yang diajukan permohonan patennya oleh Erna 

adalah mesin perforasi elektrik yang memakai pelatuk yang berfungsi untuk 

menahan gerak mekanik, dan memakai alat solenoid yang akan menarik pelatuk 

tersebut apabila kertas yang dimasukkan telah menyentuh switch, sehingga 

mekaniknya bergerak mendorong jarum untuk melubangi kertas. Penemuan mi 

dikatakan sederhana karena merupakan perbaikan kecil atau hanya modifIkasi, 

dan ketika diajukan bukti berupa mesin pembanding yang diajukan oleh kuasa 

hukum dari Erman', pihak Ditjen Paten tidak memiliki mesin pembanding tersebut. 

Yang dimintakan paten oleh pihak Erna bukan terhadap penemuan mesin 

perforasinya tetapi terhadap penemuan peralatannya yaitu penggunaan pelatuknya 

sebagai penahan gerak mekaniknya, sehingga dapat dikatakan bahwa cara kerja 

dazi suatu alat dapat pula dipatenkan. 

Erman juga mengatakan bahwa, Erna melakukan klaim hanya melalui 

Ditjen FIKI, jadi tidak langsung padanya, karena prosedumya demikian, lalu 

Ditjen HKI meneruskan klaim tersebut kepada PT Truno Bravo, dan klaim itu 

diajukan karena adanya permohonan Desain Industri darl Erman ke Kantor HKI, 

jadi bukan karena PT Truno Bravo memproduksi mesin perforasi tersebut, karena 

itu pada saat ada klaim tersebut pembuatan mesin perforasi tidak dihentikan. 

Tindakan yang dilakukan oleh Erman adalah tindakan pidana, karena telah 

melakukan perbuatan melanggar ketentuan dan Pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat (1) 

huruf a UU No. 14 Tahun 2001, dan untuk membuktikannya harus memenuhi 

unsur yang ada di dalam Pasal 131 UUNo. 14 Tahun 2001. 

Pasal 131 menyebutkan bahwa: 

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang 
paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun danlatau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah)". 
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Sedangkan ketentuan dani Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 

2001 menyebutkan: 

"(1) Pemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten 
yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: 
a. dalam ha! paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, 

mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk 
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten". 

Dan kedua pasal diatas, kita bisa menarik unsur-unsur yang terkadung dan 

kedua pasal itu, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang 

pemegang paten sederhana,, sedang unsur-unsur hukum yang terkandung di dalam 

tindak pidana tersebut adalah: 

Barang siapa; 

Dengan Sengaja; 

Tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana. 

Ad. 1. tentang unsur hukum ke- 1 (Barang Siapa) 

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau subyek hukum dalam 

Ilmu Hukum Pidana, semula adalah hanya manusia (naiuurlzjke persoonen) yaitu 

siapa saja atau siapapun atau setiap orang yang jika dipandang dan segi hukum ia 

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi di dalam 

perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap 

sebagai subyek hukum. Dalam berbagai perundang-undangan badan hukum 

dicantumkan sebagai subyek hukum pidana, seperti termuat pada ketentuan Pasal 

129 ayat (2) b UU No. 14 Tahun 2001, yang pada pokoknya menyatakan: 

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang melakukan pemenksaan terhaclap orang atau badan hukum yang 

diduga melakukan tindak pidana di bidang paten berdasarkan aduan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a. 

Selain itu ketentuan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas menyatakan "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan 

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik 

di dalam maupun di luar pengadilan". Sehingga dari fakta yang telah terungkap di 

persidangan dapat diketahui bahwa Erman adalah Direktur PT Truno Bravo, 

dengan demikian unsur ke-1 (barang siapa) terpenuhi. 
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Ad. 2. tentang unsur hukum ke-2 (dengan sengaja) 

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut memori van toelichting 

adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan 

beserta akibatnya". 

Di dalam pengerjaan mesin perforasi tersebut Erman bekerja sama dengan 

karyawannya, dengan kerjasama tersebut dapat diketahui bahwa Ennan 

menyetujui (menghendaki) PT Truno Bravo memproduksi mesin perforasi 

tersebut serta mengetahui akibatnya. Dengan demikian unsur hukum ke-2 (dengan 

sengaja) terpenuhi. 

Ad. 3 tentang unsur hukum ke-3 (tanpa hak melanggar hak pemegang paten 

sederhana) 

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak melanggar hak pemegang paten 

sederhana" menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 

tentang Paten dapat disimpulkan yaitu apabila tanpa persetujuan pemegang paten 

tersebut, dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 

menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau 

diserahkan produk yang diberi paten. 

Yang dimaksud dengan "produk" menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1) 

UU No. 14 Tahun 2001 yaitu mencakup alat, mesin, komposisi, formula product 

by process, sistem dan lain-lain. 

Darl fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa PT Truno 

Bravo pada tahun 2003 telah memproduksi mesin perforasi dengan merek Bravo 

Perforator elek-trik production BP 234, dengan menggunakan peralatan berupa 

"pelatuk" yang berfungsi sebagai penahan gerak mekaniknya, dan menggunakan 

"solenoid" yang akan menanik "pelatuk" tersebut apabila kertas yang dimasukkan 

telah menyentuh switch, sehingga mekanik bergerak mendorong jarum yang :akan 

melobangi kertas. Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa mesin perforasi 

elektrik production code BP. 234 merek Bravo Perforator menggunakan peralatan 

yang sama dengan peralatan mesin perforasi yang telah mendapat Surat Paten 

Sederhana dari Departemen Kehakiman RI dengan nomor ID 0 000 133 S tanggal 

29 Agustus 1996. 
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Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dimana dalam melakukan 

pekerjaan mernbongkar dan meniru mesin KON 112 buatan Jepang dengan sedikit 

modifikasi, dan dijadikan sebagai mesin perforasi produksi PT Orphanindo 

Tamamulia dengan merek Orpha. Mesin Perforator merek KON type 112 

produlcsi New KON Industrial Co. Ltd adalah mesin yang menggunakan peralatan 

dengan menggunakan pelatuk sebagai penahan geraknya jarum (needles) dan 

solenoid yang menarik pelatuk untuk menggerakkan jarum, apabila kertas yang 

akan diperforasi menyentuh switch. Mesin Perforasi merek Orpha juga 

menggunakan teknologi yang sama yaitu sama-sama memakai alat pelatuk 

sebagai penahan gerak mekanik, dan menggunakan "solenoid" yang akan menarik 

pelatuk tersebut. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Erna adalah 

menciplakAari mesin perforasi yang sudah ada sebelumnya, yang merupakan 

buatan Jepang, yang sudah beredar di pasaran. 

Ketentuan di dalam Pasai 6 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan: 

"Setiap invensi berupa produk atau alat yang barn dan mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau 
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten 
S ederhana". 

Di dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan unsur kebaruan, yaitu: 

"(1) Suath invensi dianggap barn jika pada tanggal penerimaan invensi 
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya; 
(2)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar 
Indonesia dalam suatu tulisan ,uraian lisan atau melalui peragaan ,atau 
dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan 
invensi tersebut sebelum; 

tanggal penerimaan atau. 
tanggal prioritas 

(3)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang 
dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan 
substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut Iebih 
awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan". 220 

220 
Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelunmya adalah state of art atau prior 

art, yang mencakup baik benipa literatur paten maupun bukan literatur paten. Yang dimaksud 
dengan tidak sama pada ayat mi adalah bukan sekedar beda, tetapi hams dilihat sama atau tidak 
sarnanya fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut dengan cii teknis invensi sebeluninya. 
Dalan1 undang-undang mi, ketentuan mengenai uraian lisan atau rnelalui peragaan atau dengan 
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Dikarenakan mesin perforasi elektrik merek KON model 112 produksi 

NEW KON INDUSTRIAL CO, LTD Iebih dahulu menggunakan teknologi 

dengan peralatan "pelatuk" dan "solenoid" tersebut dari mesin perforasi elektrik 

merek Orpha Perforator model 112 produk PT Orphanindo Tamamulia yang 

diproduksi berdasarkan Hak Paten Sederhana Nomor ID 0.000.133 S tanggal 29 

Agustus 1996, maka surat Paten Sederhana atas nama Ema Rusmawati Nomor ID 

0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 dengan judul penemuan "Peralatan Dan 

Suatu Mesin Perforasi" bertentangan dengan ketentuan pasal 6 serta ketentuan 

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UTJ No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka Hak Paten 

Sederhana atas nama Erna Rusmawati Nomor ID 0.000.133 S tanggal 29 Agustus 

1996 tidak mengikat pihak lain dan tidak perlu mend apat perlindungan hukum. 

Meskipun semua unsur hukum dari perbuatan yang dinyatakan dalam 

Pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten 

terpenuhi, akan tetapi karena Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati 

tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum, 

maka perbuatan Erman Hanafi selaku Direktur PT Truno Bravo yang telah 

memproduksi dan menjual mesin perforasi tidak merupakan suatu tindak pidana, 

sebingga Erman Hanafi lepas dari segala tuntutan hukum. 

Dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan 

Negeni memberikan putusan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Erman 

Hanafi terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana 

cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan 
di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula dikesampingkan. Dalam 
Undang-undang paten-lama, kelompok kata merupakan bagian invensi terdahulu dapat 
menimbulkan salah tafsir sehingga dalam undang-undang mi kelompok kata tersebut dihilangkan. 
Yang dimaksud pemeriksaan substantif pada ayat mi dan dalam pasal-pasal selanjutnya adalah 
perneriksaan terhadap invensi yang dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka menilai 
pemenuhan atas syarat: baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta 
mernenuhi ketentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam 
kategori invensi yang tidak dapat diben paten. Yang dimaksud dengan teknologi yang 
diungkapkan sebelumnya pada ayat mi mencak-up dokumen permohonan yang diajukan di 
Indonesia dan dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dan 
permohonan yang sedang diperiksa substantifriya. Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas 
dokurnen yang dipublikasikan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal 
prioritas dari permohonan yang substantifhya sedang diperiksa. Ketentuan mi dimaksudkan untuk 
rnernecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya invensi yang sarna yang diajukan oleh 
pemohon lain dalarn waktu yang tidak bersamaan (conflicting application). 
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4.2 	Deskripsi Mesin Perforasi PT Orphanindo Tamainulia 

Mesin perforasi yang merupakan penemuan dan PT Orphanindo 

Tamamulia berkaitan dengan pengarsipan suatu perkantoran baik itu untuk 

pemerintahan dalam negeri maupun swasta. Perakitan yang dimaksud digunakan 

untuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang sangat dibutuhkan setiap waktu, 

yang secara khusus kegiatan itu dilakukan oleh mesin perforasi. 

Latar Belakang Penemuan 

Seiring dengan perkembangan kemajuan suatu negara, maka dibidang 

pengarsipan sangat dibutuhkan sekali dalam hal mi yaitu pengamanan suatu arsip-

arsip atau dokumen-dokumen. Untuk hal itu maka dibutuhkan suatu cara tentang 

pengarsipan atau suatu cara penyimpanan agar lebih efektif. Dengan penyimpanan 

mi akan memberikan kemudahan bila arsip tersebut ingm diambil dalam waktu 

yang lebih cepat. 221 

Dalam hal mi maka diperlukan alat pengarsipan yang mudah dan tepat 

penggunaannya.. Alat pengarsipan secara konvensional sekarang mi adalah dengan 

sistem penjilidan, yang juga dapat membantu dalam pengarsipan. Dengan 

penjilidan maka proses pengarsipan akan lebih rapi serta lebih aman. Tetapi 

sistem penjilidan mi dipandang kurang layak untuk pengarsipan, karena bila 

dokumen dijilid akan mudah rusak, apalagi bila dokumen-dokumen tersebut 

sering digunakan, yang akhirnya dokumen akan mudah kotor atau sobek. Selain 

itu penjilidan mi membutuhkan tenaga yang cukup banyak. 

Untuk mengantisipasi akan hal mi, maka telah ditemukan alat yang lebih 

efisien balk digunakan secara manual maupun secara elektronik dengan 

menggunakan kekuatan listrik yang lebih murah atau rendah. Selain itu setiap 

lembaran-lembaran dokumen akan memiliki sistem penomerannya sendiri, karena 

telah diatur secara otomatis oleh mesin perforasi tersebut. Bila listrik PLN 

kebetulan matiltidak mengalir maka bisa digunakan cara manua1 lagipula mudah 

penggunaannya danjuga tidak membutuhkan terlalu besar tenaga manusia. 

221 
Uraian yang merupakan isi dan latar belakang penemuan diperoleh dan Sertifikat 

Paten Sederhana No. ID 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996 dengan judul penemuan Peralatan 
Dari Suatu Mesin Perforasi dengan penemu bernama Erna Rusmawati. 
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Ringkasan Penemuan 

Suatu alat pengarsipan yang dapat digunakan baik di kantor negeri 

maupun swasta. Yang mana alat mi digunakan untuk pengarsipan dalam suatu 

rangkaian yang lebih kompleks. Penggunaan mesin perforasi mi dapat digunakan 

secara manual atau secara elektrik (menggunakan listrik). Pembuatan mesin mi 

dengan menggunakan besi kanal LU 80 dan 120 mm, plat dengan ukuran 'A, 

1,3,5,10,17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm, 3,3/4  'A, 11/2 inc, plat 

baja ukuran 6 mm, kenop, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, blok, dan suatu 

dynamo. 

Uraian Lengkap Penemuan 

Alat perforasi atau dikenal juga sebagai alat pengarsip mi dioperasikan 

harus memanfaatkan tenaga listrik. Pertama sekali kabel (1) harus disambungkan 

ke listrik (yang tentunya bertegangan 220 volt), kemudian kunci kontak (2) yang 

juga berfiingsi sebagai pengaman untuk menjaga mesin dapat disalah gunakan 

(dipakai oleh orang lain) dapat di "on" kan dan elektromotor (8) berfungsi atau 

berputar, yang ditandai dengan menyalanya lampu indikator (3). 

Putaran elektromotor (8) mi secara otomatis akan memutar kedua puly 

elektromotor (9) yang akan memutar kedua puly utama (10) melalui sabuk-sabuk 

atau belt (16). Kemudian tenaga putaran mi akan memutar pula sproket atau gigi 

penggerak rantai (11) yang memang sudah bersatu dengan poros (17) dari kedua 

puly utama (10). 

Putaran dan sproket (11) mi diteruskan ke sproket (12) melaltii rantai (13), 

yang mana putaran mi terus berlanjut, yaitu sproket (12) terus berputar di poros 

(18) selama peralatan mi diaktifkan. 

Untuk melakukan pelubangan yang menjadi bagian dari pekerjaan 

pengarsipan, masukan serangkaian kertas berjumlah =L 10 lembar yang akan 

dilubangi/dinomori ke celah bagian depan alat pelubang (6). Kemudian tombol 

atau switch (4) ditekan. Tombol atau switch (4) mi juga berfungsi sebagai perintah 

untuk mengaktifkan jarum pelubang bekerja untuk membentuk rangkaian huruf-

huruf atau nomor-nomor yang akan digunakan sebagai penomoran arsip. 
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Setelah tombol atau switch (4) ditekan, pelatuk (14) akan bergerak keatas 

setelah ditarik oleh alat solenoid (15), yang diperintah melalui mekanisme sirkuit 

(20) yang terletak di sebelah belakang. Kemudian setelah pelatuk (14) bergerak 

keatas, poros (18) ikut berputar melalui alat mekanis (19) yang sudah terlepas dan 

ganjalan pelatuk (14) dan dapat bebas berputar satu putaran (sebelum pelatuk 

kembali ke posisi semula), yang mana putaran mi memberikan gerakan tekanan ke 

bawah kepada kedua tangan (21) untuk menggerakkan poros (22) yang sekaligus 

akan menekan mekanisme jaruni yang terdapat di dalam alat pelubang (6). 

Sampah atau sisa kertas dan hasil pelubangan akan ditampung di dalam kotak 

penampung (7) yang dapat ditarik keluar untuk membuang sampah-sampah kertas 

tersebut. 

Sedangkan kedua tangan (22)ini dituntun oleh kedua batang penghubung 

(23) diletakkan pada posisi tegak tunis untuk memindahkan gerakan tenaga yang 

disalurkan oleh poros (18), dan kedua tangan (22) mi akan ditarik ke posisi 

semula oleh kedua pegas (24) yang menarik kembali batang penghubung (23) 

setelah terjadi pergerakan. 

Demikian seterusnya pergerakan mi akan terulang berkali-kali, setelah 

menekan tombol atau switch (4), sebagai tanda pengoperasian pelubangan I 

penomoran dimulai. Tentunya apabila alat mi tidak akan dioperasikan (dihentikan 

untuk sementara),dapat dengan cara mematikan atau memutar kunci kembali ke 

posisi "offi' sebagai pengaman untuk menjaga mesin dapat disalahgunakan 

(dipakai oleh orang lain) seperti yang telah diceritakan sebelumnya diatas. 

Untuk memperlancarlmemudahkan peralatan mi, maka jarum-jarum 

pelubang yang terdapat di dalam kotak alat pelubang (6) diberi pelumas paling 

tidak satu minggu sekali, untuk mencegah berkarat atau kepatahan jarum tersebut. 

Tidak untuk menutup kemungkinan bila kitajarang memberi pelumas padajarum, 

maka jarum-jarum patah. 

Ringkasan Penemuan 

Suatu alat pengarsipan yang diperlukan pada suatu pemerintahan négeri 

atau swasta. Yang mana alat mi digunakan untuk pengarsipan dalam suatu 

rangkaian yang lebih komplek. Penggunaan mesin perforasi mi dapat digunakan 
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secara manual atau elektrik/pakai listrik. Pembuatan mesin mi dengan 

menggunakan besi kanaiLU 80 dan 120 mm, plat dengan ukuran V2, 1,3,5,10, 17 

mm, behel aluminium dengan ukuran 10mm, 33/4 '/2, 11/2 inc, plat baja ukuran 6 

mm, kenop, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, blok, dan suatu dynamo. Untuk 

memudahkan, maka diuraikan dalam gambar, untuk mempermudah 

penggunaannya/pômenksaan. 

Uraian Singkat Gambar 

Gambar 1 adalah pandangan perspektif secara utuh dari suatu mesin 

perforasi penemuan; 

GiD T 
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Gambar 2 adalah pandangan atas dan mekanisme peralatan mesin 

perforasi yang dilihat setelah dibuka penutupnya (cover); 

70 

H A 

OLD. 2 
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Gambar 3 adalah pandangan samping yang dilihat dari sebetah kiri dan 

juga setelah penutupnya (cover) dilepas: dm 

3 
Gambar 4 adalah potongan A-A dan gambar 2, untuk lebih menjelaskan 

prinsip kerja atau pengoperasian dan suatu mesin perforasi penemuan mi. 

,.__:.:::..•. .-.:. t_ ............ 
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Klaim 

1. Alat Perforasi secara elektrik yang memiliki dinamo atau elektromotor 

(8) untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi satu dokumen dengan 

cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk nomor berupa 

angka-angka dan/atau huruf-huruf, dimana alat tersebut terdiri dari besi kanal LU 

80 mm dan 120 mm, pelat baja dengan ukuran '/2, 1,3,5,10, 17 mm, behel 

aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, 3/4,  ½, 1,5 inchi, pelat baja ukuran 6 mm, 

wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip mi mempunyai 

pelatuk (14) untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, 

dimana pelatuk (14) tersebut ditanik oleh alat solenoid (15) yang diperintah 

melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses 

pelubanganlpengarsipan. 

Abstrak 

Suatu alat perforasi secara elektrik yang memiliki dynamo atau 

electromotor (8) untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi satu 

dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk 

nomor berupa angka-angka dan/atau huruf-huruf Alat mi terdiri dari besi kanal 

LU 80 mm dan 120 mm, pelat baja dengan ukuran '/2, 1,3, 5,10,17 mm, behel 

aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, 3/4,  ½, 1,5 inchi, pelat baja ukuran 6 mm, 

wiber dan jarum ukuran 1,0 mm. Alat pengarsipan mi mempunyai pelatuk (14) 

untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, dimana pelatuk 

(14) tersebut ditarik oleh alat solenoid (15) yang diperintah melalui penekanan 

tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengansipan. 

4.3 	Deskiipsi Mesin Perforasi PT Truno Bravo 

Mesin perforasi yang diproduksi oleh PT Truno Bravo in adalah mesin 

perforasi dengan fungsi ganda. Mesin perforasi dalam pengertian spesifiknya 

berfungsi sebagai alat pembolong kertas dengan jarum yang dipasang pada block 

matris yang dapat menghasilkan huruf, angka dan logo atau gabungan 

danipadanya dengan hasil dan posisi yang tepat. Mesin mi merupakan suatu alat 

pembantu yang sangat vital bagi instansi pemerintah maupun swasta nasional 
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terutama dalam rangka pengamanan onginalitas dokumen sebagai antisipasi dan 

usaha pemalsuan pihak lain yang dengannya akan membantu memberikan 

kemudahan bagi para penentu kebijaksanaan suatu perkantoran untuk melakukan 

penertiban administrasi secara umum. 

Latar Belakang Penemuan 

Menyadari semakin meningkatnya kegiatan perforasi kertas di kantor-

kantor instansi pemerintah maupun dikantor swasta nasional yang berfungsi 

sebagai alat pengamanan dokumen yang merupakan unsur terpenting dalam upaya 

penertiban administrasi perkantoran, maka usaha untuk meningkatkan pelayanan 

operasional mesin perforasi adalah suatu pnoritas yang menjadikan temuan 

berupa mesin perforasi fungsi ganda sangat besar peranannya untuk mencapai 

efisiensi waktu dan efektitas kerja suatu perkantoran yang memerlukan, sehingga 

prinsip secara ekonomi benar dapat dibuktikan kegunaannya, karena dalam suatu 

mesin dapat diciptakan pelayanan ganda yaitu bisa beroperasi secara electrical dan 

manual yaitu apabila terjadi pemadaman aliran listrik disaat mesin perforasi 

sedang bekerja maka fiingsi manual dengan cara memasangkan tuas/handel pada 

sisi kanan mesin lalu diputar kebelakang maka pekerjaan pelubangan pada kertas 

dapat dilakukan dengan lunak dan mudah. 222 

Uraian Cara Pengoperasian Dan Pnnsip Kerja 

Sambungkan kabel power (1) ke listrik yang bertegangan 220 volt, 

kemudian putar key switch (2) pada posisi "on" dengan demikian lampu indikator 

(3) akan menyala yang berarti mesin dalam keadaan siap untuk dioperasikan. 

Kemudian masukkan kertas ke mulut die block (7) dan sentuhkan jari tangan ke 

switch kertas (21) atau tombollpush botton (4) dengan satu kali sentuhan yang ada 

pada sisi kanan die block (7) dan elektromotor (12) akan berputar dan berhenti 

secara otomatis yang telah diperintahkan oleh relay (22) kepada switch roda (23) 

untuk dilangsungkan pada bosh sepertiga lingkaran (24) yang terdapat pada sisi 

kid mesin sebagai pengaturan aliran listrik. Bersamaan dengan putaran 

222 Uraian penemuan diperoleh dari deskripsi penemuan milik PT Truno Bravo. 
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elektrornotor (12) puly kecil (13) yang terpasang pada élektTomotor (12) akan 

memutar puly utama (15) melalui V-belt (14) sebagai penghubung gerak mekanik. 

Putaran dari puly utama (15) juga memutar as sentrik depan (16) yang 

bersamanya telah diben dua buah boshing plan kecil (17) kemudian dihubungkan 

pada kedua buah boshing plan besar (19) yang ada pada as sentrik belakang (18) 

dan kemudian putaran as sentrik belakang (18) tersebut akan menggerakkan kedua 

boshing plan besar (19) keatas dan kebawah secara bergantian serta mengangkat 

kedua tarikan garpu (20) yang ada pada sisi kanan dan kiri as sentrik belakang 

(18) yang mana fungsi tarikan garpu (20) tersebut untuk menggerakkan kedua 

tangan garpu (25) yang ada pada sisi kanan dan kiri mesin guna menekan dan 

mengangkat kembali jarum (34) yang ada pada die block (7) melalui as die block 

(10) sedangkan as tengah (26) dan as depan (11) pada bagian mesin merupakan 

penyangga antara kedua plat dinding/konstruksi mesin (27), as tengah (26) dan as 

belakang (36) pada tarikan garpu (20) fungsinyajuga sebagai pusat keseimbangan 

pergerakan tangan garpu (25) saat melakukan pelubangan pada kertas. 

Mesin mi juga dapat dioperasikan secara manual yaitu dengan 

memasangkan tuas/handel (5) pada as sentrik belakang (18) yang terdapat di sisi 

kanan cover/tutup (6) mesin dan kemudian memutar tuas/handel (5) ke posisi 

belakang atau searah putaran jarum jam sebanyak satu kali putaran atau 180 

derajat, pergerakan mekanikal mesin sangat lembut dengan menggunakan 

tuas/handel (5) karena secara langsung memutar as sentrik belakang (18) yang 

kemudian dibantu oleh putaran kedua boshing plan besar (19) yang dilanjutkan ke 

tarikan garpu (20) guna menekan serta mengangkat jarum (34) yang ada di dalam 

die block (7) melalui kedua tangan garpu (25), hasil dan pelubangan kertas oleh 

jarum (34) tersebut dapat berupa huruf, angka dan logo. Sedangkan sisa dan 

kertas yang telah dilubangi akan ditampung oleh laci (9) yang ada didalam block 

dasar mesin (8). Sebelum mesin dioperasikan secara manual terlebih dahulu key 

switch (2) pada posisi "off' dan kabel power (1) telah dicabut dan aliran listnik. 
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Ringkasan Penemuan 

Mesin perforasi fungsi ganda adalah salah satu temuan yang fungsinya 

adalah untuk melubangi kertas dengan jarum yang terletak dalam block matris 

yang dapat menghasilkan huruf, angka dan logo ataü gabungan daripadanya 

dengan hasil dan posisi yang tepat dan sangat bermanfaat bagi penganianan 

dokumen baik pada kantor mstansi pemerintah maupun swasta nasional. 

Perbedaan yang menonjol dari mesin perforasi mi adalah dapat beroperasi dengan 

elektrikal dan manual. Bahan yang dipakai untuk pembuatan mesin in terdiri dan 

plat yang berukuran 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 16 mm, plat Stainless 1.5, 

Besi Kanal LU 60 dan 90, Plat baja ukuran 8 mm dan jarum dengan ukuran 1 mm 

serta menggunakan alat penggerak yang bertenaga listrik (electromotor) ukuran '/ 

HP atau 1/3 HP serta Tuas/handel jika digunakan secara manual. 

Uraian Singkat Mengenai Gambar 

Gambar I merupakan tampak secara keseluruhan/ nerspektif mesin 

perforasi fungsi ganda penemuan. 
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Gambar 2 merupakan tampak atas dari tata letak mekanik mesin perforasi 

yang coverltutupnya telah dibuka. 

H 
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Gambar 3 merupakan tampak samping kiri mesin perforasi yang 

cover/tutupnya telah dibuka 

Gambar 4 merupakan tampak samping kanan mesin perforasi. 

I 

g 
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Uraian Mekanikal Mesin Perforasi Elektrik (BP-234 Electrical System) 

Bravo Perforator 

disambungkan ke listrik yang bertegangan 220 volt 

key switch "on" kan dan kemudian 

lampu indikator akan menyala 

tekan pada posisi "on" untuk memutar electromotor (8) 

casing (tutup body) yang dapat dibuka dalam rangka perbaikan mesin 

untuk melakukan pelubangan pada dokumen 

antisipasi dan pencegahan korsieting pada aliran listrik agar tidak merusak 

komponen elektrikal mesin. 

Laci/kotak penampung (8) pada block dasar adalah untuk menampung sisa 

kertas yang telah dilubangi electromotor (9) yang telah dirangkai dengan poli 

kecil (36) akan berputar setelah switch on/off ditekan dalam posisi "on" (4) serta 

belt (10) akan memutar poli besar (11) yang kemudian diteruskan ke gigi 

belakang (12) dan gigi sentrik (13) yang memakai bearing bamboo (14) untuk 

menarik rantai (15) yang terus berputar pada poros (18) selama peralatan mi 

diaktifkan. 

Pelatuk (16) akan bergerak keatas setelah ditarik oleh alat solenoid (22) 

bertenaga 1 kg dengan menggunakan plat penarik pelatuk (23) serta per penarik 

pelatuk (29) yang dilakukan secara otomatis apabila switch kertas tersentuh oleh 

kertas yang dimasukkan kemulut dyblock (6) sebagai perintah pengaktifkan 

jarum-jarum pelubang untuk melakukan pelubangan yang dapat berbentuk huruf-

huruf ataupun angka yang sesuai dengan maths. 

As sentrik (21) akan terus berputar dengan bebas pada porosnya pada 

mangkok bearing (18) yang dapat menendang per pada as sentrik (20) dan dapat 

menggeser Bos Spi (19) sébelum pelatuk (16) kembali pada posisi semula yang 

mana putaran mi bergerak memberi tekanan kebawah kepada kedua kuping garpu 

(24) sekaligus akan menekan garpu (25) dengan bantuan as belakang garpu (33) 

dan dengan bantuan per tank pada kuping garpu (26) serta per tank pada garpu 

(27) dalam rangka melakukan pelubangan (6). 
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Improvement Teknis Mesin Bravo Perforator BP-234 Electric 

Tutup Body - memakai Plat yang lebih tebal (1,5 mm) untuk meredam 

suara dan getaran mesin 

Dinding Kanan-Kiri - memakai Plat dengan ketebalan 6 mm agar lebih 

memperkokoh posisi As - as mesin 

Plat Dasar - memakai plat 5 mm untuk dapat menahan berat mesin 

Blok Dasar - memakai bahan besi mumi 12 mm, untuk ketahanan beban 

pada blok dan dinding 

Siku kanan-kiri - memakai plat 4 mm, untuk lebih memperokoh berdirinya 

dinding dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 4 cm 

Garpu - memakai plat 6 mm, untuk menghindari keausan pada As 

Tarikan Garpu -'memakai Bearing (Bi 5-70D), supaya mempennudah 

proses turun naiknya blik, dan untuk mempermudah gerakan As Sentrik 

S. 	Bosh kiri-kanan - pada As Sentrik - yang dimasukkan ke Bearing (B15- 

701)), untuk mempermudah putaran dan menghindari keausan 

Gigi Sentrik Depan - memakai Bearing Bambu (HK 2520 D), untuk 

memudahkan putaran pada gigi depan serta menghindan keausan pada As 

Sentrik dengan ukuran gigi 35B x 25 

Gigi As Belakang - dengan memakai ukuran gigi 35 B x 16 untuk 

memperlambat putaran mesin dengan tekanan yang lebih kuat 

Dudukan Relay - dad plat 4 mm yang disikukan untuk mempermudah tata 

letak rangkaian listrik serta menahan getaran yang diakibatkan oleh 

pergerakan mekanikal 

Listrik - rangkaian komponen yang memakai relay 220-240 V tanpa 

memakai adaptor dan PCB untuk mempermudah pemakai mesin, dalam 

memahami rangkaian listrik dan cara kerja mesin 

AC Solenoid - daya hisap 1,5 kg (type SA-2502 Voltase 220), untuk 

menarik pelatuk dengan daya yang kuat guna menghindari penyendatan 

pada lakopan 

Soket Kabel - untuk mempermudah membuka serta memasang instalasi 

listrik ke bodi mesin dalam rangka perawatan mesin 
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4.4 Kedudukan Paten Sederhana Mesin Perforasi PT Orphanindo 

Tamarnulia di Dalani Putusan No. 38IPIDIB/2004/PNjktTim. 

Di 	dalam Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tjm kedudukan paten 

sederhana berupa mesin perforasi milik PT Orphathndo Tamamulia tidak 

mempunyai kekuatan hukum lagi, dan tidak memperoleh perlindungan. 

Hal mi dikarenakan, majelis hakim memutuskan bahwa sertifikat paten 

sederhana No. ID 0 000 133 S tertanggal 29 Agustus 1996 atas nama Ema 

Rusmawati bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayal (1) dan (2) serta ketentuan 

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, sehingga hak 

paten sederhana mi tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat 

..perlindungan hukum. 

Beberapa item kelemahan paten sederhana Ema, yang merupakan temuan 

pada Sidang Pengadilan Negeri Jaktim, dapat diuraikan sebagai berikut: 

Judul paten sederhana Ema "Peralatan Dan Suatu Mesin Perforasi" 

sementara klaim yang ada dalam sertipikat patennya adalah mesin 

perforasi. 

Keterangan 2 saksi ahli dari HKI tentang klaim adalah semua yang ada 

dalam klaim berbeda dengan klaim Ema berupapelatuk. 

Klaim paten tidak punya batasan yang jelas. 

Ukuran Type Kon 112 sama persis dengan ukuran mesin Orpha 112 yang 

diduga keras menjiplak langsung mesin Kon 112. 

Klaim Ema melalui Dir. Desain Industri adalah pembatalan permohonan 

Desain Industri milik terdakwa (bukan untuk menghentikan produksi 

Bravo. 

Fungsi mesin Orpha menurut deskripsi Paten Sederhana miliknya bisa dua 

fungsi (electric dan manual), kenyataannya tidak bisa manual. 

Pengacara saksi pelapor Kenny Wiston tidak menguasai masalah teknik 

mesin, sementara dia melaporkan terdakwa ke Polda Metro yang menduga 

terdakwa telah melakukan tindak pidana meniru paten sederhana Ema. 

Diakui oleh saksi Rulli bahwa memang ada perbedaan pada kedua mesin 

Bravo dengan Orpha terutama system elektriknya. 
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Sebagai perbandingan penulis akan memperlihatkan Mesin perforasi NEW 

KON Type 112 yang merupakan buatan dari Jepang. 

Mo 
Pon 
Ptfo 

11,  
Dal 
Putt 
LOVr 
(Arh 

Model 	 - 
5 
Jcler- 

)fl Your request) 

F 	
Model 194-911 
Consecutive Numbering 
Perforator 	- 

,P.T.8, DJA S TAD" 
DJAKARTITAT:ONEFY 
cWItAnr,Nc-J/ ri.p. 

J/JMTA 
AUgg— 

Stroke 140 times per minute 
.r-rIururrrJf) COpODility: 

Approximately 

40 sheets in paper of 45g/ml with 
8 digits numbering, with a single 
stroke 

Specifications of Model 112 Serles 
Dimensions Bose 277x 436mm 

Helqht 308mm 
Woiçtrt :36kp 	(''Jo Die-Block) 
Motor 

AC lv (other vOiiOde Ovoiloble On your roquost) 
sirrqio p':oso 200w, 50/601-11 

Depth (popr insertion) 
;40mm; Oxlondiñq from center to edge of porfOrotiorr& 
For 905/935 crrrd 9051/9351, the depth of 70mm or 
toss ovotlobie on spociot ordor 
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Bila kita bandingkan dengan mesin perforasi milik PT Orphanindo 

Tarnamulia, mungkin tidak jauh berbeda, dan boleh dikatakan memiliki unsur 

kesamaan dengan mesin KON Typel 12 ml. 

Dengan terdapatnya kesamaan tersebut, tindakan yang telah dilakukan oleh 

Direktur PT Orphanindo yaitu Ema Rusmawati yang melakukan proses 

penciplakan atau peniruan terhadap suatu produk adalah salah secara hukum. 

Dari segi ketentuan pidana, perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, 

karena terpenuhinya unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang 

melanggar hukum. 

Selain daripada itu, unsur untuk dapat diberikannya hak paten sederhana 

juga tidak terpenuhi, karena pada dasamya paten sederhana dibenkan untuk 

penemuan yang memiliki unsur kebaruan. Hal mi sangat penting dalam 

menentukan apakah suatu penemuan dapat dikabulkan permohonan patennya atau 

tidak oleh Ditjen M. 

Menjadi hal yang dilematis bagi kita, ketika Undang-Undang Paten 

pertama kali lahir pada tahun 1969, yaitu UU No. 6 Tahun 1969, pada saat itu 

tidak terlalu banyak kasus yang berkaitan dengan pelanggaran paten, tapi ada 

kasus yang berkaitan dengan gugatan pembatalan. Gugatan pembatalan paten 

terjadi karena pada saat berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 1969 sampai 

dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 1997 ada ketentuan 

penting yaitu masalah kriteria kebaruan suatu penemuan. Kniteria kebaruan suatu 

penemuan yang diatur di dalam Undang-Undang Paten yang lama, hanya 

menganut kebaruan yang sifatnya nasional. Tetapi di dalam Undang-Undang 

Paten yang berlaku sekarang (Undang-Undang No. 14 Tahun 2001), menganut 

kebaruan yang sifatnya universal. Mengapa dahulu terdapat banyak kasus 

pembatalan terhadap paten yang terdaftar, karena pada saat paten dikabulkan oleh 

Ditjen HKI, pemeriksa paten hanya membandingkan dokumen pembanding yang 

terdapat di Indonesia. Pada saat itu terdapat kelemahan pada Undang-Undang 

Paten yang lama yaitu kriteria kebaruan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Paten yang lama lingkupnya nasional tidak universal. Sehingga banyak 

kasus yang terjadi mengenai suatu paten sederhana sudah terlanjur dikabulkan 

tetapi tidak niemenuhi unsur kebaruan karena sudah ada teknologi sebelumnya 
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('prior art"), karena di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, mengenai 

kebaruan sekarang bersifat universal, sehingga lebih luas walaupun sebethlnya 

ada kerugiannya bagi Indonesia. 223 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 juga mengakui apa yang disebut 

sebagai pemakai terdahulu, dimana ada pihak lain yang telah melaksanakan 

penemuan yang sama dengan paten yang sudah diajukan oleh pihak lain yang 

telah mendapatkan paten. Jadi sebetulnya UU Paten kita menganut dualisme, yaitu 

"first to invent" dan "first to use ". Jadi ada hak pemakai terlebih dahulu dan ada 

hak pemegang paten atas dasar "first to file ". Adapun yang dimaksud dengan 

"first to file" adalah siapa yang mengajukan permohonan paten untuk pertama 

kali, dialah yang dianggap sebagai pemegang paten.224  

Ada beberapa hal yang menentukan suatu penemuan yang dimohonkan 

paten akan diberikan paten/tidak, yaitu antara lain225: 

Kebaruan penemuan 

Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan 

Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan didalam industri 

Apakah penemuan yang dimaksud termasuk di dalam kelompok Pasal 7 

UU Paten 

Apakah penemu benar-benar merupakan orang yang berhak, karena bisa 

saja diajukan oleh orang yang tidak berhak. Bisa terjadi paten itu 

diberikan tidak kepada orang yang berhak sehingga kemungkinan terjadi 

gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga 

Kemudian apakah penemuan itu bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan atau tidak. 

Permasalahan utama yang sampai saat mi menjadi masalah terkait dengan 

pemenuhan unsur kebaruan, sesungguhnya menyangkut pertanyaan teknis yang 

tidak saj a mempersoalkan status tetapi juga kualitas. Undang-Undang memang 

mengalami kesulitan untuk menjabarkan criteria kebaruan berdasarkan kualitas 

penemuan. liii kemudian disiasati dengan menilainya dari segi "record" 

publikasinya. Artinya, apakah invensi itu pemah dipublikasikan sebelumnya atau 

223 Op.Cit, Cita, Prosiding, hhu.258-259 
224 Ibid, h1tm259 
225 Ibid 

Universitas Indonesia 

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



127 

tidak. Atau apakah merupakan bagian dari penemuan terdahulu atau sama dengan 

invensi yang telah ada sebelumnya. mi kriteria-kriteria yang menjadi dasar dalam 

formulasi undang-undang Sejauh mi, Indonesia pemah merevisi ketentuan 

mengenai novelty untuk dapat menuntun kearah pengertian kebaruan secara lebih 

tepat dan jelas. Sudah pasti, apa yang dimaksud sebagai invensi terdahulu, juga 

harus dikiarifikasikan. Secara teknis, akan berkembang pada pemberian batasan 

mengenai apa saja yang dianggap sebagai tindakan publikasi yang selanjutnya 

digunakan untuk menilai status novelty. 226 

Dan pemenuhan unsur kebaruan yang menjadi pokok terpenting untuk 

menentukan suatu paten sederhana memperoleh perlindungan hukum atau tidak 

sampai saat mi belum ada suatu kepastian yang dapat memberikan jaminan, 

seperti yang telah diuñgkapkan diatas, UU No. 14 Tahun 2001 sendiri 

mengkategorikan unsur kebaruan yang sifatnya universal. Dengan keuniversalan 

tersebut tidak memberikan batasan bagi penemu sejauh mana unsur kebaruan 

yang diinginkan oleh undang-undang. Akibatnya banyak teijadi permasalahan di 

lapangan terkait dengan persyaralan suatu penemuan dapat diberikan hak paten 

sederhana 

Salah satu permasalahan seperti kasus diatas yaitu sengketa paten 

sederhana PT Orphanindo dan PT Truno Bravo, dengan penemuan berupa mesin 

perforasi, selain itu kasus segel tutup drum antara PT Triprima Intibaja dan PT 

Enomoto Srikandi Industries, dan kedua perkara mi sama-sama menyangkut 

unsur kebaruan atas suatu hak paten sederhana 

Dalam kasus PT Orphanindo diatas, Ditjen HKT memberikan perlindungan 

atas paten sederhana milik PT Orphanindo, sedangkan di lapangan terbukti, 

penemuan itu tidak seharusnya dapat diberikan hak paten. 

Akibat dan putusan PN yang memutus bahwa paten sederhana milik PT 

Orphanindo tidak seharusnya memperoleh perlindungan hukum, paten sederhana 

mi menjadi tidak ada gunanya lagi, vialaupun dalam hal mi tidak adanya 

pembatalan paten, karena perkana pelanggaran secara pidana yang dilakukan oJeh 

PT Orphanindo diajukan ke Pengadilan Negeri. Gugalan pembatalan atas paten 

226 Op.Cz, Henry, Prosidmg, hIm. 111 
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dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagai lembaga peradilan yang berwenang 

dalam menyelesaikan sengketa IlK!. 

Sedangkan dalam kasus PT Enomoto, hak paten sederhana milik PT 

Enomoto dibatalkan oleh Pengadilan Niaga, karena terbukti tidak memenuhi 

unsur kebaruan. Dan kasus-kasus mi terlihat bahwa, unsur kebaruan menjadi 

persyaratan utama untuk dapat dibenkannya hak paten sederhana. 

Dan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa 

kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengatasi sengketa HKI khususnya paten, 

hanya terbatas dalam menangani sengketa pelanggaran pidana paten, sedangkan 

Pengadilan Niaga berwenang dalam mengatasi sengketa 1-IKI khususnya paten 

secara perdata, karena Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan berwenang 

dalam menangani dan menyelesaikan segala perkara yang berkaitan dengan 

perdagangan dan ekonomi. 
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BAB5 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dan penulisan tugas akhir mi yaitu 

sebagai benkut: 

Perlindungan hukum atas paten sederhana sebagaimana yang diatur di dalam 

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu bahwa paten sederhana 

diberikan untuk penemuan berupa produk (patentability), memenuhi unsur 

kebaruan (novelty), dan mempunyai mlai kegunaan praktis (simple patent) 

disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat 

memperoleh perlindungan hukum, dalam bentuk paten sederhana, seperti 

yang disebutkan di dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001. Di dalam 

prakteknya ketika suatu penemuan (invensi) tidak memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana yang diatur di dalam UU mi, maka penemuan. mi (invensi) 

tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten 

sederhana, seperti dalam kasus PT Orphanindo Tamamulia dan PT Enomoto 

Srikandi Industries, yang mana hak paten sederhananya tidak memenuhi 

unsur kebaruan, sehingga dengan tidak memenuhi unsur kebaruan tersebut 

maka hak paten sederhananya dapat dibatalkan dan tidak perlu mendapat 

perlindungan hukum lagi. 

Peranan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang 

menyelesaikan sengketa HKJ khususnya paten terkait bila dalam sengketa 

itu terjadi pelanggaran berupa tidak pidana paten. Berdasarkan analisis 

kasus dimana pemegang paten khususnya paten sederhana melakukan 

perbuatan melanggar hukum dalam mendapatkan paten sederhananya, maka 

hak atas paten sederhana itu tidak memberikan perlindungan hukum apa-apa 

terhadap pemegang hak, tapi ketika sertifikat paten sederhana tidak 

memenuhi unsur untuk dapat diberikarmya hak paten sederhana, maka 

Pengadilan Niaga secara perdata berwenang untuk melakukan pembatalan 
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atas hak paten sederhana tersebut. Menurut Ut] No.14 Tahun 2001 secara 

tersirat mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki hak 

independent untuk menyelesaikan perkara atas pelanggaran pidana atas 

paten sederhana. Disatu sisi peranan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian 

perkara pidana paten dinilai efektif dalam hal penjatuhan sanksi hukumnya, 

yaitu adanya pengikatan secara hukum atas pihak yang telah melakukan 

tindakan pelanggaran, sanksi hukum mi bisa berupa tindakan pengekangan 

badan (ditahan), bisa berupa denda dan tindakan hukum lain, yang dengan 

tindakan hukum mi diharapkan dapat membuat jera pelaku pelanggaran 

tersebut, sedangkan disisi lain, pelimpahan perkara paten ke Pengadilan 

Negeri dinilai tidak efektif, karena proses penyelesaiannya dianggap lama 

dan berbelit-belit, sehingga tidak sesuai derigan asas cepat, murah dan 

sederhana yang selama mi melekat pada Pengadilan Negeri. Bila 

dibandingkan derigan Pengadilan Niaga, bisa dikatakan bahwa perkara yang 

diimpahkan ke Pengadilan Niaga akan lebih efektif dibandingkan dengan 

pelimpahan ke Pengadilan Negeri, karena jangka waktu penyelesaian 

perkara yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga, membuat proses penyelesaian 

perkara akan lebih cepat terselesaikan, tanpa adanya penguluran waktu. Tapi 

dari kedua Pengadilan mi yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga 

tidak akan bisa untuk dibandingkan, karena kedua-duanya mempunyai 

kewenangannya masing-masing dalam penyelesaian suatu perkara 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tepatnya dalam Undang-

Undang Paten, tapi dalam hal penyelesaian perkara 1-1K!, terdapat alternatif 

penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, seperti BAN!, 

mediasi, konsiliasi, dan altematif-alternatif yang lain, yang pada intinya 

menguntungkan bagi pihak yang berperkara. 

3. 

	

	Kedudukan paten sederhana berupa mesin perforasi, yang menjadi dasar 

perkara antara PT Orphanindo Tamamulia Lawan PT Truno Bravo 

Putusan No. 38/PIDIB/2004/PNJkt.Tim, bahwa di dalam putusannya, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa mesin perforasi milik PT Orphanindo 

tidak mendapatkan perlindungan hukum, tapi hak paten sederhana tesebut 

tidak dibatalkan. Perlindungan hukum mi tidak diberikan oleh karena cara 
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pentingnya Ditjen Paten untuk melèngkapi din dengan data-data atau 

dokumen-dokumen pembanding atas penemuan-penemuan. 

2. 

	

	Terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengatasi sengketa 

paten, yaitu hendaknya Majelis Hakim dilengkapi dengan pengetahuan 

dalam memutuskan sengketa 1-IlK!, khususnya sengketa paten sederhana, 

karena pada umumnya sengketa paten sederhana menjadi kewenangan dan 

Pengadilan Niaga, dan Majelis Hakim pun harus mengetahui sejauh mana 

kewenangan dan badan peradilan mi dalam mengatasi sengketa paten,, dan 

bagaimana dengan bentuk putusannya, karena di lapangan terlihat bahwa 

putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tithik membenkan rasa 

keadilan yang diharapkan oleh para pencan keadilan, terutama masalah 

perlindungan hukum atas .suatu penemuan, sehingga dinilai putusan itu 

masih kurang tepat dan kurang efektif. 
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perolehan penemuan tersebut dengan cara melanggar hukum yaitu 

melakukan tindakan penciplakan atau mencontoh mesin perforasi yang 

merupakan mesin buatan Jepang sebelum tanggal penenmaan patennya, 

sehingga ketika mesin tersebut diniintakan hak paten sederhana sudah tidak 

memenuhi unsur kebaruan lagi, karena penemuan sudah beredar di 

masyarakat. Dengan demikian kedudukan mesin perforasi PT Orphanindo 

sudah selayaknyalah dibatalakan oleh Pengadilan Niaga, tapi dengan syarat 

adanya gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga, bila tidak 

teijadi pembatalan, maka berpegang pada hasil putusan dari Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri, hak paten sederhana atas mesin perforasi tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum lagi, yang beranti tidak mendapatkan 

perlindungan hukum, sehingga hak eksklusif yang melekat padanya menjadi 

hilang, dan penemuan itu menjadi milik umum. 

5.2 Saran 

Dari yang telah penulis sampaikan pada kesimpulan diatas, penulis ingin 

memberikan saran-saran, yaitu: 

1. 

	

	Dalam hal pemenuhan unsur kebaruan bagi suatu penemuan, seharusnya di 

Ditjen Paten harus lebih teliti dalam memeriksa apakah suatu penemuan 

berhak dimintakan hak paten sederhananya, karena kenyataan dilapangan 

memperlihatkan bahwa sebuah penemuan yang ada didalam Putusan 

No.381P1D[B/2004/PN.Jkt.Tjm tidak memenuhi unsur untuk danat 

diberikannya hak paten sederhana, yaitu tidak memenuhi unsur kebaruan 

sebagai syarat utama untuk diberikannya hak paten, dengan kejadian mi 

Ditjen Paten harus melengkapi din dengan data-data atau dokumen-

dokumen pembanding yang lebih akurat, untuk mengetahui apakah suatu 

penemuan tersebut telah pemah beredar di masyarakat, bila tidak adanya 

keakuratan data tersebut, akan mengaburkan syarat-syarat untuk 

diberikannya hak paten sederhana, dan hal mi akan merugikan penemu-

penemu yang telah bersusah payah menghasilkan sebuah penemuan, berarti 

tidak adanya penghargaan atas sebuah penemuan, oleh karena itu, 
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I 	 DEPARTENIEN IIUKUM DAN HAKASASI MANUSIA RI. 
I 	I DI•REKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTIJAL r----i i 
t rm crri i 	. 	 Ji. DaanMogotKm. 24, Tangerang 15119 
I 	LL' J 	 TeIp. (021) 5525388, 5579863, 5525386, Fax (021) 5525386, 5525366 
Io- i1 •. 	•. 	

Website: http://www  Dgip.go.id. 

SURAT KETERANGAN. 
No. H3.UM.06.10.02.019/2008 

Sehubungan dengan surat Kasub Program Magister Pascasarjana Fakultas Hukum Uuversitas 
Indonesia tanggal 10 Maret 2008 Nomor 891PT.02.H.10 FH/M/.112008 engenai 

Data bahan tesis denganjudul: 

Peranan Pengadilan Negeri dalam Sengketa Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang 
Paten .. 

Bersama mi kami beritahtikan:bahwa.: 

Nama 	: Eva Susanti 
NIM 	:0606005100 

Telah melaksanakan penelitian pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I pada tanggal 11 Maret 2008 

Dernikian Surat Keterangan mi agar dapat dipergunakan seperlunyà, dan këpda yang 
bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) set copy lengkap hasil laporan penelitian pada 
.Direktorat Paten, sebagai bahan pengembangan pada masa-rnasá mendatang. • • 

Tangerang, 17 Maret 2008 	• 	 . 	. 

(Hukurn • 	. . . . 

. 	
• 	 • 	 • 

• 	••• 	• 	
• 
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4 

--PU 1' US A N 
- 	NO.38/PJDIJ3/2004/.PN.Jkt.uifn. 

i 

T)EMI I<EADTLA N B EIU)ASA RI(AN IKETU ITA NAN Yi\ NC MAlTA ESA 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara 

perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, 	mcnjatuhkan •Putusan 	scbagai 

bcrikut clalarn perkara Tcrdakwa 

N a in a 	: DRS. ERMAN E-IA17N1; 

Ternpat lahir 	Padang; 

:.' 	Utn u r 	 60 tahun; 

Jenis kelamin 	Lak-laki 

Kebangsaan 	Indonesia 

Tenipat tinggal 	JI. Angkutan 	Blok D'2$ 	RT. 02/06, Komplek 

Perunia han 	A ngka tan D arat, Kc ura han Cipinano  

Melayu, Kecaniatan 'Makasar, Jakarta Tiniur; 

A g a m a 	: islam; 

Pckerjaan 	 Dircktur P.T. Truno Bravo; 

— 	I)alam perkara liii Terdakwa tidak clitahan; 

— 	Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Drs. M. i-I M. Simatupang, 

SH., Ihsan RaufPraja, SI-I. dan Schawddin, SI-I. Pengacara pada Kantor Sebelas 

Bakti Assosiate, beralamat di JI, Tomang Raya 2 E, Jakarta Barat, berdasarktin 

Surat Kuasa Khusus No. 1/SKISBA/I/04, tcrtanggal 29 Januari 2004; 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca/menipelajari berkas perkara Terclakwa; 

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan cich Penuntut Umuni pada 

Inri sidang pertarna, Kamis tanggal 29 ,lanuani 2004, yang dakwaannya pada 

pokoknya sebagai benikut 

	

A( 	JO'ck"' 	 - 	 1-, 	 - 	
•• 	r r'. 

( 

	

SC f , 	 01 

	

I 	
L 	 1 
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- Bahwa In Terdakwa Drs. Erman 1-i[ni pada hariThart yang tidak dapat dnngat 

lagi secara pasti pada bulan Januari 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada 

tahun 2003, bertempat di Jatiwaringin B. 17 No. 195 B Perumahan Antilope.IMaju 

Jativaingin Pondol< Gcde Bekasi atau di suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 

ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagalan be, saksi yang dipanggil lebih dekat 

pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan 

sehingpa Pengadilan NegeL Jakarta Timur .berwenang mcmcriksa dan mengadili 

- 	pci kara nt dengan scngaja dan tanpa hak mclanggat Ii iL pcmcgang patcn scdLrhana 

- 	
dciigan\mciakukafl salah satu tindakan sebagaimana dimaksu0 dalam Pasal 16 

1. 	UndaiiUndang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yakni melanggar hak pemegang 

patu sedeihana No 1D 0000 133 S tanggal 29 Agustus 1996 judul 'Pet alatan Dart 

-- Suatu MesinPerforasi" atas nama 	
yang dilakukan dengan 

cara sehagai berik.ut 

I3ahwa pada awalnya saksi Erna Rusmawati selaku Direktur Utama 

PT, Orphanindo Tamamulia telah mendaftarkan temuannyt dengan judil 

"PERALATAN DART SUATU M.ESTN PERFORASI" pada tanggal 29 

dikeluarkan oleR 

Direktur Jenderal Hak Cipta Paten dan Merck 1)epartemen Kehakiman 

Republik Indonesia, clengan klaini tennian scbagai 	 perforasi  

secara eiektrik yang memiliki dynamo atau clektro motor (8) untuk 

meigarsip 1eñbaran-1embaran kertas menjadi suatu dokumen dengan cam 
------ - 

melubangi dengan j aruni-jarum clan sckaligu s membentuk nomor berupa 
-- 

angka-angka dan/ atau huruf-huruf, climana alat tersebut terdiri dari besi kanal 

LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan ukuran ½ , 1, 3, 5, 10, 17 mm, 

behel aluminium dengan ukuran 10 mm 3, 314, ½, 1,5 inchi, pint baja ukuran 6 
--*--•*- _ 

mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip mi 
- 

meinpunyai pe1atul (14) untuk menahan pergerakan mekanis yang akan 
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mendorongjarum, dimana pelatuk (14)tcrsebut ditarik olehalatsolenoid(15) 

yang diperintah melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika aka a 

dilakukan proses pubigan/pengarsi pan, Saksi Erna Rusmawati kemudian 

telali mcmbuat dan memperjual bel ikan Mesin Perforasi (pembolong keias) 

tersebut dengan merck ORPHA; 

2. Bahwa kemudian diketahui oleh saksi Erna Rusmawati, ada perLisahaan lain 

yangtanpa scum saksi Erna Rusmawati scbagai pcmegng paten atas mesin 
... ........................ . 

. 	•. 

 

'-..[)Cr i'orasi tersebut telah mclaksanakan klalni hal< pcnicgang paten scdcrhana 
:1. 	 ................................................................................ 

Nd.JJ[D.0.000. 133 S mihknya itu yakni PT. TftUNO BRAVO (dalam ha! mi 

efd 
......................................... ......................................... 
.._::.kwa Drs. Erman Hafni selaku .Dftektur Utama PT. TRUNO BRAVO), 

yakni telah membuat dan kemudian IIICJIjLIaI mesin perforasi yang sama, 

namun dengan merck berbeda yaitu BRAVO; 

Saksi Erna Rusmawati kemudian .mengutus karyawannya bernama 5aks.i 

Arief Bakhtiar Ambarita dan saksi Ruly Ardiansyah untuk mcncaril 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelanggaran paten scdcrhana 

tersebut, dan pada tanggal .27_April.....2003 saksi Ruly (PT. ORPIA)—telah 

membeli melalui PT. Ganid,a Abàdi Internasiona! I (saw) unit MesinPeforasi 

dengan merck BRAVO type 61> 234 electric dua bans clari/dibuat oleh 

PT. TRUNO BRAVO, yang kemudian oleh -saksi .Ruly cliperiksa/dibuka 
....... 

over penutupnya dan diketahu mesin perforasi iulirmiripseluruhnya 
............................................. 

menggunakan komponen dan tehnologi mesin perf'orasi yang sama dengan .......................................... 

PT. ORPHA, . sedangkan cara kcija/systcm mesin buatan PT_..11JWNU... 

BRAVO itu 100 % sama dengan cara kerja/systeni mesin perforasi yang 

dibuat dan dipatenkan PT. ORPHA. 

Saksi Ariejuga memperoleb data bahwa PT. TRUNO BRAVO telah menjual 

mesin perforasi tersebut kepada konsumen yang sama dengan konsunien 

PT: ORPI-IA yakni Dipenda TanjungJabungJambi I)ipenda Kab. I3antaeng 

. 	 3 
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SuiscI, Dipenda Kab. Tanah Laut Kaisel, D penda Kab. Tapanu ii Tenga h 
-- 

Sumut, Dipenda Kab. Nias Suniutdan Dipenda Kab. Mandai ling Natal Sumut 

dengan harga yang 	murahdari pada yang dibuat dan dipasarkan 

PT. ORPI-IA. lindakan PT. TRUNO 13 RAVO tciah merugikan dan mcnjad i 

cOmpetitor bagi pen1eganpaten (PT. OftP1-lA) 

5. Terdakwa Drs. Biman I-la.fni sciaku Direktur Utama PT. TRIJNO BRAVO 

.;.. .T 	rncnyatakan bahwa mcn perlorasi yang diprodukserusaaaivawai 

taIiun 2003 mewpakan buatan/hasi I kerasa ma dengan karyawannya bernama 

Si  

IJARYADI saksi SUNARYO dan saksi EOPANSUJJAT Ketiga 

Siitu ebelumnya bekerja pada lfl ORPI IA yakni sLiak tahun 1990 

hingga akhir tahun 2002, dan saksi 1 EARY Y)I (mejadiJcka 

berkas terpisah) secra bersama-sama dengan (aim) Zainal Arifln scbaai 
.5.--- 	- 	 S  

1cmi1ik PT. ORPHA sebcu nyFpi nab mLI akit mcsin pert ot asi untuk 

91J.ii&, 	
5. 

K 

6. Menunit keterangaii ahli dari Direktorat Paten HKI Depailemen Kehakiman 

yakni saksi PARLAGUTAN LUI3IS, SI-I. Dan saksi Ir. MAHRUZAR, bahwa 

benar Patcn No. ID,0.000. 133 S tanggal 29 Agustus 1996 judul 
..................  

"PERALATANDAjJSJflJ MESIN PERFORASI" atas nama Erna 

Rusmawatj beralarnat di Pondok F3ambu RI. 015/007 Pondok Bambu Duren 

Sawit Jakarta Timur tercatat pada E)aflar U1111,1111 Paten D irektorat Patei 
S.-.- 

Ditjen HAKI .Depkeh RI dengan masa perlindungan sclamaiO(septjljti) 

tahun dan diunminkan dalam Berita Resmj Paten 

7. Bahwa menurut keterahgan kedua ahii •terscliut, yang dilindungi dalam - 

penemuan paten No, 10.0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 judul 

"PI3RALATAN OAR! SUATU MESIN PERFORASI" atas nai'na Erna 

Rusmawati itu adalah yang diklaim dari pene'lluai I  i tersebut 'yakni 	Alat 

pert'orasj secara elect - - - ric yang memiliki .dyn.anio atau elektro motor (8) untuk -- 
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mCngarSij) lenibaran-lcnbaran kertas men] adi su atu dokumen dengan caca 

melubangi dengan jarum-jarum clan sekaligus membentuk nomor bcrupa 

angka;angka dan/atau huruf-huruf, diman.a alat tcisebut terdiri clari bed ka11 

LU 80 mm dan 120 iii ii, plat baja dengan ukuran ½, 1,3,5, 10, 17 mm, behet 

aluminium dengan ukuran 10 mm 3, a/i, ½, 1,5 mehi. plat baja ukuran 6 mm, 

wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicinikan bahwa alat pengarsip mi 

mempunyai pelatuk (14) untuk menahan pergerakan nickanis yang akan 

jiicndonong jarum dimana pclatuk (14) icrscbut dnai ik olch alat soicnoid (IS) 

I 
yang diperutah nielalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan 

/di1kukan proses pelbangan/pengarsipan; 
I 

>Bahwi menurut kete.rángan saksi ahli ir. Mahruzar selaku Pemeriksa Paten 
( r ç 

Utama Pertama Direktorat Paten yang telab memeniksa/mencek secara 

subtantisif Mesin Perforasi yang mcmii iki pen indungan paten sederhana 

dengan No. ID,0.000. 133 S merck ORPI-ii\ ml 111< saksi Erna R.usmawati dan 

tvlesin Petbrasi n erek BRAVO milk Terdakwa Dis. Enman l-[afni (PT, 'Iruno 

Bravo) menyimpuikan kedua mesin tersebyt aclalah sama persis. Mesin 

perforasi milik Terdakwa dengan merek B1..AVO tersebut menggunakan 

jninsip.keriayangsama sebagainana tercantuni tlalam rincian klaim pada 

aIa,yang telah mendapat perlindungan paten sederhana No. 1b.0.000.133 S 

niilik saksi Erna Rusmawati, yakni alat ierforasi secaza electric yang 

niemiliki dynamo atau elektro motor (8) untuk niengarsi p lembaran-lembaran 

kertas menjadi suatu dokwnen dengan cara nielubangi dengan aru m-j am in 

dan sekal igus membentuk nomor bcru pa angl<a clan!atau hurul-huru 1 di mana 

alat tersebut terdiri clari besi karial LU 80 mm dan 120 mm, plat baj a dcngan 

ukuran ½, I, 3, 51  10, 17 mm, behel aluminium clengan ukuran 10 mm 3, 

½, 1,5 inchi, plat baja ukuran 6 mm, wihcr dan jarum ukuran 1,0 miii, 

dicirikan bàhwa alat pengarsi p  iii mempu nyai pelatLik (14) untuk menahan 
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pergerakan inekanis yang akan in endorong j aru in, d mi an a pci atuk (14.) 

terse1ut ditarik oieh aat solenoid (15) yang dipenntnh melalul penekanan 

tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarspafl 

9. Ditegaskan oieh Ir. Mahruzar scbagai saksi ahh, penggunaan kiaim atai 
-- _ 

rnemakai klaim pada alat/produk yang ada dalani sertifikat paten No. 

ID.0.00, 133 S tersebut tanpa scijin pcnlcgang sertifikat paten yang sah 

tcrebut merupakan pcianggaran sebagainiana ketentuan piciana dalarn Pasal 

/ -- 

	 131 Undang Undang No 14 1 ahun 2001 I enlang Patcn 

	

( 	10. tedakwa Drs. Erman Hafni telah teiah niembuat, meaggunakan, menjuai 

	

:. 	\• 
rnenyerahkan atau menyediakan untuk di;ual produk yang diberi paten ya kni  

-. 	
. 

niesin perforasi dengan sertifikat paten sederhana No. ID.0.000, 133 S untuk 

kepentingan koniersial dan keuntungan pribadinya tanpa seiin pemcgang 

paten yang sah sehingga m(~aan pemegangnya yakni saksi Erna 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan ciiancani pidana dalam Pasal 

131 jn. Pasal 16 ayàt (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. 

Setelah menerima Ekscpsi dari Penaschat 1'luku111 Tendakwa terhadap Surat 

Dakwaan tersebut; 

V Setelah menenima tanggapan crhadal) Ekscpsi tensebut dan Icnuntut Umum; 

\. Setclah menjatuhkan Putusan Sela atas Ekscpsi tenscbut, yang pada pokoknya 

aniarnya scbagai berikut 

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat 1-luku111 Tcrda.kwa selunuhnya; 
- 	 - ., ---------,-,,-.S-.--- -- - 

2, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur benwenang memeriksa dan: 
--.--.-. ----------------. 

nienadiliperkarahii; 

3. lvlemenintahkan pemeriksaan perkara mi dilanjutkan,,, 
___-- - 

Setelah menerirna dan memeriksa surat-surat bukti serta barang-barang bukti 
5- 

yang diajukan daIampeIl¼saIeIiar 

6- 
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Setelab memeriksalmendengarkan keterangan saksi-saksi, 

SteIah rnenieriksalmendengarkan ketcranan Terdakwa;In  

S etela h mcii en m almemcri ksa su rat-su ía t bu k I yang da u ka n 0 eh Tenda kwa/ 

Penasehat Hukumnya; 

Setelah rnendengarkan 

perkara mi, yang pada Requisitoir .  tersebut Penuntut Umum pada pokolmya 

bcrpcndapat dan berkesimpulari scrta mcnuntut agan pcnl<ara Terdakwa dputus 

dngan aniar -------------------------------------- 	 - 	-- 	- 

Mcmyatakan Tcrdakwa Drs. Erman Hafni selaku Dircktur PT. Truno Bravo 

bcrslah melakukan tmndak pidana dengan sengaia dan tanpa hak melanggar hak 

pernegang patemi sederhna No. I.D. 0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 atas 

nama Erna Rusmawati dengan melakukan tindakan membuat, menjual 

menyerahkan atau menyediakanuntuk clijual atau diserahkan produkyang diheri 

paten sebagaimaia diatur dalani Pasal 131 10. Pasal 16 ayat (1) huruf a .UU No. 

14 Tahuii 2001 Tentang Paten dalam surat dakwaan tunggal; 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa :Drs. Erman I-Iafhi selaku .Direkthr,JT. 

Truno Bravo dengan pklana penjiara selama 6 (enam) bulan dengan perintah 

Terdakwa segera ditahan, denda Rp.3.000.000,- (tiga juta i'upiah) subsidair 2 

(dua) bulan kurunganj, 

Menyatakan barang bukti berupa 

1. 2 (dua) unit elektrik perforator yang sudah selesai/sudah jadi, yang saw 

mnerek Bravo P3rforator dan yang satu lagi belurn ada mek; 

	

2, 	1 (saw) unit elektrik perforator yang baru selesai 80 %; 

	

3. 	1 (saw) unit elektrik perforator yang baru selesai 20 %; 

4 (empat) buah bering depan belakang; 
ri 

2 (dua) buab polly besar.kiri dan kanan; 
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2 (dua) pasang lerdii-i dan 4 (enipat) buah mangkok bering  depan 

belakan; 

1 (sam) buah scienoid; 

1 (stu) buah dynamo '/4 PK merck Hitachi; 

1 (satu) tutu1) bodi; 

1 (saw) buah die blok; 

I (samu) set centric tanpa gigi; 

(saw) buah as gigi belakana; 

IS: (satu) buah as garpu; 

' 1"1 (satu) poton rantai gigi (kurang Icbih 30 cm) 
l(' 

1 (satu) buali dudukan solenoid; 

I (satu) buah dudukan rangkaian; 

17. 1 (satu) unit mesin perforasi kertas merck Bravo Perforator type.234 

elektnik 2banis (huruf & angka); 

IS. I (satu) lembar asli brosur Bravo Perforator PT. Truno Bravo; 

19. 1 (saw) lembar ash surat pcnawaran hai'ga PT. Trino Bravo; 

20, 1 (satu) lembar asli dallar hai'ga P'i', 'I'runo Bravo; 

21 .,1 (saw) lembar ash berita, acara pcnyerahaii barang PT. Truno Bravo; 

1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran tanggal 27 April 2003 PT. Truno 

Bravo; 

dirampar untuk dimuasnahkan; 

Asli sei'tiflkat paten sederhaiia an. Erna Rumawatj No. Ii) 0 000. 133 S 

tanggah 29 Agustus 1996 clan copynya; 

Ash 1 (saw) diskripsi peralatan dari suatu mesin perforasi dan copynya; 

Dikembal ikan kepada Erna Rusiiiawati. 

4. Menetapkan terdakwa Drs. Erman Hafni sehaku Direktur PT. Truno Bravo 

dibebani biaya perkara sebesar Rp.1 .000,- (senibu rupiah). 

8 
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Setelah niemberikan kesempatan kepada Terdak\vaiPenasehat 1-Iukumnya 

untuk nenanggapi Requisitoir tersebut, yang untuk itu Penasehat 1-lukum 1crdakva 

mengajukaiNota Pembel nan tertanggal 26 April 2004 

Meninib angi  bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: ------- 

1 	1 (satu) unit iesin Perforasi kertas merck Bravo Perforasi type BP-234 produks 

PT. Truno Bravo; 

2. I (saw) unit mesin Perforasi, kertas merck Orpha Perforator produk PT. 

(. k Qrphanindo Tamarnulia; 
i c,_---. 	••• 

.,\ 
3 -:2t(ua) unit mesin Perforasi elektrik yang sudah sclesai/sudah jadi, yang satu 

merek Bravo Perforator, sedang yang satu lagi helum ada mercknya 

4 	1 (satu) unit mesinPerforator cickti ik yang bat u selesat 80 % 

S. 	I (satu) unit mesin Perforator clektrik yang baru scicsai 20 

4 (empat) buah bering depan.belakang; 

2 (dua) buah polly besar kiri dan kanan; 

S. 2 (dua) pasang mangkok bering yang terdiri dan 4 (empat) buah nangkok bering 

depan belakang; 

I (satu) buah solenoid; 

I (satu) buah dynamo '/4 PK merek Hitachi; 

H. I (satu) tutup body; 

1 (satu) buah die blok; 

1 (satu) set centric tanpa gigi;; 

I (satu) buah as gigi belakang; 

I (satu)buahasgarpu; 

1 (satu) potong rantai gigi (panjangnya kurang Iebih 30 cm); 

7. I (satu) buah dudukan solenoid; 

18. 1 (satu),buah dudukan rangkaian; 
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JVIenimban, bahwa dipersidanganuga. teLib diajukan surat-surat bukti 

berupa : 

I (satu) lembar Sertifikat Paten Sederhana Nomor : ID.0.000.133 S tertangal 29 

Agustus 1.996, atas nama rna Rusmawati, beserta lampirannya diberi tanda P-i; 

I (satu) bcndel diskripsi peralatan dad suatu mesin Perforasi untuk Paten 

Sederhana atas narna Erna Rusmawati dan iotocopynya, diberi tanda P-2; 

(satu) lembar brosur l3ravo Pcrbralor dan 11'. 'Iru 10 Bravo, (liheni tanda i 1)3 
I 

- 	

I (satu) berkas Swat Penawaran Halga Mcn Perforasi Keas dan P1 1 wno 

X. 

. 	...'Bavo kepada Direktur PT. Garuda internasional, tertanggal. 10 April 2003, 

I 	eri tanda P-4, 

'(satu) lembar Daftar Harga Mesin Perforasi meick Bravo Perfoiator, uitcrbitk-in 

oleb PT. Truno Pravo, diberi tanda P-S 

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan .Barang Nonior 0 14/BA.PB/IV/I3ravo/ 

2003-D1-I, dari Domi Hafni kepada Dini, SE., tentanggal 27 April 2003, diberi 

tanda P-6: 

1 (satu lenibar Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mesin Perforasi kertas merck 

Bravo Perforator type BP-234 Electric 2 bans (hurul' clati angka) tertanggal 27 

April 2003, diberi tanda P-7 	 . 

Meninibang, bahwa dipersidangan saksi-saksi meniberika'hketerangari sebagai 

herikut - -------------------------------------------------------. .. 

I. Keins\ jston dibawah sumpah pada pokoknya mcnerangkaii 

- 	bahwa saksi pernah melaporkan 	Terdakwa ke Polda Metro Jaya kaieia 

telah melakukan pelanggaran terhadap Paten Sederhana tentang peralatan 

suatu mesin Perforasi untuk pembolong kertas atas llama Brim Rusmawati; 

- bahwa pelanggaran yang dilakukan olch Tcrdakwa adalah terhadap klaim 

penemlian pada Sertifikat Paten Sederhana atas llama Erna Rusmawati 
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- bahwa penemuan, tersebut telah didaimarkan oleh Sdri Erna RLISIM-Mati pada 

tahun 1996, dan mendapat perlindungan selama 10 tahun; 

- bahwa pada sekitar bulan April tahun 2003 Perusahan Terdakwa PT Truno 

Bravo telah mezobuat dan rnenuaI mesin Pcriorasi yang cara kerjanya sama 

dengan mesin Perforasi produk perusahaan Idien saksi yaitu PT. Orphanindo 

Tamamulza, sedang caza kerja atau telmologi mcsin Peiforasz prodUk PT 

QrpIanido Tamulia telah mendapat hak Paten Sederhana atas nama Erna 

niawa 

- 1 	barang bukti berupa mesin Perforasi nerek Bravo Perforator adalah 
: 	 1/ 

- 	roduk perusahaan I erdakwa yaitu.PT I zuno [z avo scding bazang bukti 
- 

i..; 	c...,. 
tlttL1 	I t.1 LOt (tt 	tt11 	Lit jJlICL 	(tUtJCLII 	L).tLtt',I }JL 	UCtttC.Cttt JUL I. 	L.L tic 

Rusmawati yaitu PT. Orphani ndo Tanianuil i a; 

- bahwa kdua rnsin Rerforasi barang bukii tersebut menurut ahli mesin 

adalah'sama, kesaniaannya ada pada komponennya, pada cara kerjanya dan 

pada bentuk desainnya. 

- 	bahwa Sdri. Erna berhasil memperoich mesin Perforasi buatan pabrik PT. 

Truno 13ravo karena tnembelinya memi a lu I PT. Garuda Abad i I nternasional; 

2. Erna_Rusmawati, dibawah sumpah padapokoknya mencrangkan -------------------- 

- 	bahwa saksi sebagai 2ilik atau peegan hak PatenSederhana "Pcralaian 

dari suau mesin Perforasi"; 

- 	bahwa sebagal i)eflCiziU dari peralalan pada mesin Periorasi tersebut adalah 

bahwa barang bukti berupa I (satu) unit mesin Perforasi rnerkl3ravo 

Perforator adalah produk perusahaan rerdakva yaitu PT. 1 runo Biavo 

sedaizg barang bukti berupa 1 (satu ) unit mesin Perforasi merk Orpha adalah 

produk perusahaan saksi yaitu PT. Orphanindo 1'amamu1i; 
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bahwa peralatan pnemuan saksi pada mesin Per1rasi tersebut adalah tentang 

pclatuknya yang berfungsi sebagai penahan gerak niekanik, dan jika pelatuk 

tersebut ditarik oleh s3lenoid (pengisap) naka pclal.uk teysehut bergerak dan 

mekanik akan mendorong jarum; 

- 

	

	bahwa niesin Perforasi dari mar neeni tidak niemakai pelatuk, mdi teivan. 

saksikhusus_padapenggunaanjftdnya; 

- bahwa kcunggulan temuan saksi adalah pada cai't kcnjanya yang sangat 

" sederhanasekah sehingga mempermuda pekerjaan 

- bahwa penggunaan pelatuk teisebut saksi ternukan pacla tahun j9.93  tetapi 

baru saksi daflarkan di Dci ektrorat Paten pada tahun 

bahwa sebelum saksi memperoich Paten Scdei hana tel scbut 01 ang lain belum 

ada.yang memproduksi mesin Perforasi yang mcnggunakan pelatuk; 

- bahwa saksi telah memproduksi dan menjual sendini mesin Perforasi dengan 

nienggunakan thnoIogi Paten se:derhana yang saksi rniliki; 

- bahwa pada tahun 2003 saksi mendapat infonnnasi dari bagian pemasaran di 

perusahaan saksi bahwa mesin Perforasi yang sama dengan produksi 

perusahaan saksi, telah beredar dipasaran, karena itu saksi melibatkan pihak 

ketiga yaitu P1.. Garuda Abadi untuk membeli n'iesin Perforasi tersebut, dan 

ternyata mesin P or&Ttersebut ada dansam, dengan mesin Perfoiasi 

produksi perusahaan saksi, merck daii ni.si terscbut adalah Bravo 

Perforator; 

- bahwa mesin Perforasi merk'Bravo Perfortor tet-sebut juga menggunakan 

pelatuk sebagai penahan gerak mekaniknya dan niengunakan solenoid yang 

akan i'nenghisap atau nienarik pclatuknya sehingga jarum bergerak 

membolongi kertasnya; 

- baliwa mesin Perforasi nierk Bravo Perforator ada!ah produksi PT, Truno 

Bravo, dn Terdakwa adalah Piinpinan dari PT. Truno Bravo; 
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- 	bahwa Terdakwa tidak mcmi i <i 	n d nil saksi dalam met mkai peralatan 

yang telah saksi Patenkan; 

- bahwa saksi merasaJajdi -ugikaii akibat diproduksinya mesin Perfoisi 

okh PT. Truno Bravo dengan menggunakan tchnologi Paten Scderliaiia yang 

saksi miliki, sebab Paten Sederhana yang saksi miliki menclapat perlindungan 

selama 10 tahun terhitungsejak tahun 1996 s/d 2006; 

bthwa perusahaa Ii saksi d Irwi kan olch pi oduk si west in Perforasi asi P] I IUfl 

/ 	- 	 Bravo selama 6 (enam) bulan berkisar R1) 450 000 000 jadi 	i I (satu) 

hun sebesar Rp. 900.000,000,-; 

- bahwa dalani satu tahun perusaliaan saksi bisa menival schanyak 60 unit 

mesin Perforasi; 

- 	bahwa mesin Perforasi banyak dipasaran; 

- bahwa keunggulan mesin Perforasi temuan saksi bisa elekirik dan bisa 

manual. 

3. i'jefBakhtiar An-ibarita, dibawah sumpah pacla pokoknya ihenerangkai 

- bahwa sekitar bulan Januari 2003 pimpinan cli perusahaan tempat saksi 

- 	bekerja yaltu Ibu Erna Rusmawati pernah memberi tahu bahwa telah terjadi 

pelanggaran Paten atas nama Ibu Erna Rusma\vatj setelah saksi niencari 

informasi ke Kanto 'AKI terayatardakwa mcngaiukan permo1o

12E

llan 

iJ1dustriterhadap suatc mesin Perforasi, seIanjutiya hal tcrebut saksi 

laporkan kepada Ibu I2rna Rusmawati; 

- 	bahwa saksi juga mendapat informasi kalau PT Truno Bravo yaitu 

perusahaan yang dipimpin oleh Terdakwa rnemprocluksj mesin Perforasi; 

- 	bahwa niesin Perforasi produk PT Truno Bravo menciplak mesin Perforasi 

produk PT. Orphanindo Taniamulia melalui 2 orng mantan karyawan PT. 

Orphanindo laniamulia yang bernama .1-laryadi dan Toan Ilaryadi berhenti 

bekerja dari PT Orphanindo Tamamulia sejak buk-in Januari 2003; 
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- 	bahwa saksi lurang tahu siapa yang mcnjual mesi I Periotasi merck Bravo 

Perforator. 

4. j,j_Ardin.aia. dibawah sunipah pada pokoknya n eneiangkan : ----------------- 

- bahwa pimpinan perusahaan PT. Orphanindo Tamamuli.a adalah Erna 

RusrnawatL 

- bahwa Erna Rusmawati adalah adikkandungsasi, Ia sebagal Pemegang 

Patcn Sederhan alas sualu peralalan pada ncsin PeFIbrasi, yang dipatcnkan- 

nya adalah bagian platuknya, 

saksi tidak tahu apakah niesin Perforasi  forasi pioduk perusahaan lain 

- 'bahwa 	Iei mcsin Perforasi produk PT Orpanindo Tamaniulki adalah 

lebib dahulu memasukkan kabel power, dan kmci kontaknyadiputar kekanan, 

cmudian mesin bekeija tetapi pelatuk menahan gerakrnekaniknya, tetapi 

apab!la kertas. iclah meiiyentuh switch maka soln.od ..enari.k. .pc5latuk, 

sehingga putaran mekanik mendori...ngjarumuntukmenusukkcrtas 

- bahwa Haryadi dan Topan adalah mantan karyawan PT. Orphanindo 

Tamamulia, Haryadi cukup lama bekerja sebagai tukang bubut, 

- bahwa saksi menerima informasi kalau PT. Truno Bravo telah membuat dan 

. 	 menjual mesin Perforasi dengan memakai merck Bravo Perforator adalah 

sejak bulan Pebruari 2003 
- ....-.-.-. 

- 	bahwa Pimpinan PT. Truno Bravo yang mcmprocluksi mesin Perforasi merck 

Bravo Perforator adalah Terdakwa 

bahwa barang bukti yang dtpciIihatkan kepada saksi dipersidangan mi bcrupa 

I (satu) unit mesin Perforasi merck Bravo Perforator adalah produksi PT. 

Truno Bravo, sedang barang hukti berupa I (satu) unit mesin Pcrforasi merck 

Orpha adalah produk PT. Orphanindo Tamamulia; 
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bahwa si mesi er ioi'asi merck Bravo Pcrt'oratoii dcngai 

perrorasi merk Orpha; 

4. Haryacli bin 1-lasan, dibawah sumpah pada pokoknya mcnerangkan : ----------------

- bahwa saksi bekeija pada P1'. TFUHO Bravo sebagai perancan,desaiijlari 

mesin Perforasi produk PT. T.runo Bravo; 

- 	bahwa PT. l'runo Bravo bergcrak daiani bidang usaha perdagangan umu m 

pcngiriinan 'tl('v\1, 	scdang produksi mesin PcrI'orasi ditakukan lanya jika 

\ada pesanan saja, 

'''/L 	\ \\ 
,hwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan mi berupa 

;\ \. 
	,esin Perforasi merk Bravo Perfdrator adalah benar produksi PT, Truno 

Bravo; 

- 	bahwa pembuatan mesin Perforasi produksi PT. Truno Bravo saksi 1crjakan 

di luar dan saksi pesan kepada tukangbubüt. 

- bahwa platuk 'sebagai penahan gerak mekanik yang terdapat pada mesin 

Perforasi tersebut juga saksi pesan kepada bengkel bubut; 

- bahwa setelah semua peralatan yang saksi pean sIcsai, baru saksi 

merakitnya nienjadi mesin . Perforasi; 

- bahwa sebeluin bekerja di I'T. Truno Bravo, saksi pernah bekerja di PT, 

Orphanindo Tarnamulia sebagai tehnisi mesin Perforasi kemudian beihenti 

lalu saksibekerja di PT. Truno Bravo; 

- 	bahwa mesin Perforasi elektrik yang menggunakan pelatuk adalah CLlataiuta' 

- 	bahwa ketika saksi bekèrja di PT. Orphanindo Tamamulia, PT, Orphanindo 

Taniamulia sudah membuat mesin Perforasi clektrik yang menggunakan 

platuk yangiiu iiesin Perforasi 	rekToduk Jej'pada waktu 

itu Pimpinan PT. Orphanindo Taniamu1i3iit aim. Drs. Zainal Arifin 

(orang tua dari Bu Erna Rusmawati) menyunuh saksi untuk meniru atau 
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menciplak peralatan pada mesin Perforasi merk [(ON type 112 yang bcrasal 

dai Jepang, dan saksi bersaina-sama dengan Pak Zainal Arifin rne[akukan 

pembongkaran terhadap mesin Perforasi tersebut, selanjutnya salu persatu 

dari alat mesin tersebut saksi buatkan gambar peralataniiya, laki kami 

inencari bahan dan .alat-alat yang akan digunakan, kemudian dibubit sesiai 

dengan peralatan inesin 1(ON type 1.12, baru. clirakit, dan ternyata berhasi I 

mcmbuai mesin lenibrasi t ersebut 

bahwa pada Waktu saksi meniru/nienciplak dan niclakukan pcmhongkaran 

mesin 1(ON type 112 buatan Jepang tu sebut d!sakslkan oleh anaL PaL 

Zainal Aiifln bunarna Muhamad [of ik dan RulyArdiinsyah 

- 	 'bahwa sctelah saksi bcrhasil mernbuat niesin Perforasi ti uan clai i msin 

Perforasi inerk 1(ON type 112 buatan Jepang, lalu Drs. Zainal Arifin sebagai 

pernilik PT. Orphanindo Tainamulia mcmproduksi mesin Perforasi, dan 

hasilnya dijual ke Dispenda di seluruh Indonesia; 

- 	bah'wa •mesin Perforasi merek Orpha jenis Maual dan Eiektrikcai1i 

\r 

hasil teiniian Ibu Erna Rusniawati selaku Dftektiir PT. Orphanindo 
-- 	 -.----.. 

Tanianlia pada saat mi, olch karena tchnologi niesin 
------ 

mesin Perforasi ni~jnc KON Jenis Elcktnik dan Manual buataii Jepan
--------------- 

g; 

- bahva saksi tidak tahu apakah pcnggunaan pelatuk I)acla mesin Perforasi 

telah dipatenkan oleh orang lain; 

- 	bahwa Pimpinan PT. Orphanindo Tamaiiiul ia pefl)ah nienegur •PT. Truno 

Bravo tentang diproduksinya mesin Perforasi tersebut; 

- bahva pekcrjaan untuk membuat niesin Penibrasi pada P1'. l'runo Pravo 

adalah atas inisi.atjf dari saksi sendiri, ketika itu saksi yang nienawarkan 

kepada Terdakwa selaku Pinipinan PT. Tnio Bravo agar memprodulsj 

ineSin Perforasi _karena saksi dapat niembuat mesin tersebut; 
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- bahwa yang bekerja membuat mesin Perforasi di PT, Truno Bravo adalah 

saksi, dan unt.uk pekcrjaan itu saksi mendapat gaji dan bonus serta saham 5% 

- 	bahwa selama mi kami baru membuat 10 unit mesin Perforasi; 

5. Moharnad_Topan_Sudraj,d, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ----- 

- bahwa 	saksi bekerja pada PT. Truno Bravo pada bagian penjuatan atau 

pemasaran; 

- •bahwa scluruh kctcrangan saksi pada J3cril.a Acara Pcmcriksaan di Katito 

P.o1isi adalah benar; 
,.y 	........ :' 

baha PT Truno Bravo pei nah mLnlol oduksi mcsin Pcrfo asi dan saksi 

;eiah inempromosikannya tetapi belum ada yang lku: 

r - 	bahwa PT huno Bravo baru membuat mes,nPuloiasi jika ada orang yang 

mernesannya, j adi tidak tersedia stocknyn; 

- 	bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Tnino Bravo, tetapiTerdakwa tidak 

mempunyal peran dalam pembuatan mesin .Peribrasi tersebut, sebab jika ada 

orang yang memesan mesin Periorasi, maka pesanan tersebut nielalui bagian 

marketng, kernudian bagian .rnarketi ng yang m encruskan pesaiian tersebut 

kepada I-yadi dan Suai .untuk dibuat; 

- 	bahwa saksi tidak tahu apakah mesin Periorasi merk Bravo Perforator ada 

Patennya atau tidak; 

- 	baliwa yang bekerja pada bagian marketing di PT. Truno Bravo adalab Domi 

klathi.4an saksi; 

- 	bainva yang bekerja membuat mesin Perforasi tersebut adalahHaryadi,Pendi, 

Sunaryo dan Erik; 

-. bahwa Domi Hafni pernah menjual mesin Periorasi tersebut kepada PT. 

Garuda Abadi; 
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- bahwa sebelum bekerja di PT. Truno Bravo, saksi pernah bekerja di PT. 

Orphanindo Tamamulia, saksi keluar dan perusahaan tersebut sekira bulan 

Mei 2003; 

- bahva saksi tidak tahu apakah Ibu Erna Rusmawati sebagai Pcmegang Paten 

Sederhana atas penggunaan pelatuk pada peralatan mesin Perforasi tersebut; 

. 	imaro, dibawah surnpah pada pokoknya men erangkai - 

bahwa saksi bekcja scbagai tukant' las pada PT. I uno Bavo 

I' 

'' ( \ 

	- .• báhwa dalam pembuat an mesin PerfOrasi di PT. Tçpno Bravo, saksi hanya 

membuat body-nya saja, sedang yang bertanggung jawab dalam pembuatan 
: 	,.' 

mesin Perforasinya adalah 1-Jaryadi; 

- 	bahwa saksi baru saja bekerja di PT. Truno Bravo, sedang sebelumnya saksi 

pernah bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia, saksi berhentj bckerjt dan P'1'. 

Orphanindo Taniamulia pada tahun 1998; 

- 	bahwa body mesin Perforasi yang saksi bunt haru 6 huab; 

- 	bahwa body mesin Perforasi tersebut baru dibuat jika ada pcmesannya; 

- 	bahwa saksi tidak tahu apakah mesin Perforasi yang siksi kenjakan ada 

Patcnnya atau tidak; 

- 	
Bahwa yang mengerjakan pembuatan mesin Perforasi pada PT. Truno Bravo 

adalah l- yadi, Tixjj, dan Bucfl, sedang Terdakwa hanya niembiayai bahan-

bahan pembuatan mesin Perforasi tersebi t; 

7. . NQfri bjn Rumia dibawah sunipah pada pokoknya nlenerangkan : ----------------- 

- 	bahwa saksi bekcrja sebagai karyawan PT. Truno Bravo pada baian 

marketing sejak buIanPbja.rj-2-, 

- 	
bahwa yang merancang dan membuat mesin Perforasi di PT. TrunoB'avô 

adalah Haryadi; 

- baha yang pernah memesan mesin Perforasi kepada PT. Truo Bravo 

adalah Dinas Pendapatan DacraI1Louk.. 

IS 
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- 	bahwa jumlah niesin PcrIorasi yang pernah dijual olch PT. Truno Bravo ada 

sebanyak S (hum) unit; 

- bahwa yang saksi ketahui tentang mesin Perlorasi buatan PT. Truno Bravo 

adalah bahwa PT, Truno Bravo tclah nmendaflarkan 	csain Indr 	i aas 
-,----'," 

nesin Perforasi tersebut kepada iJircklorat IIAKI, Departenman Kehakirna n 

dan I-Jam, sedang tentang Petennya saksi tidak tahu; 

bahwa  saksi tidak tahu apdlah ada orang lain atau perusa.haan lain yang tchi; 

,/f 	/[ - 	memegaiig flak Patcim atas mesin Perforasi tersebut,  

\ - 	âhwa PT. Orphanindo Tamamuhia pernah meng-chaim PT. Truno :ravo 

- 
- tentang mesin Pei lorasi, saksi mengctahiui hal tersebut setelah saksi dipanggil 

	

. 	
oheh Pohisi untuk rneachi saksi dabani perkara mi;  

- bahwa harga I (satu) unit mesin Perforasi bualan PT Truno Bravo sekitar 

Rp.53.000,000, s/cl Rp.58.000,000,- 

	

- 	bahwa saksi tidak pernah menjual mesin Perforasi kepada PT. Orphanindo 

Tamamuhja, yang pernahi nlcnjuahriya aclalah Pak Domi I-[afni; 

	

- 	baha Terdakw'a tidak pernah memerintahkaii Flaryadi untuk membuat nmesi n 

Perforasi, tetapi mesin Perforasi tersebut dibuat jika ada pesanan clari luar 

kepada bagian marketing. Jach jika ada pesanan atau permintaan terhadap 

inesin Perforasi, maka pesanan terscbijt saksi sampaikati kepada Pak Domi 

l-Iafnj, lalu Pak Domi Hafni menyciahikaim pembuatan mesin Perforasi 

tersebut kepada Haryadi, setelah scicsai nmcsin Perfi'aSi-nya dikirirn mebalui 

paket Cargo; 

- 	bahwa PT. Truno Bravo tidak menjual mesin .Pcrforasi ke pasaran umuni; 

- 	bahwa setelah PT. Orphanindo Taniamubja mcncgur PT. Twno Bravo, niaka 

PT. rririo Bravo tidak lagi membuat mesin Perforasi karena tidak ada 

pesarian. 

	

S. 	
diba'wah sumpah pacla pokokiiyi incncraiigkaii__________________________ 
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- bahwa saksi bekerja di PT. Truno Bravo sejak tahun 2003 

- bahwa saksi pernàh memasarkan mesin Perforasi merck Bravo Perforator 

bahwa mesin Perforasi Bi avo perjo j-at(-)r  mcm 1 k I i7in aLD isam I nc 

- bahwa saksi bekeija sebagai Marketing pada PT. Truno Bravo clan sekaligus 

schagai penanggu rig j awab pacla pcmbu atari mcsi ii Perforasi nya, sebab 

orangtua saksi (Terdakwa) telah mcnyerahkan sepenu h nya urusan usaha 

/ 	
mein Perforasi tersebut kepada saksi 

bahwa jika ada mesin Perforasi yang laku, maka uang pcnjualannya masuk 

pada keuangan PT. TrunoBravo 

.. - ; bahwa PT. Truno Bravo me.mbuat mesin Perforasi sejak tahun 2003, sedaqg 

scbelurnnya usahanya bergerak dibidang perdagangan U11111111, 
- ----------------------- -- 

- 	bahwa saksi tidak tahu kalau bagian dari mesin Perforasi ini ada yang telah 

cli- Patenkan oleh oiang lain 

- bahwa PT. Orphanindo Tammulia pernab mengklaim PT. Truno Bravo 

tentang mesin Perforasi yang dibuat PT. Truno Bravo, klaim tersebut pad 

tahun 2003, setelah itu PT. Truno Bravo tidak lagi membuat mesin Perforasi; 

- 	bahwa mesin Perforasi tersebut dibuat dan dijual oleh PT. Truno Bravo atas 

dasar pesanan orang lain atau suatu instansi, jadi mesin Perforasi tersebut 

iclak dijual di pasaran umum 

- 	bahwa ide untuk memproduksi mesin Perforasi tersebut datang dan Hydi 

semula Ia (FlarXa 	yang mengajak ii ntuk bekenja sama t.intuk mcmproduksi 

mesin Perforasi, akan tetapi Pak Erman Hafni tidak meresponnya, lalu Topan 

dan Haryadi datang lagi menemui Pak Erman Tiathi, ketika itu I-la.ryádi 

mengatakan bahwa Ia sanggup membuat mesin Perforasi dan Haryadi 

meniperlihatkan clesain mesin Perforasi hasi I ciptaannyrl, It juga mengatakan 

bahwa mesin tersebut basil karyanya sendiri, dan untuk itti Ia sanggup 

membuat pernyataan secara tertulis, karena Pak Erman 1-laffli percaya 
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kemudian dibuatlah Surat Pernyalnan Bersama (saksi mcmperlihatkan Surat 

Pernyataan tersbut kepada Majel is 1-laki rn dan Penn ntut Urnu rn) 

- bahwa saksi tictak pernah m 	 H elihat ketika aryadi mengerjakan pembuatan 

mesin Perforasi tersebut, sebab untuk pembuatan peral atannya Ia masib 

.menyerahkan kepada orang lain; 

- bahwa mesin Perforasi produk Pf- nrio Biavo telah didaftarkai Dein 

riiya cli Kaulot ITAIKI pacla bulaPcuaii2)0733) 

saksi pernah menjual 1 (satu) unit mesin Perfiorasi rickirk iwa 

,.\ 	;... . 	 a Abadi Internasional; ..a 	.  
.•. 

I 	
/ bahWa selama mi saksi telah mc.njual7 t'tm.,iuJ._tj)...uni1  niesin I criorasi 

- hahwa I'ak Erman Hafni (Tedakwa) tdak terlibat dalam penjualan mesin 

Perforasi tersebut, sebab urusan atau pc gelolahannya telah discrahkan Pak 

LLermnan Hafni kepada saksi, 

- 	bahwa yang pernah niembeli mesin Perforasi, produk PT. Truno Bravo, 

diantaranya adalab Dispenda Sumba, Dispencla Nias, PT. Garuda Abadi 

Internasional dli; 

- 	bahwa dalani usaha niesin Perforasi tersebut Pak Erman hanya menyiapkan 

- bahwá menurut pengakuannya PT. Garuda Abadi Internasional membeli 

mesin Perforasi itu 	 - 

9. ParlagiginLubis. SI-l.(sj.LahJJ), dibavah sumj)ah pada pokoknya mencrangkan: 

- 	bahwa saksi akan menjelaskan pengetahuami saksi dalam perkara ml seeara 

hukum bukan diri segi tchniknya; 

- 	bahwa pada tanggal 14 December1996 yang lalu telah diberikan Flak Paten 

Sederhana atas peralatan dari suatu mesin Perforasi kepada Sdni. Erna 

Rusmawati, yang diklatni dalam Patcn tersebut aclalah apa-apa yang tertera 

pada Disi ps.ijiy.,  hal tersebut dapat clilihat dariAhstrak-nya, schingga siapa 
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saja yang akan nienggunaknnnya harus ieidapat izin darj .Sdi- i. Erna 

ftusniav.'ati; 

- 	aIiwa ketika permohonan Paten Sede:hana tersebut diajukan oleh Sdri. Erna 

Rusmawati, di1akukan pemeriksaan techadap mesin-mesin pembandingnya 

serbanyak5j ma) unit; 

- bahwa permohonan Paten S..edec.hana 	diajukan oieh Sdri. Erna 

Rusm-iwati dikabulkan pada bulan Agustus I 99") 

ahwa pemberian hak Paten dilakukan jika dihhat dati 	gsinscdanr' 

/ j,,ika dilihat dan jengyamaka akan dibenikan iak Disain Industni; 

- jika pada kedua mesin Perfoiasi 	yang chajukansebagai baiang bukti 

dipersidangan mi terdapat kesamnan f'unsinya maka telah tcrjadi 

pelanggaran Paten 
/ 

- bahwa nieniru suatu produk yang dipatenkan clikatakan sbagai suatu 

p,elanggaran apàbila produk tersebut peijual belikan; 

- bahwa baran siapa atau •apabila ada suatu perusahaan nielanggar hak 

Pemegy ang flatell yang dimiliki scseoran, maka akan dikcnakan sanksi, jadi 

barang siapa dalani hal mi bisa Pcrusahaan Terbatas; 

bahwa yang berhalz inengajukari permohonati Paten seharusnya adalah 

pencipta atau penemunya atau perusahaannya 

- 	bahwa tentaiig cara kcrja dari suatu mesin termasu k bidang Paten; 
1.11  

- 	
bahwa jika pcncniu-nya adalali karya.van dill'i sualu pcitisaliaan, maka nania 

penemunya hais dicantumlcii pada Surat Paten tersebt; 

- 	
bahwa pemeriksaan permohon an pendaftaraji Paten selalu merujuk pada 

dokumen-doku men penibajdingnya; 

bahwa . pemeriksaan paten dibidang hukuni dilakukan jika terdapat 

permasalahan h kum-n a 

0. 	
(saksi ahil), dibawah sumpah pada pokoknya menerangican 
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- bahwa saksi adalah (cmcriksa penbandpada permolionan Paten Sedcriana 

yang diajukan oleh Sdri. Erna Rusmawati; 

bahwa pada waktu melakukan penieuiksaan permolionantersebut tedebi h 

dahulu saksi melakukin pemeriksaan data, data-data yang diperika tersebu I 

bisa datang dari Jepang, Eropa, Anierika clan lain-lain, yang dikirim 

--- 
persemester; 

- - 	'bahwa dal in pcmci kaan pe' mohonan P tc 	cr,cbut tidak boich tcrdajnt 

kripan dengan data yang ada 
! 	( 

bãIia dalam pcmcriksaan permohonan Paten yang diajukan olch Sdri. Erna 
'\ 

Rusmawati tidak tci clapat mesin pembain.ling yang ck,ktj ib 

- 	bahwa clalam pëmeriksaan tersebut juga tid.ak terdapatj2rinsip kcrja yang ------------------------- 
-•----,- 

sama; 

- bahwa keclua mesin Perforasi yang cliajukan scbagai barang bukti 

dipersidangan inifungsinyasama; 

- 	bahwa mesin Perforasi itu ada yang pakai dynanio dan ada yang' ticlakpakai 

bahwa mesin Perforasi yang elektrik pasti mcmakai elektro motor, hal liii 

masib sama dengan mesin Perforasi yang lain, tetapi pada mesin Perforasi 

yang lain tidak ada pelatuknya, pelatuknya tersebut bcrfungsi untuk menahan 

gerak mekanik, dan pada mesin Perforasi yang lain juga tidak mcrnalcaj alat 

solenoid yang berfungsi untuk menarik pelatuk lersebut, cdang pada mesin 

Perforasi yang diajukan permohonan Patennya oleh Sdri. Erna Rusmawati 

adalah mesin Perforasi elektrik yang memakai pelatuk yang berftingsi untuk 

menahan gerak mekanik, dan memakai al4t solenoid yang akan mnarik 

pelatuk tersebut apabi Ia kertas yang di masukka n tch,111,171ellyentull switch, 

sehiogga mekanikny. bergerak mendorong jarum untuk melubangj kertas; 
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- bava penemuan Sdri. Erna Rusivawati dikatakan sederhana. karena 

merupakan perbaikan kecil atau hanya mojükasi.. 

- bahwa dalam data base pada I(antor Paten pada waktu itu, tidak terdapat 

mesin pembanding seperti yang Penasehat Hukum Terdakwa perlihatkan 

ganbarnya dipersidangan liii; 

- bahwa permohonan Paten yang diajukan oleh Sdri. Erna Rusmawati bukan 

tcrhadap octicnin, n mcsin 	Pcrforasiya tetapi 	terhadap 	pnei'iari - 	' 	) I 	 -.--.------.. 
. .era1atannya yaitu penggunaan 	atuIt 	sebagai 	enahan gerak. ____ 

( 	 . I 	mekaniknya: 

tihwa sak8i tidak tahu apakah haclan hukum dapat mempertanggung 

jawabkan atas suatu pelanggaran Paten, sebab pada Uiidang-Undang Paten 

yang hams 	menipcmtanggung-jawabk an pelangar a n 	ersebut ndalah 

orangnya 

- 	bahwa cara kerja suatu alat dapat dipatenkan. 

Ivieninihang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya niemberikan 

keterangan sebagai berikut 

-. bahwa jabatan Terdakwa pada PT, Truno Bravo ada!ah sebagal Dirçktur; 

bahwa PT. Truno Bravo bergerak dibidang usaha perdagangan umthi, 

penempatan tenaga kerja dan .produksi niesin perforasi berdasarkan Desain 

mesin Perforasi'yang dimilki oleh PT. Truno'Bravo; 

bahwa PT. fruno Bravo telall me,jjhi)ercetuuan Dcain lndustri-nya dan 

nieniiliki Izin Usaha secara Uniuni: 

- bahwa PT. Tmuno Bravo memproduksi mesin Pe,foras sej.kbuIanjantarj 

- bahwa sehefumnya Terdakwa tidak tahu-menalui tentang nienibuat mesin 

Perlorasi tersebut, akan tetapi ketika itLI ada orang yang bernama Haryadi 
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c1atari kepada Terdakwa untuk mengajak bcrk.eija sama memproouksi mesin 

Perforasi karena Ia sanggup membuat mesin Periorasi tersehut; 

bahwa Tetdakwa tidak tahu sulh berapa jumlah mesin Perforasi yang dibuat 

oleh Hryadi karena untukpembiUm mesin Perforasi tcrsebutdikcndalikan 

oleh anak Terdakwa bcrnana bomi Haflii, tetapi kira-kira sudah 16 unit 

termasuk diantaranya 4 unit yang disita o)ch Polda untuk perkai'a mi;  

- bahwa padja PT. Truno Bravo tidak ada stock mesin Perforasi, scbab 

batu 	setelah ada 

\batwa sebclurnnya Terdakwa tidak tahu -dlau tcknolo!i yang dipakat pada 

/ msin Perforasi tei sebut telah dipatcnkan oleb orat g lam 1 crdakwr ban 

mengetahui hal itu setelah ada complain dan Sdri Erna kusma\vati 'ada 

sekitar bulan April QQ1. 

- bahwa sejak adànya complain tesbut PT. Truno Bravo inasih membuat 
/ 

mesin Perforasi tetapi dalam bentuk yang tidak utuh, dan sejak bulan Agustus 

2003 PT, Truno B avo tidak lagi mcmproduksinya; 

- bahwa mesin Perforasi yang sejenis (yang elektrik) clan yang manual 

sebelumnya rnemang sudah ada yaitu mereJ,QN, Terdakwa mcngetahui hal 

tersebut dan brosur-brosurnya, tetapi Terdakwa tidak mcngéthui cara 

kerjanya; 

- 	bahwa mesin Perforasi yang sempat dijual oleh PT. Truno Bravo sebanyak 12 

unit dan 4 unit disita oleh Polda; 

- bahwa sebeluni awal 'tahun 2003 PT. Truno Bravo tidak pernah• 

niemperoduksi mesin Perforasi, tetapi ketika JtLl 1-laryadi sudah membuat 

mesin Perforasi di rumahnya, lalu Ia meniperiihatkan mesin Perforasi hasi I 

buatannya kepada Tcrclakwa, agar Terdakwa yakin I a bahwa manipu 

membuat mesin Perforasi; 
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bahwa Terdakwa tidak hafal sudah berapa unit mcsin Perforasi yang manual 

diproduksi dan berapa unit mesin Perforasi yang elektrik tclah. diproduksi 

olehPT. Truno Bravo; 

- bahwa benar dalam memproduksi mesin Perforasi tersebut ada kcscpakatan 

antara Terdakwa dan Haryadi, yang mengcrjakn pembuatannya adalah 

Haryadi, sedang yang memodalinya aclalah Terdakwa, dan untuk usaha 

tersebut dipakai PT milik Terdakwa (sclanutnya Terdakwa mcnycrahkan 
5011 

 7' 	 ••\ 
tOtOcOpy Surattersebut kepada Majelis Hakim) 

/.......... v' 	. 
baIia setelah terjadi kesepakatan tcrsehut, lalu Tcrdk.va mencek ke Kantor 

i  ? 
tentang rencana memproduksi mesin .Perforasi tersebut, oleh pihak 

'... : 	
HAKI mempersi lahkan Terdakwa untuk rencana tersebut; 

- 	bahwa peran Terdakwa dalam niemproduksi mesin Perforasi tersebut hanya 

sebagaiPengawaskarena Terdakwa selaku Pemodal-nya; 

- 

	

	bahwa yang membuat mesin Perforasi tersebut adalah Harydi, sedang yang 

menjualnya adalah Nofri dan baian Marketing; 
--- --- 

- bahwa ketika Terdakwa mengajukan permohonan Paten ke Kantor hAKI, 

olch pihak Kantor FIAKI nenyaikrisaya agar mengajukan permohonan 

Desain  

- bahwa dalam mengajikaii permohonan tersebut Terdakwa uiei.a!tri 

Konsultan; 

- 	bahwa usaha Terdakwa pada PT. Truno Bravo nienillildi tanda daftar Desain 

Industrj dan SJLJP.,_. 

- 	bahwa Ibu Erna Rusmawati mengklaim Terdakwa hanya mclalui FIAKI, jadi 

tidak Iangsung kepada Terdakwa, karena l)rOSudu rnya deniikian, lalu HA.KI 

meneruskan E(Iaim tersebut kepada PT. Truno Bravo; 

- bahwa thu Erna .Rusawati ketika itu mengajukan klaim karena adanyn 

permohonan Desain Industri dari Terdakwa ke Kantor HA.KJ, jadi bukan 
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kareiia PT. Truno Bravo mcmproduksi mesin Perforasi tersebut, karena itu 

pada saat ada klaim tersebut pembuatan mesin Perforasi tidak clihentikn, 

- bahwa pada pnawaran mesin Perforasi tersebut tidak ada narna Terdakwa; 

- bahwa Terdakwa tidak penah membantu dalam .tnembuat mesin Perforasi 

tersebut; 

- bahwa atas usaha produksi mesin Percorasi tersebut PT. Truno Bravo 

mendapat kcunttina a 
\ 	, 

	

-' 	" ' 1vIenirnbang bahwa untuk pembelaannya dipersidangan piHk 1 crdakwal 

	

' 	
1?eta.hat l-Jukuninya mengajukan surat-surat bukti scbagai bcrikut -------------------- 

- 	I selembar Swat Pernyataan, yaig chbuat dan ditanda tangani oleh 

- 	
- 	Hayàdi 	 6±gustus-2003;  diberi tanda T- 1; 

selembar Surat Pengakunn, yang dibuat clan di tanda tangani oleh 

Haryadi, tertanggal 12 lviaret 2004, diberi tanda T-2; 

selembar Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditada tangani oich 

Sunaryo, tcianggal 16 Agustus 2003, diberi tanda T-3; 

selembar Surat Keterangan, ciiterbitkan o!eh PT. DJASTA, tertanggai 

02 April 2004, diberi tanda T-4, 

selembar fotocopy Surat/Fax clari PT. DJASTA kepada Bp. Willy 

INTISAR1, U. Pandang, diberi tanda T-5; 

selembar fotocopy Gambar Kran.gkalSketsa mesin Perforator merk 

KON type 112, diberi tanda T-6; 

selembar fotocopy Brosur "New H Model 112 Series Orpha Electrical 

Perforatring Machine", diterbitkan ol eh D istri bLitor PT. Orplianindo 

Tamarnulia, diberi tanda T-7; 

8. selembar fotocopy Brosur New Kon Perforators/diterbitkan oleli New 
/1 

1(nn liidu;strial Co., LT'E),, diberi tanda 1 -8, / 
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selembar fotocopy Brosur "New Model 112 Series KON ElIcc.tric.al  

Perforating Machine", drterbrtkan olch New Kon 1ndustrial CO.. 

LTD., diberi tanda T-9; 

selembar Brosur "New Orpha Perforator", diterbitkan oleh PT. 

Orphanindo Tamarnulia, Ji. Johar Baru Utara V1135, 021-4204938, 

diberi tanda T-10; 

2 (dua) lcmbar photo mesin Perforator type 112, diberi tanda 'J.'- 11; 

12 3 (flga) leinbar photo mesin Perforator type 112 murk Dispenda 
\ 	\ 	\ 

\ ) 	) 	
Ujung Pandang, diberi.tanda T-12. 

/ 13 selembar Surat Penawar an 1 larga Mesm Per (orator mcick IKON dor 

PT. Djasta kepada Bapk'I-Iermari, tertanggal 25 Maret 2004, diberi 

tanda T-13; 

14. I (saw) berkas fotocopy Swat Per:ryataan i.icrsa,rra yang ditanda 

langani oleh 1-Laryadi sebagai pihak Jertania dan Drs. Ernian I-laO I 

sebagai pihak kedua, tertango  "caI 02 Januari 2003, diberi tanda T-14. 

Menirnbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan 

dengan surat-surat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan 

perkara mi serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh 

fakta sebagai berikut,: -------------------------------------..: ---------------------------------- 

- 	bahwa benar Terdakwa adalab sebagai Direktur PT. Truno Bravo; 

- bahwa benar PT. Truno Bravo pada sekitar tahun 2003 memproduksj mesin 

Perforasi elektrik production code 13P.234 dengan rneek Bravo Perforator; 

- 	bahwa benar mesin Perforasj merk Bravo Perforator.elektrjk production code 

BP. 234 menggunakan peralatan berupa "pelatuk" yang berfungsi sebagai 

penahan geraknya mekanik, dan menggunakan "solenoid" yang berfr'ngsi 

untuk nienarik pelatuk tersebut apabda keras yang dimasukkauu telol 
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menyentuh swicht, sehingga mekaniknya bergerak mendorong jarum yang 

akanmelubangi kertas; 

bahwa benar Sdri. Erna Rusmawatj memilikj Sertifikat Paten Sederliana N. 

JD 0 000 133 S Tangga] 29 .Agustus tentang "Perafatan Dclrj Suatu Mesin 

Perjbi'asj" 

- bahwa cmi peralatan mesin Peribrasi pada Disknipsi permOlionan Paten 

Scdcrhana yang diajukan olch Sdri. Enia Rusmawatj adalali alat pengarsip 

nlempunyai platuk Lintuk menahan pergerakan mekanis yang akan 

- 	' 	
mcndorong jarum bila pclatuk terscbut ditai ik olch alat solenoid yang 

j 	
diperintah melalui penekanan tombol •atau swicht ketika akn dilkukan 

proses 1)ClUbangan 

Menimbang bahwa setelah d:pLrolefl fakta tersebut ditas selan;utnya aLan 

dipertimbangkan  apakah Terdakwi dapat dipers 	ikan Lclah nielakuka ri  perbuatan 

sebagaimaii didakwakan'oleIi Penuntijt Unium; 

Menimbang bahwa u ntuk Inenyatakan Terdakwa terbukti bersa I ah 

melakukan tndak pidana tersebut, maka harus dibLlktikan bahwa peibuatan 

Terdakwa telah tnernenuhj selnua unsur huku•m daii tindak pidana yang didakwakaii 

Menimbang, bahwa dipersidal)gafl Terclakwa clidakwa dengan dakwaan 

tunggal: melakuka 	erbuatm 	 ClItUan 	131 Jo. I'asal 16 ayt (1) 

hunjf a Undang_undaiig No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten; 

Menimbaiig bahwa bunyi ketentuaii Pasal 13 I Undan-uiidaiig No. I .. 

E'ahun 2001 Teinang Paten adalah sebagai berikut 

"I3arang siapa dengan sengaja dan tanpa hak nlelanggai hak I'cnlcgang Paten 

Sedehana dengan melakukaii salah satu tindakan seba 
gaimana diznaksucl 

dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) taliun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.Q00 (cilia ratus lima puluh juta 

rupiah)" 
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Sedang kentuan Pasal 16 ayat (1) huwf a Und,11)  9-Unclang No. 14 Tahun 2001 
Tentanpaten menyatakan 

Pemegang J?alen meiniijki hak eksldusjf untuk melaksanakan Paten yang 

diniilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuaiya : .................. 

a. dalam hal Paten produk nicmbuat, ienggu1iaç11 Iflenjual nlCnginipo
i • 

nlenyewakaji 	nlenyerahl(an 	atau mcnycdial in u ntuk Jij ual atau. 
discwak 	ntau di sci ahkan pi oduk yang di bci Pdtcn 

. ). ] Meniniban, bahwa dengan demiki 
ian perbuatai yang melanggar ketentu11 

i. 
 -- 	

Pasal 131 Jo Pasal 16 ayat (1) Inn uf a Undang Undang No 14 Tahun 2001 cntang 

l'aten adalah berkjsar dan s7ekitar telah melakulcan 6ndak pidana 

Sederhaim"sedang (ThT huk )  
yang terkandung didalam tindak pidana,tersebut adalali : 

I. I3arang.siap; V 

dengan .sengaja 	J 

tanpa hak Inelanggar hak Peniegamy Pateii Sederaiia; 

ad, 1). 

Mnitithasig bahwa yang dimaksucl Clen(yal) "barang siapa" atau subyek 

hukum dalam llniu 
Hukurn Pidana, semula adalal) hnya nanusja (natuurlijke 

persoosien) yaitu siapa saja atau siapapun atau setiap oran Yang jika dipandaiig dan. 

segi hukun) Ia niampu 11,  empertan cy&),u
bkan l)erbuatanya. Akan Ictapi didala:ii 

perken)ba,,1 
 .hukum pida na seIanjutriyt bu kan ha nya lnnusia yang dianggap 

sebagaj subyek huku m. Dalani berbagai peru ndang
Lij1cJ 111  

dicafltun)kafl sebagai subyck hukum pidana, seperli tcrmuat pada ketentjaj) Pasal 

129 ayat (2) b Unaflguzidaiig No. 14 iahiin 2001 Tenlang Pa ten yang J);uIn 

pokoknya menyatakan 	
Penyidij< Pejabat Pcgawj NCRCr Sipil •eh;,i 

fllfl,u, 

dirnaksiid pada ayat (I) berwenang mclakukaji PCi1)eniksai) tel 
	orang  ataL 
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badan hukum yang diduga melakukan tindak iiidana di bidang Paten berdasarkan 

aduan sebagaimana dirnaksud pada huruf a; 

Menimbang, bahwa Selanjutnya ketentuan. Pasal 82 Undang-Undang No. I 

Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direksi bcrtanggung jawab 

penub atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan persroan serta 

m.cwkiIi perseroan balk di dalam maupun di luar pengadilan" 
/ 

- - 
	

Mcni mbang bi I wa dai i Sui at ) ikw in dalam  pci k a ni d'ipt diketal 
. ' 
	\\ 

aIwa 1  DN Erman JIafni sclaku Direktui Utama PT Truno Bravo telih diajukan 

Terdakwa karetia PT. Truno Bravo didakwa telah meiaksanakan klaim hak 

Pemegang Paten Sederhana No. JD 0 000 133 S milik Erna Rusmawati; 

IVienimbang, bahwa dai fakta yang tcrungkap dipersidangan dapat diketahui 

bahwa benar Terdakwa adalah Direktur i'f. Truno Bravo. Dengan demikian unsur 

ke-1 (barang siapa) terpenuhi; 

ad. 2). Iang_unsulMukurn 	 scnoa 	: 

Menirnbang, bahwa yaig di maksud dengan "sengaja" menu rut rncmorie van 

Toelichting adalah "inenghendaki dan mengi nsyafi terjad inya suatu tindakan atau 

l)erbuatan beserta akibatnya" 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hayadi yang menyatakai..baIiwa Ia 

(Haryadi) hkerja pada PT. Truno Bravo sebagai perancang desain dari mesin 

Perforasi procluk PT, Truno Bravo, dihubungkan dengan keterangan' Terdakwa yang 

mengatakan bahwa dalam niemproduksi mesin Perforasi tersebut ada kesepakatan 

antaraTerclakwa dan 1-laryadi, yang mengerjakan pembuátannya adalah I-iaryadi, 

sedang yang memodalinya adalah Terdakwa dan untuk usaha tersebut dipakai P.T. 

milik Terdakwa, selanjutnya keterangan tersbut dihubungkan dengan surat bukti 

T-14, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui dan njjy.e.xuj.uj 

(menghendaki) PT. Truno Bravo niemproduksi mesin Pcrforasi tersebut • serta 
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mengetahui akibatnya. Dengan cicnikian unsur hukum ke-2 (dengan sengaja) 

tcrpcnuhi; 

ad. 3). Tentangpsur hukum ke-3 (tanpJj.L.mclanggr 	Peme-ang 

Sederhana 

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "tanpa lak melanggar hak 

Pemegang Paten Sederhana" nienurut.Pciiclasan Pasal 16 ayat (1) huru.f a Undang- 

No. 14 raluin 2001 Tcntang Paten dapat disuiipulkan yaltu apabila taiipa 
N 

, 	is ujuanPcmegang Paten tersebut , dalam hal Paten produk 	membuat 

y / 	\ ..•; 	.:"\ 	. 
nt ii unakan menjual niengmpor, menvewakn menvci ahkan atau menyediakan 

: 	\...: .\. \ 
\ 	N,- ,'-UtLk duual atau disewakan atau diserahkan produk yang dibert Paten; 

Ivienimbatig, bahwa yang di maksud clengan "produk" menurut .Pcnjelasan 

Pasal 16 ayat (I) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten mencakup alat, 

mesin, komposisi formula product by urocess system dan lain-lain 
.----- 

Menimbang, bahwa dari Iakta yang terungkap (lipersiclangan seperti tersebut 

dimuka dapat diketahui bahwa PT. Truno Bravo pada tahun 2003 telah memproduksi 

mesin .Pervorasi dengan merek Bravo Perforator elekt rik production BP, 234, bahwa 

mesin Pet fortasi produk PT. Tnino Bravo tersebut menggunakan peralata" barupa 

"pelatuk" yang berfungsi sebagai penahan gerak niekaniknya, dan mengunakan 

"solenoid" yang akan nienarik "pelatuk" tersebut apabi a kertas yang dimasukan 

telah tnenyentuh svicht , sehingga tuckanik bcigcrak m.ndorong jarum yang akan 

melobangi kertas; 

Meniinbang, bahwa dengan clemikian dapat PLla diketahui bahwa mesin 

Perforasi elektrik Production code BP.234 merck Bravo Perforator menggunakan 

peralatan yang sama dengan peralatan mesin Perforasi yang telah mendapat Surat 

Paten Sederhana dari Departcmen Kehakiman R.I. dengan Nomor JD 0 000 133 S 

Tanggal 29 Agustus 1996; 

- 	
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M.eniiiibang, bahwa Penasehat Huku m Terdakwa pada Nota Pembeiaannya 

trtanggal 26 April 2004 pada pokoknya mengatakan bahwa Swat Paten Sederhana 

Nornor JD 0 000 133 S TanggEul 29 Agustus 1996 alas nama Erna Rusn'awatitidak 

perili mendapat perlindungan hukum karena peralatan pada mesin Perfprasi yang 

I 	 --- - 	 - 
lidaftarkan tersebut bukan ternuan barn dan bukan iemuannya, akan tetapi tenivan 

\ . 

- 	
\tersebuta sebelurnnya sudah ada 

\ \ " 	Ivlenirnbang, bahwa untuk membuktikan pemhelaan/pernyataannya tersebut, 

ci 
\ 	U 

\ 	.. •, ,lsehat Hukum Terdakwa mengajukan surat-surat bukti yang diberi tandea T- I 

-- 	T- 14 

Menimbang, bahwa surat bukti T- 1 adalab Swat Pernyataan yang dibuat dan 

ditanda langani oleb Haryadi, isi surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan 

bahwa Ia (Haryadi) mulai bekerja sebagai tcknisi cli P1'. Orphanindo TamamuIi 

sejak tahun 1.990,. dan Ia sangat iiien:etahui proses penivatan mesin perfirator yang 

diproduksi PT. Orphanindo Tamarnula, bahwa Ia pernah diberi tugas oleh Pak 

Zainal Arifin selaku Pinipinan PT. Orphanindo Tainamulia pacla saat itu untuk 

inenibongkar dan meniru mesin KON buatan Jcpang dcngan seclikit niodi fikasi, clan 

dijadikan sebagai mesin Perforasi produksi PT. Orphanindo Tamamulia dengan 

merek New Orpha; 	, 

Menimbang, bahwa surat bukti. T-2 adalah Surat Pengakuan yang clibuat dan 

ditanda tangani oleh Haryadi, isi surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa 

dalani nielakukan pekerjaan niembongkar dan meniru mesin KON 112 biatan 

Jepang yang dijadikan mesin Orphanindo atas perintah dari Bapak Zainal Arifin 

selaku .Direktur PT. Orphanindo Tamaniulia pada sant itu, yang pckcrjaannya saya 

(Haryadi) lakukan disekitar tahun 1995/1996, ketika itu saya (Haryadi) ditugaskan 

untuk ineniru semua komponenlperalatan mesiti KON 112; scliingga saya (Haryadi) 

sangat niengetaliui sekali komponen clari mesin Penforasi tersebut. Bahwa pelatuk 
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yang diclaim oeh Erna Rusmawati sebagni 1as1 dan teinuanny 

karena mesin KON 112 juga memakai pelatuk. Ukunan dan type mesin KON 112 

buatan Jepang yang saya tiru betul-betul sama dengan ukuran mesin yang saya bunt 

untuk mesin Orpha 1 12 

Meuimbng, bahwa surat bukti T-3 adalab Swat Pcmnyataan yang dibuat dan 

ditanda tangani oleb Sunaryo, isi surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan 

saya 	
w (Sunaiyo) pernah bekerja sebagai karyaali PT. OrphaindO Taniamulia 

tahun 1989 sld 
1998, bahwa ketika itu P1 Oi phanindo I amamulta dipinipin 

\ \\ 
\ oeh I3apak Drs. Zainal Arifin selaku pemilik perusahaan tersebut, PT. Orphanido 

Tirf&amulta bergerak dibidang usaha Distributoi msin Perforator mci ek KON 

ing disanipitu 
 PT. Orphanindo Tarnamulia juga memproduksi mesin Perforator, saat 

itu saya (Sunaryd) ditugaskan pàda bagian produksi yang secara iangsung membuat 

atau memproduksi msin Perforator dengan merck New Orpha, adapun model scrta 

tehnologi mesin Perforator tersebut sebeluninya telab beredar di IndQnesia dengan 

merek KON jenis manual dan elektrik buatan Jepang 

kti T-4 adalab Sural Ketemangan yang diterbitkan Ivieninibang, bahwa surat bu  

oleh PT.DJASTA, isi surat buki tersebut pada pokoknya mencrangkan bahwa mesin 

Perforator merck KON type 112 produksi New KON Industrial Co. Ltd adaiah mesin, 

yang in enggunaka ii peralatan cleiigan in enggunakan pci atu k sebagai pen ahan 

geraknya j arum (needles) dan solenoid yang menarik pet atuk untuk menggerakka n 

jarumn, apabila kertas yang akan diperiorasi nienyentuh swicht, bahwa mesin 

Perforator type 112 elektrik merk KON yang digunakan oleh D1PEN.DA Kotarnadya 

Ujung Pandang yang sekarang berubah nama kotanya rnenjadi Makasar dibeli dan 

perusahaan kami PT. DJ,\STA selaku Distributor KON, bahwa kami teiah 

melakukari pengecekkan atas mesin tersebut pada DI]?ENDA Kotamadya Makasar 

Sulawesi Selatan bersama l3apak lhsan Raul' Praja clidampingi tcknisi dari P'1'. 
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Di i\STA dalam rangka melihat contoh mesin tersebut yang 
	at dibuktikafl dengan 

foto terlampir; 

Mcnimbaflg, bahwa surat bukti T-5 aclálah ['otocopy 
SuratlFak dari PT. 

Di ASTA Kepada Bp. Willy - 1 nh sari U. Pandang, isi surat tersebut antara lain 

cohtoh 	
bar kertas yang telah diperforasi, selanjutnya ditrangkafl bahwa mesr 

yarg digunakan untuk contob kertas yang telah diperomsi tersebut diatas adalah 

111c sill type 112 Ii strik 

Mmmbang, bahwa swat bukti I 6 adalahlohocopy Gambai Krangk mcsin 

ferfi aor merck KON 

,) ), 
Memmban bahwa surat bukti F 7 adalah Brosu' New 

11 Model Series 

Oplia Electrical Pet fojating Machine pada halaman belakang dat 
t surat bukti 1-7 

tertulis judul "KON Die Blok System for Model 112 Series & PcrforaiOIi 

Sample", Ditributor PT. Orphanindo Tamamulia Jakarta 

Men1hbang, bahwa surat bukti T-8 adalah 13ros;r "New KON Perforators" 

diterbitkan oleb NW KON INDUSTRiAL CO., LTD , pada Brosur tersebut 

terdapat gambar mesri 
i Perforator merck New KON Perforators Models 112-905 

(Pin) dan Models 1 12-905L (Lever) 

Menimbang, bahwa surat bukti T-9 adalah Brosur ""New I Model 112 Series 

KON Ele
kl Perforating Machine" , pada.Brosur tersebut terdapat Ganthir mesin 

Perforator prbduk NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD. Model 112 •- 905L/I 12-

935L, Model 112-905/1121-935, Model 1 12-605IH2-O5 , Model 112-615 dan 

Model 194-911; 

lvlenirnbang, bahwa jik.a isi surat bukti T-9 clibandingkafl dengan isi surat 

bukti T-7, . maka jelas terlihat bahwa giithr dan tulisai.rta •ukuran mesin yang 

tdapat pada surat bukti T-7 sania dengan gi bar dan tulisan serta u1ctirn yaig 

terdapat pada surat bukti T-9. Pcrbedaan l)aCla kedua surat bukti tersebut hanya 

terletak pada judul halaman mukanya yaitu pada surat bukti T-7 berjudul "New II 
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Model 112 Series Orpha Electrical Perfoi'ating Machine" sedang Juclul pada 

halanian niu'ka surat bukti T-9 adalah "New I Model 112 Series KON Electrical 

Perforating Machine". Sclanjutnya "judul" pada halaman helakang dari kedua surat 

bukti tersebut terdapat kcsamaan yaltu KON Die-Blok System for Model 112 

Series & Perforation Samples. Perbedaan pada halaman belakang dari kedua surat 

bukti tersebut adalah : pada surat bukti T-9 dinyatakan dengan tegas bahwa mesin 

mesin Perforasi pada brosur tersebut adalah produksi KON, NEW KON 

INDUSTRIAL CO., LTD. Sedang pada surat bukti T-7 tilak disebit siapa yang 
At // 

c" i'çähpioduksi mesin-mesin peiloiasi pada brosur tersebut tefapi pada surat bukti T 7 

.. \dikan secara tegas bahwa PT. Orphanindo Tamamulia 'adalah sebagai 

\ 	\ 	D;tribtitoi, sehingga jika dilihat dari kcsamaan dan pci bedaan yang terdapat pat pada 

"kedua surat bukti tersebut dan jika dilihat dan kejelasan gamhar pada kedua Rrosur 

tersebut maka clapat disimpulkan bahwa surat bukti 

tvIenimbarg, bahwa surat bukti T-10 adalah I3rosur "New Orpha Perforator" 

yang diterbit.lçan oleb PT. Orphanindo TamamuliaJi. Johar Baru IJtara VJ/35, pada 

l3rosur tersebut terdapat gambar mesin Perforator Model 112, jika Gambar mesin 

Perforator pada Brosur tersebut dihubungkan dengan barang bukti berupa mesin 

Perforasi merck Orpha Perforator yang dihadirkan cli persidangan maka dapat 

diketahui bahwa Mesin Perforasi merck Orpa Perfofàtor yang dihadirkan di 

persidangan adalah Model 112; 

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 I dan T-12 adalah Photo mesin Perforator 

Merck KON Mod1 112, jika gambar mesin Perforator pada surat bukti T-1 I dan 1'-

12 dihubungkandengan hasil pemeriksaan terhadap barang terhadap barang bukti 

mesin Perforator merck Orpha Perforator maka dapat diketahui bahwa kedua mesin 

Perforator pruduksi NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD. Model 112 dan mesin 

Perforator merck Orpha Perforator Model 112 produk PT. Orphanindo Tamamulia 
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adalah menggunakan tehnologi yang sama 	
"pelatuk" 

sebagai penahan gerak mekan  kL  dan mggui 	 akan menarik 

Menimbang, bahwa surat bukti T-13 adalah Surat Penawaran Harga Iviesin 

Perforator merek I(ON yang diterbitkan bich PT. DJASTA, isi dai surat, bukti T-13 

antara lain menerangkan bahwa type mesin electric menggtinakan tctaga listrik yang 

rcndah yaitu 200W 

Menimbang, bahwa surat bukti T-14 adalah Surat i'ernyataan Bersama, yang 

nda angani oleb Haryadi sebagai pihak Pertama dali Drs. Erman 1'Iafni sebagai 

\
Kedua, isi dan surat bukti T- 14 pada pokoknya mcnerangkan bahwa Haryadi 

- 

	

	
'dan Drs, Erman Hafni telah sepakat untuk membuat nicsn Pu lorasi hasil cksai 	n 

Haryadi, (lalam pembuatan mesin Perforasi tersebut Drs. Erman Hafni yang 

nienodalinya, seclang yanu, membuat mesin Penforasi na adalah Haryacli dengan 

menggunakan pci-Osahaan mitik Drs. Erman Hafii. Dalani keija sana tcrseuul 

Haryadi bersedia mengalihkar: hasil desainnya kepada Drs. Erman Ilatlu untuk 

didatlarkan Hak Desain Industninya pada Dircktorat. Jenderal 1-TAlK!, untuk kerja 

sama yang telah disepakati maka Drs. Erman Hafni memberikan sahan'i perusahaan 

sebesar 5% kepada Haryadi, clan pada kerja sama tersebit Haryadi bertanggung 

jawab atas mesiii yang dibuat berdasarkan hasil dcsainnya; 

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Haryadi dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan bahwa sebelum bekcrja di PT. Truno Bravo, saksi (Haryadi) 

bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia, ketika saksi bekerja di PT. Orpanindo 

Tarnarnulia yang saat itu dipinipin oleb J3apak Drs. Zainal Anifin yaitu orang tuanyi 

Ibu Erna Rusmawati, saksi pernah meniru atau n'ienciplak mesin Perforasi. Pada saat 

itu saksi bersarna dengan l3apak Drs, Zainal Arifin inelakukan pernbongkaran mesin 

Perforasi merk KON type 112 buatan Jepang, satu persatu dari alat-alat inesin 

tersébut saksi buatkan gambarnya, kemudian saksi bersama Pak Drs. Zainal Anifin 
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mcncari bahan-bahan dan alat-alat yang akan 1 gunakan, lalu dibubut scsuai dengan 

mesin Pcrorasi merck KON type 112, scla nuinya d irakil dan tcrnyata bcrhasi I 

membuat mesin Perforasi tiruan dari mesin Perforasi merck KON type 112. Bahwa 

mesin Perforasi merck Orpa jenis manual dan elektrik bukanlah hasil teinuan Ibu 

Erna R.usmawati selaku Diiektur PT. Orpanindo Tamainulia pada saat mi, karena 

tehoologi mesin itu sudah ada pada mesin Perforasi merck KON jenis elektrik dan 

ilan t ial huatan Jepang, 

Menimbang, bahwa jika pertimbangan terhadap surat bukti T-7 dan T-9 
( 	t\ \ \\ 

,Jrthpbunkan dengan pci timbangan terhadap sui at bukti f
- 
 10, dan dihubungkan 

fican pertimbangan teihadap surat bukti F 11 dan T-12 lalu dihubungkan pula 

dengan surat bukti T-i, T-2, 1-3, T-4, T-5 dan T-6, selanjutnya dihubungkan dengan 

keterangan saksi Haryadi tersebut di atas, karena terdapat kesamaan antara satu 

dengan Iainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut - -------------------------------------

- bahwa mesin Perforasi elekirik Merck KON Model I 12 menggunakan tehablogi 

yang saina dengan mesin Perforasi merck Orpha Perforator Model 112 produksi 

PT. Orphani udo Tamamulia yaitu sama-sama m emakal al at 'pelatuk" sebagai 

penahan gerak mekani, dan menggunakan alat "solenoid" yang akan menarik 

"pclatu'c" tersebut apabila kertas yang akan diperforasi telah menyentuh swicht, 

kemudian gerak mekanik mendorong jarum yaiig akan memperforasi 

(melobangi) kertas tersebut,  

bahwa mesin Perforasi elektnik merck KON' Model 112 produksi NEW KON 

INDUSTRIAL CO., LTD lebih dahulu mcnggunakan tchnologi dengan peralatan 

tersebut dari pada mesin Perforasi elektnik merck Orpha Perforator Model 112 

produksi PT. Orphanindo Tamamu la 

Menimbang, bahwa ketentuan i'asal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 

Tentang Paten menyatakan 
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(I) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung Iangkah 

i nventi 1' serta dapat ditcrapkan d ala r illdLlStli 

(2) 	Suatu Invensi mengandung langkah nvcntif jika Invensi tersebut bagi 

seseorang yang meni punyai keahi ian tertentu di bidang tekn i k 

merupakan hal yang tidak dapat diduga scbelumnya. 

Pasal 3 lJnclahg-.Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyatakan 

( ) 	Suatu Invensi dianggap baru i ka pada tanggal Peneriniaan, invensi 

-. 	
' 	 tcrscbut tidak sama dcngn teknologi yang chungkapkan sebClumnya 

(2) Teknologi yang diungkapkan sebe.luninya, sebagai muia dimaksud pada 

\Li 	ayat (1) adalab teknologi yang telah diumunikan cli Indonesia atau di 

luat indonesia dalam suatu tub in ui a<1n i 	at't mclalui PCI agaan t m 

dengan cara lain yang niemungkinkan scorang ahli untuk mciaksanakan 

irivensi tersebut sebelum 

TanggalPenerimaan, atau 

tanggal prioritas. 

Menimbang, bahwa oich karena mesin Perforasi elcktrik merck KON model 

12 produksi NEW KON INDUSTRI AL CO., LTI). I.Xbill da huhi menggunakan 

teknologi dengan peralatan "pelatuk dan "solenoid" tersebut dari mesin P erforasi 

elektrik merck 0 rpha Perforator model 11.2 produk PT. Orphanindo Tamamulia yang 

diprodulcsi berdasarkan -Iak Paten Sederhana Nomor JO 0 000 133 S Tanggal 29 

A.gustus I 996,çsedang peneb.itan Surat Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati 

Nomor SD 0 000 133 .S Tanggal 29 Agustus 1996 untuk penemuan dengan judul 

"Peralatan Dari Suatu Mesin Perforasi") iiama Penenm 	Erna Rusm?watj 

bertentangan dengan ketentuan l)aSil 2 ayat (1) ,dan (2) serta ketentuanPasal 3 ayat 

(1) clan (2) Undang-Undang No. 14 l'ahun 2001 Teniang Pñten, niaka 1-lak Paten 

Sederhana atas nama Erna Rusmawati Nomor J[) 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 
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1996 idak mengikat kepada pihak lai llc 	t' 	pcdumendapatper1iPdUflg. 

hukum 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbngan Lcrsebut diatas, meskipun 

semua unsur hukum dari perbuatan yang dinyatakan dalam Pasa 13 1 joPasaI i6ayat 

(I) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten tempenuhi, akan tetapi 

kre.na  Hak Paten Sederhana atas nama Emna Rusmawati tidak mengikat kepada 

piliak lain dan tidak perlu mcndapat perhndungan hukum, maka perbuatan 

I. 

Terdakwa 

nr 	 b n 1,pnmdLlksi dan menjual mesin 
.5.iaKU UI(.h.LUi 	L • .L I UIIU 	V%' JC"'. 	 -,

lll 	
-- 

, 	asi tidak meiupakan suatu tindtk pidana katena itu reidakwa harus diputus 

iejas1ari segala tuntutan hukuni 

\'1eninbang, bahwa (.)ICh Icarena 'lerdakwa hams CIdCpaS dan egaIa tuntutan 

'S/TA I 
hukum, maka kepada Terdakwa harus dibenikan rehabiiitasi 

Mcnimbang, bahwa oleh karena Tendakwa hams dilepas dan segala tunkitan 

hukum, maka barang-barang bukti yang disita dari PT. '1 mono mayo, seIuruhnya 

hanis dikenibalikan kepada PT. Truno Bravo, sedang baran-baran bukti dan sural- 

	

g 	g 

surat  bukti yangt disita dari P'F. Orphanindo Tamaniulia harus dikembalikan kepada 

PT. Orphanindo TarnarnuIia 

Nvlenimbang, baliwa oleh karena I'crdakwa liarus dilcpas clari segala tuntutan 

hukuin, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; 

Mengingat ketentuan hukum yang bersangkutan dengan penkara tersebut, 

khususnya Keteni.uan pasal 131 Jo Pasal Pasal 16 ayat (I) l)uruf a jo Pasal 2 ayat 

(1) daii (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2001 Tcntang 

Paten Jo. Pasal 191 ayat (2) KU1-IAP. 

Mengadili 

1. 	Menyatakan pe buatan yang dtdakwaka n kep iaTcrclakwa Ds. Frman 1-Ia fil I 

tersebut di atas terlv.ikti, tetapi perbruilan itu lidilk nienipakan sualti lindak 
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Melepas Tcrdakwa Drs Erman 1-1a1i oleh karena itu dad segala tuntutan 

hukuni 

\'lemulihkan hak Terclak\va dalam keinaiiipuan, kedudukan dan harkat serta 

martabatnya; 	V 

Memeri.ntahkan agar barang-barang bukti berup 

- 	2 (dua) unit mesin Perforasi clekirik yang sudah scicsai/sudah jadi, yal;g 

satu merck Bravo Perforator dan yang satu lagi hel un ada merck nya 

- 	 rasi elekirik yan g bari selesai 0 %; 1 (satu) unit mesin Perfo  

1 (satu) unit mesin Perforasi elektuk yang barus selesai 20 % 	
c 

4(empat) buah bering depan bela Lang - 

1 	2 (dua) buah polly besar kin dan kanan 

iç \ 
- 	2 (dua) pasang bering yan terdiri dai 1 4 (empat) niangkok bering depan 

. 	bclakang; 

- 	(satu) buahsolenoid; ' 

- 	I (satu) buah dynamo ¼ PK merck 1-litachi - 

I (satu) tutup body; 

- 	I (satu) buah die blok; 

- 	I (satu) set centric tanpa gigi; - 

- 	I (satu) buah as gigi belakang; 

- , 1 (satu) buah as garpu; 

I (satu) potong rantal gigi (kurang lcbih 30 cm); 

I (satu) buah dudukan solenoid; 

- 	I (satu) buah dudukan rangkaian; - 

dikembalikan kepada PT. Truno Bravo; 

sedans barang-barang bukti serta surat-surat bukti berupa: -' 

- 	1 (atu) unit mesin Periorasi merck Orpha Perfrator; 

- 	I (satu) unit mesin Peiforasi merck Bravo Perforator type I3P-234 
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elektrik 2 bans (liuii;f dan angka); 1/ 

1. 

- 	selembar ash Surat Patcn Scdcrhana 1.11.  Erna Rusmawati Nomor .1 D 0 

000 133 S Tanggah 29 Agustus 1996; 	/ 

- 	1 (saW) bendel diskripsi peralatan dad suatu mesin pertrasi; 	- 

I (satu) lembar ashi Brosur mesin Perforasi merek Bravo Perforator; 

- 	I (satu) lembar ash Surat Penawaran harga mesin Perforasi diterbilkan 

olth PT. Truno Bravo; 

-. 	I (satu) lembar ashi Surat Daftar Harga mesin Perforasi diterbitkaii oleh 

PT. Truno Bravo; 

- 	1 (satu) lembar Kwitansi asli pembehian 1 (stu) unit mesin Perforasi 

kertas merck Bravo Perforator, tertanggal 27 April 2003; 

dikembahikan kepda PT. Orphanindo Tamamuhia; 

5. Membebankan biaya perkara dalam perkara mi kepada Negara. 

Demikiarl diputus pada hari mi Selasa, tanggal 4 Mel 2004 (dua ribu empat) 

dalam sidan&n,isyawarah MajehisHakim Pengadilan Jakrta Timur yang terdiri dan 

H. Zarkasri, SH. M.Hum sebagai 1-lakirn Ketua Majehis, Nardiman, SN. Serta John 

Piter, SH. Mi-I. masing-masing scbagai Hak.im Anggota, Putusan-mana diucapkan 

dalam persidangan yang terbuka untuk urnurn pada hari itu  juga oleh 1-lakim Ketua 

tersebut, yang dihadiri oleh masing-masing 1-lakirn Anggota tersebut, Donna R. 

Sitorus, $E-I. M,Hum Jaksa Penuntut Umuni, Manat Lumban Gio1, SH. Panitera 

Pengganti din Terdakwa serta para Penasehat 1-luku rnnya. 

1-lakim Angota 1, 	Ketua, 
.,.. 

...................... 
( 	 '\ 

NardimanSji. 	 . 	Flarkasri, SH. Mi-Turn. 
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Haldm Anggota .11, 

John Piter. SI-I, MT. 

Panilera Pcngganti, 

ttd. 

Foto coPY/
.salinan sesuaj dangan redaksj asliny 

tus 	erka pida No# 

d-iberik,= kepada  2 Jaksa PitutUnun, unthk kepatijuan  Dina. 

Jakarta, /1 	M e I 24 
y 

ANITERA/ SITAR,IS 
/ I 

' ( 	 LT1XE1LI JAXA1lT TL'RJR 
Ji 

N. 040029326._ 
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P U T U S A N 
WOMOR : 65/PATEN/2004/pp4. NIAGAJJ KT.PST 

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

	

Pcngadilan Naya pada l::eIgEt(I. 	 Jakarta iusat yti g niit iki 

dan rnenqadili •cjugatan Perrbatalan PATEN pacla tingkat pertama , lelah 
menjatuhka.n putusannya sebagai berikut dalarn perkara antara: .............-• ---------- 

	

Y.TRlPRlMA INTIBAJA INDONES!A 	suatu perseroan menurut hukum 

cgra Republik Indonesia , berkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta 

No. 135 Blci< C - 3 , Jakarta Pusat 10730, dalam hal mi rrrriIift dcn- sili hukurn 
pada Kantor Suryomurcito Co., ,4d'dat dan Kc*suItan Paten , beraIarrt di 

&ite 601 Wsrna Pcndd< lndah , A. Siltan Iskandar Muda Kay. V-TA Pdc 

Indah, Jakarta Selatan 12310 berdasarkan Ssat Kuasa I1usus tertancjgal 11 

Nbrrter 2004 dan selanjutnya disehut PENGGUGAT ; _________________________________ 

Melawan 

I' ' , RNL)I 1.NUSTRIES, beralamat di Kawasan Industri MM-

2(10. Blc(" 4- I, Qbitung, Bekasi 17520, sefarijutnya disehut TERGUGAT 

Pengadilan Naga tersehut cliatas ; 

Mentaca Penetapan Ketua Peñgadilan Negeri/ Nacja Jakarta Risàt 
cmcc: 65/ 	-PATENI2004/PNthjaga.Jlçr.psT tanggal..22 N$penter 2004 

tentang penunjukanMajejis F-bkim yang memerikadan merrutus perkara mi; 

Merrbaca Penetapan Hakim Ketua Majefis omar : 65/HK1-

PATENt2004/PN. Naga/J Kr. PST. tangga( 23 cpenter 2004 tent ancj penet apan 

wi sidang pertama ufituk memeriksa perkara ml ; ------------------- - 

rietrbicE 	Jeikasu ; ------------------------------------------------- 

Merrbaca dan rrmeriksa surat-surat bukt dan saksi yancj diajukan deh 

	

kedua pihak 	herperkara; --------------------- 	-------------------------------------------- 
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TENTAN-G DUDU K N YA P ER KARA 

Menintang bahwa Pehggugat telah rrnqajukan gugatari Pen-tatalai-i 
PATEN dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Naga pada tanggal 12 
Nerrber 2004 	dengan N -r -  : 65/PATENf2004/pNJcl- psT dengan 
nncJen-ukakan hal-hat sebagal berikut: 

1. 	
ahwa Penggugat adaiah produsen barang-barang bérupa segel penutup 

drum yang merupakan harang sejenis dengan segel penutup. drurn yang 
dlprcduksl deh Tergugat; 

2, Bahwa Penggugat tiarus mengalarri haliwa Kuasa Tergugat telar,  
rnengirIn<an surat Scasi tertancjçjal 28 Oktther 2004 kepada Penggugat 

yang lslnya menyatakan bahwa segel Penutup untuk tutup drum yang 
dibuat deh Pengcjugat untuk dipas 	kepada Pertanina tersebut telah 
melanggar Paten Sederhana No. ID 0 00O..528 S dan merrnta agar 

Penggugat menghentikan pencJgunaan segel penutup untuk tutup drum 

.yang dianggap melangcjar hak Tergugat atas Paten &3derhana No. ID 0 
528 S tersebut, 

- 3 	aa Pen9gugat herpendapdt haa paten Sederhana Not. ID 0 000 528 
lilik Tergugat tersebut sehat usnya tidak diherikan deh karena 

peeniian yang ken-ijd,aji diberi Paten Sederhana tersebut ternyata telah 

clsunakan secara kcnrsiaj di Indaiesia deh Tergugat sehelurn 

perrrfrtaan paten sederhananya diajukan. Dengari den-Ikian Penggugat 
men-punyal kepentingan untuk mengajukan gugatan pen-batafati Paten 
Sederhana No. ID 0 000 528 S terhaclap Tergugat berdasarkan alasan 

fakta hukumn yang akan diuraikan dalam surat gugat mi, dan bukti-butçtj 
yang akan diajukan pada keserrpatan pentuktian nanti; 

Bahwa Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S diberikan atas perrrintaan 
yang diajukan ceh Tergugat dengan Nk -rr Pernintaan Paten : S - 
990041 dengan Tanggal Penerjrnaan Permintaan Paten: 15 Aprfl 1999; 
eahwa penerrjJai yang diheri Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S 

tersebut yang berjudtjl segel penutup untuk tutup drum temyata telah 
digunakan secara ka-nersial di Indaiesja deh Tergugat setidak-tidaknya 
ojnk tnnJcJnI 9 Rbrti,I 1090, yiii(u c1tsig1i rrKrrI 1 I-IrcX.11.11i yw ig 

paten Sederhana tersebut kepada PT. Pertarrna ( Persero ); 

Bahwa dengan telah dkjunakanr,ya penemuan tersebut secara kcrnersjat 

pada tancjgaj 9 Pebruarj 1999 deh tercjugat sendiri, maka penen-uan 
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tersebut telah tidak haru pada saat drrntakan Paten sederhana pada 

tangcjal 15 1April 1999; 

7. Bahwa deli karena penerrtian tersebut telah tidak haru pada saat diajukan 

perrrintaan patennya, . maka seharusnya •Paten sederhana atas penemuan 

Tergugat tersebut tidak diberikan; 

8, Bahwa c1eh karena seharusnya tidak diberikan paten sederhana, maka 

Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dapat dihatalkan cAeh Pengadilan 

herdasarkan gugatan yang diajukan deh pihak keticja; 

	

9. Bah'va terlehih lagi 	ternyata Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S 

tersebut apabila dgunakari at au dilaksanakan akan bert ent angan dengan 

peráturan peruncianguncJangan yang herlaku deli karena penerruan yang 

diberi paten sederhana tersebut rrnçjanduncj merek clagang terdaftar iIilc 

PT. Pertarrina ( Persero  ) . Uidang-Uidang yang dilangcjar dalam 

huhunqan ini acIa!ah.Uidang-U- dang Pb. 15 Tahun 2001 tentancj Merek; 

10.. 	Bahwa fakta-fakta tersehut diatas yang didukung dengan hukti-hukti yang 

*n disarrpaikan dalam ,Acara Perrbuktian merrbuktikan hahwa 

/ ppJ 
\.. an Tergugat yang diheri paten Sederhana Nb. ID 000 528 S, telah 

¶haru pada saat diajukan perrrintaan patennya sehuigga I arus 

.) 	iibtaj.kan. 

atas dasar alasan-alasan hukum tersebut diatas serta bukti-hukti 

yang tidak akan dapat disangkal kehenarannya deh Tergugat, dengan mi 

Penggugat dengan segala hccrnat n-c4icn kepada Bapak Ketua Pencjadilan Naga 

Jakarta Pusat c.q. Majells Haklm yang akan mengadill . perkara aquo herkenan 

rnerrberikan keputusart sebagal berikut: 

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

Menyatakan penemuan Tergugat yang diheri Paten Sederhana No. ID 0 

000 528 S telah tidak baru pada saat diajukan pernintaan patennya pacia 

	

tanggal 15 ApriI 1999; 	 • 

Merrbatalkan Paten Sederhana No, ID 0 000 528 S untuk seluruh 

klairrnya, dengan segala akibat hukun-riya; 

Memerintahkan Panitera Pencjadilan Naga Jakarta Risat üntuk segera 

menyarrpaikan salman putusan mi kepada Kantcr Paten ( Erékt -at Paten 

IAtjen HKI, Departemen Rikum dan F-tAM RI ) , guna pelaksanaan 
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IDutusan ml sesual dengan .ketentuan Pasal 93, Uldang-udang No. 14 
tahun 2001 tentang Paten; 

5. Menghukum Tergugat untuk nntayar seluruh hiaya yang tirrbul dalam 
perkara ml; 

Menin-
bang, bahwa pada hari persidanan yang telah ditetapkan, untuk 

Penggugat datang menghadap dalarn persldangan Kuasa Rikurmya bernarr2 
GUNAWAN StJRYOMtJRC3,r0, Sri. YAJNTO JAYA, SFL 	 sr-i b, dasarkan &irat Kuasa Khusus tertai)ggaJ 1 1 Ncperrher 2004 sedangkan uiuk 
Tergugatdatang menghadap Kuasa Rikurrnya bernania SOERJANTO ANGKAH, SH ., ABDUL HAKIM, SH., FuRl NINGSIHSH NINA PJUJLA.. 
SON4RTO daii FADULY MASRIL,SH. 

Advckat,, Pengacara pada Kantc4 
iAd\.c4at & Pengacara Soerjanto iAngkah, SH. , beralamat di Jalan Kelapa Gading 

Bct4e\rd, berdasar<an &irat Kuasa Khusus Nb. 621/2004 tertanggam 26 
Nkerrber 2004 ; 

'7_ \ 
ve)ang Majelis Hakim telah berusaha untuk mendarraikan para pIhak 

1It1cak herhasii 	maka perrrksaan perkara din-&jlai dengan Ipic 
eaakj gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan del-i 

Menirrbaiig , bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat 	mengajukan 
Jawaban secara tertulls tertanggaf 18 IAgUStUS 2004 , yang pada Pddnya menyatakan sebagam beriktj --------- -------- --- ------------ ---_ ------ 

Eksepsl: 

E2LRtiQPLurlurn Litis Consortium ( kurang pihak): 
Bahwa gugatan pen-

batalari dari Penggugat terhadap Tergugat selaku pihak 
yang .rrmegang hak Paten Sederhana ml, dirnana Tergugat bukaniah pihak 
yang menemukan tentang proses maupun hasil produksj barang-baraj 

jg 
berupa Segel Penutup untuk tutup drum tersebut; 

Bahwa Tergugat .mendapatkan hak dan l.n clarA Penerrij pertarna kali atas 

harang..harang berupa segel penutup untuk tutup drum tersehut untuk 
didaftarka,) pada Kantcr Paten. 

Bahwa segala discripticn yang mencakup hidang tehnik , uralan Iengkap 

penerruan beserta fungsi dan kegunaanriya agar segel penutup untuk tutup 
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drum tersebut rnerrpunyai quaUfikasi dalam penggunaannya rrrupakan hak 

dan ln'ntcc tersebut sebelum pendattarannya; 

Bahwa deh karena itu Gugatan pen-batalan atas Paten sederhana ml haruslah 
mengikut sertakan pihak lnnta-  yang pertamakali menerrukan innsinya 
tersebut; 

5. Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatan Perrbatalan Paten sederhana liii 

tidak menyertakan pihak lrntcrnya, sehingga Gugatan dalam perkara ini 
kurang pihak; 

Bahwa karena gugatan pen-batalan ini kurang Rhak, maka sudah 

sepatutnyalah Gugatan Perrbatalan mi mi tidak dapat ditenima. 

Pokok Perkara: 

7, Bahwa Tergugat menolak seluruh daIi-daIil dari Pencjgugat dalam Gugatan 

Perrbatalan ml kecuali secara tecjas yang diakul deh Tergucjat; 

8. Bahwa Gugatan Periggucjat dalam perkara ml merupakan Gugatan perrbatalan 

atas paten Sederhaia dari Tergugat yeng telah terdaftar clihawah Nbr- ID 

528 S, Segel Penutup Tutup Drum, yang perlinduncjannya telah rrulai 
sejak tanggal•15 April - 1999 tersebut 

/ 	barena penerirnaan Paten tersebut pada tangc;al 15 /\pnil - 1999, rnaka 
prrr1naii shlurn wiLuiya U1dLi10-u1(:aI) I. 14 (alwil 2001 

Hkan ketentuan pada thdang-Udang Nb-rc-  S tahun 1989
aimana 	

, 
yang diubah berdasarkan Udang-Ux$ancj Nb-rc-  13 tahun 

1997, maka Gugatan perrbatalan mi haruslah berdasarkan ketentuan dan 
L.hdang- Uidang tersebut. 

Tentang perbandinqa,, thdanq-thdanq Nomor S tahun 1989 lo. Udadanq 
Nn - 13 tahun 1997 denqan thdanUdanq Nbr -  14 tahun 2001 tersebut; 

Bahwa dalam jiwa Uldang-thdang Ncmy-  6 tahun 1989 Jo peruhhan 

Uldang..thcjang t'ersebut dalam UxIang-uidang Nb. 13 tahun 1997 , sifat 

keharuannya kurang jelas, karena sifat kebaruan berdasarkan pasal 6 ayat 

2, adalah terbatas penerrl.ian Paten sederhana yang dilakukan di 
lndaiesla; 

Sedangkan jiwa dari. Udang-u'dang Paten yang baru l"bx*-  14 tahun 2001 
tersebut, khusus untuk Paten sederhana yang dapat dihaca dalam 
penjelasannya yang berbunyf 	Sifat Baru darl Paten Sederhana dalarn 

Uidang-Uxlang patei lama tidak begitu jelas. Dalam Udang-Uidang mi 

ditegaskan kebaruan bersifat ithiversll 	c4san-ping tidak jélas, ketentuan 
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dalam Lhdang-Udang Paten larna rrerrberikan kerrungkinan haiiyaknya 

terjadi peniruan innsi ( Penen-ijan  ) dan luar negeri yang dinintakan Paten 

Sederhana; 

12. Bahwa karna sifat baru tersebut merrpunyai sifat Lhi'rsil, yang rrksid 

dan tujuannya agar Penerru ( lnntcr ) tidak dperkenankan untuk 

mendapatkan perlindungan atas penerruannya ( ln'ensi ) terhadap suatu 

Tehnc1jl yang pernah diterrukan pihak lain, dan hal tersehut tidak herlaku 

bagi apabila pencjgunaannya rrndapatkan in dari pihak yang menerrukan 

sehelurrnya; 

1 	. 	Bahvva kdrena itU I etgucjat dtl n rtickiltaiIcAll hL11\llYLt tidik bet let 11 ii KJL 

dengan pasal 2 dan pasal 7 thdang-Udancj Nomor 6 tahun 1989 yang 

diuhah herdasarkan Udang-Udang Nra 13 tahun 1997 tersehut, karei 

telah merrperdeh persetujuan dari inventornya. 

Tentang. sifat kebaruan dan Penemuan hasH Produk yang dlHnduni oleh 
Paten Sederhana: 

14. Bahwa hal tersebut ternyata In'nsi ( Penen-ijan ) hasH produk tersehut 

an deh Percangan yaitu Sdr. AGUS SUGIARTO dan bukan deh 

dan Tergugat nndaftarkan hasH penerruan dari lnntcc tersehut 

ndapatkan in dan hak dali Paten (Inventa ) tersebut; 
JC.JJ 

lhwerdasarkan keterancjan dari pihak lnptc-  pada bulan Januari s./d 
pC I 1999 linsil procluknyn rnnsih dalam tnt f pctwhitian din 

etangan dan hal tersebut rrsih dalam taraf percobaan ( trial  .) 
rrngingat penernijan tersehut sangat belum sen-puma; 

16. Bahwa pasc4an yang dilakukan Tergugat kepada pihak Pertarrina 

berdasarkan ader dari pihak pertarnina merupakan segel Penutup untuk 

tutup drum kcinsicnaI yang sama sekahi berlainan dengan Pat.n 
• 	Sederhana yang diterrukan deh Sdr. Agus Sugiarto selaku lri'ent, tersehut 

yang merrpunyai tehnckxjie yang sangat berlainan; 

17. Bahwa karenanya Paten Sederhana yang dikeluarkan cleh Dtjen Hak 

Kekayaan lrttelektua( ( Kantor Paten ) tersehut henar-henar sesuai dengan 

keténtuan yang tercanturn dalam Uldang-uidang No. 6 tahun 1989 Jo. 
• 	 thdng-thdang No. 13 tahun 1997 tersehut; 

16. Bahwa . hal tersebut dapat diketahul dari latar belakang Penen-,jan yanq 
berdaarkan ketentuan pasal 110 ayat 3 .  Lhdang- Lhclang No. 13 tahun 1997 
yang merupakan perubahan dan Uidang-Uidang No, 6 tahun 1989 , yang 
berburr4: 
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(3) Dalam melakukan pemerksaan substantif , Kantor Paten hanya 

merneriksa syarat kebaruan sebagaimana yang dlmaksud dalam pasal 6 

ayat (2) 

dimana perijelasahnya herbuni: 

Dalam menlial kebaruan penemuan paten Sederhana ml, hanya 

menggunakan relerensi dari penemuan-penemuan sederhana yang 

dilakukan dl Indonesia, Unsur Kebaruan yang dinHal mencakup pula 

adanya kematuan tehnolocil yang ada pada penernuan yang dimintakan 

paten sedertlanatersebut ". 

19. Bahwa selain itu, apabila menyirmk iehih jauh lagi atas Uidang-Uxlang No. 

14 tahun 2001 tentang Paten Sderhana, pasal 1.05 ayat (5), yang berbuii 

Dalam mejakukan pemeriksaan substantif, D!rektoran Jenderal hanya 
memerlksa 	sebagalmana yang dlmaksud dalam pasal 3 dan 
keterterapannya dalam Industri (industrial appilcability ) sebagaimana. 
yang dlmaksud dalam pasal 5 "; 

T\Dalam penJ3iasannya pasal 105 ayat 5 , yang berbunyl " (5) Yang 

maksud dengan kebaruan adatah bukan sekedar berbeda clii 

melainkan juga harus memiliki fungsi I hegunaan yang Iebth 
1ktls darl invertsl scbeiumnya; 

Bahwa penen-Ijan deh irrntc( dalam Paten Sederhana tersebut selain 

men punyal fungsi/kegunaan yang Iehih praktis , juga merrpunyai fungsi 

pengamanan dari tindakan pemalsuan , dad segel penutup untuk tutup 

drum kcn'nsicnai tersebut serta hak penenruannya rraupun hak 

penggunaannya masih berada pada In\entcrnya sebelum pendaftaran 
patennya dilaksanakan; 

Bahwa oieh karena itu Paten Sederhana yang dikeluarkan deh Kantcx 

Paten ( sekarang Erjen HAKI ) telah memenuhj ketentuan dalam Luidang-
thclang No. 6 tahun 1989 Jo. thdang-thclang Nbcrtc 13 tahun 1997 
tentang perubahan thdang..uciang No. 6 tahun 1989 tersebut, bahkah 

juga teiah memenuhi ketentuan dan thdang-Lhclang Nb. 14 tahun 2001 
tentang Paten; 

- ientang itikad buruk Pen!gquclat- 
MthaiAkta; 

Bahwa Penggugat telab mengakui secara tegas dalam dalil gugatannya 

halaman 3 ( tiga) alinea ke 34, butir 1 (satu)" Bahwa Periggugat adalah 
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produsen baranj-barang berupa drum yang merupakan harang-harang 

sejenis penuntup drum yang diproduksi deh Tergugat 

Bahwa karena telah jelas Penggugat men-produksi barang-barang sejenis 

berupa segel penutup drum yang diproduksi deh Tergugat dirrna 

Produksi atas barang-barancj tersebut yang jenisnya telah dihuhuncji 

berdasarkan paten sederhana yang menjadi hak eksklusif dari Ter( ugat; 

Bahwa Karena Penggugat dakirn merrprcduksi harang.-harancj sejenis 

tersebut tanpa seIn maupun tanpa persetujuan dari Tergugat, maka 

Penggugat merupakan pihak- yang heritikad buruk dengan melanggar hak-

hak ekskluslf dan. Tergugat tersebut; 

Tentang preseden buruk (tidak balk): 

Bahwa Tergugat selaku pemegang Hak eksklusif atas Paten sederhana 

tersebut telah tidak merrperdeh perlindungan hukum atas tindakan 

Penggugat tersebut dan dikhawatirkan pihjak ln\.estx ..Asing lainriya yang 

lngih menanarrkan rrdaInya di lndc*-iesia akan takut dan ragu-ragu 

mengingat Tergugat merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing 

( PMA) yang hak-haknya harus dilindungi sesusi ketentuan hukum yang 

erlaku; 
/ •/.--j-  \\\ 

/ 1 	2ttrM,a hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi pengeni-bangan 

1aman rrdal, lebih-lebih terhadap Penanaman Modal Asing yang 

'-hir-akhir IN banyak yang hengkang keluar Negara kita; 

)7'Bahwa karena Penggugat telah benitikad buruk dalam mengajukan 
Gugatan Pen-batalan Paten Sederhana liii, maka sudah sepatutnya 

Gugatan Penggugat untuk ditdak seluruhrrya; 

Rekonpensi: 

28. Bahwa apa yang terrnijat dalam kcnpensi tersebut, tenrrsuk pula dalam 
Rekc*ipensi IN; 

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Kc*ipensi diatas, pihak 
Penggugat menpunyam maksud itikad buruk dalam mengajukan Gugatan 

perrbatalan Paten Sederhana yang merupakan hak eksklusif Tergugat 
tersebut; 

30. Bahwa guna melindungi hak-hak eksklusif atas Paten Sederhana yang 

menjadi hak dari Tergugat, sebagal pihak yang paling dirugikan , karena 

tidak mendapatkan perlindungan hukum sebacjain-iana nestinya maka 
dalam Rekcipensi ml 	Tergugat/Penggugat ckcnpensi ndici agar 

Pengadilan NJaga mengeluarkan Penetapan sémentara untuk 
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menghentikan serrntara segala kegiatan yang dapat dikateg -ikan 

sebagal pelanggaran Paten dan pelanggaran hak yang berkaitan dengan 

Faten; 

Balva pengeluaran Penetapan sementara tersebut sangaflah diperlukan 

mengingat dalan, Gugatan Pentataan ml adanya pihak-.pihak yang tetap 

nielakukan tindakari yang meianggar hak eksklusif Paten Sederhana da,1 

Tergugat/Penggugat. Rekcnpensl tanpa adanya kehendak untuk 

menghentikan tindakan tersebut, deh karenanya Pengeluaran Penetapan 

sementara tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan 

pelanggaran tersebut tidak terhatas pada Penggugat / Tergugat 

Rekonpensi saja; 

BaI- 'a berlakunya Penetapan sementara tersebut san-pal adanya putusan 

Badan Peradilan dalam perkara mi yang telah men-punyal kekuatan hukum 
yang pasti; 

Batnwa karena adanya itikad huruk dari Penggugat /Tergucjat Rekonpensi 

dengan cara meakukan perhuatan yang men-priuksi haranq-barang dan 

Tercjugat yang dlinduncji deh paten Sederhana tersebut sehngga 

fbuatan tersebut dikategaikan sehagai Perhuatan yang rrIawan hak 

'ekkIusif dan tergugat, 

4.(Bhwa karena itu perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut 

eIanggar hak ekskiuslf Paten Sederhana dari Tergugat, yang 

dampaknya bukan saja menimbulkan keruglan darl Tergugat, akan 
tetapi merupakan suatu knisis kepercayaan untuk setgiap Investor 

Asing yang akan menanamkan Investaslnya dl Indonesia; 
35. Bahwa 	deh karena itu perlu kiranya 	untuk rnenghukum 

Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk tidak lagi men-prcduksj barang-
harancj yang sejenis dengan produksi Tergugat /Penggucjat Rekc*ipensi 

yang dilindungi Paten Sederhana darl Tergugat/Penggugat Rekcnpensi 
tersebut; 

Atas dasar argumentasi hukum- qcud-nun, maka Tergugat/Penggugat 

Rekcnpensi nx*cn dengan hcrniat agar sudilah kiranya Bapak Ketua dan 

A'ncjgcta Majelis Hakim Pengadilan Naga untuk men-utuskan: 
Konpensj- 

- 	Eksepsj - 

- 	Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut; 

Merryatakan gugatan Penggugat kurang pihak; 
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Pokok Perkara: 

Mendak Gucjatan Penggugat atau setidak-tidaknya rrenyatakan Gucjat an 

Penggugat Udak dapat diterin untuk sekiruhnya; 

Rekonpensi: 

Mengabuikan Gugatan Rekccpensi clari Tergugat/Penggugat Rekcipensi 

tersebut; 

Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekcnpensi heritikad huruk; 

rv1er/atakan Penetapan Sementara yang teah dikeluarkan cleh Pengadilan 

Naga ini tetap berlaku secara sah sarrpai adanya Putusan dalam perkara 

mi yang merrunyai kekuatan hukum tetap; 

Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk rrntaati serth 

nnghcrnatl Hak EJ<sklusif Tergugat I Penggugat Rekcnpensi atas Paten 

Sederhana No. ID.O.000.528.S tersebut 	dengan menghentikan setiap 

produksi barang sejenis dencjan prcduksi barang Tergugat/Penggugat 

Rekcipensi yang duindungi Paten sederhana tersehut. 

Konpensi dan Rekonpensi: 

Menghukum Pancjgucjat / Tergugat Rekpensi untuk 	riayar hiaya 

'*perkara yang tintul dalam gucjatan perkara mi; 
/ 	\ 
-•'"\\, 	\ 

ry1enrrtang, bahwa terhadap Jawahan Tergugat 	dimaksud diatas, 

Pengcjøgat mengajukan RepUk secara tcrtulls tertanggal 21 DesLn br 2004 yang 

kerrjdan terhadap Replik tersebut 	Tergugat kerrudian mengajukan Duplik 

secara tertulis di persidangan tertanggal 28 Deserrber 2004 ; --------------------------- 

Menlrrbang, batpiva untuk n'enguatkan Gugatannya 	Penggugat 

rnengajukan bukti fctoccpy surat-surat bermeterai cukup diberi tanda sebagal 
berikut: 

P - 1: $iat Keterangan Naim Nb. I-13-UM.07.10.10/2005 tertanggal 12 Januari 

2005, porihol : KETERAI\KAN tentong Klaim don Lingkup Perlinduncian 

Paten Sederharia Nb ID 0 000528 S dengan judul penentian Paten 

'SGEL PEP4UTUP UNTUK TUTUP DRUM" atas narna Tergugat, yang 

diajukan pada tanggal 15 .April 1999 dengan ncrnor pormcan S 

990041. 
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P - 2 : Petikan ResrTli Pendaaran Paten No. ID 0 000528 S untuk 'SEGEL 

PENUTUP UNTUK TUTUP DRUM" atas nama Tergugat yang diajukan 

pada tanggal 15 ,April  1999 dengan ncnx pern-dcnan S-990041. 

P 

	

	3 : Foq &irat Penawaràn Harga Nb. 056/ESI/X11198 tertanggal 18 

Esen-ber 1908, yang dibuat deh Hansen Martheo, seiaku Drektur 

dari PT. Ecmcto Sikandi Industries kepada Ketua Panitia Pelelangan 

Pertarrina Drektc4-at PPDN 

P — 4 : Fctcl(opi &jrat Pesanan Barang No. 44A9N3001 tertanggal 9 Februari 

1999 kepada PT. Ehcntto Srikandi Industries dan ditandatancjani deh 

ke-2 helah pihak yaltu : C1rektur PT. Enomoto Sikandi Industries, 

Hansen Martheo dan Crektur PPDN Pertanna, Hadi N)Jgrdio, serta 

Irektur Keuangan, Hadi aidihyo 

P - 5: Fctokopi &irat Jalan Nb. 99045/ESI-1V199, tertanggal 7 April 1999. Dkirim 

deh PT. Dia-ncto &lkandi Industries kepada PT. Pertan- na (Persero) 

berdasarkansurat pesanan No. 44A91\001. 

/ P 	Fc<cp airat dan PT Encmo &]kandl Industries Nb 006/ESI- 
/ 

............ 	RO2O04 tertanggal 15 Oktder 2004, kepada PT. Pertaina :. 
1 	

:frsero) perihal : Perlindungan Hak Paten Sederhana Tab Seal dan 
Ring Pengaman Tutup PT. Enomoto Srlkandl Industries. ct' 
Fctc4copi kccan Harian KOMPAS tanggal 15 Desen-ber 2004, haIarrin 

\ 	 7/ 

37; 
P - 7: FctccpI &irat Jawaban PT. Pertanina (Persero) No. 757/E20500/2004- 

63 tertanggal 19 Oktcber 2004, kepada Takahiro Yamada, crektur PT. 

Enomoto &ikandi Industries, perihal : Hak Paten Sederhana Capsel 

Drum kepada PT. Enomoto Srlkandi Industries 

P - 8: Oatc4-i Produk Cincin Pengaman Tutup Crum rrilik Penggugat 

Bukti P - I sarrpai dengan P — 4, Bukti P — 6 san-pai dengan P - 8 hermeterai 

cukup dan telah dicocdkan dengan asiinya sedang bukti P — 5 walaupun 

herrneterai akan tetapi tidak ada asiinya 

Menin-bang, ba'a Penggugat untuk rrnguatkan Gugatannya disanrping 

nngajukan bukti-Iukti' surat juga menghadirkan saksi-saksi sehanyak 2 ( dua) 
cirig yiiilu 
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L Eko Suwanto lahir di Madiun tanggal 21 Pebruari 1955 laki-laki Islam, 

lndxiesia , pekerjaan : Karyawan. 	Pertarrina baç;ian 

Lcjistik (Rimas))  alamat JI. Kayu Rtih Uara VI No. 4; 

(bawah surrpah pada pckd<nya rrrrberikan keterangan sebagal berikut: 

- Bhwa saksi mengetahui PT. Pertan-ina ( Persero ) .mengadakan 
penawaran ( tender  ) untuk r rrisok barang-haran berkenaan denjnn 

segel penutup untuk tutup drum pelumas kepada PT. Encmco &ikancld 

Industri pada sekitar tahun 1998 penandatanganan kctrak penawaran 

sekitar tahun 1999 dan dihuatnya surat pesanan pada tanggal 9 Pebruari 
1999; 

- Bahwa saksi mengetahui untuk pertama kalinya pihak P. Enndo 

-ikandi Industri mengirinian barang/produk tab seal kepada PT. 

Pertan-ina ( Persero ) , dirrulai tetiehih dahulu dengan pengun1ri- u) 

prnenang tender pada tanggal 26 Januari 1999, dirrna ditetapkan 

perrai 'ang tender adalah Terguçjat ( PT E.nc-rdo &ikandi hidustn) 
, 

benar kc - trak antara PT. Pertanina ( Persero ) dengan PT. I 	 - 

ncto &kandi lndustii herakhr pada tanggal 9 Pebruari 2000, dengan 
1d7nkian surat pesanan tersebut juga berakhir, 

- ,ahwa benar tab seal yang dipasok deli PT Eicrr,cto &ikandi Industri 

kepada pihak. PT. Pertarrina ( Persero  ) adalah baranglprcduk pesanan 

sesuai dengan surat pesanan no. 44A2NO001 pada tanggal 9 Pebruari 
•• 1999; 

- 	Bahwa benar menurut saksi PT. Pertan-Ina ( Persero ) tidak rrnsyaratkan 
untuk melan-plrkan &irat Paten pada saat pengajuari tender )  akari tetapi 
serrija pesanan harus sesuai dengan surat pesanan. 

H. Komaruddjn Agus : , Jahir di aanjur , tanggal 31 Januari 1953, Jaki-Iaki,lslam 
lndcnesia )pekerjaan : Karyawan Pertarrma dalam dMsi 

• LPP, alarnat : ,JI.Permata Cawang Nb. 24 Jakarta Tirrur; 
Dbawah surrpah pada pdcknya men-berikan keterangan sebagal herikut: 

- Bahwa saksi tidak pernah mengetaliijj bahwa pada saat pengajuan 

perrrx*1cnan penawaran (tender ) tersebut pihak PT. Biarb Sikandi 

Industri melarrprkan surat paten sederhananya dengan No. ID 000 528 S 
kepada pihak PT. Pertan-ána (Persero); 
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- Bahwa tab seal yang dipasck deh PT. Bono &ikandi lidustri kepada 

pihak PT. Pertarrina ( Persero ) adalah baraiig / prxluk pesanan sesual 

dengan surat pesanan No, 44N.O001 pá.da tanggal 9 Pebruari 1999. 

Seperti tertulis dalam surat pesanan yaltu adanya ultra \de security line. 

- Bava saksi mengetahul spesifikasi untuk tab seal tersebut den prcduk 

tersebut hanya digunakan pada tahun 1999 guna rrngantisipasi maraknya 

pemalsuan Mirak Pelumas keluaran PT. Pertarrina ( Persero); 

Menin-bang, bahvva untuk menguatkan Jawabannya Tergugat mengajukan 

hukti fctccopy surat - surat hermeteral cukup yang setelah dicocckan dengan 

aslinya lalu diberi tanda sebagal herikut: 

1. T - 1: cc*itth segel tutup drum kvnsical, yang terdiri dan: 

segel tutup drum dan Ring pegancjan terrpat penutupnya ( Gan-bar serta 

tulisan yang ada pada harang tersebut hanyalah ilustrasi saja, çjuna 

rrrrjdahkan untuk perhandingkan dalam perkara ml 

atth segel tutup drum yang meirpunyai spesiflkaslTehr1jk yang hart.i 

\esuai dengan penean Sdr. Agus giado, yang terdiri dan: 
drum yang spesfik; 

I.:.:; 
- 	lyavg ten-pat pegangan penutupnya; 

cincin) pengaman pertama dart ring pengaman kedua ( security ring, 
rbeungsi sebagal pengaman); 

- 	Penutup drum dari baja; 

3. T - 3 : Ocpy pen-beritahuan pada Harlan Kcn-pas terbitan tanggal 15 

Septerrber 2004; tentang penggantian tutup drum Pelumas priuksi 

Pertarrina; 

T - 4 : Fctckcpi esiflkasi Cap Seal ( Segel Pengaman) Drum - ukuran 2" 
dan 9 " No. .061/LTP/2003 ( RE\/-3), yang dikeluarkan pihak 

Pertanina, .tancjcjai 19 Ncperrber 2003; 

T —5 : Ccpy &Jrat Paten Sederhana No. ID.0.000.523 8, yang dikeluarkan 

c1eh Drektur Jenderal Hak Kekayaan lntelektual Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik lndcnesia, tanggal 5 
AQUstus.  2004; 

G. 1 -- U : Copy surat Pendaltara,)  Qptaan Sent, Gnrtar feliik I-tindle L .ut it 
aosure ( Handle  /Pegangan Tutup Drum ) No. 016866, tanggal 30 

Mel 1996, yang dikeluarkan c1eh Drektur Hak apta Drektur Jenderal 
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Rak apta 	Paten dan Merek Departen- n Kehakirr2n RepubIk, 
Indcnesia; 

Bukti I - 1 sarrpai dengan T - 3, T-5 sarrpai dengan T - 6 berrreterai cukup dan 

telah dicccckkan dengan aslinya sedancj bukti T - 4 walaupun berrrterai akan 

tetapi tidak ada aslinya karena aslinya ada pada Pertan-ina; 

Menlrrbang, hawa Tergugat untuk menguatkan Gugatannya dlsarrping 

rrngaJukar, bukti-buktl surat jugs rnanghadirkan saksi sebanyak (satu) cang 
yaitu: 

Saksl Agus Sugiharto lahir di Jakarta tancjgal 2 Juni 1951 	aki-Iaki,Budha 

Indonesia pekerjaan VMraswasta ( Pabrik kaleng ) 

alamat: JLPangeran Jayakarta No. 16 Jakarta Rsat 
Dhawah surrpah pada pc4<eknya rrn-berikan keteiangan sehaçai berikut 

- 	Bahwa pekerjaan Saksi adalsh sehagai pengusaha pabrik kaleng; 

- Bahwa saksi lehih dahulu n- ncjenal perusahaan Pencjgucjat dan haru 

kerrudian mengenal perusahaan Tergugat dan pernah bekerjasan- 
\\ dengan  keduanya 

/ 
Balywa siksi tld&( rnenUjtaj uJ kpa: i segol pti iutup ui sluR luIu() di US I 

tersebut dipasok ceh Tergugat kepada PT Pertan-ina 

Bahwa saksl menerangkan teang penean segel penutup untuk tutup 

/ drum tersebut sebagatmana yang dlsan-paikan c1eh Tergugat dalam bukt 
'-' 

	

	bertanda T - 2 tersebut mengenal hentuk fungsi serta tehnoginya yang 

merupakan satu kesatuan dengan cincin (ring) pengaman, terdiri dari 2 

( dua ) buah dan rnarupakan bagian yang tidak terpisahkan dan segel 

penutup untuk tutup drum tersebut; 

- Bahwa saksi mengalihkan penerruannya kepada Tergugat dengan 
rnenerirr kcn-pensasi' 

- Bahwa saksi tidak mengetanul sama sekali mengenal prcsestendej-  dan ------------ 
lemasokan barang herupa tab seal dari Tergugat kepada Pertanina pada 
tahun 1999; 

Mer'in-tang, baliwa kedua beiah pihak mengajukan kesin-pulannya 
masing-rnasing tertanggal 22 Pebruari 2005 dan pada akhirnya mod-  Putusan; 
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Menin-bancj, baI'a segala sesuatu yang terjadi di persidangan terrruat 

secara Iencjkap dalam Eerita Acara, yang untuk sncjkainya diancjcjap tercanturn 

dlam pusan ni; 

TEPITANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

DALAM KONPENSI 

DALAM EKSEPSI 

Menintang, bahwa sebelum menjawab pokc4c perkara, Tergugat 

mengajukan. Eksepsl yatu Exeptlo Plurlum Litis Consortium ( kurang pihak ) 
yang pada pc4c4nya rnengatakan hahwa Penggugat dalam gugatan peritata(an 

Paten Sederhana mi tidak rrnyertakn pihak in'ntcrnya , sehingga gugatan 
dalam perkara ml kurancj pihak; 

Menirrbang, baI- iva sebaiiknya Penggugat dalam Repliknya mengatakan 

sepsi Tergugat mengenal gugatan kurancj pihak adalah merupakan E(sepsi 

\mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang henar, sehingga harus ditdak; 

. JI Menintang, bahwa dari dua ( 2 ) 'rsi hukum tersebut diatas Pengadiftn 

~J~ertln-banqkan sehacjai herikut: 

wa thc:ang-uidang l\kn-cc 14 tahun 2001 tentang Paten ( untuk selanjutnya 
disebut UU Paten ) yang mengatur hukum mateniil mengenal merek dan hukum 
f -nil tentang tata cara mengajukan gugatan, tidak mengatur rnengenai masalah 

eksepsi, sehingga untuk eksepsi benlaku ketentuari dalam HIR; 

Menirrbang, baIva tentang tangkisan atau eksepsi 
, HIR hanya mengenal 

satu rrcam eksepsi ialah eksepsi perihal tidak herkuasanya }-hkim yang terdiri 

dari dua (2) macam yaitu Eksepsi yang menyangkut kekuasaan absc&it dan 

eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif; 

Menintang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas bukanlah eksepsi 

perihal ticlak herkuasanya Rthim melainkan oiuepsi Plurlurri Litis Ccnscditjrr, yaitti 
c -ang yang ditarik sebagal Tergugat tidak Iencjkap. Oieh karena itu eksepsi 

tersehtjt tidak diputus tersendiri tot api diputus hersama dengan pokok perkara; 
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Menirrbang, bat'a atas eksepsi tersebut, pasal 91 ayat (2) Uldang-

Uidang Paten telah mengatur dengan tegas sebagal berikut 

Gugatan perriataIan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a diajukan deh pihak ketiga kepada pemegang Patn rrelalui Pengadilan Niaga. 

Menin-bang, bahwa dengan derrikian karena eksepsi clari Tergugat tidak 

herdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditdak. 

DALAM POKOK PERKARA 

Menirrbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 
tersebut diatas; 

Menirrbang, bahwa deh karena gugatan Penggugat disangkal deh 

Tergugat, maka menjadi kewajihari huküm hagi Penggugat untuk hierrbuktikan 

dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat mengajukan bui lawan ( Tegen 
bcwlJs). 

\- 

/ 	1enin-bang harwa Penggugat dan Tergugat rrsincj-rnasinq telai, I 	/ 	r 

gjcan bukti sebgaimana tersebut diatas. 

ii 

enang, bahwa gugatan pckck Penggugat adalah mengenai 

erthataIan paten sederhana No. ID 0 000 528 S berjudul Segel Penutup Tutup 
Drum, yang terdaftar atas narna Tergugat dalam Daltar Lh-um Paten. di Kanta-
Pat en. 

Menirrbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan ketenivan-. 

ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2, pasal 6, pasal 104 dan pasal 137 
UU No. 14 tahun 2001. 

Menirrbang, haIva sebelum merrpertirrbancjkan gugatan Penggugat 
t;i 	lj'jt st lu 'Jipt tlr,tu.ii jkii (JUIU k')I)O,*1 UlI 	ju'jt I)1(IL 	Jtlwoljoll I ii 

yang mengatakan karena penerirnaari paten pada tanggal 15 April 1999 rrka 

terhadap perrrdc*,an sebelum adanya UU No, 14 tahun 20-01diberlakuka,) 

ketentuan pada thdang-Uidang No. 6 tahun 1989 sebagaimana yang diubah 
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berdasarkan Lhdang-Uxiang No. 13 tahun 1997 maka gugatan Pen-bataan ini 

haruslah berdasarkan ketentuan darl Udang-Udang tersebut. 

Menin-bang, bahwa apa yang didalilkan Tergugat tersebut adalah aturan 

yang terdapat pada Bab X\,1 ketentuan peralihan pasal 137 yang nencjataur 

perihal permdiaian paten yang diajukan sebelurn berlakunya Lk'idang-Uidancj 

paten Nb. 14 tahun 2001 tetap diherlakukan undang-undang Iarr, sedançjkari 

perihal gugatan , tidak berlaku pasal tersebut tetapi rrnurut Majelis Ha1ini 

perihal gugatan yang diajukan setelah herlakunya Lhdang-Lhdang Paten Nb. 14 

tahun 2001 ditetapkan pasal 138 yang mengatur baia pada saat Udang-

Uidang ml herlaku rrka Uclang-Uidang No. 6 tahun 1989 dan non -  13 tahun 
1997 dinyatakan ticlak herlaku. 

Men-bang, bahwa alasan Penggugat rrengajukan gugatan adalah Riten 

Sederhana No. ID 0 000 528 S nilik Tergugat tersebut sëharusnya tidak cliherikan 

deh karena penerruan yang diheri paten sederhana tersebut ternyata telab 
,,.-- 

 
' -';7-Viknakan secara kccnersial di lndcnesia deh Tergugat sehelum perrrmtaan 

tederhananya diajukan. 
'( 
• 

(fAenirrbang, bahwa rrnurut daffi Penggugat Paten Sederhana Nb ID C) 

S telah tidak haru pada saat diajukan pernntaan patennya, sehingg 

arôs dibatalkan .Syarat Kebaruan ( Nbvlty) tidak terpenuhi. 

Menirrbang, bahwa Tergugat dalam tariggapannya menyatakan 

herdasarkan keterangan darl pihak in'ntci- pada bulan Januari sld Mel 1999 

Paten produknya masih dalam taraf penelitian dan pengen-bangan dan hal 
tersebut masih dalam taraf .  percobaan ( trial  ) mengingat penerruan tersebut 
sangat belum serrpurna. 

Ba'a pasckan yang dilakukan Tergugat kepada pihak Pertanilna 

berdasarkan crder merupakan Segel Penutup untuk tutup drum kcrvensicnaI 

yang sama sekafi berlainaii dengan Paten Sederhana, yang ditemukan deli 
Saudara Agus Suglarto selaku innta tersebut yang rrn-punyai tehndci 
yang sangat berlainan. 
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Menirrbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Petkan Resni 

Pendaftaran Paten N. ID 0 .000 528 S untuk " Segel penutup untuk Tutup 

Drum " atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 15 prii 1999 dengan 
nc-ra perrrdiman S 990041 dihubungkan dengan bukti T - 5 yaitu Sjr'at paten 

Sederhana No. ID 0 000 528 S maka terbukti bahwa penerrian yang dUindungi 

adalah berjudul " Segel Penutup untuk tutup drum " tanggal lenerirnaan 
perrrThtaàn Paten 15 1AprU 1999. 

Menirrbang bahwa herdasarkan bukti P - I yaitu &irat dari Direktur Paten 
Nbrrcc 	H3-UM.07,10.10/2005 tanggal 12 Januari . 2005 perihal keterangan 
tentancj klaim dan Iincjkup pertindungan Paten Sederhana Nb. ID 0 000 528 S 

dengan judut penerruan paten Segel Penutup untuk tutup drum maka diperdeh 
fakta hukum bal'M'ajun-iah klaim clan Paten Sederhana ID 0 000 528 S adalah 1 
satu) klaim yang meliputl : klaim 

1. 9Jatu Segel penutup untuk tutup drum kemasan di yang terdiri dan: 

&iatu bodi utania tutup drum (1). yang merrIiki hentuk dinding silinder dan 

bagian atasnya tertutup pada posisi simetris dekat bibir tutup drum dibuat 
Ua buah kepiricjan herluhang yang mana kepingan melehar kearah tutup 

dan bacjian hawah tutup drum terbuka untuk dapat dimasukkan ke 
b drum yang akan disegel 

II 
, 6,jtu ring pengaman pertama (7) yang merrgliki bentuk cincin yang 

Al 

lebar kearah dalam bodi utama tutup drum (1) yang juga meUki 

kupingan sama seperti bodi tutup drum (1). 

Suatu ring pengaman kedua (8) yang men.!ikI béntuk harrpir sama dengan 

ring pengaman pertarr (7) kecuati dasar ring yang metebar kearah tuar sisi 

kanan dan kiri ditekuk keatas. 

&iatu sit plastisal (5) diterrpatkan dilekukan dinding datam tutup drum (1) 
untuk menjanin tidak terjadinya kebocc4-an; 

Yang dicirikan c4eh suatu tinta pengaman herbentuk garis yang ciipasang 

disisi luar merrbelah tengah tutup drum (1) yang hartya dapat dilihat 

dngan bàntuan sinar ultra - 'Adet. 

Menrrbaiig, haliwa selanjutnya akan dipertiri-bangkan apakab henar Paten 

sederhana dengan jurrah klaim 1 ( satu) seperti tersebut diatas seharusnya tidak 
diberikan deli karena penen-ua,-, tersebut ternyata telah digunakan secara 
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kccrersial di Indcnesia deh Tergugat sebeurn paerrrThtaan paten sederhananya 

diajukan. 

Menirrbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dihuhungkan dengan 

utI I - I dan I - 2 terbukti bahwa Tergugat pernah nemasck prcduknya 

N.el',)eda pihak Pertanina berupa Segel .penutup untuk tutup drum. 

- 	Menirrbang, bahwa rrriurut Tergugat pasdan yang dilakukan Tergugat 

kepada Pertanina. tersehut rnerüpakan Secjel penutup untuk Tutup f2iurri 

kn'nsic*iatyang sama sekali bertainan dengan Paten sederhana niUknya. 

Menirrbang, 'batwva berdasarkan bukti P - 3 berupa fctcccpi airat 

Penawaran Harga No. 056/ESI/XH/98 tertangcjai 18 Deserrber 1998, terbukti 

bahwa Tergugat path 18 Deserrber 1998 telah rrakukan penawaran harga 

kepada PT. Pertarrina ( Persero) untuk pemesanan prcduk segel penutup untuk 

tutup drum. 

Menirrbang1  bahwa herdasarkan bukti P - 6 yaltu Surat dari Tergugat 
L11 

ñgaI 15 Oktther 2004 Nb. 006IESI-DIR/X12004 yang ditujukan kepada 
\\\ 

Pemasarati dan Niaga Pertamna Pusat pada pcnt no. 2 surat tersebut 

;)tegas dan jeas mengakui Hak BskIusif Paten Sederhana Tergugat 

pernah digunakan deh Pertan-na terhitung sejak tanggal 9 Pebruari 

Pesanan 44 A 9 N 0001. 

Meninrrbang, balva ternyata yang dimaksud &jrat pesanan 44 A 9 N 

0001 tersehut adalah bukti surat P - 4 yaitu &irat Pesanan Barang No. 44 A 

9 N 0001 tanggal 9 Pebruari 1999 kepada PT. Diro &ikandi Industries 

Tergugat ) dan cUtandatancjanl cAeh kedua heIal, pihakya1u E.cekIur I' 

Encn-do Srikandi Industries Hansen Martheo clan Drektur PPDM Pertanina 

serta Drfektur Keuangan. 

Menin-bang, .bahwa berdasarkan bukti P - 6 dan bukti P - 4 tersehut 

duhubungkah dengan keterangan Saksi I Eko Suwanto dan Saksi H 
Komaruddin Agus climana keduanya rrnerangkan bahwa Pengcjugat dan 

Tergugat keduanya adalah perusahaan rekanan Pertan-ina yang mem . asok prcduk 
berupa secjel Penutup untuk tutup drum. 
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Pada tahun 1909 Tergugat adalah perusahaan yang memasc4< produk segel untuk 

tutup drum sedangkan saat ml yang marras< adalah Pengcjugat, rr2ka telah 

techukti bahwa sejak tanggaf 9 Pebruari 1999 penerruan berupa segel penutup 

k.ntljk drum ternyata telah digunakan secara krrsiaI di Indesia deh Tergugat 

vau dengan memasd< produk yang diberi paten Sederhana tersebut kepada PT. 

r,trrina( wide buktl P —6 dan P —4). 

Menbancj, bahwa dengan telah dicjunakannya penerruan tersebut 

secara kcmersial sejak tanggal 9 Pebruari 1999 deh Tergugat sendiri, nka 

penen-uan tersebut telah tldak baru pada saat dirrintakan Paten sederhana pada 

tancjgal 15 AprIl 1999. 

Menirrbang, bata kebaruan ( novelty ) adalah merupakan persyaratan 

diberlkanriya Paten sederhana. 

Penen-xjan ( in'nsi ) harus baru dan tidak sama dengan yang telah 
diungkapkan sebelun-iiya balk di lndesia nupun di luar negeri. 

Bahwa yang dflihat dan "kebaruan " adalah fungsi. 

Menintang, balrwa herdasarkan buktl P - 1 dan T - 5 , Rllairr dan iingkup 

perlindungan Paten Sederhana No. ID 0 000528 S dengan judul Penerruan Rteni 

Segel Penutup untuk Tutup Dum , adanya ciri khas yaitu ultra violet security 

line atau laplsan tlnta pengaman ( security Ink ) atau suatu tinta pengarrn 

herbentuk garis yang dipasanig clisisi luar merrbelah tengah tutup drum. yang 

hanya dapat dilihat dengan bantuan slnar ultrav1olet. 
E3ahwa. pada buktf P - 4 bagian Uraian disebutkan dan diiençjkapi dengan 
pengaman pernalsuan terdiri dan: 

a. pada hagian luar 

- en-bose" logo Pertamina". 

- cat dasar khusus warna hiru. 

- 	Utra 'idet security line. 

h. pada baglan dalarn 

- 	strip line dengan tülisan Pertanina pada seluruh dasar plat 

(mernanjang). 

Menint)ang, bahwa cmi khas yang same yaltu ultra violet security line 

pada buktl T - 5 dan P - 4 menurut Majelis Hakim juga menpunyai fungsi yanq 
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sama yaltu suatu segel pengarmn tutup drum agar tidak rrudah ditiru atau 

dipalsukan. 

Menin-bang, bahwa karena secara yuridis fungsi .pada bukti T- 5 adalh 

sama dengan P - 4 , ntka penerillan tersebut telah tidak baru pada saat 

diajukan perriintan Patennya, nka seharusnya Paten sederhana atas 

:c:n€rr1Jan Tergugat tersebut tldak cilberikan. 

Menirrbang, bahwa ceh karena seharusnya tidak diberikan Paten 

Sederhana, maka Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dinyatakan dihatalkan 

untuk seluruh klaln-riya dengan secjata akihat hukurrnya. 

Menirrbang, baUwa herdasarkan pertirrbangan —pertintangan tersebut 

diatas maka peUturn nomor 2,3 dlkabulkan. 

Menirrbang, bahwa karena gugatan perr'batalan Paten dikahulkan perR.i 

diperintahkan kepada Panitera untuk malaksanakan ketentuan pasal 93 Uc1ang- 

Uidang No. 14 tahUn 2001 tentang Paten, deh karenanya petitum nomor 4 

.d!KauIkan. 

4 
/1AEKONPENSI 

/ 	J)' 	.. I 
Iritxng, baIwa rTksud dzm tujuan gugatan Rigugnt adaIzh soputi  

tere&t 4liatas. 
'. •' 	/ .'. 1/ : 

Menirrbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan deh Pëñcjgugat dan Tercjugat 

adalah sama dengan pada bagian Kapensi. 

Menin-bang, bahwa pertirrbaiigan hukum pada hacjiari kc*ipensi diarrbit 

allh dan rrrupakan pertirrbangan pula pada bagian rekapensi ini. 

Menirrbang, batwva sebacjaimana telah dipertirrbançjkan pada Kcripensi 

bahwa Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S rrilik Tergugat telah dibatalkan ceh 

Pengadilan Naga dengan segata akibat hukurrnya, deh karena itu gugatan 

Penggugat Rekcnpensi yang didasari atas adanya Hak paten Sederhana tersebut 

meradi tidak reIe''an lagi, sehingga gugatan Fenggugat harus ditc1ak karena tidak 

herdasar dan beralasan hukum. 	 - 
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DALAM RON PENSI DAN REKONPENSI 

Menirrbang, bahwa karena gugat kcpensi dikabuilcan sekiruhnya, rvrka 

Tergugat Kcepensi / Penggugat Rekcnpensi sebagai pihak yang kalah hams 

dbebani untuk rrrrbayar biaya perkara yang tlrrbul dalam gugatan ini. 

Merrperhatikan pasat-pasal darl thdang-U'dang Nbrr 14 tahun 200'1 

tentang Paten serta undang-undang lain yang bersancjkutan. 

M E N G A D I L I 

Dalam Kcnpensi 

Dalam Eksepsi: 

- Mendak Eksepsi dari Tergugat. 

Dalam Pckck Perkara: 

I. Mengabulkan gugatan Penygugat seluruhnya. 

2Mer'atakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana Nb. ID. 0 
1/ 	 528 $ telah tidak baru pada saat diajukan perriintaan patennya pada 

gga 15 April 1999. , 	
)A

Pr ' 
- 	atalkan Paten Sederhana Nb ID 0 000 528 S untuk seluruh 

lflkI irrnya, dengan segala akibat hukurrriya 

'4 4vlemerintahkan Panitera Pengadlian Niaga Jakarta Pusat untuk segera 

menyarrpaikan. Salman Putusan iril kepada Kantcr Paten ( Drektorat 

Paten Dtjen HAKJ Departemen Rikum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Incicnesia ) guna pelaksanaan Putusan mi sesual dengan ketentuan pasal 

93 Lhdarcj-Udang t'k.rnx 14 tahun 2001 tentang Paten. 

Dalam Rekcnpensi,  

- 	Mondak gugatan Penggugat Rekipensi. 

Dalam Kcrpensi dan Rekcnpensi 

- Menighukum Tergugat KapensI I Penggugat Rekcnpensi untuk menrbayar 

hiaya perkara in! sehesar Rp. 5.000.000,- (Jima juta rupiah). 

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



23 

Denikian diputuskan dalam Rapat Perrrusyawaratan pada hari Seiasa 

tanggal 8 Maret 2005 deh CICUT SUTIARSO, SH, M.Hum., sebapi Ketua 

.dang, SURPTO, SH dan SUDRAJAD DIMYATI, SH., rnsing-rrnsing sebagai 

Kakim Aiggda sesuai dencjan Penetapan Ketua Pengadilan Naga Jakarta 

Risat , putusan mana diucapkan clalam sidancj terbuka untuk urnjrn pada hari itu 

juga. deh Majelis Hakim tersebut dongan dihantu c1eh ROMA SIALLAGAN, SH 

Panitera Pengganti dlhadiri deli Kuasa Fkum Pençjcjuçjat tanpa dihadiri deh 

Kijasa Hkum Tercjugat. 

HAKJM-HAKIM AtX3GOTA 

SURIPTO.SF1. 

..SUDRAJAD DIMYA/ISH. 

PANITE4 PENGGANTI 

ROMA SIAL..AGAN,SH. 

HAKIM KETUA. MALJS, 

j(cf 

CICUT SUTIARSO, SF, M.Hum 

i FOTOcopy 
'.iHflya 

A1 
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PUTUSAN 

Nomor: 018 KINJHaKI/2005. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan 

sebagai berikut dalam perkara pembatalan paten antara: 

PT. ENOMOTO SRIKAND! INDUSTRIES, ber-

kedudukan di Kawasan lndustri MM-2100, Blok B-4-1, 

Cibitung Bekasi 17520, dalam hal ml memberi kuasa 

kepada: Soerjanto Angkah, SH., dan Fadhly Masril, 

SH., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat 

dan Pengacara Soerjanto Angkah, SH., beralamat di 

Jalan Raya Boulevard LB 1/19 Kelapa Gading Permai 

Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tangqal 

23 Maret 2005, sebagai Pemohon Kasasi dahulu 

Tergugat; 

melawan 

PT. TRIPRIMA INTIBAJA INDONESIA, suatu per-

seroan menurut hukum Negara Republik Indonesia, 

berkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta 

No. 135 Blok 0-3, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada :Gunawan Suryomurcito, SH., 

Yanto Jaya, SH., clan Winuriska, SH., para Advokat 

dan Konsultan Paten pada Kantor Advokat dan 

Konsultan Paten terdaftar Suryomurcito & Co, ber 

alamat di Suite 601 Wisma Pondok lndah Jalan Sultan 

Iskandar Muda Kay. V-TA Pondok lndah, Jakarta 

12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 

Nopember 2004 sebagai Termohor, Kasasi dahulu 

Penggugat; 

Mahkamah. 
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Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan; 

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka 

persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada 

pokoknya atas daUI-dalil sebagal berikut: 

bahwa Penggugat adalah produsthi barang-barang berupa segel penutup 

drum yang merupa((an barang sejeriis dengan segel penutup drum yang dlproduksj 

oleh Tergugat; 

bahwa Penggugat harus mengalami bahwa kuasa Tergugat telah me-

ngirimkan surat Somasi tertanggal 28 Oktober 2004 kepada Penggugat yang isinya 

menyatakan bahwa segel Penutup untuk tutup drum yang dibuat oleh Penggugat 

untuk dipasok kepada Pertamina tersebut telah melanggar Paten Sederhana No. ID 

0 000 528 S dan meminta agar Penggugat menghentikan penggunaan segel penutup 

untuk tutup drum yang dianggap melanggar hak Tergugat atas Paten Sederhana No. 
il ID 0 000.528 Stersebut; 

bahwa Penggugat berpendapat bahwa paten Sederhana No. ID 0 000 528 S 

milik Tergugat tersebut seharusnya tidak diberikan oleh karena penenlUall yang 

kernudian diberi Paten Sederhana tersebut ternyata telah digunakan secara kornersiaj 

di Indonesia oleh Tergugat sebekjm permjntaan paten sederhananya diajukan 

Dengan demikian Penggugat mempunyal kepentingan untuk mengajukan gugatan 

pembatalan Paten Sederhana No. ID. 0 000 528 S terhadap Tergugat berdasankan 

alasan, fakta hukum yang akan diurajkan dalam surat gugat mi, dan bukti-buktj yang 

akan diajukan pada kesempatan pembuktian nanti; 

bahwa Paten S'ederhana No. 1D 0 000 528 S diberikan atas permintaan yang 

diajukan oleh Tergugat dengan Nomor Permintaan Paten S-990Q4j dengan Tanggal 

iIri;1Ji,•1 PrirJj,)I1r,1 Piik 1 	r AprIl 1 

bahwa penemuan yang diberi Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebut 

yang ,berjudul segel penutup üntuk tutup drum temyatategah digunakan secara 

komersial .i 
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komersial di Indonesia oleh Tergugat setidak-tidaknya sejak tanggal 9 Pebruari 1999, 

yaitu dengan memasok produk yang diberi Paten Sederhana tersebut kepada PT. 

Pertamina (Persero); 

bahwa dengan telah digunakannya penemuan tersebut secara komersial pada 

tanggal 9 Pebruari 1999 oleh Tergugat sendiri, maka penemuan tersebut telah tidak 

baru pada saat dimintakan Paten Sederhana pada tanggal 15 April 1999; 

bahwa oleh karena penemuan tersebut telah tidak baru pada saat diajukan 

pemIri1aan palenn)a, maka seharusnya Paten Sederhana atas peneriivan leigugal 

tersebut tidak diberikan; 

bahwa oleh karena seharusnya tidak diberikan paten sederhana maka Paten 

Sederhana No. ID 0 000 528 S dapat dibatalkan oleh Pengadilan berdasakan 

gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga; 

., 	 bahwa terlebih lagi, ternyata Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebul 

apabila digunakan atau dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku oleh karena penemuan yang diberi paten 

sederhana tersebut mengandung merek dagang terdaftar milik PT. Pertamina 

(Persero). Undang-Undang yang dilanggar dalam hubungan mi adalah Undang-

Undang Nomor.  15 Tahun 2001 tentang Merek; 

bahwa fata-fakta tersebut di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang akan 

disampaikan dalam Acara Pembuktian membuktikan bahwa penemuan Tergugat yang 

diberi paten Sederhana No. ID 0 000 528 S, telah tidak baru pada saat diajukan 

permintaan patennya, sehingga harus dibatalkan; 

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memborikan 

putusan sebagai berikut: 

I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S 

telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya pada tanggal 15 April 

1999; 	• 

3. Membatajkan.%/ 
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Membatalkan Paten Sederhanallo. ID 0 000 528 S untuk seluruh klaimnya, 

dengan segala akibat hukumnya; 

Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera me-

nyampaikan salman putusan mi kepada Kantor Paten (Direktorat Paten, Ditjen 

HKI, Departemen Hukum dan HAM RI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 93, Undang-tJndang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; 

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara 

ni; 

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 

eksepsi dan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Dalam Eksensi: 

Exeptio Plurium Litis Consortium (kurang pihak): 

- Bahwa gugatan pembatalan dari Penggugat terhadap Tergugat selaku pihak yang 

/ 	
memegang hak Paten Sederhana ini, dimana Tergugat bukanlah pihak yang 

menemukan tentang proses maupun hasil prduksi barang-barang berupa Segel 

Pnutup untuk tutup drum tersebut; 

Bahwa Tergugat mendapatkan hak dan izin dan Penemu pertama kali atas barang 

barang berupa segel penutup untuk tutup drum tersebut untuk didaftarkan pada 

Kantr Paten 

Bàhwa segala discription yang mencakup bidang tehnik, uralan Iengkap penemuan 

beserta fungsi dan kegunaannya agar segel penutup untuk tütup drum tersebut 

mempunyai quaUfikasi dalam penggunaannya merupakan hak clari inventor 

tersebut sebelum pendaftarannya; 

- Bahwa oleh karena itu gugatan pembatalan atas Paten Sederhana ml haruslah 

mengikut sertakan pihak Inventor yang pertamakali menemukan invensmnya 

tersebut; 

- 	Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatan Pembatalan Paten Sederhana mi tidak 

meryertaiçan pihak Inventornya, sehingga gugatan dalam perkara mi kurang pihak; 

- Bahwa. 
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- Bahwa karena gugatan pembatalan ini kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah 

gugatan pembatalan mi tidak dapat diterima; 

Dalam Rekonpensi: 

- Bahwa apa yang termuat dalam konpensi tersebut, termasuk pula dalam 

rekonpensi ni; 

- Bahwa sebagaiamana yang telah diuraikan dalarn konpensi di atas, pihak Peng-

gugat mempunyal maksud itikad buruk dalam mengajukan gugatan pembatalan 

Paten Sede 
I rha na yang merupakan hak eksklusif Tergugat tersebut; 

Bahwa guna melindungi hak-hak eksklusif atas Paten Sederhana yang menjadi 

hak dari Tergugat, sebagal pihak yang paling dirugikan, karena tidak men-

dapatkan perlindungan hukum sebagajmana mestinya, maka dalam rekonpensi mi, 

Tergugatlpenggugat rekonpensi mohon agar Pengadilan Niaga mengeluarkan 

Penetapan Sementara untuk menghentjkan sementara segala kegiatan yang dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran Paten dan pelanggaran hak yang borkaitan 

dengan Pate:i, 

7' 
- Bahwa pengeluaran Penetapan sementara tersebut sangatlah diperlukan, meng-

ingat dalam Gugatan Pembatalan ir,i adanya pihak-pihak yang tetap melakukan 

tindakan yang melanggar hak eksklusjf. Paten Sederhana dari Tergugat/ Peng-

gugat Rekonpensi tanpa adanya kehendak untuk menghentkan tindakan tersebut 

oleh karenaya Pengeluaran Penetapan Sementara tersebut ditujukan kepada 

pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut tidak terbatas pada Peng- 

gugat/Tergugat Rekonpensi saja; 

- 	
Bahwa benlakunya Penetapan Sementara tersebut sampal adanya putusan Badan 

Peradilan dalam perkara mi yang telah mempunyaj kekuatan hukum yang pasti; 

Bahwa karena adanya itikad buruk dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan 

cara melakukan perbuatan yang memproduksj barang-barang clari Tergugat yang 

dilindungi oleh Paten Sederhana tersebut, sehingga perbuatan tersebut di 

kategonikan sebagaj Perbuatan yang melawan hak eksklusif dari Tergugat; 

- Bahwa. 
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Bahwa oleh karena itu perbuatan PenggugatlTergugat Rekonpensi tersebut 

melanggar hak eksklusif Paten Sederhana dari Tergugat, yang dampaknya bukan 

saja menimbulkan kerugian dari Tergugat, akan tetapi merupakan suatu krisis 

kepercayaan untuk setiap investor asing yang akan menanamkan investasinya di 

Indonesia; 

Bahwa oleh karena itu perlu kiranya untuk menghukum Penggugat/Tergugat 

Rekonpensi untuk tidak lagi memproduk 	barang-barang yang sejenis dengan 

produksi Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang dilindungi Paten Sederhana dan 

Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi 

mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta agar membenikan 

putusan dalam Rekonpensi sebagai berikut: 

.'.. - Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi ter-sebut; 

Menyatakan Penggugatftengugat Rekonpensi beritikad buwk; 

.5/ 

./- Ivienyatakan Penetapan Semenitara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga 

ni tetap benlaku secara sah s.ampai adanya putusan dalam perkara mi yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

Menghukum PenggugatJlergugat Rekonpensi untuk mentaati serta rnenghormati 

Hak Eksklusif Tergugat/Penggugat Rekonpensi atas Paten Sederhana No. 

D.Q.000.528.S tersebut, dengan menghentikan setiap produksi barang sejenis 

dengan produksi barang Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang dilindungi Paten 

Sederhana tersebut; 

- Menghukum Penggugatrrergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara 

yang timbuldalam gugatan perkara mi; 

Bahwa terhadap gugatan trsebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeni 

Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaltu putusan tanggal 8 Maret 2005 No, 

65/PATEN//2004/PN.NJAG,AJJKT PSI yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

LThIrn Konpensi 

Da!a:n. 
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Dalam Eksepsi: 

- 	Menolak eksepsi dari Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara: 

I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana No. ID. 0 000 528 

S telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya pada tanggãl 15 April 

1999; 

MembataIkar Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S untuk seluruh klaimnya, 

dengan segala akibat hukumnya; 

Memerjntahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera me-

nyampaikan salman putusan ml kepada Kantor Paten (Direktorat Paten, Ditjen 

, 	HAKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rèpublik Indonesia). guna 

pelaksanaan putusan ml sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-lJndang 

Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; 

Dalam Rekonpensi: 

- 	Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi; 

Dalarn Konpensi dan Rekonpensi: 

- Menghukurn Tergugat KonpensilPenggugat Rekonpensi untuk membayar biaya 

perkara mi sebesar Rp. 5.000.000.- (IlmajUta wpiah); 

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2005, kemudian 

terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa 

khusus tertanggal 23 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 

tanggal 30 Maret 2005 sebagairnana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 

1 1iKas/HKIpATEN/2OO5,pN Niaga.Jkt.pst Jo. No 65/HKI.PATEN/2004/pN Niaga/ 

Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat, 

permohonan mana kemud Ian disusul oleh merhori kasasi yang memuat alasan-ajasan 

yang ditenima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat 

pada. A,.  

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 



pada tanggal 1 April 2005; 

Bahwa setelab itu oleh Penggugat yang pada tanggal 5 April 2005 telah 

disampaikan salman permohonan kasasi dan salman memori kasasi dari Pemohon 

Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan 

Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2005; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya 

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang 

waktu dan dengan dara yang ditoritukan dalam Undany-Unthing, illuku oluls kiit.,j u flit 

pormohonan kasasi tersebut formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Kasàsi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya 

1. Judex facti telah melampaui batas wewenangnya: 

- 	Bahwa gugatan pembatalan Paten Sederhana No : 0 000 528 S tersebut yang 

diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Per.ggugat) hanyalah tentang : Segel 

' 	Penutup untuk tutup Drum saja, tidak termasuk ring pengaman yang 
• 

tercantum dalam Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi tersebut 

- 	Bahwa dalam, Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang 

urai?nnya, Lordiri don 

- 	Saha karenanya pertimbangan hukum judex facti yang mengabulkan 

- 	 seluruh gugatan pembatalan atas Paten Sederhana tersebut 	telah me- 

lampaui wewenangnya dengan mengabulkan gugatan yang melebihi apa 

yang dimintakan, sehingga merugikan Pemohon Kasasi; 

Bahwa Ring Pengaman (Cincin Pengaman) tersebut merupakan uraian 

penemuan yang berlainan dengan Segel Penutup untuk tutup drum tersebut, 

hal tersebut ternyata dengan bukti bertanda P8, yang mérupakan contoh 

cincin pengaman tutup Drum milik Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), 

dalam hal tersebut secara tidak langsung diakui oleh Termohon Kasasi 

/Penggugat, tentang adanya ring pengaman yang bukan bagian dari Segel 

Penutup untuk tutup drum tersebut dan hal tersebut ternyata pula dalam 

bukti.,M( 
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bukti P-6A ikian harian kompas tertanggal 15 Desember 2004, halaman 37, 

tentang perbedaan segel penutup untuk tutup drum dengan ring pengaman 

tersebut; 

- 	Bahwa karena itu judex facti telah melampaul batas wewenangnya dengan 

mengahulkan seluruh pembatalan Paten Sederhana tersebut, yang terdiri dan 

4 (empat) bagian penemuan, sedangkan yang dipersengketakan hanyalah 1 

(satu) bagian yaitu "Segel Penutup untuk tutup drum", sehingga judex facti 

telah mongahulkan lobih daripada yang disongkotakan dengan melampaul 

kewenangannya; 

2. Judex facti telah keliru menerapkan hukum tentang kebaruan: 

- 	Bahwa judex facti dalam menerapkan hukum tentang kebaruan hanyalah 

menilai penggunaan Segel Penutup untuk tutup drum yang pemah di gunakan 

oleh Pemohon Kasasi tersebut tanpa membedakan segel penutup untuk tutup 

drum yang mana yang pernah digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat 

/ 	tersebut, karena segel penutup untuk tutup drum penemuan dari Sdr. Agus 

Sugiaito yang dibtrikun Palcrn Sodorhuna torsobut sarigal borininnn. baik 

bentuk maupun fungsinya dengan Segel Penutup tutup drum yang mungkin 

Pe.rnah digunakanoleh Pemohon Kasasi/Tergugattersebut; 

Apakah segel penutup untuk tutup drum yang konvensial ataukah segel 

penutup untuk tutup drum yang ditemukan oleh Sdr. Agus Sugiarto selaku 

Investor yang menguraikan bentuk maupun fungsinya, karena sesuai dengan 

Pasal 105 ayat (5) Undang-Llndang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi 

"Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya 

memeriksa kebaruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 

keterterapannya dalam industri (industrial applicability) sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 5"; 

Dalam penje!asannya Pasal 105 ayat (5) yang berbunyl: "(5) yang di maksud 

dengan kebaruan adalah bukan sekedar berbeda ciri tehnisnya, melainkan 

juga harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dan 

investasi.fr'. 
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investasi sebelumnya"; 

Bahwa kegunaan ring untuk pengamanan dari penemuan Sdr. Agus Sugiarto 

tersebut lebih sangat berfungsi d@ri segi pengamannya (security-nya) dan 

"Segel Penutup untuk tutup Drum", yang mungkin pernah di pergunakan 

secara konvensional, tanpa adanya fungsi pengaman tersebut; 

i3uhwu 5cilaill ilu judox Fucti juga liduk moncrnpkun kotonlian dulum rn;rl 'I 

ayat(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang berbunyi : "Invensi juga 

tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang me-

ngumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasian 

inveni tersebut"; 

- 	Bahwa Sdr. Agus Sugiarto selaku pihak yang menemukan bentuk maupun 

/ 	
fungsidari barang-barang yang dilindungk Paten Sederhana tersebut tidak 

pernah mengumumkan dan/atau mempergunakan penemuannya tersebut 

selama jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang, sehingga 

karenanya yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk mendaftarkan atau 

memberikan kepada pihak lain untuk mendaftarkannya; 

Bahwa sebagai illustrasi untuk perbandingan Pemohon Kasasi melampirkan 

copy surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01 Maret 2005, 

dibawah Nomor: H2-HC.04.06-46 tersebut, yang isinya antara lain : "Menolak 

Permohonan PT. PERTAMINA (PERSERO) tentang bentuk cincin pengaman 

tutup drum, karena telah diungkapkan dalam permintaan paten sederhana No. 

S-990042 tanggal 15 April 1999, surat paten sederhana No: ID.0.000.528.S 

tersebut yang rnorupakan hak dari Pomohon. Kasasi/ Twcji.igal (;opy 

lampiran PK-1, 2, 3 dan 4); 

- 	Bahwa karena itu sifat kebaruan dari penemuan Sdr. Agus Sugiarto tersebut 

telah mutlak/absolUt dan berlainan dengan yang pernah digunakan oleh pihak 

lain dalam hat ml Pertamina, yang bersifat konvensional tersebut; 

(perbandingan bukti bertanda 1-1 dan T-2 tersebut); 

- Bahwa.fr" 
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- 	Bahwa karena itu judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum tentang 

syarat kebarauan dalam perkara ni; 

3. Judex facti lalal dalam menerapkan peraturan perundangan: 

Bahwa dalam gugatan pembatalan paten perkara mi dalam pertimbangan 

hukumnya judex facti haruslah cermat dalam memuat ketentuan yang tertera 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tersebut, dimana dalam Pasal 

92 Undag-Undang tersebut berbünyi. : "Jika gugatan pembatalan Paten 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 hanya mengenai satu atau 

beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap 

klaim yang pernbatalannya digugat"; 

Bahwa gugatan pembatalan paten dalam perkara ini yang dipersengketakan 

hanyalah "Segel Penutup untuktutup drum "saja'dan tidak termasuk dalam 
/ 

bagian dari ring pengaman (cincin pengaman) pertama maupun ring 

pengaman kedua dan seterusnya, sehingga seharusnya putusan pembatalan 

dalam perkara ini hanyalah segel penutup untuk tutup drum saja, bilamana 
.." 	

dikabulkan dan tidak menyangkut penemuan lainnya yang tidak diper- 

sengketakan; 

- 	Bahwa karena judex facti lalal dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang.undangan dalam putusan perkara mi, yang me- 

ngancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; 

Menimbang 

Mongonai, kobolat i-kobo;lan kasasi ad. 1 s/d ad. 3 tidak daput clibonarkan sobzib 

judex facti Pengadilan Niaga Jakartapusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan 

•hukum oleh karena: 

a. Ternyata jumlah klaim dari Paten Sederhana ID. 0.000 528 S dengan judul "Segel 

Penutu untuk Tutup Drum" adalah I (satu) (iim 

utama penutup drum, satu ring pengaman pertama dan satu ring pengaman 

kedua, 1 Sil plastisol yang dicinikan oleh suatu tinta pengaman yang merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pjsah satu dengan yang lain dan 

rnerupakan judul "Segel Penutup Untuk Tutup Drum (bukti P-i)"; 

h. Tornyrila. 
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b. Ternyata rergugat telah menggunakan penemuan berupa Segel Penutup Untuk 

Tutup Drum tersebut pada tanggal 9 Februari 1999 sehingga penernuan tersebut 

tidak baru lagi pada saat dimintakan Paten pada tanggal 15 April 1999 (bukti P-6 

dan P-4); 

c,.. Ternyata ada ciri khas yang sama dari Paten Sederhana tersebut yáitu Ultra Violet 

Security Line (bukti T-5 dan P-4) yang hanya dapat dilihat denganbantuan sinai 

ultra violet yang dilengkapi pengaman pada bagian luar maupun bagian dalam 

yang sekaligus ,mempunyai fungsi yang sama yaitu suatu segel pengaman tutup 

drum agar tidak mudah ditiru atau dipalsukan (bukti T-5 dan P-4); 

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula 

tidak temyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat dalam Perkara mi bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka 

permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES 

tersebut harus ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka 

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ni; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 serta 

Undang-Undang lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I 

Menolak permohonan kasasi clari Pemohon Kasasi PT. ENOMOTO 

SRIKANDI INDUSTRIES tersebut; 

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005 dengan H. Abdul Kadir Mappong, SH. 

Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidanj, Prof. 

Dr. H. Muchsin, SH., dan H. Atja Sondjaja, SH., para Hakim Agung sebagai Hakirn- 

Hakim.,r" 
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. 	 . 

Hakim Anggota, putusan mana'diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum-

hari itu juga oleh ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. 

34 

 

Muchsin, SH., dan H. Atja Sondjaja, SH.', sebagai Hakim-Hakim Anggota serta 1 nii 
S  

Widagdo, SH. MH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pftith4; 
t . 	. 

S . 	I 

Hakim-Hakim Anggota, 	 -.. 	 Ketua, 

ttd. 	 . 	 ttd. 

Prof. Dr. H. Muchsin SH. 	
•. 	 . H. Abdul Kadir Mappong, SH. 

ttd. 

H. Atja Sondjajà, SH. 

Biaya- biaya: 	 . 	 Panitera-Pengganti. 

Meterai ........: ....................Rp. 	6,000,- 	 . 	ttd. 

Redaksi Putusan ...............Rp. 	1.000.- 	Panji Widagdo, SH. MH. 

Adrnistrasi Kasasi ............. p. 4 993.000,- 

JJmIah .............................Rp. 5.000.000, 

Untuk Salman 

Mahkamah Agung R.I. 

,.anitX7)a 

"6 	Direk%eta Niaga 

SH. 

,•,,•,. 	. 	NIP. 040.018.142. 
. 5 . • 	S 	•'• 	 . 5 

.• 	... 

. ...... 

lt Jt 
Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH UI, 2008 


	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



